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Kata Pengantar

Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan penuh, penulis
mengucapkan al-hamdu lillahi rabbil’alamiin, segala puji dan puja
adalah milik Allah swt, Pencipta alam semesta, berkat hidayah dan
pertolongan-Nya buku ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta
salam semoga dilimpahkan kepada Nab Muhammad saw, yang telah
memberikan suri teladan . bagi manusia dan sekaligus telah
menjelaskan segala persoalan kehidupan manusia baik lewat al-
Qur’an maupun al Hadis.

Ilmu ushul figh adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh
setiap pengkaji dalam memahami al-nusus al-mugaddasah (teks-teks
al-shari’) yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Mengabaikan
ilmu ushul figh akan membawa kepada kekeliruan dalam memahami
al-Nusus dan tujuan syariat (maqgashid al-shari’) tidak akan tercapai.
Oleh sebab itu, disiplin ilmu apapun sangat membutuhkan ilmu ushul
figh.

Buku ini membicarakan salah satu bagian yang dibahas dalam
ilmu ushul figh yaitu ‘urf sebagai landasan dalam mengistinbatkan
hukum dan merupakan salah satu sumber penting dalam pembaruan
hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, penulis menelaah dan
menganalisis landasan materi-materi hukum KHI yang bertalian
dengan ‘urf guna menemukan bentuk pembaruan hukum Islam di
dalamnya serta prospek yang selanjutnya dapat dikembangkan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
Rektor TAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, MA, Dekan Fakultas syariah Dr.
Mustaming, M.Ag serta rekan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo
yang banyak memberikan dorongan, masukan, membagi pengetahuan
dan pandangan kepada penulis.

Juga kepada penerbit Duta Media yang telah mencetak dan
menerbitkan buku ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya ini
menjadi amal kebajikan di sisi Allah swt.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan dan
partisipasi semua pihak dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang
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berlipat ganda. Penulis yakin bahwa dalam buku ini masih banyak
terdapat kesalahan-kesalahan, baik secara metodologinya maupun
dalam pemaparan kata-kata dan isinya. Untuk itu, kritik yang
membangun dari pembaca selalu penulis harapkan. Segala kekeliruan
dan kesalahan dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penulis. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi sumbangan bagi
pengembangan ilmu hukum Islam.

Palopo, 28 Juni 2020

Penulis
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BABI
PROLOG

Syariat Islam memiliki satu sumber yang tidak ada keraguan
padanya yaitu wahyu. Landasan syariat ini kemudian terbagi menjadi
dua, “wahyu yang terbaca” sebab membacanya sebagai ibadah yaitu
al-Qur'an dan “wahyu yang tidak terbaca” yaitu sunah.' Al-Qur’an
menjadi  dustur (undang-undang) adapun sunah  menjadi
penjelasannya. Al-Qur’an telah memberikan keterangan mengenai
hal-hal yang pokok dalam kehidupan.” Penjelasan al-Qur’an tersebut
dapat berupa keterangan langsung di dalamnya baik secara rinci atau
umum, atau penjelasan Rasulullah lewat sunahnya, maupun melalui
penjelasan sahabat dan para ulama’ dari hasil ijtihad.

Terkait dengan ijtihad ulama dalam mencari solusi hukum
suatu permasalahan, jika seorang ulama menemukan dalam nas (al-
Qur’an dan sunah), maka ia berfatwa dengan dalil nas tersebut. Jika
tidak ditemukan dalam mas tentang permasalahan terkini, maka ia
mencari pada pendapat ulama sebelumnya adakah ijma’ pada
permasalahan itu. Jika ia menemukannya, maka ia berfatwa dengan
ijma’ tersebut. Terakhir, jika ia tidak menemukan dalam nas dan juga
tidak ada ijma’ tentang suatu permasalahan maka ia berijtihad
dengan metode istimbat hukum tertentu.* Dengan demikian al-
Qur’an, sunah, dan ijtihad ulama adalah tiga hal saling terkait bahkan
tidak dapat dipisahkan.

YYusuf al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasah al-Syari‘ah al-Islamiyyah, h. 35.
?Allah berfirman dalam Q.S al-An‘am (6): 38:

st bp oS0 g B G
Terjemahnya:
Tidak ada sesuatu pun kami luputkan di dalam a/-Kitab...

*Muhammad Mutawalli al-Sya‘rawi, Khawatiru al-Sya‘rawi, Juz XIII
(Mesir: Mutabi Akhbar al-Yaum, 1997) h. 8148.

*Abd al-Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, (Kuwait:
Dar al-Qalam, [t.th]), h. 65.
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Ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai
kompetensi dan otoritas terus dibutuhkan dan akan terus
berkelanjutan. Ijtihad dapat dilakukan dalam bidang permasalahan
baru yang menuntut solusi hukum, ataupun dalam perkara lama yang
sudah diatur sebelumnya namun dirasa tidak sesuai lagi dengan
kondisi kehidupan sekarang. Kedua bentuk ijtihad ini dapat dikatakan
sebagai pembaruan. Ijtihad pembaruan yang dilakukan harus sesuai
dengan pokok-pokok agama atau perkara yang gar 7, sehingga yang
menjadi acuan dalam kelayakan hasil pembaruan adalah kesesuaian
dengan al-Qur’an dan sunah.

Wujud hasil pembaruan hukum Islam oleh ulama Indonesia
mulai terlihat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1999 tentang
Penggunaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Perwakafan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun
1999 tentang Peradilan Agama sebagai pengakuan lembaga Peradilan
Islam, yang terbaru adalah perundang-undangan dalam bidang
ekonomi syariah. Salah satu yang tidak dapat dilupakan adalah
Kompilasi Hukum Islam  melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Meskipun memiliki kekuatan hukum yang lemah dibanding undang-
undang, namun tetap menjadi salah satu pegangan, utamanya dalam
memutuskan perkara di pengadilan agama khususnya mengenai
perkara perkawinan dan kewarisan.

Salah satu pertimbangan dan sumber penggalian hukum dalam
ketentuan-ketentuan Kompilasi-Hukum Islam adalah ‘urf, sebagai
hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan ketentuan penutupnya
memberikan penegasan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa ‘urfmemiliki
kedudukan yang penting dalam pertimbangan penyusunan materi
hukum Kompilasi Hukum Islam, sekaligus memiliki prospek dalam
pembaruan hukum Islam baik yang berkenaan dengan materi
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Kompilasi Hukum Islam maupun di bidang-bidang yang lain seperti
muamalah.

Kata “sumber” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
tempat keluar mata air, mata air, sumur, bahan yang dapat digunakan
manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, atau segala sesuatu
yang digunakan untuk mencapai hasil dan asal dari sesuatu (yang
mempunyai makna banyak).’

Istilah sumber hukum Islam dalam bahasa Arab mempunyai
beberapa penyebutan, di antaranya adalah usul al-ahkam @S>Y Jsi)

yang berarti- dasar hukum, masadir al-ahkam (S>3 ,sl2:) yang
berarti sumber-sumber hukum dan JJs dalil, ketiganya memiliki

makna yang hampir sama (muradif). Kata “sumber-sumber hukum

Islam” merupakan terjemah dari lafaz masadir al-ahkam (5% ysias)

kurang populer di kalangan ulama fiqih klasik, mereka lebih sering
menggunakan istilah dalil-dalil syariat al-adillah al-syar‘iyyah 3%

(&s,2)\. Menurut Fathurrahman, kata “sumber hukum” hanya berlaku

pada al-Qur’an dan sunah, sedangkan “dalil-dalil hukum” merupakan
alat (metode) dalam menggali hukum-hukum dari kedua sumber
hukum Islam.®

Mayoritas kitab usul figih menggunakan kata: adillah al-
ahkam (2S>%1 05) atau al-adillah al-syar‘iyyah (s, 85%) untuk

mengumpulkan makna wsu/ dan masadir sekaligus. Dengan
menggunakan kata adillah juga mengandung makna sumber dan
metode, karena dalil secara bahasa adalah yang menunjukkan atau

*Dendy Sugono dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1243.

SFathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Ciputat: Logos Wacana
Ilmu, 1997), h. 82.

"Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul al-Figh (Damsyik: Dar al-Fikr, 1424 H/
2003 M); Abdul Wahhab Khallaf, //im Usul al-Figh, (Cet. 1I; Indonesia: al-

Haramain, 1425 H/ 2004 M); Abdul Karim Zaidan, a/-Wajiz fi Usul al-Figh (Cet. V;
Bairut: Muasssah al-Risalah, 1417 H/ 1996 M).
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ilmu yang harus diketahui untuk mengetahui suatu hal.® Selain untuk
al-Qur’an dan sunah, perbedaan antara sumber dan metode tidaklah
menjadi hal yang terlalu penting. Keduanya dapat dipergunakan
secara bersamaan karena makna keduanya terkandung dalam dalil-
dalil selain al-Qur’an dan sunah.

Menurut Ahmad Hanafi, al-Qur’an dan sunah adalah sumber
hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam dan tidak
ada perselisihan padanya. Keduanya merupakan pondasi bagi
permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ada mnas-nya.
Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para
ulama adalah ijma, giyas, istihsan, maslahah mursalah, ‘urf, qaul
sahabah, istishab, sad al-Zara‘l dan syar‘u man qablana (syariat umat
sebelum kita).”

Pendapat yang lebih tepat diungkapkan oleh Amir Syarifuddin
tentang sumber yang disepakati dan yang diperselisihkan. Al-Qur’an,
sunah, jjma, dan giyas merupakan sumber hukum yang disepakati.
Walaupun giyas masih dipermasalahkan oleh mazhab Zahiri dan
beberapa kelompok di luar Sunni. Adapun sumber yang masih
diperselisihkan -yang ia sebut sebagai metode- yaitu  istihsan,
maslahah mursalah, ‘urf; pendapat sahabat, istishab, sad al-zara‘i dan
syar‘u man qablana.'’

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan
dalil, sumber, dan metode sebagaimana disebutkan, tetapi dalam
karya-karya ulama istilah yang satu mewakili yang lainnya. Istilah
dalam buku-buku ulama tersebut digunakan untuk dasar hukum yang
ada, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan. Seperti
Abd al-Wahhab Khallaf menggunakan masadir di dalam bukunya
Masadir al-Tasyri‘ al-Islami fi ma la Nass fih tetapi di buku //m Usul

$Ayyub bin Musa al-Husaini, al-Kulliyyah: Mu‘jam fi al-Mustalahat wa al-
Furuq al-Lugawiyah (Bairut: Muassasah al-Risalah, [t.th.]), h. 440.

’Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan
Bintang, [t.th]), h. 54.

" Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h.
323.

4 | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. dkk.



al-Figh menggunakan al-adillah a-syar‘iyyah. Mustafa Syalabi
menggunakan masadir al-figh al-islamiyyah dalam bukunya Madkhal
fi al-Figh al-Islami. Abu Zahrah menggunakan a/-adillah dan masadir
al-syari‘yyah dalam Usul al-Figh. Adapun Wahbah al-Zuhaili
menggunakan masadir al-ahkam al-syar‘iyyah di dalam bukunya Usul
al-Figh al-Islami. Hal ini menunjukkan perbedaan yang ada hanya
pada tataran istilah atau pemberian nama saja, adapun substansi tetap
sama.

Terdapat pula ikhtilaf di kalangan ulama tentang metode
pengambilan dalil jika tidak ada nas dari al-Qur’an dan sunah yang
mengaturnya secara langsung. Namun perbedaan pendapat ini
bukanlah merupakan perpecahan mereka dalam agama, karena hal ini
hanya mencakup masalah manhaj istidlal (metode penggunaan dalil)
dan bukan pada masalah-masalah prinsip (usu/) karena seluruh ulama
bersepakat bahwa ketika sebuah permasalahan tidak ada nas-nya
maka hendaknya digunakan ijtihad yang bersumber dari al-Qur’an
dan sunah.

Dengan perkembangan masa, perbedaan-perbedaan tersebut
kini semakin menipis. Hal ini disebabkan sikap para mujtahid
semakin terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan umat
Islam yang semakin kompleks, terutama pada hal-hal yang tidak
ditemukan nas qat‘7 atau sarih. Permasalahan ini harus dicari
landasan hukumnya agar dapat dijabarkan secara jelas kepada umat.
Upaya pencarian landasan hukum dan penjabarannya merupakan
lapangan kajian usul figih. Setiap mujtahid yang berkompeten dalam
ilmu ini haruslah ‘mampu beristidla/ dalam menghukumi berbagai
permasalahan kontemporer. Hal ini merupakan urgensi usul figih.

Ilmu usul figih sebenarnya merupakan suatu ilmu yang tidak
bisa diabaikan oleh seorang mujtahid dalam upayanya memberi
penjelasan mengenai nas-nas syari’at Islam dan dalam menggali
hukum yang tidak memiliki nas. Ilmu ini juga merupakan suatu ilmu
wajib bagi seorang hakim dalam usaha memahami materi undang-
undang secara sempurna, dan dalam menerapkan undang-undang itu
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dengan praktik yang dapat menyatakan keadilan serta sesuai dengan
makna materi yang digunakan oleh ulama figih dalam melakukan
pembahasan, pengkajian, analisa, dan perbandingan antara beberapa
mazhab dan pendapat.

Usul figih menjadi pondasi dalam pembaruan dan reaktualisasi
hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat.
Hukum Islam dituntut untuk berjalan beriringan bersama dengan laju
perkembangan kehidupan, karena salah satu peran utama hukum
adalah sebagai kontrol sosial. Mengawal perubahan sosial untuk
kemanfaatan dan menolak kerusakan yang ditimbulkan. Hukum Islam
dituntut untuk mewujudkan prinsip universalitas Islam yaitu sesuai
dengan semua tempat dan waktu.

Hukum Islam dalam bentuk figih warisan ulama terdahulu
yang tidak semuanya sesuai untuk dipraktikkan di zaman sekarang
menjadi tantangan tersendiri. Tantangan hukum Islam semakin jelas
karena digali dari sumber utama yaitu al-Qur’an dan sunah yang
statis dan bersifat umum sedangkan kasus-kasus di bidang hukum
tidak terbatas jumlahnya, terus berkembang, dan bersifat terperinci.
Menurut Ibnu Rusyd mustahil sumber hukum berupa nas -secara
tekstual- bisa menghadapi permasalahan yang tidak terbatas.'
Menanggapi tantangan hukum Islam tersebut Yusuf al-Qardawi
menyatakan bahwa ijtihadlah solusi dari tantangan perubahan sosial

yang menuntut jawaban hukum.'>

Dengan demikian, di sinilah
terlihat urgensi penggalian hukum dari sumber-sumbernya dengan
metodologi yang menyertainya dalam kajian usul figih sebagai bagian
dari ijtihad.

Pembaruan hukum Islam untuk merespon perubahan sosial
secara khusus di Indonesia telah lama berlangsung. Ada beberapa

tokoh pembaru yang dikenal luas seperti Hasbi Ash-Siddiqi dengan

"Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid, (Jakarta: Dar
al-Kutub al-Arabiyyah, [t.th]), h. 2.

2yusuf al-Qardawi , al-ljtihad al-Mu‘asirah baina al-Indibat wa al-Infirat
(Kairo, Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/1994), h. 5.
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slogan “figih Indonesia”, Hazairin dengan “figih mazhab nasional”,
dan Munawir Syadzali dengan “reaktualisasi ajaran Islam.”"’
Semangat pembaruan dari tokoh-tokoh di atas akan terus hidup
disebabkan hukum Islam (figih) tidak pernah sempurna. Suatu corak
hukum Islam hanya sempurna pada masanya dan belum tentu
setelahnya, sebagaimana hasil ijtihad imam mazhab sempurna di
masanya namun tidak lagi di masa sekarang. Selain perbedaan masa
juga karena perbedaan tempat. Jika dulu dikenal fiqih corak Madinah
dan Iraq maka di Indonesia juga dikenal dengan fiqgih bercorak
keindonesiaan yang digali berdasarkan kondisi di Indonesia.

Salah satu kajian hukum Islam yang berkembang di Indonesia
adalah dalam bidang al-ahwal al-syakhsiah yang dimaknai secara
mudah dengan hukum keluarga. Bahkan kedudukannya semakin kuat
dan berlaku nasional dengan disahkannya Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada perkembangan selanjutnya
masih terjadi kekosongan hukum pada permasalahan perkawinan
(yang tidak diatur UU Nomor 1 Tahun 1974), kewarisan, dan wakaf
setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
memuat tentang kekuasaan Pengadilan Agama dalam bidang
perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah. Sebagai
solusinya disusunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-
peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum
dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia.'* Dalam penggalian
hukum Islam baik dalam bentuk figih maupun perundang-undangan
berlandaskan pada sumber atau adillah al-syar‘iyyah. Kesesuaian
dengan kondisi kebutuhan masyarakat dapat terwujud salah satunya
dengan cara melihat kebiasaan-kabiasaan baik (kearifan lokal) yang
berlaku dalam masyarakat yang lebih dikenal dalam sistem hukum

BEdi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam,”
Hunafa: Jurnal Studi Islamika, UIN Alauddin, vol. 12 nomor 1, h. 286.

"“Andi Herawati, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad
Ulama Indonesia, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, UIN Alauddin, vol. 8 nomor 2,
2011. h. 337.
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nasional dengan hukum adat, di dalam usul figih disebut dengan a/-
‘adah. Menurut Abd al-Karim Zaidan'® dan sebagian besar ulama usul
menyamakan pengertian a/- ‘adah dengan al- ‘urt.

Selain pengakuan atas kebiasaan ( ‘urf) sebagai dalil hukum
dalam Islam, kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang
disebut hukum adat juga menjadi salah satu pilar yang membangun
hukum nasional. Oleh sebab ini, peran adat dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia menjadi penting termasuk menjadi
salah satu sumber perundang-undangan hasil nasionalisasi hukum
Islam.

‘Adil bin Abd al-Qadir'® menjelaskan lebih lanjut mengenai
pentingnya kajian ‘urf’ Hal ini didasarkan pada beberapa kenyataan
tentang kedudukan ‘urf dan keterangan-keterangan dari pada ahli
hukum (figih). Setidaknya kedudukan ‘urfdalam hukum dapat dilihat
di beberapa hal berikut. Perfama, kebutuhan akan ‘urf dalam
memahami nas-nas. Al-Syatibi dalam menjelaskan berkenaan dengan
Q.S. Ibrahim (14): 4'" menjabarkan bahwa dalam memahami al-
Qur’an dan sunah harus mengetahui adat istiadat orang Arab baik
perkataan, perbuatan, dan keadaan mercka saat al-Qur’an
diturunkan.'® Juga penting untuk diketahui adat istiadat yang
diterima oleh syariat dan yang diingkarinya. Kedua, kebutuhan akan
‘urf dalam kajian-kajian hukum seperti yang banyak ditemukan dalam
kitab-kitab dan karangan-karangan ulama figh terdahulu sampai

" Abdul Karim Zaidan, al- Wajiz £i Usul al-Fighyh252.

1%« Adil bin' Abd al-Qadir bin Muhammad Wali'Qutah, al=“Urf Hujjiatuh wa
ASsaruh fi Figh al-Mu‘amalat al-Maliah ‘ind al-Hanabilah, (Makkah: al-Maktabah
al-Makiyyah, 1418 H/ 1997 M), h. 58-72.

Q.S. Ibrahim (14): 4:

o G e ol V) st e sl g

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa
kaumnya. . .

" Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, a/-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah,
Juz 111, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1395 H), h. 351.
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sekarang. Dalam karya yang banyak itu tidak hanya menyadarkan
hukum kepada al-Qur’an dan sunah saja, tetapi juga menyertakan
hukum-hukum adat kebiasaan, keadaan suatu masa dan tampat saat
karya itu ditulis. Ketiga, kebutuhan akan ‘urf untuk memahami
permasalahan kekinian, menemukan kaitan hukum (zahgiq al-manat),
dan menetapkan hukum atas permasalahan-permasalahan baru.”
Keempat untuk mengetahui manusia dalam berbagai sisi yang terkait
dengan hukum.

Kedudukan ‘urf yang strategis di atas dihadapkan pada
beberapa persoalan. Sebagaimana yang telah disebut sebelumnya
bahwa terjadi perbedaan ulama mengenai penggunaan ‘urf sebagai
sumber hukum Islam. Sebagian ulama ada yang tidak memasukan ‘urf
sebagai sumber hukum tetapi hanya sebagai sumber eksternal dalam
penetapan hukum Islam. Salah satu alasannya karena masih adanya
perselisihan di kalangan sebagian ulama. Tetapi ulama-ulama dari
mazhab besar seperti Hanafiah, Malikiyah, Hanbaliyah dan
Syafi‘iyah telah menggunakan ‘urf sebagai pertimbangan hukum
Islam, walaupun dalam jumlah dan perinciannya masih terdapat
perbedaan pendapat. ‘Urf juga dipakai oleh al-Syatibi dan Ibn al-
Qayyim.”’

Masih adanya perdebatan seputar ‘wrf sebagai sumber
penetapan hukum Islam terutama di Indonesia oleh karena beberapa
fakta antara lain: Pertama, masih adanya pemahaman yang begitu
kuat di kalangan umat Islam tentang tertutupnya pintu ijtihad.
Kedua, ‘urfyang ditampilkan cenderung menuju pada model Islam di
luar konteks budaya Indonesia ‘sendiri, seperti kasus keinginan
mendirikan syariat Islam di Indonesia yang berpola pada Timur

“Ibn al-Qayyim berkata: “Seorang hakim yang tidak fagih salah satunya
dalam hal perkara yang baru akan menelantarkan hak-hak (orang yang berperkara).”
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (751 H), al-Bada‘i al-Fawaid, Juz 111, (Bairut: Dar al-
Kitab al-‘Arabi, [t.t.]), h. 117.

Sagaf S.Pettalongi, “Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di
Indonesia, ”Jurnal al-Tsaqafah, vol. 8 nomor 2, 2012, h. 233.
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Tengah, bukan dari khazanah tradisi umat Islam Indonesia.?' Selain
itu, masalah ‘urf adalah masalah yang sulit untuk menentukan
hukumnya karena setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda.
Apa yang dianggap baik oleh suatu kelompok belum tentu dianggap
baik oleh kelompok lainnya, demikian pula sebaliknya.

A. Definisi Operasional

Buku dengan judul: Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi
Pembaruan Hukum Islam di Indonesia berisi berbagai bahasan dan
istilah. Untuk memudahkan memahami judul tersebut, penulis
memberikan beberapa pengertian pada istilah-istilah penting sebagai
berikut:

1. ‘Urf ialah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku luas dalam
masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. ‘Urf secara prinsip
sama dengan adat, penyebutan keduanya secara bersamaan adalah
bentuk ¢a’kid (penguatan). Dalam istilah hukum Indonesia ‘urf'dapat
diidentikkan dengan kearifan lokal.

2. Reaktualisasi Pembaruan dimaknai cara atau dasar yang
menjadi acuan dalam melakukan perbaikan, penyegaran kembali.
Karena hal ini terkait dengan pembaruan hukum, maka yang penulis
maksudkan dengan reaktualisasi pembaruan adalah cara atau dasar
untuk perbaikan kembali dalam bentuk pemurnian ataupun
modernisasi Hukum Islam.

3. Hukum adalah seperangkat aturan yang tersusun dalam satu
sistem yang menentukan apa boleh dan apa tidak boleh dilakukan.
Sumbernya berasal dari masyarakat sendiri “atau dari otoritas
tertinggi, serta diberlakukan oleh masyarakat. Bila aturan tersebut
dilanggar akan dikenai sanksi. Dalam penelitian ini hukum yang
dimaksud lebih mengarah pada Aukum Islam yaitu seperangkat aturan
untuk mengatur perbuatan manusia baik aturan tersebut diperoleh
dari al-Qur’an, sunah, maupun ijtihad. Pembaruan hukum Islam yang
dimaksudkan di sini dalam bentuk perundang-undangan.

ISagaf S.Pettalongi, Local Wisdom, h. 233-234.
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4. Hukum Islam di Indonesia dipahami sebagai aturan-aturan
Islam yang resmi diundangkan di Indonesia, dalam tulisan ini,
peneliti mengambil salah satu sampel hukum Islam di Indonesia,
yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui
Keputusan Presiden RI nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia dapat dimaknai sebagai suatu himpunan bahan (materiil)
hukum Islam dalam bentuk kitab hukum yang disusun teratur dan
selengkap mungkin,”* terdiri atas berbagai bahasan mengenai
perkawinan, kewarisan, dan wakaf, menjadi pengangan penting bagi
para hakim, khususnya pada Peradilan Agama di Indonesia.

Dari penggalan-penggalan definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini memaparkan tentang ‘urf sebagai salah satu
sumber penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.
Selanjutnya, penelitian difokuskan untuk menelaah dan menganalisis
landasan materi-materi hukum KHI yang bertalian dengan ‘urf guna
menemukan bentuk pembaruan hukum Islam di dalamnya serta
prospek yang selanjutnya dapat dikembangkan.

B. Kajian Pustaka

Kajian mengenai nilai-nilai “‘urf sebagai sumber pengambilan
hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan negara dan
diterapkan dalam peradilan belum banyak dikaji oleh akademisi.
Terlepas dari hal ini, tulisan-tulisan ilmiah mengenai ‘urf'dan adat
begitu banyak bisa didapatkan di dalam maupun dari luar negeri.
Kajian-kajian ‘urf tersebut dalam bentuk buku tersendiri atau di
dalam buku-buku usul figih, disertasi, tesis, jurnal, ataupun skripsi.
Mengenai kajian atas KHI, sudah banyak peneliti yang mengkajinya
dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi, berkaitan dengan sumber
KHI berupa ‘urf masih sedikit ditemukan. Berikut beberapa
penelitian atau kajian yang membahas mengenai tema-tema di atas
dengan titik poin pembahasan masing-masing.

2Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam,”
h. 288.
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Kitab karangan ulama usul figih atau kitab yang khusus
membahas tentang konsep ‘urf, misalnya karya Abu Ishaq al-Syatibi
(w. 790 H) dalam a/l-Muwafaqgat fi Usul al-Syari‘ah, Abdul Wahab
Khallaf (1115-1206 H) dalam //m Usul al-Figh, Muhammad Abu
Zahrah (1898-1974 M) dalam Usu/ al-Figh, Wahbah al-Zuhaili (1932-
2015 M) dalam Usul al-Figh al-Islami juz 2, Abdu al-Karim Zaidan
(1917-2014 M) dalam al-Wajiz fi Usul al-Figh, Salih Aud dalam
disertasi Asar al-‘Urf fi al-Tasyri al-Islami, Amir Syarifuddin dalam
Ushul Figh jilid 2, Satria Effendi dalam Ushul Figh, dan buku-buku
yang lain. Di-dalam buku-buku usul figih ini memaparkan tentang
konsep ‘urf dengan berbagai perbedaan corak penjabaran dan ruang
lingkupnya.

Juga terdapat penelitian oleh Rahifah Sulaiman Hamadah
dalam al-‘Urf wa Asaruh fi Haquq al-Zawaj fi al-Figh al-Islami®
Dalam penelitian tersebut, penulis mengungkapkan pengaruh
tinjauan ‘wrf dalam hak-hak suami istri berupa harta seperti nafkah,
mahar, harta pemberian sebelum perkawinan (harta pengikat), harta
pekawinan bagi suami dan istri yang sama-sama bekerja; maupun
dalam bentuk non-materi berupa kafa’ah selain harta, poligami,
ketaatan, dan perlakuan yang baik. Penelitian ini miliki kesamaan
dari segi ‘urf'dalam hak-hak perkawinan, akan tetapi berbeda karena
murni berupa kajian figih perkawinan yang disesuaikan dengan ‘urf
yang berkembang di Negara Timur Tengah khususnya di daerah Gaza
(Palestina) tempat tinggal penulisnya. Penelitian ini juga member
banyak masuk bagi penelitian ini khusunya tentang perkawinan dan
beberapa permasalahannya dalam hukum Islam, meskipun tentunya
terdapat perbedaan ‘wrf yang berlaku di negara Palestina
(sebagaimana dalam karya tersebut) dengan ‘urf yang berlaku di
Indonesia.

Penulis juga menemukan dua penelitian lainnya yang berupa
kajian terhadap adat daerah atau urf yang terjadi di tengah

“Rahifah Sulaiman Hamadah, “al-‘Urf wa Asaruh fi Haquq al-Zawaj fi al-
Figh al-Islami,” Tesis, Gaza: al-Jami‘ah al-Islamiyah, 2014.
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masyarakat adat di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.
Pertama, penelitian yang berjudul Membedah = Pelaksanaan
Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi
Tenggara (Perspektif Hukum Islam)’* yang ditulis oleh Laode Mazal
Maruf. Kedua, penelitian dengan judul 77njavan Hukum Islam
terhadap Sistem Kawarisan Adat Desa Ampekale, Kec. Bontoa, Kab.
Maros™ yang ditulis oleh Haeruddin. Penelitian tersebut sekaligus
menjadi bahan perbandingan dengan subtansi penelitian ini,
khususnya berkenaan dengan bidang perkawinan dan kewarisan yang
bersinggungan langsung dengan hukum adat beberapa daerah di
Indonesia.

C. Landasan Teori

Teori merupakan sarana untuk bisa merangkum dan
memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-
hal yang semula tampak berdiri sendiri dapat disatukan dan dikaitkan
satu sama lain secara bermakna. Berdasarkan hal ini, teori
memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan
mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.”® Dalam penelitian
ini, penulis menggunakan dua landasan teori, yaitu:

1. Teori receptie a contrario

Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib dari teori receptie
exit yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut teori receptie a
contrario bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum
adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian
dalam teori ini, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayuti

**Laode Mazal Maruf, “Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di
Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Prespektif Hukum Islam)”, Tesis
(Makassar: UIN Alauddin, 2013)

*Haeruddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kawarisan Adat Desa
Ampekale, Kec. Bontoa, Kab. Maros’, Tesis (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

*Satjipto Raharjo, /imu Hukum, (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006). h. 259.
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Thalib adalah keberlakuan penuh hukum perkawinan Islam dan
hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa
penyimpangan.27

Menurut  Anshoruddin, teori receptie a  contrario
mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena
hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan
hukum Islam. Dalam teori ini terdapat tiga hal yang saling berkaitan:
pertama, bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Kedua, keberlakuan
tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin
dan moralnya. Ketiga, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau
tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.*® Selain
untuk orang Islam, receptie a contrario dapat berlaku juga bagi
hukum agama lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan
Indonesia.”’

Abdul Manan®® = mengungkapkan, dengan teori ini
mengembalikan sejarah pada kenyataan yang sebenarnya. Hukum
Islam bukanlah hukum yang sebelumnya tidak dikenal, atau sebuah
sistem hukum yang asas-asasnya berbeda sama sekali dengan sistem
hukum lain yang telah mengatur dengan damai serta tertib
masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hukum Islam harus diberlakukan
secara menyeluruh bagi pemeluknya, sedangkan hukum adat dapat
dipakai sepanjang tidak sejalan dengan hukum Islam seperti yang
berlaku di Aceh, Sumatera Barat, dan daecrah-daerah lain di
Indoneisa.

Teori receptie a contrario sangat sejalan dengan ‘urf yang
dikenal dalam usul figih. Keduanya melihat kemaslahatan yang

*’Sayuti Thalib, Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan
Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: Bina Angkasa, 1982), h. 15-70.

* Anshoruddin, Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di
Indonesia, (t.d.), h. 10.

*Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Universitas
Islam, 1995), h. 136-137.

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet
VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 308.
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tumbuh dan hidup di masyarakat dapat diberlakukan sebagai hukum
bagi umat Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Terlebih ‘urf memandang kebiasaan-kabiasaan yang baik dapat
menjadi salah satu sumber (dalil) pembentukan hukum dengan syarat-
syarat tertentu.

2. Teori perubahan sosial dan hukum

Perubahan sosial dapat dimaknai sebagai suatu bentuk
perubahan yang melahirkan akibat sosial sehingga terjadi pergeseran
pola hubungan antara individu dengan individu yang lain atau
kelompok dengan kelompok yang lain dalam masyarakat. Masalah
sosial muncul dari perubahan sosial karena tidak ada keserasian
antara ukuran-ukuran yang diterima dengan kenyataan yang
disebabkan oleh beberapa faktor.”!

Persoalan hukum, termasuk hukum Islam merupakan bagian
dari permasalahan sosial, sebab perubahan sosial akan memengaruhi
hukum begitu pula sebaliknya. Pengaruh timbal balik antara
perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada peran
hukum dalam kehidupan sosial dan tuntunan-tuntunan masyarakat
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang dalam
masyarakat.’>

Teori ini juga diperkuat dengan pendapat Ibn al-Qayyim®
tentang perubahan keadaan, waktu, tempat, kebiasaan, dan niat yang
berpotensi mengubah perspektif hukum. Yusuf al-Qardawi
mendasarkan perkataan Ibn al-Qayyim dalam bukunya Madkhal Ii
Dirasah  al-Syari‘ah  al-Islamiyyah ketika membahas tentang
perubahan hukum. Menurutnya tujuan syariat Islam adalah untuk
kemaslahatan hamba, menegakkan keadilan di antara mereka, serta
menghilangkan kezaliman dan kerusakan. Tujuan ini harus menjadi

*Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Cet. 1I; Bandung:
Alumni, 1983), h. 40.

*2Sodjono Dirjosiswono, Sosiologi Hukum, Studi Mengenai Perubahan
Hukum dan Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 76.

*Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, //am al-Muawagqi ‘in, Juz 111, h. 3.
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acuan dalam memahami nas-nas dan menerapkan hukum. Seorang
mutfii tidak boleh hanya pasif pada satu pendapat sementara terjadi
perubahan tempat, waktu, kebiasaan, dan keadaan di tengah
masyarakat. Dengan ini, maqasid al-syari‘ah perlu diperhatikan
dalam hukum-hukum persial tertentu.’* Teori perubahan sosial sangat
relevan dengan penelitian ini khususnya berkenaan dengan
pembaruan dan penemuan hukum Islam yang dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam kehidupan
masyarakat.

*Yusuf al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasah al-Syari‘ah al-Islamiyyah, (Bairut:
Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M), h. 179.
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BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG °‘URF

A. Pengertian dan Batasan ‘Urf
1. Pengertian ‘urf

Al-Asfahani menulis dua arti dari kata ‘urfyaitu berturut-turut
dan kebaikan yang diketahui:*> Menurut pengertian bahasa yang
dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya, ‘urf (=) yang
tersusun dari huruf & , ¢ dan kata-kata yang berasal dari ketiga huruf
tersebut dari segi bahasa memiliki tiga arti:
a. Sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain ¢:%) $&)
(w235 Lo contohnya ‘urf al-fars (-4 ) surai (bulu leher) kuda,

disebut demikian karena rambut-rambut yang tumbuh bertautan di
atasnya. Demikian pula di dalam Q.S. al-Mursalat (77): 1 Allah

berfirman: G <k ‘urfa dimaknai dengan berturut-turut.*®
b. Tetap dan tenang (xulidu; 3&ea).

Al-‘Urf berasal dari kata al-ma‘rifah (V) atau al-ma‘ruf
(©s4) yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, ia merasa

senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. A/-‘Urf atau al-
ma ‘rifah lawan kata dari al-nukr (tidak mengetahui), sehingga kadang
dimaknai dengan ilmu. Dikatakan: “Ini hal yang diketahui (s3si).”

Dimaknai dengan al-sukun atau al-tuma’ninah karena manusia akan
tetap pada apa yang ia ketahui dan menjadikan tenang terhadapnya. >’

*Husain bin Muhammad al-Asfahani, a/-Mufradat i Garib al-Qur’an (Cet.
I; Bairut: al-Dar al-Syamilah, 1412 H), h. 561.

3%Jamal al-Din Ibnu Manzur al-Ansari, Lisan al-'Arab, Juz 111 (Bairut: Dar
Sadir, 1414 H), h. 2899.

’Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqayis al-Lugah, Juz IV
(Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1391 H/1971 M), h. 281.
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c. Tinggi dan terangkat (¢slVl, ) baik dalam arti nyata atau
maknawi. Dalam arti nyata seperti perkataan ‘urf al-ard (,=% Z%)

yaitu bagian bumi yang tinggi dan surat a/-A raf yang diartikan
tempat yang tinggi. Dalam arti maknawi a/-‘urf dapat bermakna
Rl Bid =Ll opl Gl (Oeil semua kata ini mengandung makna
kemuliaan yang tinggi. Seperti dalam Q.S. Lugman (31): 15: ¢ ki3
63 G4 “pergaulilah keduanya di dunia dengan makruf” al-Zujaj™®
memaknai a/-ma’ruf dalam ayat ini berupa segala perbuatan yang
baik.

Pengertian ‘wrf dari segi istilah yang paling tua (awal)
menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-
Nasafi (w. 720 H) dalam a/-Mustafta:

"l Sadle ) Fukeh 45l J3i ags 1 340 8 SRR (L
Artinya:
‘Urf adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam
mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat
diterima oleh watak kemanusiaannya.
Pengertian ini dapat diuraikan dalam beberapa poin untuk
mengetahui ruang lingkup dan batasannya.* L. (apa) adalah kata lafaz

umum ( ‘am) yang dapat berupa perkataan atau perbuatan. & il L

sl (yang menetap dalam jiwa), mengeluarkan apa yang diperoleh

¥ Abu Ishaq al-Zujaj, Ma‘ani-al-Qur’an wa “lrabuhy Juz IV (Bairut: ‘Alim
al-Kutub, 1404 H/ 1988 M), h.'197.

*Pengertian al-Nasafi dinukil dan dipegangi oleh banyak ulama seperti
Ibnu ‘Abidin dalam Nasyr al-‘Urf. Umar Abdullah dalam al-‘Urf fi al-Figh al-
Islami, al-Tayyib al-Khudari dalam al-[jtihad fi ma la Nass fih, al-Bahisin dalam
kitabnya Raf*u al-Haraj, Salih bin Hamid dalam kitabnya Raf*u al-Haraj, Husnin
dalam al-‘Urf wa al- ‘Adah, dan ulama-ulama lainnya. (‘Adil bin Abd al-Qadir bin
Muhammad Walli Qutah, al-‘Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh fi Figh al-Mu‘amalat al-
Maliyah ‘Inda al-Hanabilah (Cet. 1; al-Maktabah al-Makiyyah, 1418 H/ 1997 M), h.
93.

“Ahmad Fahmi Abu Sunnah, a/-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fuqaha’
(Kairo: Matba‘ah al-Azhar, 1941 M), h. 8-9.
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bukan dari kebiasaan manusia atau jarang terjadi. Jsi) g~ o~ (dari segi

akal) mengeluarkan dari definisi apa yang berasal dari hawa nafsu
seperti minum khamar dan kejahatan-kejahatan lainnya, juga sebab
khusus seperti rusaknya bahasa karena bercampur dengan orang
asing, atau dari sebab yang disepakati seperti cita-cita suatu kaum.
indd) gLk «ib, (diterima oleh tabiat yang baik), sehingga tidak

termasuk di dalamnya hal-hal yang diingkari oleh tabiat yang baik.

Pengertian yang diberikan olah al-Nasafi ini mirip dengan
yang dikemukan oleh al-Jarjani, Zakariya al-Ansari, dan al-Kawafi.*'
Sedangkan Ibn al-Najjar menambahkan syarat penting keberlakuan
‘urf dalam definisinya: 7,50 835 ¥ & e 82 G Ao Urf setiap
yang diketahui oleh jiwa tidak ditolak oleh syariat.*?

Banyak ulama memberikan catatan terhadap definisi al-
Nasafi** = berupa kritikan atas kekurangannya. Definisi ini
mengandung ketidakjelasan dan membutuhkan tambahan penjelasan
panjang untuk memahaminya. Tidak bersifat mani‘ (tidak menolak
kemungkinan lain di luar pengertian) karena tidak semua yang
diterima tabiat dikatakan ‘wrf, tidak pula yang menetap dalam jiwa
berdasarkan akal termasuk  ‘urf seperti akidah. Batasan yang
diberikan untuk menentukan ‘urf’yang diterima tidak cukup dengan
tabiat yang lurus tetapi perlu menambahkan redaksi “dari apa yang
tidak bertentangan dengan syariat” atau semacamnya. Definisi di atas

*'Rahifah Sulaiman Hamadah, a/-‘Urf wa Asaruh i Huquq al-Zawaj (Gaza:
al-Jamiah al-Islamiyyah, 1434 H/ 2014), h. 4.

*Ibn al-Najjar al-Hanbali, Syarh al-Kaukab al-Munir, Juz IV (Cet. IT; [t.t],
Maktabah al-‘Abikan, 1418 H/ 1997 M), h. 448.

“Beberapa di antaranya yaitu: Abd al-Qahir al-Jurjani dalam 7a‘ifat,
Zakariyya al-Ansari dalam a/-Hudud al-Anigah, dan Ibnu Najim dalam al-Asybah
begitu pula dalam Majmu’ al-Mangur yang menyandarkan pengertian ‘urf pada
definisi al-Nasafi sekaligus mengkritisi dan memberikan definisi sendiri untuk
melengkapinya. Adil bin Abd al-Qadir, a/- ‘Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh, h. 95.
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juga tidak mencakup semua jenis ‘urf bahkan tidak secara jelas di
dalamnya ada ‘urfperkataan dan perbuatan.**

Terdapat definisi yang lebih sederhana dan menggambarkan
hampir secara menyeluruh makna ‘urf

a. Definisi Muhammad al-Khudari Husain
R 5B e 0 o b
Artinya:
Al-‘urfadalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa

perkataan, perbuatan, atau fark (meninggalkan).
b. Definsi Mustafa al-Zarqa

Artinya:
Al-‘urf'adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau
perbuatan.

Kedua pengertian ini hampir sama. Keduanya menjelaskan
bagaimana keberlakuan ‘urfyaitu berlaku umum atau dominan, telah
berulang-ulang dan tersebar luas. Menjelaskan bentuknya berupa
perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha
(ikhtiar) suatu kaum.

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam kedua pengertian ini
untuk lebih memperjelas. Perfama, al-Khudari Husain menambahkan
tark (meninggalkan) dalam batasan definisi sebagai bagian terpisah
dari perkataan: dan perbuatan; padahal “perbuatan” telah mewakili

“<Adil bin Abd al-Qadir, al- ‘Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh, h. 95-96.
Rahifah Sulaiman Hamadah, a/- ‘Urf' wa Asaruh fi Huquq al-Zawaj, h. 4.

“Muhammad al-Khudari Husain, al-Syari‘ah al-Islamiyyah Salih Ii kulli
Zaman wa Makan (Cet. I, Dasyik: [t.p], 1391 H/ 1971 M), h. 33. Pengertian ini juga
diungkapkan oleh Muhammad al-Tahir bin ‘Asyur dalam Hasyiah al-Taudih wa al-
Tashih Ii Musykilat Kitab al-Tanqih dan Abu al-Ahnaf dalam al- ‘Urf fi al-Mazhab
al-Maliki.

*Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, Juz 11 (Cet. 9;
Damsyik: Mutabi’ Alif Ba, 1384 H/ 1975 M), h. 840.
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kata tark’ Kedua, definisi pertama juga tidak mencakup jenis ‘urf
khusus yang berlaku dalam suatu bangsa (kaum). Ketiga, kedua
definisi ini tidak memberikan kriteria ‘urfyang diterima syara“.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan
beberapa hal penting yang terkandung dalam definisi ‘urt Definisi
perlu menggambarkan dari mana sumber ‘urfdiperoleh dan bagaimana
keberlakuannya sehingga layak disebut ‘urf. Definisi ‘urf yang baik
perlu melingkupi semua jenis ‘wrf. Penjelasan lebih lanjut tentang ‘urf
mu‘tabar (yang diterima) sebagai titik fokus kajian mengenai
pengaruh ‘urf dalam hukum juga diperlukan. Oleh karena itu definisi
yang paling tepat —menurut penulis— adalah menurut al-Zarqa’
dengan menambahkan batasan sesuai dengan syariat atau tidak
bertentangan dengan nas. Dapat pula mendefinisikannya secara lebih
panjang seperti dalam redaksi:

‘Urf adalah setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri

dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal

dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan

dengan syariat.*®

Setelah melihat makna bahasa dan makna istilah dari ‘wrf

maka kedua segi definisi ini sangat berkaitan. Dalam makna bahasa
mengandung: pengetahuan terhadap sesuatu, saling terkait dan
bersambung, jiwa tetap dan tenang dengannya, mengandung makna
yang mulia, dan bermakna tinggi sehingga tampak dan jelas.* Dalam
makna istilah semua unsur di atas juga terwakili. Pengetahuan
terhadap sesuatu berupa perbuatan dan perkataan, terus berulang-

“Dalam Q.S. al-Maidah (5): 79: Sslaks 156" (15 $glid Kid 22 O3 ¥ 156
Terjemahnya:
Mereka tidak melarang dari perbuatan mungkar yang dilakukan kaumnya,
alangkah jelek apa yang mereka kerjakan.

Ayat ini mencela orang-orang yang tidak melarang dari perbuatan mungkar, bahwa
perbuatan mereka sangat buruk. Ayat ini memberikan isyarat bahwa meninggalkan
(tark) adalah bentuk suatu perbuatan. _

*Rahifah Sulaiman Hamadah, al-‘Urf wa Asaruh fi Huquq al-Zawaj, h. 5.

#<Adil bin Abd al-Qadir, al-Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh, h. 104.
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ulang (bersambung) sehingga terpatri dalam jiwa, berupa kemuliaan
yang diterima oleh akal sehat dan tabiat lurus, serta memiliki
kedudukan yang tinggi dan jelas karena sesuai dengan syariat.

2. Batasan Urf.
a. ‘Urf dengan adat
Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah
syar‘l. Adat berasal dari bahasa arab yaitu a/- ‘adah (:5=). Adat dari

segi bahasa yaitu kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut. ‘Adah
berasal dari huruf ain, waw, dan dal (-5 ¢) yang mengandung arti

kembali kepada sesuatu secara berulang atau berkali-kali. Dalam
Mufjam = Magqayis, al-‘adah dimaknai sebagai kebiasaan dan
keberlanjutan terhadap sesuatu sechingga menjadi tabiat atau
karakter.”

Banyak pengertian dari segi istilah tentang adat. Salah
satunya yang masyhur adalah pengertian yang diberikan oleh Ibnu
Amir Hajj, yaitu

OV.d 2. gl on st okl s e
i\.“ll.n.:«;u')’\.cgz.c&gj“ ”\}‘N‘&osw\

Prot

Artinya:

Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan

dengan akal.
Pengertian ini mencakup adat perseorangan dan adat manusia secara
luas, juga mencakup. adat berupa.perkataan .dan.perbuatan yang
cakupannya dibatasi hanya pada kebiasaan yang tidak berkaitan
dengan akal.

Terdapat pengertian yang lebih luas sebagaimana dikutip oleh

al-Bahisin dari Amir Badisyah (987 H) yang mendefinisikan hampir

** Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mujam Maqayis al-Lugah, h. 183.

'Ton Amir Hajj, al-Tagrir wa al-Tahbir , Juz 1 (Cet. II; [t.t]: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 282.
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sama dengan Ibnu Amir, tetapi tidak membatasinya pada hal yang
tidak berkaitan dengan akal. Menurutnya adat adalah:

Tk B 2 0 gl 2R Y (g B
Artinya

Al-‘Adah adalah perkara yang berulang-ulang walaupun yang

tidak berkaitan dengan akal.

Pengertian ini lebih luas karena mencakup adat perorangan
dan umum, berupa perkataan dan perbuatan, serta yang berkaitan
dengan kebiasaan yang berhubungan dengan akal ataupun tidak. Jika
membandingkan pengertian bahasa dan istilah maka dapat dikatakan
bahwa keduanya sama karena tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Secara umum pengertian yang ada juga mencakup semua
keadaan yang berulang-ulang walaupun dari sumber dan sebab yang
berbeda. Keadaan tersebut bisa berupa hal alami seperti kondisi iklim
dan keadaan bentang alam, berupa kebiasaan yang berasal dari
pemikiran yang jernih atau dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak,
atau kondisi yang baru yang menyebabkan kebiasaan tertentu seperti
percampuran suku bangsa.53

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara
adat dan ‘urf berkisar mengenai apakah ‘ur/itu mencakup adat atau
sebaliknya ‘urftercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama
saja. Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan
keduanya.

Pertama, ‘urf dan ‘adah adalah dua kata bersinonim yang
memiliki satu makna.’* Pendapat 'ini dipegang. oleh banyak ulama
seperti al-Nafasi, Ibnu ‘Abidin, ‘Ali Haidar, al-Atasi dan lainnya.
Mengacu dari pemahaman ini, penyebutan keduanya secara

**Ya‘qub bin Abd al-Wahhab al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah Muhakkamah
(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1433 H/ 2012 M), h. 27.

> Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 10. <Adil bin Abd al-Qadir, al-‘Urf:
Hujjiyyatuh wa Asaruh, h. 111.

**Al-Sayyid Salih “Ud , Asar al-Urf fi al-Tasyri al-Islami (Kairo: Dar al-
Kutub al-Jamii, [t.th.]), h. 59-50. Abu Sunnah, a/- ‘Urf wa al-‘Adah, h. 11-13.
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bersamaan sebagai taukid (penguatan)” sebab keduanya bermakna
sama.

Kedua, ‘urf khusus untuk perkataan dan adat dikhususkan
untuk perbuatan (‘wrf ‘amal).’® Pendapat ini diikuti oleh Ibn al-
Hammam dan al-Fakhr al-Bazdawi. Dari perbedaan ini diketahui
keterkaitan antara ‘urfdan adat berlaku umum-khusus, di mana ‘urf
lebih umum dari pada adat. Menurut. Abu Sunnah, pembatasan adat
pada perbuatan saja tidak memiliki makna yang berarti karena ulama
salaf dan khalaf memahami adat itu mencakup perkataan dan
perbuatan.”’

Ketiga, ‘adah lebih umum dari ‘urf, karena dapat berupa adat
yang timbul dari kejadian alami, adat perseorangan, dan adat
sebagian besar orang yang dikenal dengan ‘urf>® Pendapat ini diikuti
oleh al-Zarqa, Mustafa Syalabi, al-Bahisin, dan al-Mubaraki. Dengan
demikian, adat bersifat umum sedangkan ‘urfbersifat khusus sebab
termasuk adat yang terikat. Sehingga dapat dikatakan semua ‘urf’
adalah adat dan semua adat belum tentu ‘urf.

Menurut Amir Syarifuddin, adat menitikberatkan pada
perbuatan yang berulang kali dilakukan, sedangkan ‘urflebih pada
dikenalnya dan diakuinya suatu perbuatan. Sehingga tidak ada
perbedaan yang berarti antara keduanya, karena suatu perbuatan yang
berulang-ulang akan dikenal kemudian diakui orang banyak. Begitu
pula sebaliknya, disebabkan suatu perbuatan telah dikenal luas
sehingga dilakukan berulang kali atau terus menerus.”’  Dari
penggunaan keduanya istilah ini dalam kitab-kitab fiqih, dapat
diketahui bahwa penggunaan “salah satunya dimaksudkan untuk

> Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh (Cet. V; Bairut: Muasssah
al-Risalah, 1417 H/ 1996 M). h. 252.

> Al-Bahasin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 50.
> Abu Sunnah, al- ‘Urf wa al-‘Adah, h. 11.
**Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, h. 743.

> Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011),
h. 388.
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keduanya. Selain itu pengertian adat akan sama dengan ‘urfjika yang
dimaksud adalah adat yang berlaku luas. Berdasarkan hal ini, secara
prinsip keduanya sama.

b. ‘Urfdengan hukum adat

Istilah lain yang identik dengan ‘urf adalah hukum adat.
Menurut Hardjito Notopuro hukum adat ialah hukum tak tertulis,
hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman
kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan
kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.® Menurut
Seorjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum
kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat
hukum.®' Sedangkan menurut kesimpulan Seminar Hukum Adat dan
Pembangunan Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai hukum
asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan
dan di sana sini mengandung unsur agama.’® Berdasarkan beberapa
pengertian di atas, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak
tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum,
yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Jika sebelumnya disimpulkan bahwa ‘urf dan ‘adah
(kebiasaan) tidak memiliki perbedaan yang berarti, maka di sini
hukum adat lebih sempit dari pada ‘wrf atau ‘adah. Hukum adat lebih
khusus dari kebiasaan karena merupakan kebiasaan mengikat yang
memiliki akibat hukum atau sudah berbentuk lembaga. Olehnya itu,
hukum adat dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebiasaan
sehingga ‘urfmencakup atau terdiri dari kebiasaan dan hukum adat.

c. ‘Urf denganijma’

%Hardjito Notopuro, “Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembahasan
dalam Hukum Nasional’, Jakarta: Majalah Hukum Nasional, nomor 4, 1969, h. 49.

S'Seorjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,
1976), h. 11.

’BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional
(Bandung: Binacipta, 1976), h. 250.
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Adanya ketentuan ‘urfsuatu yang dikenal luas dan diakui oleh
orang banyak, sehingga terlihat memiliki kemiripan dengan ijma’.
Akan tetapi keduanya memiliki banyak perbedaan yaitu:®

1) ‘Urf hanya dapat ada jika terjadi berulang-ulang sehingga
dapat diterima dan diakui, adapun ijma’ terbentuk atas kesepakatan
para mujtahid dan tidak butuh berulang-ulang.

2) Ijma’ disandarkan pada al-Qur’an, sunah, atau giyas adapun
‘urt berkisar pada kebutuhan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi
manusia.

3) Ijma’ itu tetap sedangkan ‘urf'berubah. Dengan makna lain,
ijma’ dalil yang gat7 dan tidak dapat diubah, berbeda dengan ‘urf
dapat berubah.

4) ‘Urf dapat terbentuk dari kebiasaan semua orang atau
sebagian besarnya. Adanya pertentangan sebagian kecil orang tidak
dapat menggugurkannya. Adapun ijma’ tidak dapat terwujud kecuali
dengan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa. Satu dari ulama
peserta ijma’ yang tidak sepakat dapat menggugurkan keberadaan
suatu ijma’.

5) ‘Urf mungkin saja berupa hal yang fasid, misalnya jika
sebagian manusia melakukan kebiasaan yang melanggar agama.
Adapun ijma’ tidak mungkin berupa kejelekan sebab umat ini telah
dijamin tidak akan bersepakat dalam kejelekan.

% Abd al-Wahhab Khalaf, Masadir al-Tasyri fima Ia Nass fih (Cet. 1V;
Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/ 1987 M), 145-146. Amir Syarifuddin, Ushul Figh,
h. 389, Ya‘qub bin Abd al-Wahhab al-Bahasin, Qza‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah,
h. 52-53.
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‘Urf

‘Adah

(Kebiasaan) o,
Ijma

Hukum Adat

Hubungan antara ‘Urf, ‘Adah, Hukum Adat, dan Ijma’

B. Jenis dan Pembagian ‘Urf
Jenis dan Pembagian ‘urfdapat dilihat dari segi materi, ruang
lingkup penggunaan, dan kesesuaian dengan syariat.
1. Dilihat segi materinya, ‘urfdibagi menjadi dua:
‘Urf qauli () —3#) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam

penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh lafaz dabbah (xd)

digunakan bagi setiap yang melata di atas bumi, akan tetapi di Mesir
dabbah dimaknai sebagai keledai dan di Iraq sebagai kata mutlak
untuk kuda.**

Amir Syarifuddin memberikan contoh implikasi ‘urf” qauli
dalam permasalahan kewarisan. Kata walad (.J;) secara bahasa artinya

“anak” yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan
penggunaan kata ini untuk perempuan dengan tanda muannas (tanda
perempuan). Penggunaan kata walad untuk laki-laki dan perempuan

% Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 19.
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juga berlaku dalam ayat kewarisan dalam Q.S al-Nisa (4): 11-12.
Seluruh kata walad dengan jamaknya aulad yang diulang sebanyak 7
kali dalam kedua ayat berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.®’

Menurut kebiasaan sehari-hari orang arab, kata walad
digunakan hanya untuk anak laki-laki; sehingga dalam memahami
kata walad kadang digunakan ‘urf gauli tersebut. Misalnya dalam
memahami kata waladpada Q.S. al-Nisa’ (4): 176:

Gl eal s 35 4 o il B o) g 1Sk A b bty

5 A O W 45 U L
Terjemahnya:
Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang ka/alah,
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak...%
Melalui penggunaan ‘urf qauli pada kata kalalah (>s) dalam ayat

tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-
laki.” Dengan pemahaman ini, diketahui anak laki-laki dapat meng-
hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak.?’

‘Urf fili (4% <) menjadi jenis kedua dari segi materi, yaitu

kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Banyak contoh ‘urf'dalam
bentuk ini, seperti: kebiasaan manusia berupa saling menukar antara
uang dengan barang dalam jual beli sebagai bentuk kerelaan.
Kebiasaan makan salah satu jenis daging saja seperti domba,
sehingga jika diminta untuk membeli daging maka yang dibeli adalah

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 390.

Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan
Muslim Asia, 2012), h. 106.

57 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 390-391.
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daging domba. Kebiasaan di beberapa negara menyegerakan
membayar sebagian dari jumlah mahar, dan menunda pembayaran
sisanya di kemudian hari misalnya setelah kematian atau talak.®®
2. Dilihat dari lingkup penggunaannya, ‘urfdibagi dua:
‘Urf ‘am (s 23¢) yaitu kebiasaan yang telah berlaku di mana-

mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan
negara. Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di
masjid adalah bentuk penghinaan terhadap masjid sebagai salah satu
contohnya. Kebiasaan akad istisna‘” mengangguk sebagai tanda
setuju dan menggeleng tanda menolak, dan contoh lainnya yang tidak
diingkari manusia.

‘Urf khas (_~> —3#) menjadi jenis kedua dari segi ini, yaitu
kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada
tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang
tidak ada di lingkungan lain. Contohnya pengembalian barang oleh
pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penangguhan
pembayaran jasa pengacara hingga selesainya perkara di suatu
pengadilan.”’ Di Indonesia seperti menarik garis keturunan melalui
garis ibu di Minangkabau dan melalui garis bapak di kalangan suku
Batak. Penggunaan panggilan “paman” bagi orang Sunda untuk adik
ayah, dan tidak digunakan untuk kakak ayah, sedangkan bagi orang
Jawa paman digunakan untuk adik dan kakak ayah.”' Begitu pula
contoh-contoh lainnya yang hanya terdapat di wilayah tertentu. ‘Urf
ini dalam jumlah yang tidak terhitung karena keberadaannya seiring
dengan kemaslahatan, dan usaha untuk memudahkan kehidupan
manusia.

%Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, h. 877.

“Ibn *Abidin, Majmu‘ah Rasail Ibnu ‘Abidin: Nasyr al-‘Urf, Juz 11 (Lahur:
Suhail Akidimi, 1396 H/ 1976 M), h. 132.

""Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, h. 878.
"' Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 392.

Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia | 29



3. Dilihat dari kesesuaian dengan syariat.
Pembagian jenis ini dapat diambil dari pemaparan al-Syatibi
yang menyatakan:

&x53 B d;;;d\ J_J.U\
5 5 3 wJ du.\ ”~°/”u.s.u;,:.Js CJQ}ng SRR
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Artinya:
‘Adah dapat dibagi menjadi dua: pertama, al-‘adah al-
syar ‘iyyah yang diakui oleh dalil-dalil syar7 atau
dinafikannya. Artinya dalil memerintahkan dalam bentuk
wajib atau sunah kepada adat tersebut atau melarangnya
dalam bentuk makruh atau haram ataupun mengizinkannya
untuk dilakukan atau ditinggalkan. Kedua, ‘adah yang berlaku
di antara manusia di mana tidak dinafikan dan tidak pula
ditetapkan oleh dalil syar‘.
‘Urf syar ‘T yang diperintahkan, dilarang, atau diizinkan oleh
dalil dapat dibagi dalam menjadi duva. Perfama, ‘urf sahili (=~> <)

yaitu ‘urf yang diakui oleh syariat dengan memerintah untuk
melakukannya dalam bentuk kewajiban dan kesunahan ataupun
membolehkannya. Misalnya gisas atas pembunuhan yang disengaja
dan atas kebencian, hukuman diyah (denda) bagi pelaku yang sudah
balig dalam pembunuhan al-khata’, dan tidak' dianggap layak
memberikan kesaksian bagi budak. Termasuk penggunaan pada

”Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usil al-
Syari ‘ah, Juz 11 (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/ 1992 M), h.
449,
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makna istilah-istilah syariat seperti shalat, zakat, dan haji sehingga
menmiliki makna yang berbeda dari makna bahasanya.”

‘Urf fasid (.6 —#) menjadi jenis kedua dari bagian ini, yaitu
‘urf'yang ditolak oleh dalil di mana hukum bertentangan dengannya
karena adanya pelarangan dalam bentuk haram maupun makruh
terhadapnya.”® Dapat pula dimaknai menghalalkan atau melakukan
apa yang diharamkan Allah. Contoh jenis ini seperti menghidangkan
minuman haram, berjudi dalam merayakan suatu peristiwa, tarian-
tarian dengan pakaian seksi dalam acara tertentu, membunuh anak
perempuan yang baru lahir,” dan berbagai contoh lainnya. Jenis ini
dapat pula disebut al/- ‘urf gair al-mu‘tabar

Bagian kedua, ‘urf'yang lepas (4 Y5 20 W2 Y OY) yaitu
‘urf'yang tidak tersentuh oleh dalil syar, tidak ada pengakuan dan
tidak ada penafian atasnya. ‘Urfini dapat dalam bentuk yang tetap
atau bentuk yang berubah. Bentuk tetap walaupun terjadi perubahan
tempat, waktu, dan keadaan karena diikat oleh tabiat dan fitrah
manusia seperti keinginan untuk makan dan minum, sedih, dan
gembira. Adapun yang berubah terjadi karena perubahan tempat,
waktu, dan keadaan; sehingga bisa menjadi baik di suatu tempat dan
menjadi jelek di tempat yang lain. Contohnya tidak memakai tutup
kepala dianggap jelek di suatu negara dan di negara lain dianggap
biasa. Termasuk yang berkenaan dengan pakaian, tempat tinggal, dan
masalah cepat atau lambat dalam suatu urusan dan sebagainya.”® ‘Urf

lepas dari nas ini masih dapat dinilai baik dan buruknya berdasarkan

3Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), h.
154; Rahifah Sulaiman Hamadah, al- ‘Urf wa Asaruh fi Huquq al-Zawaj, h. 9; Amir
Syarifuddin, Ushul Figh, h. 392.

"Ruqayyah Taha Jabir al-‘Ulwani, Asar al-‘Urf fi Fahm al-Nusus
(Damsyik: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2003 M), h. 45. Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh,
h. 156.

"Ruqayyah Taha Jabir al-‘Ulwani, Asar al-‘Urf fi Fahm al-Nusus, h. 47.
Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, h. 156.

76 Al-Syatibi, al-Muwafagat £i Usul al-Syari‘ah, h. 449.
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prinsip-prinsip syariat atau berdasarkan kemasalahatan. Jenis ini
dapat pula disebut dengan a/- ‘urt al-mursal.

Menurut Ruqayyah Taha, terdapat dua alasan perlunya
pengklasifikasian ‘urf” mursal secara tersendiri —walaupun belum
dikenal luas dalam kajian usul figih—: pertama, terdapat ‘urftertentu
yang secara langsung tidak dapat diketahui lebih dekat kepada ‘urf’
sahih atau kepada ‘urf  fasid, karena kedua jenis tersebut
memungkinkan ada di dalamnya. Dibutuhkan penalaran dan
pengkajian yang mendalam untuk menentukan kesesuaiannya dengan
syariat. Jenis  ‘wrf inilah yang paling banyak terdapat di dalam
kehidupan manusia. Kedua, ahli usul telah mengenal jenis ini
walaupun tidak memasukkan dalam jenis tersendiri.”” Di sisi lain,
istilah mursal juga dikenal dalam kajian maslahah tepatnya pada
pembahasan mas/ahah mursalah.

C. Kaidah Legitimasi ‘Urf

Banyak hukum yang dirujuk kepada ‘urf dan adat dalam
jumlah yang tidak terhitung. Adapun fungsi kaidah fighiyyah yaitu
untuk merangkum dan mengikat berbagai permasalahan dalam satu
bab/tema tertentu dengan suatu kaidah hukum yang dapat dirujuk.”®
Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah pokok dari berbagai

permasalahan yang dirujuk pada ‘urf yaitu: 12SE 35l al-‘Adah
Muhakkamah” (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Kaidah

ini juga merangkum keabsahan dan kedudukan ‘urf dalam istimbat
hukum.

""Ruqayyah Taha Jabir al-‘Ulwani, Asar al-‘Urf fi Fahm al-Nusus, h. 48-
49.

"Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Buranu, a/-Wajiz fi Idah
Qawa‘id al-Kulli (Cet. IV; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M), h. 20.

"Kaidah ini dikemukakan dalam banyak kitab Qawa‘id al-Fighiyyah, di
antaranya: Asybah al-Subki, al-Mansur fi al-Qawa ‘id, al-Qawaid al-Husani, Asybah
al-Suyuti, Asybah Ibnu Najim, Qawa‘id al-Khadami, Idah al-Masalik al-Qaidah,
dan al-Majallah. (Muhammad Sidqi, a/-Wajiz fi Idah Qawa‘id al-Kulli, h. 270)
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Terdapat banyak sekali kaidah cabang dari kaidah pokok ini,
yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kandungan
kaidah-kaidah tersebut. Berikut beberapa kaidah cabang dari sekitar
80 kaidah turunan®™ yang berkaitan dengan ‘urf

1. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok
Berikut beberapa kaidah yang termasuk pada jenis ini.

a. 81\:‘5};//“4’5\_}:’3&.} ch\j/o:a!

Artinya:
Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah Aujjah
(alasan/dalil) yang wajib diamalkan.

b, 22l S Ay S

Artinya:
Ketentuan berdasarkan ‘urfseperti ketentuan berdasarkan nas.

. e L C B8 Ol L8

Artinya:
Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan
dalil syari.
2. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok dalam
pembahasan khusus

o 2 °
840 2 7o, 08% || & T s Faogo
a. = .1/9)}.“&.5\_{2\.4 o d}j’mj\
Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai
syarat di antara mereka.

b sz LyrdS e Syl

%0 Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 235-242.

8! Abd al-Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 182.
Muhammad Sidqi, a/-Wajiz fi Idah Qawa‘id al-Kulli, h. 306.

Bbnu “Abidin, Majmii‘ah Rasail Ibnu “‘Abidin: Nasyr al-‘Urf. h. 117.
¥Muhammad Sidqi, al-Wajiz fi Idah Qawa‘id al-Kulli, h. 306.
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Artinya:
Sesuatu yang telah dikenal ‘urfseperti yang disyaratkan dengan
suatu syarat.
3. Kaidah yang berkaitan dengan sebagian syarat-syarat ‘urf’
Syarat-syarat keberlakuan ‘urt”  telah dikemukakan
sebelumnya— yang dirangkum oleh fugaha dalam kaidah-kaidah
fighiyyah, yaitu:
a. Tidak bertentangan dengan dengan nas. Terdapat beberapa
kaidah mengenai syarat ini, yang masyhur yaitu:

Ve e 5 ad el 55 5 5
Artinya:
Setiap ‘urf'yang bertentangan dengan nas, tidak dapat menjadi
pertimbangan hukum.

b. Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan
kehendak ‘urf’

Artinya:
Larangan yang jelas meniadakan izin yang dipahami dalam

‘urt (kebiasaan).
) Y L g g WE ST 5 5SS sy D
RN
Artinya:

‘Urf dan | ‘adah dapat menjadi hujah (alasan/dalil), selama
tidak bertentangan dengan nas atau syarat yang ditentukan
oleh pihak yang berakad.

$Muhammad Sidqi, a/-Wajiz fi Idah Qawa‘id al-Kull:.
% Al-Sarkhasi, al-Mabsut, Juz XII, h. 196.

% Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al-Muqaddasi, a/-
Mugni, Juz IV, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M), h. 350.

% Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 199
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c. ‘Urfbersifat umum
1) wede o &ska 3 Ba md G
Artinya:
Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu
hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.
2) MY & B IR S

Artinya:
Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi serta dikenal
oleh manusia, bukan yang jarang terjadi
d. ‘Urf sudah ada sebelum hukum dilandaskan kepadanya. Salah
satu kaidah yang merangkum syarat ini yaitu:

vl Al e Y
Artinya:
Tidak diakui ‘urf'yang datang tiba-tiba (belakangan).
4. Kaidah yang berkenaan dengan ruang lingkup adat/ ‘urt’
a. "s 4 L ¥ 3 K Gl

Artinya:
Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara“

b R ey allad)l A5 LRIS (UG Ls S5

Artinya:
Adat menurut Imam Malik, seperti syarat yang mengikat
ketentuan yang mutlak dan memberikan pengkhususan pada
ketentuan yang umum.

¥Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazair, h. 101.

% Abd al-Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 189.
' Abd al-Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 190.
%2 Al-Zarkasyi, al-Mansur fi al-Qawa ‘id al-Fighiyyah, h. 356.

%3 Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 205.
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c. Vbl I OSUE W B EE ond iSs

Artinya:
Hukum (yang digali) dari ‘urf'berlaku pada pemilik ‘urf, baik
berupa ‘urfyang umum maupun khusus.

d. é\wg Zaﬂ\d‘}bcwdw‘ibc@bcﬂj\msjjuﬂ}f

Artinya:
Setiap yang disebutkan oleh syara’ secara mutlak tanpa ada
batasan-batasannya di dalamnya ataupun dalam bahasa, maka
pemaknaannya merujuk pada ‘urf.
5. Kaidah yang berkenaan dengan ‘urf dalam bentuk penjelasan
atas hukum

PR Lo
a. "ol L

Artinya:
Kedudukan tulisan sama seperti perkataan

b, 73t Al &5 Az

Artinya:
Arti  hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada
petunjuk arti menurut adat.

*Ibnu ‘Abidin, Nasyr al-Urf dalam Majmu‘ah Rasail Ibnu ‘Abidin , h.
132.

P Al-Zarkasyi, al-Mansur fi al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 391. Ibnu
Taimiyyah, Majmu al-Fatawa, Juz XI1X, h. 134.

*Tbnu Nujim al-Misti, al-Asyabah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah
(Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), 192 dan 194. Abd al-
Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 192.

”Ali Hidar Khawajih AminAfanadi, Darar al-Hikam £i Syarh Majallah al-
Ahkam, Juz 1 ([t.t]: Dar al-Jail, 1411 H/ 1991 M), h. 48.
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Artinya:
Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti
yang tidak berlaku dalam kenyataan.

99 - 0%} d<z Zo &5 sdiz °s \J
d. oYl R 88N ek SN

Artinya:

Tidak dapat diingakari terjadi perubahan hukum disebabkan

karena perubahan waktu.

Kaidah yang terakhir ini sering digunakan ulama dalam
membahas pembaruan dan perubahan hukum. Ahmad bin Muhammad
al-Zarqa mengungkapkan bahwa perubahan waktu di sini maksudnya
adalah perubahan ‘urfatau adat suatu kaum. Jika ‘urf'yang berlaku di
tengah-tengah mereka menjadi landasan hukum, kemudian ‘urf itu
berubah maka hukum tersebut juga berubah mengikuti perubahan ‘urf
yang berlaku.'*

Menurut Abd al-Karim Zaidan bahwa hukum yang dibangun
atas (i/lat) ‘urf atau adat dapat berubah seiring dengan perubahan
adat sebagaimana kaidah di atas.yang.ia kutip dari al-Qurafi dan Ibn
al-Qayyim. Ia mencontohkan harga suatu barang perniagaan dapat
berubah sesuai dengan keadaan yang berlaku. Begitu pula kebolehan
mengambil upah dari mengajarkan al-Qur’an di zaman sekarang yang
dahulu hanya diambilkan dari bait al-mal'®" Begitu pula bahan

% Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 207.

% Ahmad: Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 227.
Kaidah ini adalah/salah satu kaidah terpenting sebagai penjelasan kaidah pokok (a/-
‘Adah Muhakkamah). Pentingnya kaidah ini dapat dilihat dari seringnya digunakan
dalam pembahasan-pembahasan hukum dan serta digunakan dalam menjawab
permasalahan kehidupan. Kaidah dengan redaksi di atas muncul belakangan, akan
tetapi maknanya telah lama diungkapkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti al-
Qarafi dalam al-Furug, al-Syatibi dalam al-Muwataqat, 1zz al-Din Abd al-Salam
dalam Qawa‘id al-Ahkam, Tbnu al-Qayyim dalam ‘/lam al-Muwagqi‘in, dan Ibn
Kamal Basya. (Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 217)

' Ahmad Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 227.
Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, h. 158.

"' Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, h. 258.
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makanan pokok yang dizakatfitrahi tidak hanya kurma atau gandum
tetapi menyesuaikan dengan makanan pokok di setiap wilayah.

Berdasarkan hal ini, dikatakan bahwa hukum yang dibangun
berdasarkan ‘urf mengalami perubahan menyesuaikan dengan
perubahan ‘urf'yang disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat.
Selanjutnya, kemungkinan perubahan hukum ini membuka peluang
untuk terus mengadakan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad
pada wilayah-wilayah hukum zanni Dengan usaha ini diharapakan
hukum Islam mampu menjadi solusi semua permasalahan hukum
kontemporer.
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BAB III
KEHUJJAHAN °‘URF

A. Kehujahan dan Paradigma ‘Urf

Literatur yang membahas tentang keabsahan ‘urf dalam
istimbat hukum lebih banyak membicarakan tentang jenis ‘ur/umum
yang tidak diatur oleh syara‘yang juga termasuk ‘urf sahih. Adapun
jenis ‘urf'yang dilihat dari kesesuaian dan telah direspon oleh syariat
berupa penerimaan atau penolakan tidak perlu untuk diperbincangkan
secara panjang tentang keabsahannya. Dengan demikian pembahasan
tentang kehujahan ‘urf berkisar pada ‘wrf yang telah berlangsung
lama, tidak mengandung mafsadat, dan tidak bertentangan dengan
dalil syara‘. Dapat dalam bentuk ‘urf ‘am maupun ‘wrf khas yang
tetap atau berubah bila waktu dan tempatnya terjadinya telah
berubah.

Secara umum ‘urf diamalkan oleh semua ulama mazhab a/-
arba ‘ah sebagaimana yang dikemukan oleh al-Qarafi:

2
]

Tl S 058 pAds s LEEN Bag C el G 28 ol

Artinya:
. . . Adapun ‘urf; tersebar penggunaannya dalam mazhab-
mazhab fiqgih, bagi siapa yang mendalaminya akan
menemukan para ulama-ulama mazhab menjelaskan dan
menjadikannya dasar dalam mazhab-mazhabnya.
Pemahaman mengenai kehujahan dan pengakuan ‘urf dalam
istidlal dapat diperoleh secara lengkap dengan melihat tiga hal pokok:
1. Merujuk pada dalil umum dan prinsip syariat
Pengakuan atas keabsahan ‘urf dari segi dalil umum dan
prinsip syariat dapat dilihat dalam: sunah tagririyah, ijma’,

12Gvihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdurraman al-Qarafi, Syarh Tanfih
al-Fusul, ([t.t]: Syirkah al-Taba‘ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1393 H/1973 M),
h. 448.
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menghilangkan  kesukaran, pertimbangan kemaslahatan, asas
kemanfaatan dan kemudaratan, dan mnas-nas umum yang
mengisyaratkan pengakuan atas ‘urf’

a. Sunah taqgririyah

Pengertian dari sunah tagririyah ialah diamnya Nabi saw.
dalam bentuk tidak mengingkari perkataan atau perbuatan yang
diucapkan atau dilakukan di depannya atau pada masanya padahal
beliau mengetahuinya, demikian itu menjadi bukti kebolehan.
Sebagai contoh fagrir, sahabat mengatakan: “Kami melakukan ini,
atau para sahabat melakukan ini” kemudian mengaitkan perbuatan itu
pada masa Rasulullah saw. sementara perbuatan tersebut tidak
tersembunyi darinya.'”’

Nabi memerhatikan keberadaan ‘urf dan adat yang sangat
dominan dalam kehidupan masyarakat Arab pada masanya. Dapat
terlihat dari banyaknya jenis-jenis transaksi dan muamalah yang ada
pada masa Rasul, seperti transaksi a/-salam (akad pesanan) yang telah
menjadi bagian dari muamalah di Madinah.'®* Rasul memberikan
keringanan berupa kebolehan jual beli ‘ariyah (pinjam-meminjam)
setelah melarang jual beli mazabanah (jual beli yang tidak diketahui

'“Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila
Tahqiq al-Haq min Ilm al-Usul, Juz 1 (Damsyik: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1419 H/
1999 M), h. 117.

'“Hadis tentang jual beli salam:
GHEEN JUE (3 G5 A5 Ll (J;j e i o 6& 5.6 :J6 (g BRI
s J,v &) o3 @t it 1 JUS (258
Artinya:
Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah,
mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan
sistem salaf, yaitu membayar lebih awal dan diterima barangnya setelah
kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Kemudian beliau bersabda:
“Siapa yang mempraktikkan sal/af'dalam jual beli buah-buahan hendaklah
dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang
diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.”
Muhammad bin Isma‘il Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111,
([t.t.]: Dar Tauq al-Najah), h. 87, Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Quraisyi al-
Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 111, (Bairut: Dar Thya al-Tura$ al-‘Arabi, [t.t]), h.
1226.
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takarannya). Juga menerima gencatan senjata sebagaimana berlaku
pada zaman jahiliyah,'” membolehkan ‘aza/ (kontrasepsi),'*®
menerima penggunaan dirham walaupun ada ukiran di atasnya, dan
masih banyak contoh lainnya.'"’

Sunah taqgririyah di sini menjadi bukti pertimbangan terhadap
‘urf, meskipun hukum-hukum yang mempertimbangkan ‘urf pada
masa Rasul dibangun berdasarkan sunah, bukan dengan ‘urf. Nabi
juga melaksanakan sebagian ‘urf yang diakuinya seperti kebiasaan
akad istisna’ di mana nabi pernah memesan untuk dibuatkan mimbar
dan cincin.'” Perbuatan nabi tersebut menjadi penguat kehujahan
‘urfmelalui sunah tagririyah.

b. Ijma’

Ijma’ ialah kesepakatan para mujtahid setelah Rasulullah saw.
wafat pada suatu masa dalam suatu permasalahan tertentu.'” Al-
Syaukani menjelaskan, frasa “pada permasalahan tertentu” depat
berupa permasalahan syariat, pemikiran, ‘urf dan bahasa.''’ ‘Adil
mengutip pendapat al-Jalal al-Mahalli dan al-Banani bahwa jika suatu
adat itu benar terjadi pada masa Rasulullah saw. atau setelahnya
tanpa ada pengingkaran dari Rasul dan dari ulama setelah Rasul
wafat, maka dalil atas keberlakuan adat tersebut adalah sunah dan
ijma’, sehingga wajib untuk mengamalkannya. Sunah di sini berupa

sunah fagririyah dan ijma’ taqririyah (ijma’ sukut?).""' Beberapa
contoh dari ijma’ dalam bentuk ini seperti: boleh memberikan syarat

dalam jual beli selama tidak merusak akad. Kebolehan wakaf benda

"Muslim, Sahih Muslim, h. 1295.
%Muslim, ‘Sahih Muslim, Juz 11, h. 1065.

""Tbn al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘flam al-Muwagqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin,
Juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M), h. 279-281.

'%<Adil bin Abd al-Qadir, al-‘Urf: Hujjiyyatuh wa Asarub, h. 134-135.
Keterangan mengenai Rasulullah saw. memesan untuk dibuatkan mimbar terdapat
dalam Sahih al-Bukharino. 448 dan 2569.

19 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 193.
" Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 194
""“Adil bin Abd al-Qadir, al-‘Urf: Hujjiyyatuh wa Asarub, h. 136.
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bergerak, istisna’ dan masuk permandian tanpa menghitung jumlah
dan lamanya air digunakan.'"?

Pengakuan para ulama terhadap suatu ‘urf untuk menjadi
dasar hukum berdasarkan ijma’ dalam bentuk kesepakatan semua
ulama dengan pengakuan bulat tanpa ada yang berbeda pendapat
terhadap suatu kebiasaan yang ada. Dapat pula dalam bentuk
keikutsertaan ahli ijma’ dalam ‘urfyang berlaku dan tidak ada yang
mengingkarinya. Bentuk yang kedua ini dinamakan 7jma’ sukuti atau
lebih lengkapnya a/-ijma al-‘amali al-sukuti.

c. Mengangkat kesulitan

Ibnu Abidin mengungkapkan, ‘urfyang baik dan diterima oleh
syariat wajib untuk dijaga, dihormati, bahkan menjadikannya
perhatian dan menetapkan hukum berdasar padanya. Jika saja ‘urf
yang hidup di tengah kehidupan manusia dicabut (disepelekan) maka

[3

akan terjadi kesulitan yang nyata.'” Hal ini dikarenakan, ‘urf
memiliki kedudukan yang istimewa dalam jiwa manusia, sehingga
dikatakan: “Adat adalah tabiat yang kedua.”

Menurut al-Syatibi, apabila adat tidak diperhatikan maka
akan menyebabkan aturan yang ada tidak dapat dilaksanakan, dan
tentunya hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu perlu untuk
memperhatikan ilmu, kemampuan, serta adat yang mu’tabarah dalam
membebankan aturan.''* Dengan demikian penggunaan ‘urf dalam
hukum akan menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan.

Ini seusai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj (22): 78:

Terjemahnya:

...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam

11
beragama...'"”

"2 Abu Sunnah, al- ‘Urf wa al-‘Adah, h. 41-42.
"Ibn < Abidin, Majmu‘ah Rasail Ibn “‘Abidin: Nasyr al-Urf h. 141.
"4 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, 288.

"SKementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 341.
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d. Pertimbangan kemaslahatan

Beberapa ulama memberikan pengakuan terhadap kehujahan
‘urf. Pengakuan itu berasal dari pemahaman secara mutlak bahwa
syariat Islam mendatangkan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu
salah satunya diperoleh dengan merangkum ‘urf yang juga
mendatangkan maslahat di dalamnya. Ali al-Khafif berpendapat
bahwa pembinaan hukum berdasarkan ‘urf sahih adalah pembinaan
atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar perbuatan manusia.''®
Senada dengan itu Abu Zahrah mengungkapkan bahwa tidak
diragukan lagi perhatian terhadap ‘urfyang tidak ada kerusakan di
dalamnya ( ‘urf sahih) adalah salah satu bentuk dari kemaslahatan.
Menurutnya wajib bagi ahli figih untuk menggunakannya.''’
e. Asas kemanfaatan dan kemudaratan

Prinsip benar yang perlu diketahui saat tidak ditemukan dalil
adalah asal dari kemanfaatan itu adalah pembolehan, dan asal dari
kemudaratan adalah pengharaman. ‘Urf mengambil peran untuk
mengetahui kemanfaatan dan kemudaratan itu selama tidak ada dalil
khusus yang menjelaskan. Dengan itu, perkara yang menjadi
kebiasaan manusia jika menimbulkan kemaslahatan dikembalikan
pada pembolehan, dan jika ‘menimbulkan kerugian maka
dikembalikan pada pelar.’:lngan.118
f.  Teks-teks mutlak (umum) yang mengisyaratkan kehujahan ‘urf’

Salah satu hikmah disyariatkan hukum yang mutlak tanpa
penjelasan yang rinci adalah agar dapat berlaku walaupun terjadi
perbedaan tempat dan waktu serta pergantian kondisi. Nas-nas
mutlak dari al-Qur’an dan sunah mengarahkan “wewenang” kepada
‘urf dalam menjelaskan nas-nas tersebut jika tidak dapat ditemukan

"Ali al-Khafif, Asbab Ikhtilaf al-Fugaha® (Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi,
[t.t]) h. 255.

""Muhammad Ahmad Mustafa Ahmad-Abu Zahrah, Malik: Hayatuh wa
‘Asruh Asaruh wa Fighuh (Cet. 11; Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987), h. 303.

"8 Abu Sunnah, a/-‘Urf wa al-‘Adah, h. 39.
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dalam syariat dan bahasa. Tentang hal ini Ibnu Taimiyah
mengatakan'
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Artinya:
Istilah (nama-nama) yang dijadikan Allah sebagai dasar
hukum dalam al-Qur’an dan sunah sebagian diketahui batas
dan maksudnya dengan penjelasan Allah dan rasulnya seperti
shalat, zakat, puasa, haji, iman dan islam, kafir, dan nifak.
Sebagian diketahui dengan bahasa_seperti matahari, bulan,
langit, bumi, daratan, dan lautan. Sebagian lainnya diketahui
batasannya dengan merujuk pada adat dan ‘urfmanusia, maka
batasan-batasan itu akan berbeda sesuai kebiasaannya seperti
nama jual beli, nikah, dirham, dinar, dan semua yang tidak
dijelaskan batasannya oleh syara atau tidak memiliki satu

"9Taqy al-Din Abu al-Abbas Ibn Taimiyyah al-Harani, Majmu al-Fatawa,
Juz XIX (Madinah: al-Malik Fahd li Tiba‘ah al-Mushaf al-Syarif, 1416 H/ 1995 M),
h. 134-135.
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batasan yang diberikan oleh ahli bahasa tetapi berbeda-beda
kadar dan sifatnya karena perbedaan adat manusia. Jenis yang
pertama telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Adapun jenis
yang kedua dan ketiga sahabat, tabi‘in, dan orang-orang yang
mendalami al-Qur’an dan sunah dengan mengetahui
batasannya dalam bahasa atau melihat ‘urf manusia setelah
tidak menemukan dalam dua sumber batasan sebelumnya,
dengan cara inilah terwujud fafaggquh dalam al-Qur’an dan
sunah.

Ibnu Taimiyyah juga menyatakan bahwa selain giyas, salah
satu prinsip mazhab Hanbali adalah mengambil ‘urf'menjadi rujukan
pada apa yang tidak ditentukan ukurannya olch syara“'®® Istilah
mutlak yang ditentukan batasan dan ukurannya oleh ‘wrfyaitu kata-
kata a/-ma ‘Tuf (<>s=V) dalam al-Qur’an dan sunah serta beberapa kata

yang lain.

Maksud dari kata al-ma’ruf semakna dengan pengertian
secara istilah dari ‘wrf. Kata a/-ma’ruf menunjukkan penggunaan ‘urf’
dalam hukum serta menjadi penjelasan dari kata a/-ma rufitu sendiri.
Ibn al-Najjar menjelaskan, setiap kata a/-ma ‘ruf'yang berulang-ulang
dalam al-Qur’an maknanya adalah apa yang dipahami dan menjadi

"2l 17z al-Din Abd al-Salam juga

kebiasaan manusia pada saat itu.
mengungkapkan, kebanyakan hukum yang disandarkan pada kata a/-
ma’rufitu tidak dengan ketentuan pasti, pemaknaannya merujuk pada
apa yang diketahui dari syara‘, atau kepada apa yang menjadi ‘urf'di

tengah-tengah manusia.'*>

"Ibnu Taimiyyah , Majmu’ al-Fatawa, h. 350.
"2'Ibn al-Najjar al-Hanbali, Syarh al-Kaukab al-Munir, h. 449.

2277 al-Din Abd al-‘Aziz bin Abd al-Salam bin Abu al-Qasim al-
Damsyqi, Qawa ‘id al-Ahkam, Juz 1 (Kairo: Maktab al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1414
H/ 1991 M). h. 71.
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Kata al-ma‘ruf (oya) dalam al-Qur’an terdapat di 38

tempat,'” baik dalam bentuk nakirah dan ma‘rifah serta dalam
bentuk marfu‘ dan mansub. 6 tempat berupa kata al-qaul al-ma’ruf;
11 tempat berisi frasa al-amr bi al-ma‘ruf; 18 tentang aturan keluarga,
dan 3 dalam bentuk mufradat (berdiri sendiri). Dari 38 tempat
tersebut hanya 3 yang termasuk ayat makiyyah: satu tempat dalam
surat al-‘Araf (8): 157 dan dua tempat dalam surat Lugman (31),
yaitu ayat 15 dan 17. Sisanya termaktub dalam surat-surat
madaniyyah. '** Selain itu juga terdapat satu kata dalam bentuk
muannas al-ma‘rifah (=Y yang juga turun setelah hijrah.'>> Hampir

semua kata al~ma ‘rufterdapat dalam surat madaniyyah menunjukkan
kaitan yang sangat erat dengan pembinaan hukum, karena masa
dakwah Rasul di Madinah dikenal dengan masa pembinaan hukum
Islam.

Selain dalam al-Qur’an kata al-ma‘ruf juga terdapat dalam
hadis-hadis Rasulullah saw. Salah satu hadis yang menyebutkan kata
al-ma ‘ruf adalah hadis tentang pengaduan istri Abu Sufyan kepada
Rasulullah saw:

)
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"“Terdapat /dalam Q.S. al-Baqarah (2): 178, 180, 228, 229, 231 (dua
tempat), 232, 233 (dua tempat), 234, 235, 236, 240, 241, dan 263; Ali Imran (3):
104, 110, dan 114; al-Nisa’ (4): 5, 6, 8,19, 25, dan 114; al-A’raf (7): 157; al-Taubah
(9): 67, 71, dan 112; al-Hajj (22) 41; Lugman (31): 15 dam 17; al-Ahzab (33): 6,
dan 32; Muhammad (47): 21; al-Mumtahanah (60): 12; al-Talaq (65): 2 (2 tempat)
dan 6. Muhammad Fuad Abd al-Badqi, al-Mu ‘jam al-Mufahras Ii Alfaz al-Qur’an al-
Karim (Kairo: Dar al-Hadis, 1364 H), h. 458-459.

124<Adil bin Abd al-Qadir, al-‘Urf* Hujjiyyahtuh wa Asaruh, h. 149-152.

'Fuad Abd al-Baqi, al-Mu‘jam al-Mufahras i Alfaz al-Qur’an al-Karim,
h. 459. Yaitu dalam Q.S. al-Nur (24): 53.

126 A1-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111, h. 79, hadis no. 2211.
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Artinya:

Dari Aisyah ra.: Hindun (ibu Mu‘awiyah) bertanya kepada

Rasulullah saw. “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang

yang kikir, apakah tidak berdosa jika saya mengambil

hartanya secara diam-diam?” Rasulullah menjawab:

“Ambillah untukmu dan anakmu apa yang cukup bagimu

secara ma’ruf.’

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Al-
Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam bab  “sebagian urusan
masyarakat perkotaan yang menjadi kebiasaan di antara mereka:
seperti jual beli, sewa-menyewa, takaran, dan timbangan.”'>’ Ibnu
Hajar menjelaskan, Nabi saw. menghalalkan bagi Hindun dengan
ukuran ‘wrf karena tidak ada batasan yang diberikan syara‘ dalam
masalah nafkah.'”® Dapat dipahami dari keterangan di atas bahwa ‘urf
memiliki peran penting dalam pembinaan hukum, khususnya pada
penjelasan istilah hukum dalam nas-nas dan batasan-batasannya yang
tidak ditentukan oleh syara’ dan tidak pula oleh bahasa arab.

2. Dalil parsial yang merujuk pada kehujahan ‘urf
Dalil-dalil parsial di sini adalah ayat al-Qur’an dan sunah yang
menjelaskan langsung mengenai keabsahan ‘urfmenjadi dalil hukum.
Terdapat 2 dalil terkenal yang berkenaan dengan kehujahan ‘urf
a. Dalil Q.S. al-A‘raf (8): 199.

Sladi e ol Al 2 sk s
Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf,
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.'”

12" Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 78.

'Ahmad bin Afi bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh
Sahih al-Bukhari, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), h. 407.

'Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 176.
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Arti kata al-‘urf (masdar) sering diartikan sama dengan a/-
ma‘ruf (isim matf ul) berasal dari akar kata yang sama yaitu ‘arafa.
Secara sederhana, al/-ma ‘ruf menurut al-Asfahani ialah nama bagi
semua perbuatan yang kebaikannya diketahui melalui syariat atau
akal.””® Menurut Ibnu Qutaibah, a/-‘urf dalam ayat ini bermakna
semua perbautan a/-ma ‘ruf berupa: takwa kepada Allah, silatu al-
arham (silaturahmi), menjaga -lisan. dari perkataan bohong, dan
menahan aggota badan dari perbuatan yang haram. Maknanya serupa
dengan a/-ma ‘ruf karena setiap orang mengetahuinya dan setiap hati
merasa tenang terhadapnya.''

Selain redaksi al-amr bi al-‘urf terdapat 11 ayat dengan
redaksi al-amr bi al-ma‘ruf dari 38 kata al-ma‘ruf —telah disebutkan
sebelumnya— dalam al-Qur’an dengan beberapa perbedaan kata ganti
pada kata al-amr (perintah). Salah satu di antaranya terdapat dalam
Q.S. Ali Imran (3): 104:

- dﬂj\j Jimj\ o 034533 aj,«.db Ooje bj )i!-\ J) 02k &
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Terjemahnya:
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) makruf, dan
mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang
yang beruntung.'*

Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayatini-menjelaskan bahwa

kata al-‘urf'sama dengan a/-ma’ruf dan al-‘arifah yaitu setiap tabiat

BOAL-Asfahani, al-Mufradat ff Garib al-Qur’an, h. 561

P'Muhammad bin Muslim bin Qutaibah, 7a’wil Musykil al-Qur’an,
(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.], h. 12.

"’Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 63.
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yang sesuai dengan akal sehat dan jiwa merasa tenang kepadanya.'*

Al-Maragi menjelaskan bahwa Q.S. al-A‘raf (7): 199 ini mengandung
dasar-dasar syariat yang terdapat dalam rentetan pokok agidah. Allah
memerintahkan Nabi-Nya tiga hal sebagai dasar syariat yaitu:
pertama, al-‘afw yaitu memudahkan dan tidak memberatkan. Kedua,
perintah kepada a/-‘urf yaitu kebaikan yang diketahui oleh jiwa dan
menjadikannya tenang. Ini berasal dari adat umat yang baik berupa
perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan. Ketiga, menjauhi
untuk tidak bergaul dengan orang-orang jahiliyah karena tidak ada
solusi dari gangguan mereka kecuali berpaling dari mereka.'**

Menurut Sayyid Qutub,'*> ayat ini turun sebagai pengarahan
bagi Nabi dan orang-orang yang beriman pada saat masih di Makkah
tentang sikap yang dilakukan untuk menghadapi kaum jahiliyah.
Allah mengarahkan Rasulullah untuk bermurah hati, memerintahkan
kepada kebaikan yang berasal dari fitrah manusia tanpa memberikan
batasan yang ketat, serta berpaling untuk tidak menyiksa, bertikai,
dan mengejek orang-orang jahiliyah.

Banyak ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil kehujahan
‘urf; yaitu memahami kata a/-‘urf dalam ayat sebagai ‘urf'yang ada
dalam kehidupan manusia. Ibnu ‘Atiyyah menafsirkan wa’mur bi al-
‘urf dengan segala sesuatu yang telah diterima berupa kebiasaan
selama tidak ditolak oleh syariat."’®  Al-Qurafi memberikan
keterangan mengenai ayat ini saat menjelaskan perkara perbedaan
antara suami dan istri dalam jumlah nafkah rumah tangga yang

"*Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Ansari Syams al-Din
al-Qurtubi, a/-Jami‘u li Ahkam al-Qur’an, Juz VII (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-
Misriyyah, YYA4 H/ 1968 M), h. 346.

"**Ahmad bin Mustafa al-Maragi, TafSir al-Maragi, Juz IX (Mesir: Syirkah
Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1365 H/ 1946 M), h. 149.

33Sayyid Qutub Ibrahim Husain al-Syaribi, F7 Zilal al-Qur’an, Juz 111 (Cet.
XVII; Kairo: Dar al-Syuruq, 1412 H), h. 1418.

"*Ibnu ‘Atiyyah al-Andalusi, a/-Muharrar wa al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab
al-‘Aziz, Juz 11, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H), h. 491.
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diselesaikan berdasarkan ‘urf yang berlaku sebagaimana dalam

pendapatnya:'®’

~
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Artinya:
Bagi kami firman Allah (= 2l a0 4%y, maka setiap yang

berlaku adat padanya diputuskan berdasarkan adat itu dengan

melihat pada zahir ayat ini, kecuali jika ada keterangan (dari

nas).

Dengan demikian, ayat ini sebagai dalil keabsahan ‘urf’
dibangun berdasarkan pemahaman bahwa maksud dari a/-‘urf dalam
ayat adalah kebiasaan manusia dan apa yang telah lama dipraktikkan
dalam interaksi kehidupan manusia. Jika Allah memerintahkan
Rasulullah saw. kepada ‘urf maka menunjukkan pengakuan atasnya
dalam syara’. Oleh karena itu berhukum berdasarkan ‘urf adalah hal
yang telah sesuai dengan perintah.'*

Terdapat beberapa ulama yang menolak ayat sebagai dalil
‘urf, atau menganggap berdalil dengan ayat ini tidak tepat atau
lemah. Terdapat beberapa alasan utama yang dikemukakan, yaitu:
pertama, ayat ini termasuk ayat makiyyah sehingga tidak ada hukum
yang disandarkan atas ‘urf pada saat itu. Ayat ini lebih mengarah
pada penekanan untuk berakhlak yang mulia. Kedua, ‘urf yang
dimaksud di sini adalah kebaikan yang diketahui dalam syara®
Ketiga, jika al-‘urf dalam ayat dipahami ‘urf sebagai kebiasaan

B"Banyak ulama sependapat dengan al-Qarafi yang menjadikan ayat ini
sebagai dasar keberlakuan ‘urf'di antaranya: Ibn Atiyah, al-Suyuti, ulama mazhab
Maliki seperti Ibn Farhun, Ibn Rihhal, ulama mazhab Hanafi seperti al-Tarabulusi,
dan dari ulama kontemporer seperti al-Sayyid Salih dan Husnin. ‘Adil bin Abd al-
Qadir, al- ‘Urf: Hujjiyyahtuh wa Asaruh, h. 181-182.

18Gyihab al-Din Ahmad bin Idris bin Abdurraman al-Qarafi, a/-Furig, Juz
III (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1394 H), h. 149.

13 Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 23.

50 | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dkk.



manusia dan salah satu dalil hukum maka sama saja Nabi menyuruh
untuk melakukan kebiasaan jahiliyah, padahal ia datang untuk
mengubahnya. Dari ketiga alasan ini mereka menyimpulkan bahwa
ayat ini bukan dalil keabsahan ‘urf kecuali kata a/-‘urf dalam ayat
ditafsirkan dengan makna istilah.'*

Berkenaan dengan pendapat di atas, Rasyid Rida dalam
memberikan penjelasan mengenai wa 'mur bi al- ‘urf mengungkapkan
beberapa hal:'*!

1) Ayat ini menjelaskan tentang sumber adab dan asas syariat
yang terletak setelah rentetan ayat yang membahas tentang
ketauhidan. Ayat ini meletakkan tiga pondasi kaidah hukum, adab,
dan hukum-hukum amaliyah, salah satunya adalah perintah kepada
al-‘urf'yaitu ‘urf yang berupa kebaikan manusia yang oleh ahli tafsir
dimaknai dengan a/-ma’ruf.

2) ‘Urf sebagai rukun dari syariat Islam dibangun berdasarkan
pertimbangan terhadap adat umat yang baik serta kebiasaan-
keibasaan yang ada dalam interaksinya.

3) Menurutnya, pernyataan bahwa a/- ‘urf'yang dimaksud dalam
ayat hanyalah kebaikan yang diperoleh dalam nas-nas adalah
perkataan yang tidak berdasar dan tidak ditemukan baik di kalangan
ulama salaf maupun ulama khalaf. Karena a/-‘urf secara bahasa
mengandung makna keduanya yaitu kebaikan dalam nas dan kebaikan
yang berasal dari kebiasaan umat yang tidak bertentangan dengan
nas.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa posisi sebagai ayat
makiyyah tidak menghalangi ayat ini dijadikan dasar keberlakuan
‘urf, bahkan menguatkan keberadaan ‘urfsebagai salah satu sumber
petimbangan dalam pembinaan hukum. Pertimbangan terhadap ‘urf
tidak akan menjadi sarana masuknya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah

0Abu Sunnah, al- ‘Urf wa al-‘Adah, h. 24-25.

""Muhammad Rasyid bin ‘Ali Rida, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-
Manar), Juz 1X (Mesir: al-Haiah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1990 M), h.
446-4438.
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karena keberlakuan ‘urf tidak boleh menyalahi nas-nas yang ada.
Pada masa dakwah Islam di Makkah, Rasulullah banyak
mempergunakan kebiasaan bahkan hukum yang berlaku dalam
masyarakat Quraisy khususnya yang berkenaan dengan sarana
pendukung dakwah. Sebagai contoh,'*? Nabi memanfaatkan ikatan
kekeluargaannya dari Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib untuk
melindungi dirinya dan orang-orang Islam yang masih sedikit pada
saat itu dari gangguan orang kafir. Demikian pula saat Rasulullah
akan kembali ke Makkah setelah diusir dari Ta‘if, ia meminta
perlindungan (suaka) kepada al-Mut‘im bin ‘Adi dari gangguan kaum
kafir sehingga dapat memasuki Makkah dengan aman. Perlindungan
terhadap sesama gabilah dan perlindungan dalam bentuk suaka adalah
salah satu budaya dan hukum yang berlaku di tanah arab saat itu.
Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, kelompok ulama yang
menjadikan ayat ini sebagai dalil kehujahan ‘urf’lebih berdasar dan
lebih kuat.
b. Sunah

Terdapat satu hadis yang sering dijadikan dalil keberlakuan
‘urt; yaitu:

sl e 3ie s SALAN 5 WS 1B s 5 Al LB 28
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Artinya:
Dari Abdullah;bin Mas‘ud, ia berkata: . .. apayang dipandang
orang-orang muslim baik maka di sisi Allah itu baik, dan apa
yang dipandang jelek maka jelek pula di sisi Allah.
Ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil ‘urf
berpendapat, bila apa yang dianggap orang-orang Islam baik juga
baik menurut Allah, maka itu adalah kebenaran, dan Allah tidak

"2Safiyyur ~ Rahman  al-Mubarakfuri, “al-Rahiqg  al-Makhtum’,
diterjemahkan Kathur Suhardi dengan judul: Sirah Nabawiyah (Cet XXV; Jakarta:
al-Kautsar, 2009), h. 113 dan 142.
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menjadikan hukum dengan yang batil. Olehnya itu, ‘urf’ yang
dipandang baik oleh orang-orang Islam memiliki kekuatan hukum.'*’
Walaupun demikian, penting untuk mengkaji lebih jauh hadis ini
sebagai dalil kehujahan ‘urf'dengan melihat kekuatan derajat hadis
dan kandungan hadis.
1) Derajat hadis
Hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan, yang paling
kuat'** diriwayatakan oleh-imam Ahmad dalam Musnad-nya. Secara
lengkap hadisnya berbunyi:

;z
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Artinya:
Abu Bakar telah menceritakan kepada kami: ‘Asim telah
menceritakan kepada kami, dari Zirr bin Hubaisy dari
Abdullah bin Mas‘ud, ia berkata: “Sesungguhnya Allah
melihat hati hamba-hamba-Nya dan Allah mendapati hati
Nabi Muhammad saw. adalah sebaik-baik hati manusia. Maka
Allah pilih Nabi Muhammad saw. sebagai utusan-Nya, Allah
memberikan kepadanya risalah. Kemudian Allah melihat dari
seluruh” hati "hamba-hamba-Nya  setelah Nabi-Nya, maka
didapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling
baik sesudahnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai

" Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 24.
'"library.islamweb.net

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Juz VI ([t.t]:
Muassasah al-Risalah, Y£Y) H/ 2001 M), h. 84.
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pendamping Nabi-Nya yang mereka berperang atas agama-

Nya. Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, maka itu

baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka pandang jelek,

maka di sisi Allah itu jelek.”

Pen-tahgiq Musnad Ahmad (Syu‘aib al-Arnaut, ‘Adil
Mursyid, dan lainnya) menjelaskan, semua periwayat (r7ja/) hadis ini
$igah kecuali ‘Asim bin Abu al-Nujud yang dinilai hadisnya hasan.
Semua rijal hadis adalah r7jal al-Bukhari kecuali Abu Bakar bin
‘Iyasy dan ‘Asim. Riwayat yang sama dengan hadis di atas juga
diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam a/-Zawaid dan al-Tabrani dalam
al-Kabir (dengan matan yang tidak lengkap). Hadis ini juga
diriwayatkan dari beberapa jalur yang berbeda seperti riwayat al-
Khatib dan al-Bagawi melalui riwayat Ibnu Mas‘ud dari jalan yang
berbeda.'* Terdapat 3 hadis lainnya yang hampir sama dengan matan
di atas yang semuanya berasal dari [bnu Mas‘ud yang diriwayatkan
oleh Ibn al-Bukhtari (339 H), Abu Bakr bin al-Nuqur (569 H) dan
Abu al-Qasim al-Azaji (330 H), namun ketiganya termasuk hadis
da‘if.'"’

Menurut Ibn al-Qayyim hadis di atas bukanlah sabda
Rasulullah melainkan hanya perkataan Ibnu Mas‘ud, sehingga hadis
riwayat imam Ahmad ini dan riwayat beberapa ahli hadis lainnya
termasuk hadis mauguf™®® yaitu hadis yang dinisbatkan kepada
sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah saw. Sebenarnya,
terdapat hadis melalu jalur Anas yang sampai kepada Nabi (marfir’)
yang diriwatakan oleh al-Khatib dalam 7arikh-nya tetapi dalam
sanadnya terdapat- Abu Dawud Sulaiman bin Amr_yang dihukumi
da‘if. Al-Bukhari menilainya matruk, Yahya bin Mu‘in mengatakan

146 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad.
'“'Di takhrij di http:/library.islamweb.net/hadith (24 Maret 2018)

"®Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, al-Furusiyyah (Saudi Arabiah: Dar al-
Andalus, 1414 H/ 1993 M), h. 299.
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bahwa ia dikenal sebagai pemalsu hadis, bahkan Yazid bin Harun
mengatakan: “Haram bagi seseorang meriwayatkan hadis darinya.”'*’

Dari sisi lain, ada pengecualian terhadap hadis tertentu yang
bersanad mauqufsehingga terangkat menjadi hadis marfi” atau dalam
istilahnya dikenal dengan mauquf latzan wa martfu‘ hukman (lafaznya
mauquf tatapi dihukumi marfii®). Terdapat beberapa kriteria yang
menjadikan hadis mauquf terangkat dihukumi marfi’ salah satunya
adalah kandungan matan hadis tidak termasuk dalam wilayah
ijtihad."® Jika memperhatikan redaksinya, hadis di atas termasuk
yang dihukumi sebagai hadis marfu® karena tidak masuk dalam
wilayah ijtihad. Dengan demikian, apabila ditinjau dari derajatnya
maka hadis ini sangat layak untuk menjadi dalil ‘urfkarena termasuk
hadis hasan yang mauguftetapi dihukumi marfir‘ bahkan al-Hakim'®'
menilai sahih.

2) Kandungan hadis

Derajat hasan menunjukkan kuatnya hadis ini sebagai dasar
kehujahan ‘urf; akan tetapi dari segi kandungannya terdapat beberapa
hal yang menyebabkan hadis ini tidak secara penuh dapat menjadi
landasan ‘urf. Ketidaksempurnaannya sebagai dalil ‘urf'dapat dilihat
dari kata al~muslimun yang menggunakan alif lam ta’rif yang dapat
mengandung beberapa makna setelah dikaitkan dengan isi hadis
secara keseluruhan:
a) Kata al-muslimun (ber-alif lam) tidak menunjuk kepada semua
orang muslim, tetapi terikat dengan umat muslim pada masa tertentu,
yaitu pada masa sahabat. Penunjukan ini dapat dilihat dari teks hadis:
<5 o wiless “Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabi-

1499 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, h. 85.

**Mahmud bin Ahmad al-Tahhan, 7aisir Mustalah al-Had7s (al-Iskandaria:
Markaz al-Huda li al-Dirasat, 1415 H), h. 99.

"*ISetelah meriwayatkan hadis ini, al-Hakim menilainya sahih: “Hadis ini
sanadnya sahih, walaupun tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.” al-
Zahabi dalam hasyiah (catatan pinggir) atas Mustadrak al-Hakim menilai hadis ini
sahih. Abu Abdillah al-Hakim, Mustadrak ala al-Sahihain, Juz 111 (Cet. I, Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M), h. 83. No. 4465.
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Nya”. Hal ini diketahui dari huruf £z dalam kata < & penandaan

keterkaitan kalimat ini dengan redaksi sebelumnya. Selain itu, dalam

152

riwayat al-Hakim'>* terdapat tambahan redaksi: & & &sial f 3

}3 tf ,4si; “dan semua sahabat memandang Abu Bakar sebagai orang

yang paling tepat untuk menjadi khalifah (sepeninggal Nabi)” yang
semakin menguatkan hal ini.
b) Al-Muslimun juga dapat berupa pembatasan pada kalangan
tertentu yaitu ulama atau mujtahid. Pendapat ini dikemukakan oleh
Ibn al-Qayyim. Menurutnya kata raah (o)) berasal dari kata ra’yu
(s'_) yaitu apa yang diyakini benar oleh hati setelah melalui proses
berpikir 'secara mendalam dan memilah segala kemungkinan-
kemungkinan dan indikasi-indikasi yang berbeda. Adapun perkara
yang dijangkau akal dari petunjuk-petunjuk yang tidak berbeda atau
tidak bertentangan maka tidak disebut sebagai ra 'yu.
¢) Al-Muslimun juga dapat dipahami dengan makna haqgigi
(sebenarnya) yaitu seluruh orang-orang Islam. Akan tetapi makna ini
lebih menunjukkan pada dalil ijma’. Abd al-Karim Zaidan
mengungkapkan, penunjukan hadis ini lemah jika ditujukan pada ‘urf;
karena lebih tepatnya menjadi dalil ijma’. Sambungnya, hadis ini
dapat menjadi dalil ‘wrf secara terbatas pada ijma’-ijma’ yang
dibangun berdasarkan ‘wrfyang berlaku.'>
Dari segi derajatnya hadis ini menjadi dalil penguat keabsahan

‘urf’ karena hasan dan marfii’, akan tetapi kandungan hadis tidak
mengarah sepenuhnya kepada ‘urf karena mengandung beberapa
kemungkinan makna bahkan lebih /dekat sebagai dalil ijma’. Dengan
demikian, hadis ini tidak bisa menjadi dalil penuh bagi kehujahan
‘urf

3. Pandangan ulama tentang kehujahan dan pentingnya ‘urf

152 Al-Hakim, Mustadrak ala al-Sahihain, h. 83. No. 4465. Demikian pula
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn al-Bukhtari dan Abu al-Qasim al-Azaji
dengan redaksi yang sedikit berbeda. http://library.islamweb.net/hadith. (24 Maret
2018)

'3 Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz £i Usul al-Figh, h. 253.

56 | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dkk.



‘Urf menjadi pertimbangan penemuan hukum di kalangan
umat Islam khususnya empat mazhab yang besar. Sehingga tidak
mengherankan bila ditemukan permasalahan figih yang rujukannya
kepada ‘urf dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Selain
perkataan al-Bukhari dalam salah satu judul sub-bab dalam Sahih-nya
—yang telah disebutkan pada pembahasan kata al-ma‘ruf dalam
hadis— berikut beberapa pernyataan para ulama tentang kehujahan
‘urf
a. Mazhab Hanafi

Menurut Ibn al-Hamam bahwa ‘urf menjadi salah satu dalil
berdasarkan nas-nas al-Quran dan sunah.* Ibnu ‘Abidin juga
menjelaskan pertimbangan hukum atas ‘urf'sehingga hukum dibangun
atasnya.” Lebih lanjut menurutnya ulama mazhab Hanafi terkenal
dalam penggunaan ‘urf, terlebih dalam hukum-hukum akad serta
tema-tema muamalah. Hal itu telah terbentang jauh sejak masa imam
Abu Hanifah, para ulama mazhab, sampai ulama-ulama kontemporer

156

dari pengikut Hanafi.*® Al-Sarkhasi juga mengatakan:

Artinya:
Hukum yang ditentukan dengan ‘urf sama dengan yang
ditentukan nas.

" s el 330 3 0 3 OY. L
Artinya:

"*Ibn al-Hamam Muhammad bin Abd al-Wahid, Fath al-Qadir, Juz VII,
(Bairut: Dar al-Fikr, [t.t]), h. 15.

*Ibnu ‘ Abidin, Majmu Rasail Ibn ‘Abidin: Nasyr al- ‘Urf. h. 44-46.
"*Ibnu ‘ Abidin, Majmu Rasail Ibn ‘Abidin: Nasyr al-‘Urf. h. 44-48.

"Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi, al-Mabsut, Juz XXX,
(Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1414 H/ 1993 M), h. 220. Pernyataan semakna juga
terdapat dalam juz XIII h. 14, juz XIX h. 41, dan juz XXIII h. 137.

18 Al-Sarkhasi, al-Mabsat, Juz XIIL, h. 14.
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. .Karena mengesampingkan kebiasaan yang jelas adalah
kesalahan yang nyata.
b. Mazhab Maliki
Menurut Abu Zahrah, mazhab Maliki adalah mazhab yang
paling banyak menggunakan ‘urf dan kebiasaan-kebiasaan dalam

159" Berikut beberapa

dasar dan pertimbangan istimbat hukum.

pendapat ulama mazhab ini terhadap ‘urf
Menurut Ibnu ‘Arabi bahwa mas/ahah dan adat tidak

bertentangan dengan syariat. Dalam pendapatnya yang lain ketika

membahas tentang rada ‘ah ia berkata:
RNCER TS R e S 2hof 83615 Lo
Artinya:
Al-‘Urf dan adat adalah salah satu pokok dari pokok-pokok
syariat yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara
hukum.
Lebih tegas lagi al-Tusuli —ketika membahas tentang k#hiyar

dengan mengambil pandapat al-Qurafi dan ulama mazhab Maliki
lainnya— berkata:
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Artinya:
Sesungguhnya pertimbangan terhadap ‘wrf dan maqasid
manusia adalah _wajib, _memberlakukan _hukum yang
bertentangan = dengan  kedua hal itu adalah suatu
penyimpangan dan kezaliman.

159 Abu Zahrah, Malik, h. 353-359.

' Abu Bakar bin al-*Arabi, Ahkam al-Qur’an, Juz TV (Cet. III; Bairut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2004 M), h. 288. Pernyataan yang sama juga
terdapat dalam juz III h. 143 ketika membabhas tafsir Q.S al-Nahl (16): 10.

'"“"Abu Hasan al-Tusuli, al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah, Juz 11 (Cet. I;
Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/ 1998 M), h. 101.
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c. Mazhab Syafi‘i
Pendapat al-Juaini dapat mewakili pandangan ulama mazhab
Syafi‘i tentang kedudukan ‘urfdalam dalam mazhabnya menurutnya:

J,,uuu @LJV_@J{U‘JW\ J5 () ik iyl &4
Sh oS Gl sy Jand 8 D2 BB G 8 30 0 (Gl
L@w Go B2l e Gl 8 o Gkl LU A6 (sl s B4

Arrtinya:
Memahami ‘urf adalah kewajiban. Ketahuilah bahwa semua
hukum berkaitan dengan lafaz yang dikenal dalam interaksi
makhluk. Manusia memiliki ‘wrf tertentu yang berasal
interaksinya sehingga tidak akan terpelihara substansi suatu
hukum selama tidak memperhatikan ‘urfyang berlaku. Karena
lafaz yang mutlak (umum) dalam setiap muamalah maknanya
berdasarkan ‘urfyang berlaku bagi pelakunya.
d. Mazhab Hanbali
Pendapat al-Tufi dan al-Sa‘adi dapat mewakili pendapat
ulama mazhab Hanbali tentang kedudukan ‘urf Menurut al-Tufi,
ulama-ulama mazhabnya dan mazhab yang lain merujuk pada apa
yang berlaku luas di tengah manusia pada setiap perkara hukum yang
tidak ditentukan batasannya oleh syara“'®
Pernyataan al-Sa‘adi sejalan dengan pendapat al-Tufi, beliau
berkata:

'2Abd al-‘Azim Mahmud al-Dib, Figh Imam al-Haramain: Abd al-Malik
bin Abdullah al-Juwaini (Cet. 1; [t.t]: Idarah Thayau al-Tura$ al-Islami, 1405 H/
1985 M), h. 375.

'Sulaiman bin Abd al-Qawi bin al-Karim al-Tufi, Syarh Mukhtasar al-
Raudah, Juz 111 (Cet. I; [t.t]: Muassasah al-Risalah, 1407 H/ 1987 M), h. 212.
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Artinya:

‘Urf adalah sumber hukum yang utama. Keberadaannya
menjadi rujukan hukum terkait syarat serta hak dan kewajiban
yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariat dan lafaz.

4. Makna kehujahan ‘urf

Uraian sebelumnya telah memaparkan secara luas mengenai
dalil yang menguatkan bahwa ‘urf” digunakan sebagai landasan dalam
menetapkan hukum. Bahkan ulama mazhab yang empat sepakat
menjadikannya sebagai hal yang wajib diperhatikan dalam penggalian
hukum. Terdapat dua masalah yang berbeda namun berkaitan yang
perlu dipahami terkait dengan kehujahan ‘urf yaitu: 1)
Bagaimanakah penerimaan terhadap kehujahan ‘urf? 2) Apakah sifat
‘urf itu berdiri sendiri atau tidak?
a. Penerimaan ‘urfdalam mazhab a/-arba‘ah

Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ulama menjadikan ‘urf
sebagai salah satu hujjah.'® Karim Syati al-Saraji menyatakan bahwa
mazhab al-arba‘ah menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum
di samping sumber hukum lainnya.'®® Menurut Wahhab Khallaf,'®’
imam Malik banyak membangun hukum-hukum berdasarkan
perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya
banyak berbeda pendapat disebabkan karena perbedaan ‘urf’ Begitu
pula Syafi‘i mengubah sebagian pendapatnya yang beliau simpulkan

Abd al-Rahman bin Nasir bin Abdullah al-Sa‘adi, al-Mukhtarat al-
Jaliyyah (Kairo: Dar al-Asar, 2005 M), h. 55. Ahmad bin Umar Muasa‘id al-
Hazami, Syarh al-Qawa ‘id wa al-Usul al-Jami ‘ah, Juz V, h. 22. http://alhazme.net

'*Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, Juz 11 (Damsyik: Dar al-Fikr,
1406 H/ 1986 M), h. 830

"Karim Syafi al-Saraji, al-‘Urf wa ASaruh fi al-Ahkam al-Syar‘iyyah,
Majallah Fadilah al-Kufah, Jami‘ah al-Kufah, volume 39, 2010, h. 7.
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saat di Bagdad setelah pindah di Mesir karena perbedaan ‘urf
sehingga dikenal istilah gau/ gadim dan gaul jadid dalam mazhabnya.
Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian ulama mazhab
Hanbali seperti Ibn al-Qayyim mendudukkan ‘urf sebagai dalil dan
sumber hukum dalam melakukan penggalian hukum.'®® Hal ini dapat
dipahami dari beberapa kaidah yang sering digunakan, di antaranya:

JMT o J.,p\ Sl el epi e U Al ol EICT NN
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Artinya:
1) Al-‘Adah dapat dijadikan hukum, 2) ketentuan berdasarkan
‘urf seperti ketentuan berdasarkan dalil syar, 3) penggunaan
‘urf adalah dasar dari dasar-dasar mazhab, dan 4) ketentuan
berdasarkan ‘urfseperti ketentuan berdasarkan nas.

Adapun mazhab Syafi‘i dan mayoritas mazhab Hanbali tidak
menjadikan ‘urfsebagai dasar dalam penggalian hukum yang berlaku
dalam kedua mazhab tersebut. Akan tetapi hanya menjadi dalil
penjelas saat tidak ditemukan keterangan dalam nas dan bahasa. Hal
ini dapat diketahui dari kaidah digunakan dalam figih keduanya:

Al e a3 Yy Loy e Sl el sy 5,20l g 4 s o L
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Artinya:

'*’Abd al-Wahhab Khallaf, Z/m Usil al-Figh, (Jeddah: al-Haramain, 1425
H/2004), h. 89.
'Wahbah al-Zuhaili, Usi/ al-Figh al-Islami, 831.

"“Jalaluddin al-Suyuti (911 H), al-Asyabah wa ‘al-Nazair, ([t.t]: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M), h. 80 dan 88. Ibn ‘Abidin, Majmu‘ah Rasail
Ibnu ‘Abidin, h. 115. Al-Qarafi, al-Furag, h. 283. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah,
‘Ilam al-Muwagqi ‘in, Juz 111, h. 89.

""Wahbah al-Zuhaili, Usdl al-Figh al-Islami, h. 831.
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1) Segala yang tidak dibatasi dalam syariat dikembalikan pada

‘urf dan 2) segala yang tidak ada batasannya secara syariah

dan bahasa dikembalikan pada ‘urf.

Perbedaan dari perlakuan kedua kelompok ini memiliki akibat
yang berbeda pula dalam aplikasinya. Menurut kalangan ulama
Hanafi dan Maliki bahwa hukum yang tidak disinggung oleh nas
dapat ditetapkan berdasarkan ‘urf Adapun kalangan ulama Syafi‘i
dan Hanbali membatasi keberlakuan ‘ur/" pada batasan-batasan
hukum saat tidak ditemukan dalam nas dalam bahasa dan bukan dasar
penetapan hukum. Contoh perbedaan aplikasi dalam akad istisna“
Ulama Hanafi membolehkan istisna‘ secara mutlak berdasarkan ‘urf’
sedangkan ulama Syafi‘i membolehkan istisna‘ karena merupakan
salah satu bentuk dari akad salam yang telah ditentukan hukumnya
oleh nas.

Berdasar keterangan ini, secara garis besar mazhab-mazhab
figih menggunakan ‘urf dalam kitab-kitab mazhab masing-masing.
Pada prinsipnya seluruh mazhab khususnya 4 mazhab yang besar
sepakat menerima ‘urf sebagai pertimbangan dalam pembentukan
hukum, meskipun berbeda dalam porsi penggunaannya. Mazhab
Hanafi dan Maliki mendudukkan ‘urf sebagai usul/ (dasar) yang
membangun mazhab keduanya, adapun mazhab Syafi‘i dan Hanbali
hanya menjadikan sebagai salah satu pertimbangan saja. Jika
diurutkan'”' berdasarkan porsi penggunaannya maka mazhab Maliki
paling luas dalam menggunakan ‘urf bahkan secara khusus dikenal

'"'Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, h. 155. Pendapat ini dikuatkan oleh
Abu Zahrah ketika membahas keempat imam mazhab masing-masing dalam satu
buku. Dikemukakan bahwa mazhab Maliki dan Hanafi secara luas menggunakan
‘urf. “Urf ditempatkan sebagai salah satu sumber pokok penggalian hukum kedua
mazhab ini. Menurutnya, mazhab Maliki paling banyak menggunakan ‘urf dan
menjadikannya bagian dari maslahah, kemudian disusul oleh Hanafi. Adapun
mazhab Syafii dikatakan menghormati keberadaan ‘urf dengan terkadang
menggunakannya. Begitu pula dengan mazhab Hanbali, menggunakannya jika tidak
ada sama sekali asar yang mengaturnya. Abu Zahrah, Abu Hanifah: Hayatuh wa
Asaruh—Arauh wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1369 H/ 1947 M), h. 396.
Abu Zahrah, Malik, h. 447-450. Abu Zahrah, Ibnu Hanbal: Hayatuh wa ASaruh—
Arauh wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1369 H/ 1947 M), h. 355-356.

62 | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dkk.



tradisi ahl al-madinah, kemudian disusul mazhab Hanafi, mazhab
Hanbali, dan terakhir mazhab Syafi‘i.
b. Sifat kehujahan ‘urf’

Perbedaan juga terjadi dalam melihat sifat pertimbangan ‘urf,
apakah sebagai dalil yang berdiri sendiri atau bergantung pada dalil
yang lain. Jika membaca buku-buku usul figih atau buku yang
membahas secara khusus tentang masadir al-ahkam (sumber-sumber
hukum) maka ditemukan sebagian besar ulama menyebutkan sebagai
dalil hukum dan tidak menentukan sifatnya, sebagian lagi
menyimpulkan sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (gair mustaqil)
dan sebagian kecil sisanya menyatakan ada sebagian ‘urfyang berdiri
sendiri (mustaqil). Dengan demikian terdapat dua kelompok yang
berbeda dalam melihat sifat kehujahan ‘urf.

Berdasarkan ruang perbedaan juga persamaan dari penerimaan
ulama, dalam hal ini ‘urfyang dapat dikategorikan menjadi tiga:

1) ‘Urfyang ditunjukkan atau diisyaratkan (diarahkan) oleh nas,
ini disepakati diterima oleh semua ulama. Hukum yang ada dalam
jenis ini tidak dibangun dengan ‘uwrf tetapi oleh mnas, schingga

disepakati sebagai ‘urfyang tidak berdiri sendiri.'”

2) ‘Urfyang diharamkan oleh nas, ulama sepakat menolak jenis
ini.
3) ‘Urf yang tidak dilarang, tidak pula ada isyarat nas untuk
mengamalkannya ( ‘urf mursal).'”
Kelompok pertama yang menulis —secara jelas— bahwa ‘urf’
mustagil (berdiri sendiri) di antaranya Abu Zahrah, Umar bin Abd al-
Karim, dan Muhammad al-Alfi. " Abu Zahrah "dalam beberapa

bukunya'” mengemukakan bahwa ‘wrf adalah sumber penggalian

2Contoh dalam Q.S. al-Bagarah (2): 233, Allah mewajibkan suami untuk
memberi nafkah. Kewajiban nafkah berdasarkan ayat al-Qur’an sedangkan jumlah
atau ukurannya ditentukan oleh ‘urf.

' Abu Zahrah, Malik, h. 448-449.

" Abu Zahrah, Usul al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1388 H/1958
M), h. 273-277. Abu Zahrah, Abu Hanifah, h. 296-400. Abu Zahrah, Malik., 447-
454.
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hukum yang berdiri sendiri bagi mazhab Hanafi dan Maliki. Di
kalangan mazhab Hanafi, giyas dapat ditinggalkan dengan beralih
menggunakan ‘urf'dan menjadi fakhsis terhadap hukum-hukum yang
umum seperti dalam perkara istisna‘. Pendapat ini disandarkan pada
keterangan Abu Hanifah melalui riwayat Ibn al-Bazari'”> dan kaidah-
kaidah ‘wrf yang dikemukakan ulama Hanafi seperti al-Bairi, al-
Sarkhasi, serta Ibnu Abidin.

Lebih lanjut menurut beliau, mazhab Maliki juga menjadikan
‘urf'sebagai dalil penggalian hukum dalam kondisi tidak ada nas yang
qat ‘. Penggunaan ‘urfdi kalangan mazhab Maliki jauh lebih luas dari
pada mazhab Hanafi karena berada dalam lingkup maslahah yang
menjadi pusat pengambilan dalil dalam mazhab ini. Mazhab ini
meninggalkan giyas jika bertentangan dengan ‘wrf ‘Urf juga
diposisikan sebagai fakhsis hukum yang umum dan faqyid yang
mutlak. Pendapat ini disandarkan pada ulama-ulama Maliki, di
antaranya: al-Qurtubi, al-Qurafi, dan Ibnu ‘Arabi.

Umar bin Abd al-Karim menambahkan penjelasan dalam
mazbab Maliki. Menurutnya ‘urf menjadi salah satu rukun yang
menjadi sandaran dalam menggali hukum bagi secorang mufZi ataupun
hakim. Keberadaan ‘urf menimbulkan kemanfaatan dan menolak

' Al-Syangqifi mengutip riwayat al-Bazari yang menulis dalam Managib
AbI Hanifah:
w2l ade mhog ade lgalinal Ly ol SBlalan 3 ladlly il (o by 28U dsl 2die G oS
L) o d a8 b B0 ) g pls Lo Oleomsa) e Lt o 130 WLE e By 28
Artinya:

Abu Hanifah berkata bahwa ia mengambil riwayat yang S$igah dan
meninggalkan yang tidak. Ia juga mempertimbangkan muamalah manusia
yang dianggapnya baik. Abu Hanifah menggunakan giyas, jika giyas
dianggap kurang tepat ia menggunakan 7stifisan, jika menggunakan istihsan
dianggapnya kurang tepat maka merujuk kepada apa yang diamalkan orang-
orang muslim.

Abu Abdillah al-Syanqiti, al-Wast al-Munasib li Syar al-Hukm (Madinah:
al-Jami‘ah al-Islamiyyah,1415 H), h. 321. Dapat dipahami dari redaksinya, ‘urf
digunakan apabila tidak ditemukan dalam al-Qur’an, sunah, dan ijma’ sedangkan
menggunakan giyas dan istihsan tidak memberikan penyelesaian yang terbaik dari
penggalian hukum yang dilakukan.
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kemudaratan. Mengesampingkannya akan menimbulkan masyaqqah
(kesukaran), sehingga keberadaannya merujuk pada prinsip
mengangkat kesulitan sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qur’an
dan sunah. Hal demikian membuktikan mengenai kedudukannya
tepat di bawah al-Qur’an dan sunah karena keberadaannya
disandarkan kepada mas/ahah. Tidak ada setelah al-Qur’an dan sunah
kecuali maslahah, maka ijma’ dan giyas digunakan oleh mujtahid
tidak lain karena maslahah yang terkandung dalam keduanya. Lebih
lanjut menurutnya, jika ‘urf menjadi dasar hukum maka dapat pula
disebut sebagai sumber hukum sebab darinya hukum diambil. Dapat
pula disebut sebagai dalil sebab keberadaannya menunjukkan pada
suatu hukum. Kedudukannya tentunya berada di bawah nas karena
merupakan dasar yang bersifat zanni ° sehingga hukum yang digali
juga bersifat zanni.

Kelompok kedua menyatakan ‘wrf itu tidak berdiri sendiri.
Maksud dari posisi ini adalah penerimaan ‘urfbukanlah semata-mata
karena ia bernama ‘urf atau ‘adah. Dalam artian, ‘urfbukanlah dalil

yang dapat berdiri sendiri'’’

seperti al-Qur’an, sunah, dan ijma’.
Kedudukan ‘urf hanyalah sebagai dalil yang menunjukkan atau
menampakkan hukum. Adapun yang menetapkan hukum adalah dalil
yang melatarbelakanginya dari al-Qur’an, sunah, ijma’, atau raf*uv al-
harj (mengangkat kesukaran) dan kemaslahatan.'”® Pandangan ini
dikemukakan oleh banyak ulama khalaf di antaranya Abd al-Wahhab

Khallaf,'” Muhammad Mustafa al-Maragi,'™ Abd al-Karim

"Umar bin Abd al-Karim al-Jidi, a/-‘Urf wa al-‘Amal fi al-Mazhab al-
Maliki wa Mathumuhuma ladai ‘Ulama’ al-Magrib (Maroko: Thya’ Tura$ al-Islami,
1985 M) h. 203-205.

7 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 402.

178« Adil bin Abd al-Qadir, a/-Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh, h. 225.

" Abd al-Wahhab Khallaf, 7/m Usul al-Figh wa Khulasah al-Tasyri’ al-
Islami (Kairo: Dar al-Fikr al-‘ Arabi, 1996 H), h. 86.

"Muhammad Mustafa al-Maragi, al-Ijtihad £i al-Islam (Mesir: Silsilah al-
Saqafah al-Islamiyyah, 1959 M), h. ). Menurutnya, penerimaan terhadap ‘urf
sebagai salah satu bentuk mengangkat kesukaran dalam beragama sebagaimana
yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah (2): 185 dan al-Hajj (22): 78. Oleh
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Zaidan,'' al-Sayyid Salih,"™” dan Abu Sunnah,'® Wahbah al-
Zuhaili'"® dan ulama lainnya.

Keberlakuan ‘urf berkisar pada pembolehan terhadap hal-hal
tertentu untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum, dengan
ketentuan sesuai dengan prinsip syara’. Seperti melakukan akad dan
memberlakukan syarat dalam berakad. ‘Urfjuga dapat mengandung
manat atau illat (alasan penectapan. hukum), dan bukan menjadi
hukum dengan sendirinya. Sebagaimana yang berlaku dalam
muamalah seperti tata cara serah terima dan menjaga kepercayaan
serta dalam hukum-hukum yang yang berubah karena terjadi
perubahan i/fat."®> Menurut Wahbah Zuhaili,'®® ‘wf itu umumnya
berupa pengamalan maslahah mursalah, penafsiran atas nas-nas,
mengkhususkan yang umum, mengikat yang mutlak, dengannya
biasanya giyas ditinggalkan, dan diperlukan dalam ijtihad terhadap
permasalahan-permasalahan baru yang muncul.

Abu Sunnah mengungkapkan bahwa ‘urf adalah dalil yang
tampak. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa ‘urfitu berasal dari
akal yang diaplikasikan dalam perkataan dan perbuatan. Ulama ah/
al-sunnah hampir sapakat bahwa akal tidak dapat menentukan
kebaikan ataupun keburukan secara mandiri. Di mana kebaikan itu
ialah mewujudkan pemulian Allah di dunia dan pahala di akhirat
dengan mengerjakan apa yang mendatangkan kemaslahatan.

karenanya penerimaan ‘urf tidaklah berlaku mutlak tetapi terikat dengan adanya
dalil umum berupa raf*ul harj yang terkandung di dalamnya.

'8! Abd al-Kafim Zaidan, a/-Wajiz fi Usul al-Figh, h: 254

182G3alih ‘[_J(_i, ASar al-Urf fi al-Tasyri’ al-Islamf, h. 617.

" Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 32. Menurutnya, ‘urftidak dapat
menjadi acuan dalam melihat kebenaran, sehingga dengan demikian tidak dapat
dijadikan dalil dalam menetapkan hukum yang mengatur kehidupan manusia jika
saja tidak ditentukan dalam pokok-pokok usul figih.

""Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul al-Figih (Damsyik: Dar al-Fikr,
1424 H/2003 M), h. 99.

"*Ya’qub bin Abd al-Wahhab al-Bahisin, Raf*u al-Harj fi al-Syariah al-
Islamiyyah, [t.d.] h. 517. Al-Bahisin, Qa‘idah al- ‘Adah al-Muhakkamah, h. 128.

"%Wahbah al-Zuhaili, al- Wajiz fi Usul al-Figih, h. 99.
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Sedangkan keburukan ialah melakukan apa yang dicela Allah dan
azabnya di akhirat dengan melakukan kemudaratan.'®’

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan cara
pandang dalam melihat kehujahan ‘urf. Kelompok pertama
melihatnya secara zahir (tampak) melalui banyak kaidah-kaidah
hukum yang digali dari ‘urf'seperti kaidah “apa yang ditetapkan oleh
‘urf sama seperti apa yang ditetapkan oleh nas.” Kaidah ini bisa
dipahami bahwa pendalilan dengan ‘urf kekuatannya sama dengan
pendalilan nas sebagai dalil yang berdiri sendiri. Selain itu kalangan
mazhab Hanafi dan Maliki yang menjadikan ‘urf sebagai dasar
bangunan mazhabnya dipahami dengan sendirinya sebagai sumber
dan dalil yang asli dan berdiri sendiri.

Adapun kelompok kedua lebih melihat pada “cara kerja ‘urf™
yang diteliti lebih jauh. Dari telaah lebih jauh disimpulkan bahwa ‘urf
tidak dapat dipisahkan dari melatarbelakangi sebagai tempat
sandarannya. Sandaran itu berupa nas, sunah tagririyah, ijma’,
kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan dan menolak keburukan,
menghilangkan masyaqgqah (kesulitan). Oleh karena itu kekuatan ‘urf
bervariasi sesuai dengan apa yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan dalil-dalil dan sebab perbedaan pendapat di atas,
dapat disimpulkan bahwa pendapat kelompok kedua lebih kuat.
Meskipun begitu, sifat kehujahan ini tidak mengurangi pentingnya
keberadaan ‘urf’ dalam penggalian hukum. Kedudukannya dapat
disamakan dengan istihsan yang juga termasuk dalil gair mustagqil,
tetapi memiliki peran _besar _dalam _penyelesaian berbagai
permasalahan hukum khususnya di'lingkup mazhab Hanafi.

Ruqgayyah al-Ulwani mengutip Husnain Mahmud dari
bukunya al-‘Urf wa al-‘Adah yang menerangkan tentang
berkembangnya penolakan terhadap kehujahan ‘urf
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187 Abu Sunnah, al- ‘Urf wa al-*Adah, h. 30.
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Artinya:

Sebagian penulis kontemporer berlebihan ketika membahas
tentang pertentangan dalam ‘urfdengan memaparkan berbagai
argumen kelompok yang menolak kehujahannya. Akibatnya
orang yang mengkaji tulisan penulis-penulis tersebut
kehilangan referensi yang diakui dari sumber-sumber figih dan
usul figih dalam pembahasan tentang ‘urf, kecuali jika mereka
juga merujuk pada sumber-sumber lain. Hal ini menyebabkan
terkadang mereka mengutip dalam karangan-karangan mercka
dalil-dalil yang mendukung kehujaan ‘urf'dan dalil-dalil yang
menolaknya tanpa ada keterangan tentang kebenaran
pandangan tersebut dari buku-buku yang mu ‘tabar (diakui).

Salah satu kekeliruan dalam memahami kehujaan ‘urf adalah
menjadikan sifat gair mustagil yang melekat sebagai dalil penolakan
terhadap kehujahan ‘urf, serta menyebutnya bukan sebagai masadir
tabi ‘tyah (sumber hukum tambahan) dari al-Qur’an dan sunah.

B. Lingkup Keberlakuan ‘Urf

Ruang lingkup keberlakuan dalam bentuk batasan-batasan dan
klasifikasi bentuk keberlakuan ‘urf; sehingga hukum-hukum yang
terserak tarkait dengan ‘urf dapat dikelompokkan berdasar pada
kesamaan keberlakuannya. Beberapa ulama telah berusaha untuk
membagi keberlakuan ‘urf'dengan perbedaan pandangan antara satu
dengan lainnya seperti: 1zz bin Abd al-Salam, Ibn Hajar al-Asqalani,

'88R uqayyah Taha Jabir al-‘Ulwani, Asar al-‘Urf i Fahm al-Nusus, h. 51.
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Ahmad Fahmi Abu Sunnah,'® Muhammad Usman Syab_ir,190 dan
Ya‘qub al-Bahisin."””' Sebagian ulama lainnya mengelompokkan
keberlakuan ‘urf berdasarkan bab-bab figih yang terkait dengannya
seperti yang ditulis Ahmad al-Mubaraki dalam a/-Urf wa Asaruh 1i al-
Syari‘ah wa al-Qanun."’*

Menurut Walid al-Husain dari beberapa klasifikasi ‘urfyang
dilakukan oleh ulama di atas, tidak semuanya mencakup ruang
keberlakuan ‘urf'secara keseluruhan. Adapula yang digabungkan atau
bahkan ada yang tidak terkait erat dengan keberlakuannya.'”> Oleh
karena itu bertolak dari pendapat-pendapat yang sudah ada, serta
melihat keberlakuan dalam hukum maka ruang lingkup keberlakukan
‘urfdapat dibagi menjadi empat:

1. Batasan hukum dan penjelasan nas yang umum

‘Urf sering ditemui berlaku pada penentuan ukuran dan
batasan-batasan suatu hukum. Dengan itu, hukum bergantung pada
bagaimana ‘urf yang berlaku di tengah manusia. Ulama banyak
menyebutkan hukum-hukum yang merujuk pada ‘urf sebagai bukti
keberadaannya sebagai dalil hukum.

Kata a/-ma‘ruf dalam al-Qur’an menjadi salah satu contoh
bentuk yang sering didapatkan. Menurut Ibn al-Najjar, setiap kata a/-

" Abu Sunnah membagi ruang lingkup ‘wrfdalam empat lingkup: 1) ‘urf
yang menjadi dalil zahir atas suatu hukum, 2) ‘urf'yang dirujuk dalam menentukan
hukum atas permasalahan kontemporer, 3) ‘wf yang menempati kedudukan
perkataan dalam perkara yang telah berlaku luas, dan 4) ‘urf gauli (perkataan). Abu
Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fugaha’, h. 27-54.

""Usman Syabir menyebutkan tiga ruang keberlakuan ‘urf 1) menafsirkan
nusus yang berlaku umum, 2) landasan pembangunan hukum yang tidak ditemukan
dalam nas seperti mudarabah, 3) pembaruan suatu hukum dan batasan-batasannya.
Muhammad Usman Syabir, al-Qawa‘id al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fighiyyah fi
al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Cet I; al-Ardan: Dar al-Furqan, 1420 H), h. 44.

"I Al-Bahisin membagi keberlakuan ‘urf dalam empat kategori: 1) ‘urf
yang berkedudukan sebagai hukum syar‘i, 2) ‘urf'yang dibangun hukum di atasnya,
yaitu sebagai illat, 3) ‘urfyang tidak sebagai hukum syar‘i dan tidak pula sebagai
illat hukum. Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah Muhakkamah, h. 148-149.

2Walid bin Ali al-Husain, Majallat ‘Imal al-Urf, [t.d.]. 15-17.
" Walid bin Ali al-Husain, Majallat ‘Imal al-Urf h. 18.

Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia | 69



ma‘ruf yang berulang beberapa kali dalam al-Qur’an mengandung
makna apa yang menjadi kebiasaan manusia pada saat itu dari
permasalahan yang dibahas.'”® Kata al-ma‘ruf banyak disebutkan
pada ayat-ayat yang berkenaan dengan al-ahwal al-syakhsiyyah,
misalnya tentang pergaulan yang baik antara suami istri (Q.S. al-Nisa
[4]: 19), hak istri dan kedudukan suami (al-Baqarah [2]: 228),
kewajiban suami (al-Baqarah [2]: 233), dan contoh kata-kata a/-
ma‘ruf di surat-surat al-Qur’an lainnya sebagaimana disebutkan pada
pembahasan sebelumnya.

Contoh lain, Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana
memperlakukan hewan (unta) kurban dengan baik (a/-ma ‘ruf):
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Artinya:
Abu al-Zubair berkata: saya mendengar Jabir bin Abdullah
bertanya kepada Nabi saw. tentang menunggangi unta,
kemudian Nabi saw. bersabda: Kendarailah unta itu dengan
cara yang makruf hingga engkau mendapatkan tunggangan
(lain).

Al-Ma‘ruf dalam hadis ini adalah mengendarai binatang sembelihan
dengan lemah lembut dan berjalan menggunakannya dengan cara
yang baik dengan tidak menyiksa dan membebani secara
berlebihan.'*®

Lebih lanjut, “urf™ juga menjelaskan hukum-dan lafaz yang
bersifat mutlak (tidak terikat) yang tidak dikemukakan oleh syara“
serta tidak dijelaskan batasannya dalam bahasa. Dari lingkup ini
dikenal kaidah:

"“Ibn al-Najjar al-Hanbali, Syarh al-Kaukab al-Munir, h. 350.
¥ Muslim, Sahih Muslim, Juz 11, h. 961, nomor 1324.

'"°Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Juz IX, (Cet. I;
Bairut: Dar al-Qalam, [t.th.]), h. 81.
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Artinya:
Setiap yang dikemukakan syara‘ secara mutlak, tidak ada
ukuran di dalamnya, tidak pula ditemukan dalam bahasa
(arab), maka dirujuk pada ‘urfyang ada.

Ulama dalam berbagai kajian figih menjabarkan ruang
keberlakuan ‘urf'sebagai tafsir atas lafaz yang mutlak dalam banyak
contoh, di antaranya:

a. Tafsiran mengenai ukuran, jangka waktu, atau jumlah tertentu.
Seperti kadar waktu yang singkat yang tidak menggugurkan syarat
berurutan dalam bersuci, ukuran najis yang dimaafkan, batasan umur
minimal balig, lama masa haid, jumlah nafkah atas istri dan analk,198
serta contoh-contoh lainnya.

b. Lafaz mutlak yang berkaitan dengan masalah muamalah. Seperti
bagaimana suatu akad terjalin, kapan dikatakan berpisah dalam
majelis, bagaimana jualan dikatakan cacat, bentuk kerelaan, dan hal-
hal lain mengenai muamalah.

c. Batasan sifat, misalnya bagaimana sifat adil, sifat muruah, dan
sifat kafaah (setara dalam nikah).

d. Batasan masyaggah yang tidak ditentukan dalam syariat, bahkan
keadaan memberatkan berbeda-beda bagi tiap orang. Oleh karenanya,
rasa berat yang mendapatkan keringanan adalah masyagqah yang
sesuai dengan ukuran kebiasaan.'”’

e. Batasan dikategorikan sebagai perbuatan menyakiti, menghina,

dan mencaci maki.”%

"Ibn al-Najjar al-Hanbali, Syarh al-Kaukab al-Munir, h. 452.
"%¥Walid bin Ali al-Husain, Majallat ‘Imal al-Urf, h. 32.

9 Al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Syari‘ah, Juz 11, (Mesir: al-
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/ 1992 M), h. h. 427.

2Taqyuddin Abu al-‘Abbas Ibn Taimiyyah al-Harani, al-Sadir al-Maslil
ala Syatim al-Rasul Sallallah alai wa Salam (Arab Saudi: Nasyr al-Hars al-Watani,
[t.th.]), h. 531.
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2. ‘Urfdalam interaksi manusia

Salah satu dari ruang lingkup keberlakuan ‘urf ialah yang
berlaku di antara manusia berupa perbuatan yang telah menjadi
kebiasaan serta dijadikan sebagai pengganti perkataan. Perbuatan
yang telah menjadi kebiasaan tersebut dapat menunjukkan izin,
penolakan, atau pensyaratan. Perbuatan ini dipraktikkan dalam
muamalah dan urusan-urusan manusia. Dikatakan menduduki posisi
lafaz (perkataan) dalam akad karena ‘urf menunjukkan dan mewakili
maksud dari suatu lafaz.**' Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwasanya
ada lebih dari 100 permasalahan hukum di mana ‘w/ menempati
kedudukan lafaz.*”* Dengan demikian, para ulama membahas hal ini
dalam membangun hukum Islam dan menjadikannya salah satu
pertimbangannya dalam berbagai topik hukum.

Terdapat beberapa kategori yang tercakup dalam ruang
lingkup ini, yaitu:
a. Pertimbangan ‘urf yang berlaku bagi manusia dalam hal rupa,
bentuk, sifat, dan pakaian, serta pengkhususan dari masalah umum
terkait hal ini. Misalnya, sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali
membolehkan memotong jenggot yang panjangnya melewati satu
genggaman.”” Demikian pula jika seandainya tumbuh jenggot pada
perempuan maka dianjurkan untuk memotongnya.’’* Kedua hal ini

*"Myhammad bin Abdullah bin Buhadir al-Zarkasyi, a/l-Mansur fi al-
Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 99

*2Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘7/am al-Muwagqi‘in “‘an Rabb al-‘Alamin, h.
297. Banyak kaidah yang berkaitan_dengan hal ini, di antaranya: o33 30 033
24l (Izin berupa kebiasaan yang dipahami sama seperti izin.dengan lafaz) dan
o2l ST Al nedl (Penentuan dengan kebiasaan yang berlaku sama dengan

penentuan dengan dalil nas). Ahmad Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa‘id al-
Fighiyyah (Cet. 1I; Damsyik: Dar al-Qalam, 1409 H/ 1989 M), h. 241

%y usuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin ‘Asim al-Namri,
al-Istuzkar, Juz 1V (Cet I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h.
318.

?¥Zain al-Din Abd al-Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi dan Abu Zar‘ah al-
‘Iraqi, Tarh al-Tasrib fi Syarh al-Taqrib, Juz 11 (Mesir: Dar Thya al-Turas al-‘Arabi,
[t.th], h. 84.
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disimpulkan karena menyalahi kebiasaan yang ada, jenggot biasanya
sepanjang genggaman dan hanya tumbuh pada laki-laki.

b. Acuan ‘urfyang berlaku dalam lingkup muamalah. Menjadikan
syarat-syarat yang telah menjadi kebiasaan dalam akad seperti syarat-
syarat yang dikenal dengan lafaz, seperti mendahulukan pembayaran
sebelum mendapatkan barang atau manfaat,”” termasuk memberikan
minuman dan makanan ringan bagi orang yang telah diupah saat
bekerja. Dengannya juga diketahui terjadi akad bila telah terjadi
serah terima walaupun tidak dengan perkataan. Termasuk untuk
mengetahui batasan barang diperjual belikan = dan yang
mengikutinya®® seperti karung, tali, dan sebagainya. Begitu juga,
menurut sebagian ulama boleh jual beli barang yang belum panen

7 atau buah-buahan yang masak di pohon karena

seperti bawang20
telah menjadi kebiasaan. ‘Urf juga dapat menjadi acuan upah bagi
seseorang pekerja yang tidak ditentukan®”® jumlahnya oleh kedua
pihak, serta berbagai permasalahan dalam muamalah lainnya.

c. Kebiasaan yang berlaku dalam bidang hukum keluarga, misalnya
tata cara pemberian mahar dan syarat-syarat perkawinan’” yang
telah menjadi budaya setempat.

d. Kebiasaan yang menjadi tanda izin/kebolehan atau larangan
untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh: menghidangkan makanan
bagi tamu sebagai izin untuk menikmatinya, boleh makan buah yang

jatuh dari pohon yang tumbuh di pinggir jalan bila telah menjadi

% Mustafa/Ahmad al-Zarqa’, a/-Madkhal al-Fight al-‘Am, h. 877
20 A1-Qarafi, al-Furug: Anwar al-Burug i Anwa’ al-Furug, h. 284-288.

*"Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, “Zlam al-Muwagi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin,
Juz IV, h. 4.

%17z al-Din bin Abdu al-Salam al-Damsyqi, Qawa‘id al-Ahkam, h. 283.

*Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Ma‘ad fi Hadyi Khair al-‘Ibad, Juz
V, (Cet. XV; Syiria: Muassasah al-Risalah, 1412 H), h. 118. Terkadang di negara
atau daerah tertentu terdapat kebiasaan untuk tidak poligami, tidak mempekerjakan
istri kecuali pekerjaan tertentu saja, atau kebiasaan setelah menikah, istri tinggal di
lingkungan keluarga suami.
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kebiasaan, dan memagari tanah sebagai tanda larangan untuk

210
memasukinya.

e. Acuan dalam menentukan makanan pokok suatu tempat,’'!
sehingga di Indonesia umat Islam berzakat fitrah dengan beras atau
seharga dengan beras.

3.  “Urfqauli (perkataan)

Penggunaan ‘urfyang berupa perkataan menjadikan salah satu
klasifikasi dalam lingkup keberlakuannya: ‘Urf gauli dirujuk dalam
menafsirkan maksud dari perkataan seseorang dalam lafaz*'? yang
berkaitan dengan akad dalam transaksi, lafaz wasiat, wakaf, talak,
dan lainnya. Oleh sebab itu, ‘urf'mengungkap maksud dan batasan-
batasan pembicara karena perkataan seseorang mengikuti kebiasaan
yang berlaku dalam kehidupannya.

Al-Qurafi menyatakan bahwa:

~ o °
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Artinya:
Kaidah: sesungguhnya setiap pembicara memiliki ‘ur7, maka
perkataannya yang bersifat umum dapat dipahami berdasarkan
kebiasaan pembicara tersebut.

‘Urf berlaku dalam berbagai corak bahasa manusia, juga
menjadi acuan dalam berbagai interaksi perkataan berupa kewajiban

*%Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘fam al-Muwagi‘in, Juz II, h. 299. Mustafa
Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, h. 888. Al-Bahisin, Qa‘idah al-
‘Adah Muhakkamah, h. 158.

*""Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtasid, Juz 1, (Arab Saudi: Nasyr Maktabah al-Baz, 1415 H), h. 519.

*P’Kaidah W @Y., g% aiidl (makna sebenarnya ditinggalkan dengan

adanya penunjukan [makna] dalam kebiasaan) menjadi salah satu kaidah dari ruang
lingkup ‘wrfini. Ahmad Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h.
231.

?13Syihab al-Din al-Qarafi, a/-Furug, h. 118.
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dan hak.*'* Perkataan seseorang bergantung pada kebiasaan dan
bahasa, sehingga maksud perkataannya dapat dipahami dengan
melihat kebiasaannya. Hukum digali dari figih berupa akad,
berakhirnya akad, syarat, dan sebagainya menyesuaikan dengan
maksud lafaz yang dipahami dari kebiasaan berlaku seperti dalam jual
beli, sewa-menyewa, perkawinan, talak, dan sumpah.2 15

Lebih lanjut Ibn al-Qayyim mengatakan:

<
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Artinya:
Tidak boleh bagi (mufti) berfatwa mengenai suatu ikrar,
sumpah, wasiat, dan sebagainya yang berkaitan dengan lafaz
dengan pahamannya sendiri tanpa mengetahui maksud lafaz
tersebut dalam kebiasaan pembicara, sekalipun menyalahi
maksud dari makna yang sebenarnya. Jika pemberi fatwa tidak
memperhatikan hal itu, maka ia telah sesat dan menyesatkan.

Penggunaan ‘urf dalam memahami maksud dari pembicara
berkaitan dengan transaksi dan akad, dapat juga berupa penunjukan
makna dan batasan atas suatu perkataan. Lafaz dalam transaksi
banyak berkaitan dengan jual- beli, wakaf, nazar, wasiat, talak,
sumpah, dan lainnya. Misalnya jika seorang bersumpah untuk tidak
makan dari suatu pohon, maka tidak termasuk di sini bagian yang

*“Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fight al-‘Anz, h. 883.

21> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fugaha’, h.
54.

%Tbn al-Qayyim al-Jauziyyah, lam al-Muwagi ‘in, Juz IV, h. 175.
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biasanya tidak dimakan seperti daun dan kayunya.”'” Adapun pula
berupa penunjukan makna dari suatu lafaz seperti penggunaan £/
madi (kata Kkerja lampau) dalam lafaz-lafaz muamalah yang

218 Demikianlah ahli usul

menunjukkan makna Aa/ (makna sekarang).
mensyaratkan pengetahuan tentang kebiasaan manusia, agar mampu
menafsirkan lafaz sesuai dengan apa yang berlaku dalam suatu
tempat sehingga fatwa yang diberikan sesuai tempatnya.
4. ‘Urfgarinah

Lingkup yang terakhir berupa ‘urf dalam bentuk qgarinal’"’
yang menyingkap maksud dari suatu perbuatan. Seperti adanya
perbuatan yang dikenal oleh manusia tujuannya untuk perbuatan
haram, mengarah pada kerusakan, atau dalam akad mengarah pada

. 220
riba,

atau menunjukkan kebohongan, sehingga penunjukan ‘urf
seperti halnya penunjukan yang sarih (jelas).

Al-Gazali menyebutkan bahwa garinah dalam bentuk ‘urf
sama kedudukannya dalam bentuk lafaz.”*' Terdapat kaidah fighiyyah

yang terkait dengan topik ini, yakni:

YYYZGow . /ojb/f// }/o}a
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2"Abd al-Raman bin Rajab al-Hanbali, al-Qawa‘id fi al-Figh al-Islami
(Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), h. 264 & 267.

218177 al-Din bin Abd al-Salam al-Damsyqi, Qawa ‘id al-Ahkam, h. 133.

*° Qarinah (%3) berasal dari kata garana (0F) yang berarti jama‘a (&):

menggabungkan atau sahaba (o~Ll»): membarengi: Jadi garinah menurut bahasa

adalah sesuatu yang tergabung atau membarengi-sesuatu yang lain. Adapun
menurut istilah usul, garinah adalah semua yang memperjelas jenis tuntutan
(perintah, larangan, atau kebolehan) dan menentukan makna tuntutan itu jika
digabungkan dengannya. ‘Ata’ bin Khalil, Taisir al-Wusul ila al-Usul (Cet. I1I;
Bairut: Dar al-Ummah, 1421 H/2000 M), h. 19.

*Walid bin ‘Ali al-Husain, ‘Itibar Maalat al-Af*al wa Asaruha al-Fighi,
Juz 1I (Cet. II; Riyad: Dar al-Tadammuriyyah, 1430 H), h. 260.

2!Muhammad al-Gazali, a/- Wasit fi al-Mazhab, Juz 111 (Cet. I; Kairo: Dar
al-Salam, 1417 H), h. 328.

22 Ahmad Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 227.
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Artiya:
Orang yang dilarang (tercegah) secara adat seperti dilarang
secara hakikat.

Aplikasi garinah ini dicontohkan Ibn al-Qayyim dalam perkara
gugatan yang terungkap kebohongannya berdasarkan kebiasaan.
Umpamanya seorang istri menggugat suaminya bahwa ia tidak
diberikan nafkah pada beberapa tahun yang lalu, maka gugatan
seperti ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan kebiasaan.
Bagitu pula jika antara penggugat dan tergugat tidak ada keterkaitan
karena tidak ada interaksi dan muamalah antara keduanya’> maka
gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan
kebiasaan.

C. Syarat Keabsahan Urf

‘Urf yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan
hukum, dan menjadi suatu hukum adalah yang memenuhi syarat-
syarat tertentu, sehingga memenuhi kelayakan penggunaannya. Jika
salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran
dan landasan hukum. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli
usul atas kelayakan suatu ‘urf,

1. Tidak bertentangan teks-teks al-Qur’an dan sunah

Tidak bertentangan di sini juga dapat dimaknai pengamalan
‘urf tidak mengabaikan hukum-hukum yang ditetapkan dengan nas-
nas yakni pokok-pokok syariat. Dengan ketentuan ini mensyaratkan

PIbn al-Qayyim al-Jauziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-
Syar‘iyyah, (Cet. I; Syiria: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H), h. 79-80. Al-1zz bin
Abd al-Salam juga memberikan contoh dalam pengetahuan (zanni) yang diperoleh
dari petunjuk ‘urf, seperti seseorang yang melihat dua orang laki-laki dan
perempuan yang bergaul layaknya suami istri maka ia boleh bersaksi bahwa
keduanya adalah pasangan suami istri. Begitu juga pengantin laki-laki yang telah
memboyong pengantin perempuan boleh menggaulinya walaupun belum
mengenalnya karena memboyongnya sebagai tanda perempuan itu sebagai istrinya.
Demikian halnya dalam muamalah, bertamu, dan sumbangan yang acuannya pada
bagaimana pemberian pemberi karena hal itu menunjukkan kepemilikan. ‘Izz al-Din
Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam, h. 287-288.
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‘urf harus termasuk ‘wrf sahih. Jika ‘urf dalam semua aspeknya
bertentangan dengan al-Qur’an dan sunah maka tidak ada nilai di
dalamnya sehingga digolongkan dalam ‘urf fasid. Ketentuan syarat
ini sebagai salah satu bentuk pengamalan terhadap Q.S. al-Nisa (4):
59:

S5 0 padly ol S0 S0 Ot i J) 8055 50k g 8 D6
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Terjemahnya:

Kemudian jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu,

maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul

(sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih

baik akibatnya.

Dengan demikian mas lebih kuat dari ‘urf] jika saja tidak
seperti itu maka ‘urf akan merusak pondasi syariat seperti
menghalalkan yang haram, membuka aurat bukan dalam keadaan
darurat, mengharamkan warisan bagi perempuan, memakai emas bagi
laki-laki, dan sebagainya yang telah menjadi kebiasaan di beberapa
negara. ‘Urf yang manghalalkan yang haram, mengharamkan yang
halal, serta menyalahi syariat maka itu semua adalah bentuk
kemungkaran yang dilarang. Sebaliknya jika ‘wrf sesuai dengan
syariat bahkan mendukung dengan mendatangkan kemaslahatan dan
menyelesaikan permasalahan kehidupan maka itu adalah suatu
kebenaran dan dasar i(hujah)-yang rdapat: digunakan.”** Seperti,
kebiasaan di suatu negeri bahwa 'sah mengembalikan harta amanah
kepada istri atau anak dari pihak pemberi amanah. Kebiasaan seperti
ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemberi

. . 205
amanah sendiri.

*Su‘ud bin Abdullah al-Waraqji , al-‘Urf wa Tatbigatuh al-Ma‘asir, [t.d.]
h. 20.

22Qatria Effendi M. Zein, Ushul Figh, h. 156.
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2. ‘Urf berlaku umum

Umum yang dimaksud di sini adalah diamalkan pada semua
peristiwa atau perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau
tersebar hampir di semua peristiwa.”*® Misalnya di suatu negeri tidak
diwajibkan untuk memberikan mahar secara tunai, dan mengangsur
mahar sudah menjadi kebiasaan yang berlaku luas hampir di seluruh
negeri tersebut maka itu dapat dijadikan suatu hukum.??’ Oleh
karenanya, ‘urf'yang berlaku pada kalangan tertentu saja atau berlaku
pada sebagian kecil penduduk di suatu negeri atau daerah tidak
diperhitungkan sebagai ‘urf'yang berkekuatan hukum.***

Terdapat kaidah furuiyyah yang merangkum syarat ini yaitu:

< % _ @ < A /n P
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Artinya:

Adat dipertimbangkan jika berlaku secara menyeluruh atau

secara dominan.

Ibnu ‘Abidin memberikan catatan penting pada syarat ini,
menurutnya hukum ‘urfberlaku bagi orang-orang yang mengamalkan
baik dalam jenis ‘urfumum atau khusus, ‘urfumum berlaku di semua
negara menjadi hukum bagi penduduk semua negara. ‘Urf yang
berlaku khusus dalam satu negara hanya menjadi hukum bagi negara
tersebut. Sehingga ‘wrf ‘am menghasilkan hukum ‘am dan ‘urfkhusus
menghasilkan hukum khusus juga.230

Hal ini juga menunjukkan syarat ‘ur/ menjadi suatu
pertimbangan hukum tidak mesti harus berlaku di semua negeri
muslim, tetapi ‘wrf umum atau. ‘urf khusus berlaku pada tempatnya
masing-masing, menjadi hukum bagi yang mengamalkannya selama

226 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz 11, h. 484.
*’Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, h. 874.
28 Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 57.

*Abd al-Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyyah (Kairo: Dar
al-Hadis, 2005), h. 182.

S%bnu ‘Abidin, Majmu‘ah Rasail Ibn ‘Abidin: Nasyr al-Urf, h. 123.
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itu berlaku secara penuh atau hampir menyeluruh di antara mereka.
Berdasar hal ini, ‘urf yang berlaku umum bagi penduduk negeri
bahkan daerah untuk menjadikan hukum bagi mereka.

3. ‘Urfharus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepadanya.

‘Urfyang menjadi landasan hukum harus lebih dahulu ada dan
terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara
tiba-tiba atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut.””' Jika
terjadi perubahan terhadap ‘urf yang berlaku, maka yang menjadi
dasar adalah - ‘wrf yang berlaku yang menjadi sandaran suatu
peristiwa. Contohnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya
kepada ulama, sedangkan yang disebut sebagai ulama pada masa itu
hanyalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama yang
tinggi tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam
pernyataan wakaf itu harus dipahami dengan makna ulama pada masa
itu, bukan pengertian ulama setelah terjadinya ikrar wakaf yang harus
punya ijazah.***

4. Tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak
yang berakad.

Jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak
terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang
dalam kesepakatan itu, bukan ‘urf Hal itu karena da/a/ah (berdasar)
pada perkataan lebih kuat dari pada dalalah ‘urf 1zz al-Din bin Abd
al-Salam menegaskan bahwa akad yang dilakukan sah bila kedua
belah pihak sepakat untuk tidak mengikuti ‘urf'yang berlaku, selama
sesuai dengan tujuan akad. Kesepakatan berbeda dengan ‘urf itu
harus sesuai dengan syariat dan mampu dipenuhi oleh kedua belah

k.*** Kebalikan dari hal ini, hukum didasarkan pada ‘urf yang

piha
berlaku jika tidak ada keterangan dari pihak yang berakad. Syarat ini

dirangkum dalam satu kaidah:

21 Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah, h. 65.
#2Gatria Effendi M. Zein, Ushul Figh, h. 157.
317z al-Din bin Abd al-Salam , Qaw7‘ad al-Ahkam, h. 186.
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s Lyl (e Oyl
Artinya:
Sesuatu yang telah dikenal sebagai kebiasaan, sama halnya
dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat.
Satu contoh untuk memperjelas. Ada adat yang berlaku di satu
masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari
rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika
berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa istri sudah boleh

235 Dalam

dibawa pindah oleh suaminya tanpa syarat melunasi mahar.
peristiwa ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan tersebut,

bukan adat yang berlaku.

D. Polemik dalam ‘Urf
1. Pertentangan ‘urfdengan syara’

Pertentangan yang dimakasud di sini adalah perbedaan dalam
hal penggunaan suatu istilah ditinjau dari segi ‘urf dan dari segi
syara’. Pertentangan ini dapat dibedakan berdasarkan kaitannya
dengan materi hukum. Apabila tidak berkaitan langsung dengan
materi hukum maka ‘urf didahulukan. Misalnya, seorang bersumpah
untuk tidak makan daging kemudian ia makan ikan dianggap tidak
melanggar sumpah. Menurut = ‘urf, ikan tidak termasuk daging,
sedangkan menurut syara‘ ikan termasuk daging.”*° Begitu pula
seseorang yang bersumpah tidak duduk di bawah atap atau di atas
permadani tidak dianggap melanggar sumpah karena duduk di atas
tanah atau di bawah langit, walaupun bumi Allah disebut sebagai

permadani dan/langit sebagai atap.**’

*Abd al-Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 195.
#3Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, h. 157.
#%Q).S al-Nahl (11): 14: a )
ST NN PP g
Terjemahnya:

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat makan
daging (ikan) yang segar.

#7Q.S Nuh (Y1): 19:
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Apabila berkaitan langsung dengan materi hukum maka syara’
didahulukan atas ‘urf Contohnya seseorang berwasiat atas suatu
harta terhadap kerabatnya, apakah ahli waris termasuk dalam
pengertian kerabat atau tidak. Menurut ‘urf kerabat adalah orang
yang memiliki hubungan darah baik ahli waris atau bukan. Dalam
syara‘ wasiat tidak diberikan kepada ahli waris sehingga tidak
termasuk lagi dalam pengertian kerabat. Makna kerabat dalam kasus
ini bertalian langsung dengan hukum- sehingga pengertian syara’
didahulukan yang berarti wasiat hanya diberikan kepada kerabat yang
tidak termasuk ahli-waris.**®

2. Pertentangan ‘urfdengan bahasa

Pertentangan keduanya dapat terjadi apabila makna yang
dipahami dalam bahasa berbeda dengan apa yang dipahami dalam
kebiasaan. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat yang
semuanya berasal dari mazhab Syafi5.”*’

a. Menurut Qadi Husain (462 H) bahasa didahulukan dari pada ‘urf

b. Menurut al-Bagawi (516 H), ‘urflah yang didahulukan karena
‘urf diperhitungkan dalam segala tindakan terlebih lagi dalam
sumpabh.

c. Sebagian lagi melihat pada topik di mana ‘urf dan bahasa
berbeda makna. Al-Rafi‘i (623 H) mendahulukan makna bahasa
dalam talak, sedangkan al-Juwaini (478 H) dan al-Gazali (505 H)
berpendapat sebaliknya.

oty o253 280 as 25
Terjemahnya:
Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.

Q.S. al-Anbiya (2V): 32.
Osloph GUT 32 2hg y22 Uo clesdi dass
Terjemahnya:

Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka
tetap berpaling dari tanda-tanda (kebesaran Allah) itu.

38 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 397. Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-
Muhakkamah, h. 174-175.

*Jalaluddin al-Suyuti, a/-Asyabah wa al-Nazair, h. 94.
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d. Sebagian lainnya berpendapat, jika ‘urf tidak memiliki bentuk
dalam bahasa yang mencakupinya maka makna bahasa didahulukan.
Apabila makna bahasa ditinggalkan dalam penggunaannya maka
makna ‘urfdidahulukan.

Menurut al-Bahisin, Ibnu ‘Abidin dari mazhab Hanafi dan
Mansur al-Bahuti dari mazhab Hanbali menguatkan pendapat yang
mendahuluan makna ‘wrf dari makna bahasa. Sehingga dikenal
kaidah: “Makna hakiki ditinggalkan karena adanya penunjukkan
240

Bahasa dan ‘wrf adalah dua hal yang sangat terkait karena
bahasa merupakan simbol dari suatu ‘urf sedangkan adat kebiasaan
yang ada tidak dapat dilepaskan dari bahasa. Perbedaan makna dalam
bahasa dan ‘wrf dapat terjadi karena adanya pergeseran makna yang
dipahami dalam kehidupan, sehingga menjadi sulit untuk menentukan
manakah pengertian yang didahulukan saat terjadi perbedaan.
Perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan ijtihad berkisar dalam
menentukan tahqiq al-manat (usaha untuk menentukan substansi dari
objek hukum dan penguatan terhadap kedudukan ‘urfyang berlaku).

3. Pertentangan ‘wrfumum dan ‘urfkhusus

‘Urf khusus yang berlaku dalam suatu kaum atau wilayah
sama seperti ‘zrf'umum. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi
pertentangan antara ‘wrf umum dan ‘wrf khusus. al-Zarkasyi
mengemukakan, untuk menyelesaikan pertentangan antara keduanya,
perlu meninjau ‘urf yang khusus. Apabila mahsur (masih dalam
batasan ‘urf umum) maka ‘urf'yang khusus tidak diakui, sebaliknya
bila tidak masuk dalam ruang lingkup ‘urf'umum maka ‘urf'khusus
diakui keberadaannya.**'

Contoh yang mahsur seperti adat perempuan yang masa
haidnya kurang dari kebiasaan perempuan umumnya. Menurut
pendapat yang lebih kuat dari mazhab Syafi‘i ukuran lamanya haid
merujuk pada kebiasaan umum yang berlaku, sementara sebagian
ulama berpendapat sebaliknya. Contoh yang tidak mahAsur adalah

0 Al-Bahisin, Qa‘idah al-‘Adah al-Muhakkamah, h. 176.

*'"Myhammad bin Abdullah bin Buhadir al-Zarkasyi, a/-Mansur fi al-
Qawa‘id al-Fighiyyah, Juz 11 (Kuwait: Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, 1405
H/1985 M), h. 388.
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kebiasaan suatu daerah yang menjaga tanaman pada waktu malam
dan menjaga ternak pada waktu siang’** ‘Urf ini diakui
kehujahannya di samping ‘urf'yang sudah ada yaitu harta (tanaman)
dijaga pada siang hari dan binatang ternak dijaga pada malam hari.
‘Urf yang sudah ada ini pernah digunakan Rasulullah®*® dalam
menyelesaikan perselisihan.
4. Pertentangan ‘urfdengan giyas

Mayoritas ulama berpendapat untuk mengamalkan ‘urfatas giyas jika
terdapat perbenturan antara keduanya. ‘Urf'sebagai kebutuhan orang
banyak menjadi salah satu alasannya. Ibn al-Humam menempatkan
‘urfpada posisi ijma’ jika tidak menemukan nas. Ulama Hanafi juga
mengamalkan istihisan bersama ‘urf, yang berarti mendahulukan ‘urf
atas giyas bila giyas dianggap kurang tepat. Sebagai contoh imam
Abu Hanifah mengharamkan ulat sutra dan lebah karena meng-giyas-
kan kepada kodok dengan alasan sama-sama hama tanah. Namun
kemudian terlihat bahwa kedua serangga ini telah biasa diperlihara
oleh banyak orang (menjadi ‘wrf). Atas dasar ini, al-Syaibani (murid
Abu Hanifah) membolehkan menjual ulat sutera dan lebah berdasar
pada ‘urf**

2 A\-Zarkasyl, al-Mansur i al-Qawa‘id al-Fighiyyah, h. 389.
*Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syalbah
y«U\J}M)wA_uH_J;uMb cw.a_la_:b- ;,.l;-:u)l;u» ;\,.Uub J! ""“”J(“‘J"} (Al 1E
S e S el R B G DR & s e
Artinya:
Dari Sa‘id dan Haram bin Sa’d:“Sesungguhnya unta al-Bara bin ‘Azib
(lepas) masuk dan merusak dalam kebun salah satu kabilah, maka Rasulullah
saw. memberi keputusan bahwa hendaknya pemilik harta (kebun) menjaga
hartanya di siang hari, dan bagi pemilik ternak menanggung akibat yang
ditimbulkan oleh ternaknya di malam hari” -maksudnya:menjaga ternaknya
di malam hari-.
Abu Bakr bin Abi Syaibah al-‘Abasi, al-Musannif fi al-Ahadis wa al-Asar,
Juz V (Cet I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h. 461. Hadis ini juga
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihadq].
* Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 399.
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BAB IV
KONSEP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembaruan Hukum Islam

Kata pembaruan dalam literatur hukum Islam digunakan
untuk menunjukkan kata: tey’dic’, islah, tarjih, rekonstruksi,
dekonstruksi, reaktualisasi, modernisasi, dan reformasi.?*> Dua kata
pertamalah yang paling sering digunakan.

Tajdid secara bahasa berarti membangun kembali,
menghidupkan kembali, memperbaiki agar dapat digunakan
sebagaimana seharusnya. Sedangkan kata 7slah diartikan dengan
memperbaiki atau perbaikan.**® Kata tajdid adalah istilah agama
Islam yang berasal dari kata jaddada. Disebut istilah Islam karena
termasuk kata bahasa Arab asli yang digunakan dalam al-Qur’an,
sunah, atau digunakan para ulama dengan makna bahasanya atau
makna khusus yang terkait erat dengan makna bahasa. **' Dalam hal
ini secara istilah, ulama mendefinisikan fajdid sama dengan makna
bahasanya.

Bustami Muhammad Sa‘id mengemukakan bahwa kata tajdid
lebih tepat digunakan pada pembahasan pembaruan hukum, karena
kata tajdid memiliki arti pembaruan. Adapun kata 7is/ah —walaupun
sering digunakan berdampingan— lebih mengarah pada pemurnian.**®
Menurut Fathurrahman, fa/did memiliki dua makna sekaligus:
pertama, bermakna permurnian yaitu mengembalikan segala sesuatu
kepada aslinya; ini bila-dilihat-dari segi sasaran,. dasar, dan sumber
yang tidak berubah. Kedua, bermakna modernisasi apabila sasarannya

*Hamzah Kamma, Istihsan dan Prospeknya Menemukan Hukum dalam
Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Makassar: Yapma, 2013), h.
113.

SLuis Ma’luf, al-Munjid al-Abyadi (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h.
229.
*"Bustami Muhammad Sa‘id, Mafhum Tajdid al-Din (Cet. 1II; Jeddah:

Markaz al-Ta’sil, 1436 H/ 2015 ), h. 13 ~ ~
*®Bustami Muhammad Sa‘id, Mafhum Tajdid al-Din, h. 21.
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mengenai hal-hal yang mempunyai sandaran, dasar, dan sumber yang
berubah-ubah.”* Dengan ini, kata fajdid lebih luas cakupannya dari
pada kata tashih.

Lebih rinci Masjfuk Zuhdi memaparkan kandungan makna
tajdid. Menurutnya kata ini mengandung tiga unsur yang saling
terkait satu sama lain, yaitu: a/-i‘adah, al-ibanah, dan al-ihya. Al-
[‘adah artinya mengembalikan -masalah-masalah agama terutama
yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan
sunah). A/-Ibanah artinya pemurnian (purifikasi) ajaran agama Islam
dari berbagai -macam bid‘ah dan khurafat serta pembebasan dari
fanatik mazhab atau aliran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
ajaran Islam. Terakhir a/-ihya’ artinya menghidupkan kembali,
memajukan, dan memperbarui pemikiran dalam melaksanakan ajaran
Islam.”° Pemaparan ini menggambarkan pembaruan, dapat dalam
bentuk tarjih berupa pemilihan pendapat yang lebih kuat, pemurnian
ajaran, dan mengadakan perubahan dari apa yang ada sebelumnya
serta mengadakan apa yang sebelumnya belum ditetapkan.

B. Landasan Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan dalam hukum Islam dan bidang lainnya merupakan
kebutuhan yang dinaungi tabiat agama Islam. Dalam artian
pembaruan hukum Islam adalah keniscayaan karena menjadi bagian
dari tabiat hukum Islam berupa kekhususan-kekhususan yang melekat
padanya. Kekhususan tersebut yaitu: perfama, agama Islam serta
hukum yang dibawa itu kekal hingga akhir zaman. Nabi yang datang
belakangan memperbarui ajaran dibawa oleh™ nabi sebelumnya.
Dengan demikian, syariat yang dibawa nabi Muhammad saw.
menghapus dan menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya.
Allah telah menjadikan nabi Muhammad penutup para nabi dan

*Fathurrahman Djamil, Motode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah
(Jakarta: Logos, 1995), h. 6.

*Masjfuk Zuhdi, Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
(Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), h. 2-3.
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syariat yang di bawahnya sebagai syariat penutup syariat
terdahulu.”' Terdapat banyak dalil baik dari al-Qur’an maupun hadis
tentang hal ini, di antaranya firman Allah di dalam Q.S. al-Ahzab
(30): 40:

O A 08 G2 Fsg o 025 5505 180, e sl 302 066

Terjemahnya:
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-
laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan
penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.

Kedua, syumul/ (menyeluruh) sesuai dengan zaman, tempat,
dan keadaan manusia. Hukum Islam bersifat universal tidak
diperuntukkan hanya untuk kalangan tertentu atau daerah tertentu,
akan tetapi diperuntukkan bagi semua manusia dengan berbagai
macam perbedaan suku bangsa. Di antara dalil kekhususan ini ialah
Q.S. al-A‘raf (7): 158:

2395 sy S Gl At D Jyg &) o0 g
Terjemahnya:
Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan

Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan
di langit dan di bumi. ..”

Dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw.

»!Adnan Muhammad Umamah, al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami (Cet. 1,
Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1424 H), h. 21.
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Artinya:
Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: “Saya diberikan lima keistimewaan
yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku: . . . dan
nabi terdahulu diutus untuk umatnya saja sedangkan aku
diutus kepada semua manusia. . .”

Hukum Islam juga bersifat syumuliyah al-insani (menyeluruh
dalam semua aspek kehidupan manusia). Hukum Islam mencakup
semua sendi-sendi kehidupan manusia baik khusus maupun yang
umum, dalam urusan agama maupun urusan akhirat. Tidak ada
perkara apa pun yang terjadi pada suatu masa atau keadaan kecuali
bagi Allah di dalamnya ada hukum. Menurut Ibn al-Qayyim,
Rasulullah saw. sebelum meninggal telah mengajarkan kepada
umatnya segala sesuatunya sampai pada adab-adab buang air, jimak,
tidur, duduk, dan berdiri.”>® Salah satu dalil bahwa Islam mengatur
seluruh kehidupan manusia ialah firman Allah swt. di dalam Q.S. al-
Nahl (16)' 89'

Terjemahnya:
. .Dan Kami turunkan kepadamu a/-Kjitab (al-Qur’an) yang
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

»*Muyhammad bin Isma‘l Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz
I ([t.t.]: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 4°, nomor 438.

*Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, “Z/am al-Muwagi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin,
Juz IV (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M), h. 375.
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Tabiat Islam dari dua kekhususan ini menjadi landasan
mengadakan pembaruan hukum Islam. Dengan kedua prinsip ini
disimpulkan bahwa hukum Islam tidak akan punah karena dijamin
keberadaannya hingga hari kiamat. Hukum Islam itu menyeluruh
susuai dengan zaman, tempat, dan kondisi kehidupan manusia.
Adapun pembaruan menjadi realisasi dari kedua kekhususan tersebut.
Selain dua kekhasan dari hukum Islam terdapat beberapa sebab
pembaruan hukum Islam yang lebih rinci.

Adnan Mummad Imamah secara garis besar menuliskan dua
sebab terjadinya pembaruan hukum. Pertama, nas yang terbatas atau
bersifat umum sedangkan permasalahan tidak terbatas, sehingga
mendorong terjadinya ijtihad dan pembaruan. Kedua, kemajuan
zaman serta manusia semakin jauh dari sumber wahyu, banyak
kerusakan, dan terjadi banyak penyimpangan sehingga menuntut
adanya pembaru yang dapat memajukan Islam dan membersihkan
dari hal-hal yang bertolakbelakang dengannya.***

Lebih rinci menurut Abdul Manan, pakar hukum Islam di
Indonesia menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan
pembaruan hukum Islam, antara lain: perfama, terdapat kekosongan
hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab figih tidak
mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap solusi
hukum pada masalah yang baru terjadi sangat dibutuhkan dan
mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi
dan iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya,
terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga,
pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang
bagi hukum Islam menjadi salah satu bahan acuan dalam
pembangunan hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan
pemikiran hukum Islam yang digagas oleh para mujtahid baik tingkat

¥ Adnan Muhammad Umamah, a/-Tajdid fi al-Fikr al-Islami, h. 22-23.
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internasional maupun nasional, terutama berkaitan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa
terjadinya pembaruan didorong oleh faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal berupa keistimewaan dari syariat Islam itu
sendiri yang bersifat kekal dan komprehensif (menyeluruh). Faktor ini
menjadi dasar sekaligus membuka ruang yang luas bagi pembaruan
hukum Islam. Faktor eksternal berupa adanya perubahan kehidupan
baik tempat, waktu, atau kondisi manusia. Perubahan kehidupan ini
menimbulkan - permasalahan baru yang menuntut solusi hukum.
Kedua faktor ini mendorong terjadinya pembaruan hukum Islam yang
tidak bisa diwujudkan kecuali dengan cara ijtihad.

C. Ijtihad dan pembaruan

Ulama salaf memaparkan tentang salah satu bagian dari
lingkup pembaruan yaitu memberikan solusi Islam terhadap
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab kehidupan dipenuhi dengan
perubahan sedangkan zahir nas tidak dapat menetapkan hukum untuk
setiap perkara yang ada. Setiap masa terdapat permasalahan baru
yang menuntut solusi hukum sebagaimana yang terjadi sejak zaman
Rasulullah saw. bersama sahabatnya. Setiap masa memiliki keadaan
tertentu yang terus berkembang, sehingga dibutuhkan kemampuan
untuk merespon keadaan tersebut berdasarkan agama. Inilah yang
dikenal dengan ijtihad. Dengan ijtihad, lingkup hukum Islam dapat
meluas seiring dengan perkembangan kehidupan. Dengan demikian
ijjtihad termasuk bagian dari pembaruan, bahkan sebagian ulama
berpendapat bahwa pembaruan muncul dari adanya ijtihad.**°

Ijtihad merupakan sarana yang mengantarkan pada pembaruan
hukum Islam. Pembaruan tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada

5 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013), h. 153-154.

»6Bustami Muhammad Sa‘id, Mathum Tajdid al-Din, h. 25.
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mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Menurut
Yusuf al-Qardawi terdapat dua metode ijtihad yang dapat
dilaksanakan dalam menghadapi era globalisasi yaitu, ijtihad intiga‘7
dan ijtihad 7nsyar. Ijtihad intiga7ialah memilih satu pendapat terkuat
dari beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan figih Islam,
dengan cara menyeleksi dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih maslahat
untuk kondisi sekarang. Kedua, ijtihad insyai yaitu mengambil
kesimpulan baru yang belum dikemukakan oleh wulama-ulama
terdahulu dari suatu persoalan, baik itu mengenai persoalan baru
maupun persoalan yang lama.*’

Mengenai ijtihad 7nsyai, seorang mujtahid dituntut untuk
memahami persoalan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus baru
yang akan ditetapkan hukumnya. Selain itu, dibutuhkan pemahaman
mendalam terhadap kajian usul figih khususnya tentang sumber
hukum ra’yu dan metode penggalian hukum seperti giyas, istihsan,
maslahah mursalah, sad al-Zari‘ah, ‘urf, dan lainnya yang bermuara
pada maqasih al-syari ‘ah.

D. Pilar-pilar pembaruan hukum Islam

Telah dikemukakan bahwa pembaruan adalah suatu kebutuhan
yang tidak dapat ditawar demi keabadian dan keberlangsungan Islam,
sehingga dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan pilar-pilar
yang diambil dari pokok Syariat. Ulama telah menemukan dalam
Islam beberapa acuan yang memastikan kekal dan kesesuaian hukum
Islam dengan semua tempat, waktu, dan keadaan manusia.
a. Mengumpulkan hukum yang tetap (sabir) dan fleksibel

(murunah)
Yusuf al-Qardawi mengutip Ibn al-Qayyim yang menyatakan:

®Tyusuf al-Qardawi, “al-Jjtihad al-Mu‘asirah baina al-Indibat wa al-
Infirat”, Diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul [jtihad Kontemporer
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 23.
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Artinya:

Hukum terbagi menjadi dua: jenis pertama, yaitu hukum yang
tetap (Sabit) keadaannya tidak bergantung pada waktu, tempat
dan ijtihad para ulama, seperti kewajiban dan keharaman yang
jelas, had yang telah ditentukan syara‘atas kejahatan tertentu,
dan sebagianya . . . Jenis kedua yaitu hukum yang dapat
berubah berdasarkan kemaslahatan yang terkait dengan
waktu, tempat, dan keadaan, seperti batasan (jumlah), bentuk,
dan sifat sanksi 7a zir.

Al-Sabit (tetap) dalam Islam adalah apa yang tidak berubah
meskipun terjadi perubahan zaman dan tempat serta tidak tercakup
dalam lingkup yang diperbolehkan untuk berijtihad. Hukum tersebut
tetap dan abadi bagaimana pun perubahan kehidupan. Demikian
halnya karena  kemaslahatan yang mengikutinya dalam
pensyariatannya juga tetap, sehingga apa yang dibangun dengan
landasan yangtetap maka hasilnya juga tetap.*>> Al-Qisi dan Yusuf
al-Qardawi merinci bidang-bidang yang $abit, yaitu:

1) Bidang akidah, hakikat iman, dan perkara yang gaib.
2) Dasar-dasar, pokok-pokok hukum, dan magqgasid al-syari ‘ah.

Yy usuf al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasah al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Bairut:
Muassasah al-Risalah, 1414 H/ 1993 M), h. 180.

*Marwan al-Qisi, Ma‘alim al-Hudza ila Fahm al-Islam (Cet. I; Oman: al-
Maktabah Islamiyah, 1982), h. 117.
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3) Bidang akhlak berupa keutamaan-keutamaan yang disebutkan
al-Qur’an dan sunah sebagai cabang-cabang iman seperti jujur, sabar,
amanah, dan sebagainya.

4) Bidang ibadah yaitu rukun Islam yang lima: syahadatain,
shalat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah adalah bidang yang khusus dan
hukumnya gair ma ‘kulah al-ma‘na (tidak dapat dipadami maknanya).

5) Bidang hukum-hukum Audud seperti sanksi zina, pencurian,
gazaf (tuduhan zina), murtad, dan Afrabah (perampokan). Bidang ini
tidak menerima perubahan atau pergantian karena syara‘ telah
menetapkan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut sehingga
wajib untuk diikuti. Dengan demikian tidak boleh mengatakan bahwa
tujuan dari Audud tersebut dapat terpenuhi dengan menggantikan
dengan sanksi lain seperti penjara, denda, dan atau yang lainnya.

6) Hukum-hukum yang telah ditentukan ukuran dan batasannya,
seperti asnaf (kelompok-kelompok) penerima zakat, batasan jumlah
talak, batasan pembagian dalam warisan berupa 2/3, 1/2, 1/3, 14, dan
sebagainya.

7) Semua hukum yang sumbernya berasal dari al-Qur’an dan
sunah secara langsung. Menurut Bustami, hukum tersebut berupa
hukum yang tidak terjadi perbedaan pendapat dalam memahaminya
karena bersifat terang, jelas, tidak mengandung pemahaman yang
berbilang, serta tidak menerima takwil. Demikian itu karena hukum
tersebut ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang sabit (tetap).
Adapun yang menyatakan bahwa kemaslahatan dan nas bertentangan
maka dapat saja kemaslahatan yang dimaksud berasal dari hawa nafsu
atau dari perangai yang “sakit’.

Bagian kedua adalah hukum yang murunah (fleksibel).
Menurut Adnan Muhammad Umamah, hukum yang dapat berubah
ialah hukum yang 7//at dan sebabnya diikat oleh syara‘, tatkala illat
dan sebab berubah karena adanya perubahan pada suatu masalah
maka hukumnya pun ikut berubah. Dari hal ini diketahui bahwa Allah
telah meletakkan dalam syariat faktor-faktor “produktifitas atau
modal” yang menjadikannya sesuai dengan perkembangan dan
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mengalami pembaruan dengan sendirinya.’®® Keistimewaan ini
menjadikannya mampu merespon dinamika perubahan waktu, tempat,
dan lingkungan.

Cakupan hukum fleksibel sangat luas yaitu dalam bidang
yang pokok-pokoknya telah ditentukan nas namun tidak dijelaskan
rinciannya. Banyak nas tidak menentukan rincian tata caranya
berlaku dalam lingkup kehidupan yang berubah-ubah. Nas tersebut
hanya menjelaskan tujuan disyariatkan yang wajib untuk dipenuhi
serta kaidah pokok yang menyertainya. Sisanya ditinggalkan kepada
ulama dan pemuka agama untuk mengimplementasikan tujuan
tersebut dengan cara yang sesuai dengan masa sekarang.

Yusuf al-Qardawi memberikan contoh di antaranya:
kewajiban untuk menegakkan hukum Islam dan urusan berdasarkan
musyawarah berdasarkan Q.S al-Syura (42): 38 dan Ali Imran (3):
109, namun tidak ditentukan bentuk dan tata cara pelaksanaannya.
Dalam jual beli dan muamalah, al-Qur’an mengharuskan kerelaan dan
melarang untuk mengambil yang cara yang batil Q.S. (al-Bagarah (2):
188 dan al-Nisa’ (4): 29), dan mengosongkan aturan mengenai
batasan kerelaan dan bentuk perbuatan mengambil dengan cara batil
untuk diatur berdasarkan ‘urf sahih dan keadaan lingkungan
manusia.”®' Begitu pula dalam bidang kehakiman, militer, dan
sebagainya. Beliau menambahkan dua bidang baru di masa sekarang
sebagai bagian dari hukum yang fleksibel bahkan di dalam keduanya
harus ada ijtihad yaitu bidang hubungan keuangan dan ekonomi serta
bidang ilmu pengetahuan dan medis.**

Demikianlah kategori. hukum dibagi menjadi dua serta
keterkaitan keduanya. Hukum tetap (sabif) yang menjadi landasan,
sedangkan hukum yang dapat berubah (murunah) dibangun di atas

2% Adnan Muhammad Umamah, al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami, h. 29.

*'yusuf al-Qardawi, Madkhal i Dirasah al-Syari‘ah al-Islamiyyah, h.
157-162.

22y usuf al-Qardawi, al-Ijtihad £i al-Syari‘ah al-Islamiyyah ma‘a Nazariyat

al-Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Ma‘asir (Kuwait: Dar al-Qalam, 1417 H/1996 M), h.
102-104.
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dan dalam koridor hukum yang tetap dengan menyesuaikan dengan
kondisi kehidupan. Dari karakteristik hukum yang digariskan Allah
ini menjadikannya sesuai dengan samua zaman dan tempat.
b. Memerhatikan kondisi darurat, uzur, dan pengecualian

Allah tidak menetapkan suatu hukum dari hukum-hukum yang
ada dan tidak pula membebani dengan suatu beban (zak/ifj kecuali
telah menentukan di sampingnya jalan kemudahan untuk
melaksanakannya.”® Beberapa contoh di-antaranya: ibadah shalat
telah ditentukan tata cara dan waktunya akan tetapi terdapat
pengecualian-pengecualian yang mengikutinya yang diberikan kepada
orang-orang tertentu, seperti diringankan rukun-rukunnya bagi orang
sakit serta dibolehkan menjamak dan mengqasar bagi musafir.
Diperbolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi orang uzur seperti
sakit dan musafir. Begitu pula dilarang untuk melakukan akad darar
(yang dapat mendatangkan kerugian) kemudian ada rukhsah
(keringanan) untuk memudahkan manusia mendapatkan penghidupan
seperti dalam akad salam (pesanan), dan sewa menyewa. Bahkan
pada masalah tertentu memiliki beberapa hukum atau terjadi
perubahan hukum. Salah satu contoh, keharaman mengkomsumsi
babi dapat berubah jadi mubah bahkan wajib dalam kondisi darurat
seperti suatu penyakit mewabah tetapi hanya obat (vaksin)
mengandung babi yang ada. Hukum mengkonsumsi babi tersebut
akan kembali kepada hukum asal (haram) saat kondisi darurat telah
hilang.

Berkenaan dengan ini al-Syatibi mengungkapkan:

@

bl Al Al Y sds & A e 15V )
Artinya:

263 Adnan Muhammad Umamah, al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami, h. 31.

*“Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, a/-Muwafagat i Usil al-
Syari‘ah, Juz 1 (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/ 1992 M), h.
340.
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Sesungguhnya dalil-dalil tentang mengangkat kesulitan dalam
umat ini merupakan dalil-dalil yang sampai pada derajat gat ‘7

(pasti).

Semakna dengan itu, Yusuf al-Qardawi mengungkapkan
bahwa taisir (mempermudah) adalah ruh yang mengalir dalam jasad
syariah seperti mengalirnya sari pada bagian pohon yang hidup.*®’
Dalam merangkum prinsip ini para ulama membuat beberapa kaidah
tentang adamul harj seperti al-masaqqah tajlib al-taisir dan kaidah-
kaidah lainnya yang sejalan.

c. Menemukan 7//at hukum

Hukum syari terbagi menjadi dua, perfama hukum
peribadatan yang gair ma‘qulah al-ma‘na (tidak dapat dijangkau
akal). Terhadap jenis ini wajib bagi orang Islam untuk menerima,
tunduk, dan taat pada pengarahannya serta malaksanakan menurut
apa adanya. Kedua, hukum yang ma ‘qulah al-ma ‘na (yang dijangkau
akal). Para mujtahid diperkenankan untuk melapangkan bentuk
hukum tersebut, melakukan giyas terhadapnya, serta membangun
hukum berdasarkan i//at yang dikandungnya.”®® Jenis hukum inilah
yang jauh lebih banyak dalam syariat dari pada jenis yang pertama.

Al-Khatib al-Bagdadi mengatakan bahwa beribadah kepada
Allah dapat dibagi dalam dua makna. Pertama, ibadah dalam bentuk
apa adanya tidak berdasarkan sebab yang dijangkau olah akal. Pada
jenis ini tidak dapat dilakukan giyas. Kedua, ibadah berdasarkan i//at
yang mengikutinya. Allah menjadikan i//at tersebut dasar sebagai
pijakan bagi ulama figih untuk menyelesaikan permasalahan agama
mereka jika tidak ada nas yang menunjukkan permasalahan tersebut.
Hal ini dapat dilakukan bilamana ada kesamaan i//at antara hukum
asal dangan hukum firu* (cabang/turunan).”®’ Dengan adanya peranan

5y usuf al-Qardawi, al-Khasais al-‘Ammah Ii al-Islam (Cet 1I; Bairut:
Muassasah al-Risalah, 1404 H/ 1983 M), h. 177.

2% Adnan Muhammad Umamah, al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami, h. 33.

7 Al-Khatib al-Bagdadi, al-Figh wa al-Mutafaqqih, Juz 1 (Bairut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), h. 188.
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penting penentuan i/lat dalam hukum para mujtahid dapat
merumuskan beberapa sumber-sumber penggalian hukum seperti
giyas, istihsan, ‘urf, maslahah mursalah, zarai‘, istishab dan yang
lainnya.
d. Memerhatikan kemaslahatan

Setiap syariat yang dibebankan Allah kepada manusia
semuanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kebaikan
manusia di dunia dan akhirat. Hal ini dilandasi firman Allah swt. di
dalam Q.S. al-Anbiya’ (21): 107:

—wn\

Sl T35 ) AUl s
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Terjemahnya:

Tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat bagi semesta

alam.*®

Izz al-Din bin Abd al-Salam mengungkapkan bahwa seluruh
hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan. Baik dalam bentuk
mencegah kerusakan ataupun memeroleh kemaslahatan. Lanjutnya,
semua panggilan ya ayyuha al-lazina amanu (wahai orang-orang yang
beriman) bila direnungkan dan diselami pesannya maka tidak keluar
dari kebaikan yang dituntut untuk dilaksanakan atau keburukan yang
dituntut untuk ditinggalkan bagi seorang hamba, dapat pula tuntutan

kepada keduanya.*®”

Al-Syatibi dan ulama lainnya telah menemukan
bahwa syariat datang untuk mewujudkan kamaslahatan yang berkisar
pada tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu: maslahah daruriyah
(primer), hajiyah (skunder), dan tahsiniyah (tersier).
e. Memerhatikan ‘urfdan kebiasaan

Salah satu sisi dari hukum Islam ialah memiliki hubungan
yang erat dengan ‘urf’ dalam banyak permasalahan utamanya dalam

bidang muamalah. ‘Urf'yang diakui —sebagaimana dijelaskan dalam

8K ementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan
Muslim Asia, 2012), h. 331.

*¥9zz al-Din Abd al-‘Aziz bin Abd al-Salam bin Abu al-Qasim al-
Damsyqi, Qawa ‘id al-Ahkam, Juz 1 (Kairo: Maktab al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1414
H/ 1991 M), h. 11.
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pembahasan sebelumnya— ialah yang tidak menyalahi dalil dan dasar-
dasar hukum Islam. Ibnu ‘Abidin mengungkapkan bahwa banyak
hukum yang berbeda karena adanya perbedaan waktu, perbedaan ‘urt,
kondisi darurat, rusaknya kehidupan manusia di suatu zaman. Jika
saja hukum diberlakukan seperti sediakala maka akan mendatangkan
kesulitan dan kerugian bagi manusia. Hal itu juga bertentangan
dengan kaidah syariat yang jelas tentang kemudahan serta menolak
kemudaratan dan kerusakan sehingga sistem hukum Islam yang
sempurna tetap kekal di alam ini.”” Pentingnya peran ‘urf ini
mengilhami para ulama figih untuk menetapkan kaidah al/-‘adah
muhakkamah (kebiasaan sebagai dasar hukum).*”" Salah satu dari
lima kaidah pokok yang mengikat semua permasalahan fiqgih.

E. Pembaruan hukum Islam di Indonesia

Berbicara tentang pembaruan hukum Islam termasuk di
Indonesia, akan dihadapkan pada sejarah panjang sejak sebelum
kemerdekaan hingga masa sekarang dan akan terus berkelanjutan
selama ijtihad terus dilakukan. Pada awalnya masyarakat dalam
kehidupan beragama dan peradilan agama ketika menyelesaikan
perkara mengandalkan kitab-kitab figih yang hampir semuanya
bermazhab Syafi‘i untuk menyelesaikan permasalahan dan kasus-
kasus hukum. Namun kemudian disadari tidak berlaku efektif
dikarenakan banyaknya putusan yang berbeda pada kasus yang sama.
Terlebih lagi permasalahan-permasalahan baru yang tidak disebutkan
dalam kitab-kitab klasik.

Menyadari - kekurangan “tersebut, para “ahli "hukum Islam
berusaha untuk membuat kajian hukum Islam yang lebih
komprehensif supaya hukum Islam tetap hidup dan menjadi solusi
permasalahan umat. Menurut M. Fahimul Fuad pembaruan hukum
Islam di Indonesia dilakukan dalam dua wujud: individual dan

OIbn “Abidin, Majmu‘ah Rasail Ibnu ‘Abidin: Nasyr al-‘Urf Juz II
(Lahur: Suhail Akidimi, 1396 H/ 1976 M), h. 125.

*Jalaluddin al-Suyuti, al-Asyabah wa al-Nazair, ([t.t]: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M), h. 7.
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institusional. Wujud individual berupa pembaruan yang berasal dari
pemikiran perseorangan yang berusaha menggagas konsep hukum
Islam yang lebih relevan. Adapun insititusional berupa pembaruan
hukum dalam bentuk perundang-undangan dan sejenisnya yang

dihasilkan oleh sekian banyak pakar hukum Islam.*"?

Wujud pertama
termasuk dalam ijtihad fardi dan wujud yang kedua dalam bentuk
ijtihad jama 7. Pembaruan hukum Islam juga digagas oleh organisasi
kemasyarakat yang berbasis Islam sebagai bagian dari ijtihad jama 7.
Menurut Noutrouzzaman, Hasbi ash-Siddieqy adalah orang
yang pertama menggagas agar figih yang diberlakukan di Indonesia
sesuai dengan kepribadian Indonesia. Beliau sejak lama sudah
menawarkan gagasan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Beliau
juga mendirikan Lembaga Kajian Fiqih Indonesia yang kemudian
terus dikembangkan oleh mahasiswa IAIN Yogyakarta pada tahun
1960-an.  Menurutnya, pembaruan hukum di Indonesia perlu
dilakukan dengan metode falfig dan secara selektif memilih pendapat
yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Lebih lanjut, perlu digalakkan
metode komparasi dari berbagai pendapat hukum guna memilih
pendapat yang lebih dekat pada kebenaran serta didukung dengan
dalil-dalil yang kuat.*”> Terdapat tokoh-tokoh pembaru hukum Islam
lainnya yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan
hukum Islam, di antaranya: Harun Nasution, Ibrahim Husen,
Munawir Sjadzali, Busthanul Arifin, dan tokoh-tokoh lainnya.
Hazairin yang semasa dengan Hasbi Ash-Siddieqy juga
memberikan kontribusi awal pembaruan hukum Islam di Indonesia.
Walaupun lebih ‘dikenal sebagai ahli hukum adat, beliau banyak
memberikan  gagasan hukum khususnya berkaitan dengan
keberlakuan hukum Islam di Indonesia yang bergandengan dengan
hukum adat. Ia mengembangkan teori receptie exit sebagai bantahan

*2M. Fahimul Fuad, “Pemikiran dan Kodifikasi Pembaruan Hukum Islam
di Indonesia”, [t.d], h. 12.

“PNourrouzzaman ash-Shiddieqy, Figh Indonesia: Penggagas dan
Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 241.
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teori receptie dan sekaligus menyatakan ketidakberlakukan teori

21 Teori receptie exit menguatkan

warisan penjajah tersebut.
kedudukan hukum Islam sistem hukum nasional.

Tokoh-tokoh pembaru hukum Islam dan organisasi Islam
seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam
(Persis), Jamiatul Wasliyah, Al-Irsyad, Ikatan Cendekiawan
Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak
berjasa dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kontribusi utama
lembaga-lembaga tersebut terutama dalam hal memasukkan nilai-
nilai hukum Islam dalam legalisasi nasional dan pemikiran-pemikiran
yang melahirkan beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan
untuk digunakan khususnya umat Islam dan umumnya warga
Indonesia.””

Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus pembaruan
hukum Islam yang secara global sedang dan terus dikembangkan
yaitu: proyeksi penyusunan ensiklopedi figih, karya ilmiah dan
penelitian, fatwa, pembentukan perundang-undangan, putusan
pengadilan (yurisprudensi).”’°’ Di Indonesia kajian figih hanya
terbatas pada kalangan terbatas khususnya di pesantren-pesantran
yang lebih banyak mengkaji kitab-kitab figih ulama-ulama salaf’
Untuk karya ilmiah dan penelitian masih sedikit dikembangkan,
hanya berkisar pada lingkungan perguruan tinggi Islam saja. Tiga
bentuk usaha yang terakhirlah yang lebih berkembang di Indonesia.

a. Fatwa

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufii sehubungan dengan
peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum
Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik,
karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang
diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat dan

" Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di
Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), h. 17.

2> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 181.

8 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. xxii.
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daya paksa, dalam arti bahwa yang meminta fatwa tidak harus
mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Demikian pula
masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, terlebih lagi
fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa
ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat
dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang
sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa.
Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah
fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah
dibukukan.””’

Pembaruan hukum Islam melalui fatwa mencakup lingkup
yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, fatwa-fatwa hukum
Islam dalam berbagai bidang telah dilakukan oleh lembaga fatwa
yang dibentuk oleh organisasi internasional dan lembaga resmi yang
dibentuk di negara-negara Islam. Selain itu, ada juga fatwa-fatwa
hukum Islam yang dikelola melalui media massa, elektronik, dan
majalah-majalah. Ada pula fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga organisasi Islam, lembaga riset perguruan tinggi, dan
organisasi lokal.*"®

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh
MUI. Wewenang MUI dalam hal ini adalah memberi fatwa tentang
masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat
Islam Indonesia secara nasional dan masalah umat Islam di daerah
yang dapat meluas ke daerah lain. Dasar umum penetapan fatwa

*"Muh. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis ‘Ulama~Indonesia (Cet. 1,
Jakarta: INIS, 1993), h. 3.

28 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 193. Lembaga
fatwa resmi internasional yaitu: Dar al-Afta’ di Mesir, Lajnah al-Fatawa di Arab
Saudi, dan beberapa lembaga fatwa lainnya. Lembaga-lembaga ini telah
menerbitkan kumpulan fatwa-fatwanya bentuk buku. Lembaga fatwa juga banyak
didirikan di perguruan tinggi Islam. Fatwa-fatwa hukum Islam juga banyak disebar
lewat media-media di berbagai negara Islam. Selain itu fatwa juga dikeluarkan
secara perseorangan oleh beberapa ulama yang kapasitasnya sangat dihormati oleh
mayoritas umat Islam yang kemudian disebarkan melalui majalah, stasiun televisi,
dan buku.
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berdasarkan adillah al-ahkam (dalil-dalil hukum) yang paling kuat
dan membawa kepada kemaslahatan umat.*”’

Di kalangan Muhammadiyah fatwa hukum dipercayakan
kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI)
Muhammadiyah. Di kalangan NU fatwa-fatwa agama dihasilkan dari
metode bahsul masail. Adapun di kalangan Persis fatwa dikeluarkan
dan diterbitkan oleh Dewan Hisbah Persis.”® Fatwa-fatwa organisasi
Islam tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku dan telah
disebarkan secara luas. Lebih lanjut, kajian terhadap hasil fatwa-
fatwa mulai banyak dilakukan di lingkungan akademisi perguruan
tinggi Islam di bidang hukum.

b. Putusan (yurisprudensi) Pengadilan Agama

Sebab utama putusan pengadilan®™' berperan dalam
pembaruan hukum Islam karena peraturan undang-undang sudah ada
tapi belum lengkap atau sama sekali belum mengatur suatu kasus
padahal kebutuhan sangat mendesak. Olehnya itu, hakim berijtihad
untuk memutuskan kasus yang diajukan tersebut. Secara khusus
Rasulullah saw. pernah menyinggung tentang ijtihad hakim dalam
hadisnya:

*Jail Mubarok, \Metode ljtihad Hukum dslam (Yogyakarta: UII Press,
2002), h. 170-180.

*Jail Mubarok, Metode Ijtihad Hukum Islam.

#!Dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah

kumpulan keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang
diakui Mahkamah Agung mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan
(kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim lain dalam
memutus perkara yang sama atau hampir sama. Berdasar hal ini, tidak semua
putusan hakim dapat dikategorikan yurisprudensi.

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan
Tulisan (Cet. I:
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 358.
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Artinya:
Dari ‘Amr bin al-‘As, bahwa ia mendengar Rasulullah saw.
bersabda: “Apabila hakim memutuskan perkara kemudian ia
berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala,
tetapi apabila salah, ia mendapat satu pahala.”

Hadis tentang pahala ijtihad hakim sejalan dengan ketentuan
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat 1 yang
menyatakan:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya.**?

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara
dengan alasan tidak ada peraturan hukum yang mengatur, sehingga
diperlukan ijtihad dalam hal ini. Ijtihad hakim berupa putusan pada
permasalahan baru yang belum diatur menjadi istimewa karena dapat
menjadi acuan bagi hakim lainnya dalam memutus kasus yang sama
atau hampir sama.

Pembaruan produk pemikiran hukum Islam melalui
yurisprudensi sebagai hasil ijtihad hakim dipandang perlu dan baik.
Dikatakan demikian ‘karena putusan hakim" selain menggambarkan
keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga
selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia. Oleh
sebab itu, hakim peradilan agama yang membuat yurisprudensi itu

*Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Quraisyi al-Naisaburi, Sahih

Mouslim, Juz 111 (Bairut: Dar Thya al-Tura$ al-‘Arabi, [t.t]), h. 1342, nomor 1716.

283

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, pasal 16 ayat 1.
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selain paham benar tentang hukum Islam, juga memerhatikan dengan
sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat
dalam masyarakat.”™*

Pembaruan melalui putusan pengadilan di Indonesia telah
dimulai sejak disahkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974. Terus berlanjut setelah disahkan KHI hingga sekarang terlebih
dengan semakin luasnya wewenang peradilan agama. Telah banyak
putusan yurisprudensi yang menghasilkan pembaruan hukum Islam,
misalnya: wasiat wajibah, ahli waris beda agama, dan lain-lain.**
Putusan pengadilan ini sebagai solusi permasalahan yang menjadi
wewenang Pengadilan Agama namun tidak ditemukan aturan
perundang-undangan yang mengatur. Yurisprudensi yang ada juga
bisa menjadi salah satu bahan perbaikan dan penyusunan hukum
materiil dalam perundang-undangan terkait.

c. Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud
pembaruan hukum Islam, ia bersifat mengikat seperti halnya dengan
yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahkan daya ikatnya lebih
luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu,
akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya.
Selain itu, masa berlaku suatu undang-undang relatif lama, sampai
ada peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya.
Dalam perumusan perundang-undangan yang bersumber dari hukum
Islam, unsur-unsur yang terlibat tidak terbatas pada golongan ulama
(fugaha’) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam
masyarakat seperti cendekiawan, politisi, dan lain-lain.”*® Karena
beberapa keistimewaannya, undang-undang menempati kedudukan
yang kuat dalam urutan perundang-undangan Indonesia, sehingga

**Muhammadong, “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
dan Tantangannya’, Sulesana, vol. 8 nomor 2, 2013, h. 84.

2 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 203.
*Muh. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama, h. 3.
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proses pengusulannya panjang dan sulit, demikian pula proses untuk
menghapuskannya.

Di samping sebagai wujud kodifikasi dan unifikasi, terdapat
keistimewaan lain dari perundang-undangan dibandingkan dengan
jalur yang lain, yakni:

1) Dengan perundang-undangan, materi hukum lebih mudah
didapatkan dan dijadikan pedoman karena bentuknya tertulis dan
terkodifikasi.

2) Perundang-undangan kecuali Perda dalam banyak hal telah
menjadi unifikasi yang berlaku nasional, tidak dibatasi daerah dan
golongan tertentu.

3) Lebih mudah dipahami dan ditafsirkan dari pada hukum tidak
tertulis.

4) Resiko bagi penegak hukum lebih kecil, dibanding dengan
harus berijtihad atau menggunakan hukum tidak tertulis.*®’

Berbicara mengenai legalisasi atau positifikasi hukum Islam,
maka yang paling memungkinkan adalah memasukkan nilai-nilai
hukum Islam dalam perundang-undangan. Sedangkan cara
menjadikan hukum Islam sebagai perundang-udangan secara langsung
seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, dan
Undang-Undang Haji hanyalah merupakan salah satu bentuk saja.”*®
Kesempatan lebih luas terbuka dengan mengintegrasikan nilai-nilai
Islam tanpa harus menyebut identitas dalam semua tingkatan
perundang-undangan.

Sebagai  produk  hukum Islam, perundang-undangan
memberikan sanksi hukum  ‘terhadap ' orang yang melakukan
pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, undang-undang memiliki
daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Dalam hal ini

TA. Qadri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum
Umum (Cet I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 272.

8 Amir Syarifuddin, Meretas Kekakuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum
Islam Kontemporer di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 1426 H/2005), h.
33. A. Qadri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum
Umum, 273.
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yang terpenting harus dimiliki oleh perundang-undangan sebagai
produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat
mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat.”®’ Oleh karena itu, usaha integrasi nilai-nilai hukum
Islam ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk perundang-
undangan harus terus ditingkatkan mengingat kemaslahatan yang
besar yang dihasilkan.

*Muhammadong, “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia
Dan Tantangannya’, h. 84.
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BAB YV
‘URFDALAM LEGALISASI HUKUM ISLAM DI
INDONESIA

A. Hukum Islam Dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-
undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan
konstitusional negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Berkenaan dangan itu, dapat dipahami makna hukum
nasional sebagai sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai
budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang seckarang.
Dengan kata lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang
timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia dalam jangkauan
nasional yang meliputi suluruh rakyat sejauh batas-batas nasional
bangsa Indonesia.**’

Pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum nasional
menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang
eksis di Indonesia, yakni sistem hukum Islam, adat, dan Barat

(Balanda) sebagai bahan bakunya.”’!

Pada masa kolonial ketiga
sistem hukum ini sengaja diperlakukan sebagai sistem hukum yang
saling bertentangan. Padahal menurut Bustanul Arifin, konflik-
konflik hukum mengandung arti konflik-konflik nilai-nilai sosial
budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara kedua
atau lebih sistem nilai yang asing bagi masyarakat, akan selalu selesai
dengan wajar.*®* Ketiga sistem hukum yang diakuisebagai sumber

hukum nasional ini terus mengalami interaksi satu dengan yang lain.

*Kodiran, Aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional, dalam
Artidjo Alkostar (ed.), “Identitas Hukum Nasional” (Yogyakarta: Fakultas Hukum
UL 1997), h. 87.

P'Jimly Ash-Shiddiqie, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Bandung:
Angkasa, 1995), h. 5.

*?Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 34.
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Hukum Belanda sebagai hukum warisan kolonial bersifat statis
sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Adapun yang tinggal dan
lebih hidup dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam dan
hukum adat. Berikut secara singkat dipaparkan tentang kedudukan
keduanya dalam sistem hukum nasional.
a. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional
Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 ayat (1)
menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna yaitu: pertama, negara
tidak boleh membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan
dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, negara
berkewajiban membuat perundang-undangan bagi pelaksanaan wujud
rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, berkewajiban
membuat perundang-undangan yang melarang siapa pun melecehkan
agama.

Selain agama dilindungi konstitusi, terlihat dengan jelas
bahwa hukum Islam mempunyai kedudukan dan kontribusi yang
besar dalam pembentukan hukum nasional. Teori eksistensi
merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini dan
masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional,
berbentuk hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan
kehidupan dan praktik hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk
eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional yaitu: sebagai bagian
integral hukum nasional, diakui kekuatan dan wibawanya, norma
hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum
nasional, dan sebagai bahan utama hukum nasional.*”’

Menurut teori ini, dalam pengembangan hukum Indonesia
hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat
dalam ajaran agama. Oleh karena Islam mempunyai ajaran hukum

293 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet.
V; Jakarta: 2017) h. 309-310. Muhammad Kasim, “Hukum Islam dan Kontribusinya
pada Hukum Nasional”, Syari’ah ST AIN Manado, [t.d.], h. 3.
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tersendiri, maka negara berkewajiban untuk menciptakan hukum baru
yang berasal dari nilai-nilai Islam dalam tatanan hukum nasional.***

Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam hukum
nasional
merupakan sub-sistem dari sistem hukum nasional. Hukum
Islam mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam
rangka
pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meskipun harus diakui
problem dan kendalanya belum pernah usai. Teori eksistensi tersebut
merupakan kelanjutan dari teori receptio exit dan teori receptio a
contrario dengan lebih melihat antara hukum Islam dengan hukum
nasional.

Berkenaan dengan kontribusi hukum Islam, menurut Bagir
Manan seperti yang dikutip Syamsuhadi Irsyad,””” mengemukakan
bahwa jalur kontribusi hukum Islam, ditinjau dalam perspektif
pembinaan hukum nasional dapat lewat peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan putusan-putusan lain
yang bukan peraturan perundang-undangan.

Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu
dicermati dalam pembentukan hukum nasional yang terkait dengan
hukum Islam, yaitu: pertama, diterimanya hukum Islam masuk ke
dalam hukum nasional bukan hanya karena ia hukum Islam yang
diikuti mayoritas bangsa Indonesia, tetapi karena memang mampu
memenuhi tuntutan keadilan umum. Kedua, dengan masuknya hukum
Islam ke dalam hukum nasional, tidak lagi menggunakan label Islam
dan juga tidak lagi menjadi milik umat Islam saja tetapi menjadi
milik bangsa. Ketiga, pakar hukum Islam harus mampu menggali
nilai-nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi

2% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 3.

¥%Syamsuhadi Irsyad, Politik Hukum Nasional dan Jalur-Jalur Kontribusi
Hukum Islam, dalam ‘“Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam” (Ed. 29. Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 1996), h. 27.
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hukum nasional, supaya tidak mendapat penolakan dari badan
legislatif**® dan dari pihak lainnya yang tidak beragama Islam.

Hukum Islam yang telah terakomodasi dalam kategori
peraturan perundang-undangan yang secara otomatis menjadi bagian
dari hukum nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989.

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
memuat tentang bank syariah.

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah digantikan dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008.

5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat.

6) Undang-Undang Nomor @44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.”’

% Amir Syarifuddin, Meretas Kekakuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum
Islam Kontemporer di Indonesia (Cet. 1I; Jakarta: Ciputat Press, 1426 H/2005), h.
34-35.

*TRatni Kasmad, Peluang dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum
Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Pascasarjana IAIN Palopo, Makalah
dipresentasikan pada Seminar Internasional di IAIN Manado tanggal 6-8 April
2018, h. 7-11.
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10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara.

11) Berbagai peraturan palaksana dari undang-undang di atas
seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah,
dan sebagainya.

12) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 1
Tahun 1991.

13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bedasarkan Peraturan
MA Nomor 2 Tahun 2008, peraturan pendukung lainnya.

b. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional
Menurut Supomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis
yang sebagian besar adalah kebiasaan dan sebagian kecil merupakan

hukum Islam.>*®

Sedangkan Hazairin menyebut hukum adat
merupakan hukum yang dijumpai dalam masyarakat dan adat sebagai
bagian integralnya.”’ Inti dari dua pengertian ini, hukum adat adalah
hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa kebiasaan-kebiasaan
yang tidak tertulis.

Kesesuaian hukum adat dengan tujuan hukum dan sebagai
hukum yang hidup di tengah masyarakat menjadi dasar
penerimaannya hukum adat. Usaha untuk mengangkat hukum adat
menjadi hukum nasional sejak awal kemerdekaan telah diusahakan.
Ide tersebut menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai
hukum nasional yang modern,’® dan menjadi sumber pembaruan
hukum nasional. Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan pemikiran
masyarakat Indonesia. Keberadaannya dapat dilacak dari bukti-bukti
sejarah sejak Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang
tersebar di seluruh nusantara. Eksistensi dan pengakuan terhadap

*®Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 3.

*Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Cet. IV; Jakarta: Bina
Akasara, 1985), h. 34.

3S0etandyo Wignosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 240.
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hukum adat mengalami pasang surut dari masa kolonial, awal
kemerdekaan,”' dan masa reformasi sampai sekarang.

Soetandyo Wignjosoebroto®” menyimpulkan bahwa posisi
hukum adat yang terpinggirkan dalam tata hukum Indonesia namun
keberadaannya masih diakui melalui proses legislasi, namun yang ada
sekarang lebih banyak terkait dengan permasalahan tanah. Walaupun
begitu, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari hukum nasional
karena telah mendarah daging dalam masyarakat. Untuk mengetahui
eksistensi hukum adat dalam hukum nasional dapat dikaji dalam dua
ranah, ranah konsistusi dan undang-undang sektoral.

1) Hukum adat dalam konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak menyebutkan

33" Namun

secara eksplisit keberlakuan hukum adat di Indonesia,

pengakuan itu dapat diketahui dari pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang.*”*

Dalam pasal UUD 1945 ini negara berkewajiban untuk

mengakui dan menghormati ketatapemerintahan dan hak-hak yang

305

lahir dari ketatapemerintahan masyarakat adat.”” Pengakuan dan

**"Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional”,
Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi Manado, vol.'1 nomor 4,2012, h. 27-29.

3%Soetandyo Wignjosoebroto, “Eksistensi Hukum Adat: Konseptualiasi,
Politik Hukum, dan Pengembangan Pemikiran Hukum sebagai Upaya Perlindungan
Hak-Hak Rakyat yang Asasi’, [t.d]. 2.

*®Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di
Indonesia,”’ al-Ahkam, vol. 4 nomor 1, 2009, h. 133.

**Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 18B, ayat

*®Herlambang Perdana Wiratraman, dkk., “Laporan Akhir Tim Pengkajian
Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa antara
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penghormatan di sini diperoleh jika tercapai empat syarat: kesatuan
hukum adat masih hidup & sesuai perkembangan masyarakat (syarat
realitas) dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI & diatur dalam
undang-undang (syarat idealitas). Dari syarat-syarat yang ada terlihat
bahwa pengakuan negara terbatas, yaitu hanya pada masyarakat adat
yang mampu memenuhi syarat di atas.

Payung hukum konstitusi yang lain terdapat dalam pasal 281
yang menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”"
Kewajiban negara dalam hal ini adalah penghormatan terhadap hak
asasi manusia terkait identitas budaya dan hak-haknya,
penghormatan ini juga bersyarat sebagaimana bunyi peraturannya.
Penghormatan di sini dalam konteks perlindungan hak asasi manusia
atas eksistensi masyarakat adat, dan tidak terkait langsung dengan
pengakuan atas hukum adat. Terakhir, pasal 18B ayat 1 yang berisi
tentang pengakuan wilayah dan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus, termasuk di dalamnya Provinsi Nangroe Aceh yang peraturan
daerahnya sebagian berasal dari hukum Islam dan hukum adat.

Berdasarkan tiga pasal dalam UUD 1945 di atas khususnya
pasal 18B, dasar peraturan atas masyarakat adat beserta hak-hak dan
hukumnya telah diformulasikan. Meskipun begitu, landasan konsitusi
belumlah cukup. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat amatlah tergantung pada kondisi sosial politik yang
memengaruhi®®’ upaya pemberlakuan ketiga pasal dalam UUD 1945
tersebut.

2) Hukum adat dalam undang-undang sektoral

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangat erat

kaitannya dengan eksistensi hukum adat. Secara lengkap, kriteria

Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Luar’, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, h. 12.

%Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28I, ayat

*"Herlambang Perdana Wiratraman, dkk., Laporan Akhir Tim Pengkajian
Hukum, h. 13.
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MHA adalah sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur,
tinggal di suatu tempat, memiliki kesamaan tujuan hidup untuk
menjaga nilai-nilai dan norma-norma, berlaku hukum adat yang
mengikat dan dipatuhi, dipimpin oleh kepala-kepala adat, terdapat
tempat koordinasi kekuasaan, dan memiliki lembaga peradilan untuk
menyelesaikan sengketa baik antar masyarakat adat maupun pihak di
luar masyarakat adat.’®® Kriteria=kriteria tersebut menunjukkan
kekhasan MHA. Usaha untuk mempertahankan keberadaannya tidak
dapat dilakukan oleh masyarakat adat sendiri terlebih untuk
merespon dampak globalisasi dan eksploitasi. Pengakuan dan
perlindungan terhadap MHA sekaligus menjadi pengakuan dan
perlindungan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya negara perlu
untuk menjaga eksistensinya lewat peraturan perundang-undangan.
Terdapat lebih dari 14 undang-undang yang bersifat sektoral
(bidang tertentu) telah melaksanakan amanat UUD 1945 untuk
memberikan jaminan akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional
MHA serta menyelipkan nilai-nilai hukum adat di dalamnya, di
antara undang-undang tersebut:*%’
a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 2 ayat 4, pasal 3, pasal 5, pasal 22
ayat 1 dan 2, pasal 26 ayat 1, pasal 56. Hukum adat juga menjadi
pertimbangan utama dalam pembentukan undang-undang ini
sebagaimana yang tertuang dalam dasar dan latar belakang
pembentukannya serta dalam penjelasannya.’'’
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam
Pasal 6 ayat 1 dan 2.

3% Jawahir Thontowi, “Eksistensi Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup
(Living Law) di Indonesia,” dalam Seminar di Bagian Hukum Adat dan Program
Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2006.

*Syamsuddin, “Tantangan dan Peluang Integrasi Nilai-Nilai Hukum Adat
dalam Sistem Hukum Nasional’, Jurnal Al-Ahkam, Fakultas Syariah IAIN Palopo,
vol. VI nomor 1, h. 6.

*1%Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Penjelasannya.
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¢) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
dalam pasal 6 ayat 2 dan 3. Hukum adat juga menjadi salah satu
pertimbangan dalam penyusunan undang-undang ini khususnya
berkenaan dengan hak w/ayat atas air.>"!

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
dalam pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1-4, pasal 17 ayat
2, pasal 34 huruf a, pasal 37, pasal 67 ayat 1-3. Hukum adat menjadi
salah satu pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ini
khususnya yang bertalian dengan hutan adat.’"?

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi dalam pasal 11 ayat 3 huruf p dan pasal 33 ayat 3 huruf a.

f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dalam pasal 51 ayat 1 huruf'b.

g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dalam pasal 28 ayat 1.

h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
khususnya bekenaan dengan pembagian harta pekawinan dan
penyelesaian sengketanya yang termaktub dalam pasal 35-37.

i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dalam pasal 1 angka 12, pasal 2 ayat 7 dan 8§, pasal 203 ayat
3, pasal 216 ayat 2, pasal 22 huruf m, dan pasal 26 ayat 1 huruf b.
Dalam pertimbangan pembentukannya disinggung sedikit tentang
keistimewaan daerah’’ dalam hal ini adalah adat istiadat suatu
daerah.

Undang-undang di atas memuat pengakuan hukum adat dan
nilai-nilainya serta memberikan hak-hak tradisional masyarakat adat.
Hak-hak tersebut seperti hak penguasaan dan pengelolaan alam
seperti hal wulayat tanah, hak w/ayat air, hak wlayat hutan, hak ulayat

*'"Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air dan Penjelasannya.

*’Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan Penjelasannya.

*BRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
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tempat menggembala. Hak non-kebendaan seperti: hak keturunan dan
gelar adat, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual atas karya dan
hak cipta adat. Hak kesenian misalnya: melukis dan memahat.*'*
Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi masyarakat
adat dan hukumnya baik secara luas maupun terbatas, dapat
dikatakan secara legal formil kepentingan dan hak masyarakat adat
cukup diperhatikan walaupun tidak maksimal. Salah satu
penyebabnya karena peraturan tentang adat masih terserak di
berbagai undang-undang dan hak-hak tradisional yang banyak diatur

hanya terkait sumber daya alam khususnya tanah.

B. Penyerapan Hukum Adat dalam Legalisasi Hukum Islam

Sebagai hukum yang menjadi salah satu penyusun sistem
hukum nasional, figih atau hukum Islam dapat dilegalisasi atau
dipositifikasi ~ menjadi = perundang-undangan yang  diakui.
Kemungkinan itu dapat terwujud jika hukum Islam dapat menjadi
solusi permasalahan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan zaman.
Menurut A. Qadri Azizy, positifikasi hukum Islam baik nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya atau bahkan materi-materi hukumnya
melalui beberapa jalur, yaitu menjadi: peraturan perundang-
undangan, kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara
langsung dalam pengertian perundang-undangan seperti KHI,
yurisprudensi, sumber nilai bagi penegak hukum (hakim, polisi, jaksa,
dan pengacara), filsafat hukum, sumber /iving Jlaw dalam
masyarakat.’"” Selain itu hukum Islam juga dapat menjadi bagian dari
sumber hukum.

Berkenaan dengan sumber hukum, Sudikno mengutip Algra
yang membaginya menjadi 2, sumber Aukum materiil yaitu tempat di
mana materi hukum itu di ambil dan sumber formil yaitu tempat atau

*"“Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan
Tantangannya dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Uis Quia Iustum,
Universitas Islam, vol. 1 nomor 1, 2013, h. 28-29.

YA, Qadri Azizy, Hukum Nasional, h. 295-297.
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sumber suatu peraturan memeroleh kekuatan hukum. Sumber hukum
materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum
misalnya: hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi,
pendangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah,
keadaan geografis, dan sebagainya. Sedangkan sumber formil
berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan
hukum itu berlaku formal. Sumber hukum formil yang diakui ialah
undang-undang, kebiasaan, perjanjian internasional, yurisprudensi,
perjanjian, dan doktrin.*'® Sebagian pendapat memasukkan hukum
agama sebagai sumber hukum formil pada urutan paling akhir.’"’

Berdasarkan hal ini, hukum agama menjadi sumber hukum
materiil dan sumber hukum formil yang paling akhir/lemah, bahkan
sebagian ahli tidak memasukkan sebagai sumber hukum formil.
Dengan demikian hukum Islam tidak dapat secara langsung
berkekuatan hukum menurut sistem hukum Indonesia, kecuali setelah
berwujud dalam salah satu dari 6 sumber formil yang diakui. Selain
usaha menjadikan undang-undang yang telah banyak dilakukan untuk
mengangkat hukum Islam berkekuatan secara formil, dapat pula
dengan mengangkat kebiasaan-kebiasaan sesuai hukum Islam yang
dikenal dengan konsep ‘wrf atau ‘adah yang telah dijelaskan
sebelumnya.

Kebiasaan perlu menjadi diskursus dalam kajian ilmu
hukum, bahkan perlu redefinisi atau reorientasinya sehingga
melibatkan kebiasaan (‘urf) yang bersumber dari hukum agama
(Islam), yang tampaknya selama ini masih menjadi hal yang jauh dari
kajian ilmu hukum. Jadi kebiasaan meliputi perbuatan yang berulang-
ulang (customery law), nilai yang hidup dalam masyarakat (/iving
law), dan hukum adat (adat /law). Kebiasaan ini dapat menjadi sumber
dalam pembuatan undang-undang sekaligus menjadi sumber hukum
bagi hakim dalam praktik di pengadilan. Kebiasaan ini ada yang

*16Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Cet. 11; Yogyakarta: Liberty,
1999), h. 77-78.

317 Achmad Ali , Menguak Tabir Hukum (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017),
h. 124.
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berupa kebiasaan yang bersumber dari hukum Islam dan pula

kebiasaan yang bersumber atau berupa hukum adat,’'®

ataupun
akulturasi keduanya.

Di masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam,
memungkinkan kebiasaan itu banyak yang bersumber dari kebiasaan
ajaran agama. Ketika kebiasaan yang ada itu sarat dengan nilai Islam,
maka sekaligus dapat dijadikan sumber hukum nasional. Ini berarti
positifikasi hukum Islam dapat pula dilakukan melalui kebiasaan,
yakni kebiasaan yang baik ( ‘wrf sahih). Kalau kebiasaan itu juga
berkaitan atau mencakup hukum adat, maka kebiasaan yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam itulah yang dapat dijadikan
sumber hukum.’'’ Pembahasan ‘urf sahih dalam usul figih jika dikaji
lebih mendalam sama dengan teori recepsi a contrario gagasan Sayuti
Thalib sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan.

Selain menyerap hukum adat ke dalam hukum Islam,
sebaliknya hukum Islam dapat menjadi sumber budaya masyarakat
dan sekaligus sumber kebiasaan (/iving law). Ini biasanya disebut
dengan membudayakan nilai-nilai Islam atau Islam kultural. Bahkan
sekaligus hukum Islam dapat menjadi sumber hukum adat.**” Hal ini
sesuai pendapat Bewa Ragawino mengenai hukum adat yang berlaku
dalam masyarakat adalah hasil akulturasi antara peraturan adat-
istiadat dengan norma-norma yang yang dibawa oleh agama.’*!
Dengan demikian konsep ‘urf'dalam usul figih tidak hanya berfungsi
bagaimana menjadikan kebiasaan atau adat sebagai bagian dari
hukum Islam tetapi juga menjadikan hukum Islam sebagai sumber
adat sebagaimana yang telah berlangsung secara alami dalam
kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

A Qadri Azizy, Hukum Nasional, h. 277.

3YSirajuddin M, “Eksistensi ‘Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum
Nasional’, Madania, vol. 19 nomor 1, 2015, h. 20. A. Qadri Azizy, Hukum
Nasional, h. 279.

320A. Qadri Azizy, Hukum Nasional, h. 296.

'Bewa Ragawino, “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia”,

Fakutas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, [t.th.], h. 19.
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C. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Unsur ‘Urf di dalamnya

Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin, compilare yang
berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian
dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau
compilatie dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan
dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi. Compilation berarti
karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.’** Sedangkan dalam
Kamus Belanda Indonesia, kata compilatie diterjemahkan menjadi
kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.’” Di dalam
Kamus Bahasa Indonesia, kompilasi diartikan dengan kumpulan yang
tersusun secara teratur dalam bentuk informasi, karangan, dsb.***

Adapun pengertian KHI adalah rangkuman dari berbagai
pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh
para ulama figih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada
Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke
dalam satu himpunan.’* Himpunan berbagai hukum figih inilah yang
dinamakan kompilasi.

1. Sejarah, eksistensi, dan aspek pembaruan KHI

Latar belakang hadirnya KHI dan kedudukannya dalam
perundang-undangan Indonesia = dapat diketahui dengan cara
memahami sejarah, dasar keberlakuannya, dan kajian eksistensinya.
a. Sejarah dan dasar KHI

Saat pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang
tersebut berpengaruh sangat besar terhadap pencari keadilan.
Undang-Undang ‘Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Wojowasito dan W.J.S.Poerwadareminta, Kamus Lengkap Inggris-
Indonesia dan Indonesia-Inggris (Jakarta : Hasta, 1982), h. 88.

3BWojowasito, Kamus Umum Belanda — Indonesia (Jakarta : Ichtiar Baru
van Hoeve, 1981), h.123.

***Dendy Sugono dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa Departemen Pedidikan Nasional, 2008), h. 743.

¥ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Akademika Pressindo, 2001), h. 12.
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itulah yang mengatur tentang hukum formal yang digunakan di
lingkungan Peradilan Agama.

Sebelum ada KHI, dalam menghadapi penyelesaian kasus-
kasus perkara di lingkungan peradilan agama para hakim merujuk
kepada kitab-kitab fiqih sebagai rujukan utama. Jadi, putusan
pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta
pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-
kitab fiqih. Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah
berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda
meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini
menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam figh
itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam
penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.’”® Dengan demikian
KHI dibukukan dan disusun secara teratur untuk memudahkan hakim
dalam merujuk dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan umat
Islam di Indonesia.

Penyusunan KHI didasarkan pada konsideran keputusan
bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21
Maret 1985 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985
tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam
melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI.
Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan:**’

1) Berdasarkan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia terhadap jalannya peradilan, khususnya di lingkungan
peradilan agama, perlu mengadakan KHI yang menjadi hukum positif
di Pengadilan Agama.

2) Membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari
para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik
Indonesia.

320z ainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), h. 98.

327 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 15.
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Adapun tujuan perumusan KHI di Indonesia adalah
menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim
Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi
oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.**®

Usaha wuntuk mengumpulkan data-data sebagai materi
pembentukan KHI ditempuh dengan menggabungkan dan mengolah
hasil dari 4 jalur yaitu: pengkajian kitab-kitab figqih, wawancara
dengan para ulama, yurisprudensi Pengadilan Agama, studi
perbandingan hukum dengan negara lain. Kemudian hasil yang telah
dikumpulkan - tim penyusun, dibuatkan draf oleh tim kecil.
Selanjutnya dikuatkan dan disetujui oleh para ulama dalam lokakarya
mengenai materi hukum untuk Pengadilan Agama pada tahun 1988.°%
Hasil lokakarya mencetuskan KHI yang kemudian dilegalkan dengan
instruksi presiden.

Perjalanan dan proses perkembangan hukum di Indonesia
menjadikan KHI akan selalu mengalami perkembangan.”® Mulai dari
latar belakang lahir KHI, perumusan sampai ditetapkan melalui
Inpres. Sejak tahun 1998 KHI telah diperjuangkan oleh umat Islam
baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat agar masa
yang akan datang bisa =menjadi undang-undang sehingga
kedudukannya/ekistensinya ~ kuat  dalam  hirarki  peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberlakuan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

328 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

) Abd Muin dan Ahmad Khatibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum
Islam dan Sistem Hukum Positif; ”Risalah, Universitas Wiralodra Indramayu, vol. 1
nomor 2, 2016, h. 5.

330 Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, Hukum
Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 15 nomor 1, 2015,
h. 44.
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Disebutkan dalam instruksi ini bahwa KHI dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah
di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan,
kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang

memerlukannya.**!

Instruksi ini juga memerintahkan untuk
menyebarluaskan KHI di lingkup Pengadilan Agama dan masyarakat
umumnya.
2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154

Tahun 1991

Keputusan ini berisi tentang pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991. Keputusan ini pada intinya berisi tentang
penguatan dan sebagai bentuk pelaksanaan Inpres untuk
menyebarluasan KHI. Penyeberluasan KHI dilakukan pada seluruh
instansi Depertemen Agama dan instansi pemerintah yang terkait.>**
Instansi yang terkait salah satunya adalah Pengadilan Agama yang
pada saat itu masih di bawah wewenang Departemen Agama.

3) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama

Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91

Surat ini berisi tentang penyebarluasan Inpres: Nomor 1
Tahun 1991 Surat Edaran ini masih perpanjangan tangan dari
Inpres dan keputusan Menteri Agama tentang penyebarluasan KHI.
b. Eksistensi KHI dalam perundang-undangan

Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional dapat dilihat
dari tiga aspek yang berbeda tetapi masih memiliki keterkaitan yang
erat. Tiga aspek yang dapat dilihat mengenai eksistensi KHI yaitu
dari segi hirarki 'perundang-undangan, sifat @ peraturan yang
melandasinya, dan penggunaannya dalam peradilan.

3'Republik Indonesia, Instruksi Persiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

*?Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun
1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No [ Tahun 1991.

*3Abd Muin dan Ahmad Khatibul Umam, Eksistensi Kompilasi Hukum
Islam, h. 6.
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1) Kedudukan KHI dalam hirarki perundang-undangan
KHI merupakan suatu produk figih Indonesia yang bernuansa
pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia
khususnya di lingkup peradilan agama, ternyata telah banyak
mengundang perhatian pemikir hukum Islam di Indonesia, sebab dari
sudut bentuk hukumnya posisi KHI tidak tampak pada hirarki
perundang-undangan di Indonesia.*** Dasar jenis perundang-undangan
dan urutan hirarkinya diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, disebutkan di dalamnya:**
(1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah ~ Pengganti
Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hirarki perundang-undangan di atas sama sekali tidak
menyebutkan instruksi persiden. Begitu pula dalam aturan-aturan lain
yang diakui Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 yang disebutkan
rinci*® dalam pasal 8 ayat 1 juga tidak menyinggung inpres. Dengan

34 Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, h. 39.

33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

36Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan:
Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga,
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demikian dalam undang-undang ini inpres tidak dikategorikan
sebagai bagian dari peraturan perudang-undangan namun lebih berupa
instruksi/arahan persiden kepada bawahannya.*’

Selain sisi hirarki perundang-undangan, ada sisi lain yang
perlu dicermati yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah
produk hukum sebelum terjadi amandemen UUD Tahun 1945.
Perubahan UUD Tahun 1945 membawa perubahan mendasar
mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ditandai dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan
bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) merupakan
kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.’**

Lebih lanjut disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
tata usaha negara.” Aturan undang-undang ini berasal dari UUD
Tahun 1945 bab IX mengenai kekuasaan kehakiman.**’

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah _Provinsi, _Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

37y ukarnain Harahap dan Andsy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam
Perspekstif Hukum Perundang-Undangan,” Mimbar Hukum, Universitas Gadjah
Mada, vol. 22 nomor 3, 2010, h. 634.

*¥Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, bagian: menimbang butir a.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, pasal 18.

**Dalam pasal 24 UUD Tahun 1945 disebutkan:
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2)
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Konsekuensi dari undang-undang tersebut yaitu pengalihan
organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung (judikatif) yang sebelumnya di bawah Presiden
(eksekutif).”* Khusus peradilan agama dipertegas bahwa semua
pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama
menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada
Mahkamah Agung, serta pegawai Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama menjadi pegawai Mahkamah Agung.**

Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehakiman
yang independen terlepas dari kekuasaan eksekutif (presiden).’*
Dengan ‘demikian, dengan adanya pengalihan kekuasaan maka
ketentuan peraturan yang dibentuk oleh presiden mengenai peradilan
termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam tidak mengikat lagi. Istilah instruksi merupakan
perintah atasan kepada bawahan menjadi gugur dengan sendirinya.

2) Sifat norma dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menurut kajian ilmu hukum, norma hukum yang terkandung
dalam instruksi selalu bersifat individual konkrit artinya instruksi itu
hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan penerima
instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung.’*
Dikatakan individual karena inpres ditujukan hanya pada suatu badan
tertentu untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, berbeda dengan

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan. agama, lingkungan® peradilan: militer, lingkungan
peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi.

3IRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuvasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 1 yang diganti dengan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 21.

**2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuvasaan Kehakiman, pasal 44 butir (a).

*Muhammad Helmi, “Kedudukan Instruksi Persiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia,” Mazahib, vol. XV nomor 1, 2016, h. 146.

3 Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, h. 38.
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ketentuan umum di atas, terdapat kekhususan Inpres Nomor 1 Tahun
1991. Untuk menentukan apakah bersifat seperti inpres pada
umumnya (beschiking/penetapan) atau bersifat perundang-undangan
(regelingen) dapat ditinjau dari beberapa hal:**

Apakah bersifat umum atau individual? Terlihat di bagian
awal inpres secara tegas dinyatakan bahwa inpres ditujukan pada
pejabat di bawah presiden yaitu menteri agama. Akan tetapi isinya
dimaksudkan untuk berlaku secara umum dalam hal ini warga muslim
yang memerlukan, sebagaimana dalam redaksi: “untuk digunakan
oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.”
Sehingga dapat dikatakan inpres ini lebih berlaku umum. Apakah
abstrak atau konkrit? Norma yang terkandung di dalamnya lebih
bersifat abstrak karena menunjukkan perbuatan manusia yang tidak
ada batasannya. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan kata kerja
secara umum tanpa menunjuk siapa yang dituju. Apakah berlaku
terus-menerus atau sekali selesar? Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak
mengandung kata-kata yang menunjukkan ketentuan berlaku sekali
selesai dan tidak ada batasan waktu atau batasan berapa kali perintah
di dalamnya dilakukan. Sehingga ketentuan inpres ini akan terus-
menerus berlaku selama tidak dicabut oleh ketentuan yang legal.
Hampir secara keseluruhan norma hukum yang terkandung dalam
inpres KHI lebih bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus.
Dengan demikian, norma hukum yang terkandung di dalamnya lebih
bersifat perundang-undangan.

3) Penggunaan KHI pada Pengadilan Agama

Berkenaan - dengan penggunaan KHI “oleh ' hakim-hakim
Pengadilan Agama, Dadang Hermawan mengutip Islamil Sunni yang
menerangkan bahwa:**

*Yukarnain Harahap dan Andsy Omara, Kompilasi Hukum Islam, h. 635-
636.

**Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam sebagai
Hukum Materiil Pada Peradilan Agama’, Yudisia, vol. 6 nomor 1, 2015, h. 39.
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“KHI merupakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan
para hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi,
dan hakim-hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan
memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang
peradilan agama. Sedangkan bagi masyarakat yang memerlukan
dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan
kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang
perkawinan, pembagian warisan, kegiatan amal ibadah, dan
sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, di samping peraturan
perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum al-
Qur’an dan sunah.”

Keterangan di atas berdasarkan amanat Inpres Nomor 1 Tahun
1991 yang memberikan legalisasi penggunaan KHI dalam
menyelesaikan  masalah-masalah dalam bidang perkawinan,

kewarisan, dan wakaf.*"’

Hingga sekarang ketentuan KHI masih terus
menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara yang terkait di
dalamnya.

Menurut penelitian Yukarnain dan Andy Omara yang
mengambil sampel dari pengadilan dalam wilayah Provinsi
Yogyakarta, semua hakim menggunakan KHI dalam memutus
perkara yang ditanganinya selama masih berkaitan dengan materi
yang terkandung di dalamnya. Penggunaan KHI dalam putusan hakim
tentu saja tidak berdiri sendiri tetapi bersama dengan ketentuan
perundang-undangan yang ada.**®

Dari penelitian yang sama, ditemukan bahwa 75% hakim
berpendapat bahwa ketentuan KHI tidak mengikat dan sisanya
mengatakan ketentuannya mengikat.”” Adapun pendapat yang lebih

tepat adalah ketentuan KHI tidak mengikat karena Inpres Nomor 1

**"Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagian:
pertimbangan poin ke-2.

**¥Y ukarnain Harahap dan Andsy Omara, Kompilasi Hukum Islam, h. 638.
**¥Y ukarnain Harahap dan Andsy Omara, Kompilasi Hukum Islam, h. 639.
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Tahun 1991 tidak mewajibkan tetapi hanya menganjurkan dengan
menggunakan frasa “dapat digunakan”** Oleh karenanya menjadi
hak prerogatif hakim untuk menggunakannya atau tidak. Akan tetapi
jika melihat praktiknya, hampir semua hakim menggunakannya
minimal sebagai salah satu pertimbangan hukum di samping
ketentuan yang lain yang sesuai.
c. Aspek-aspek pembaruan KHI

KHI sebagai peraturan yang muncul setelah Undang-Undang
Perkawinan berfungsi menutupi kekurangan yang ada di dalamnya
serta menambahkan beberapa materi hukum khususnya dalam bidang
perkawinan dan membuat peraturan kewarisan, dan perwakafan.
Berikut dipaparkan secara ringkas aspek-aspek pembaruan KHI
dalam hukum keluarga Islam.

1) Menegaskan dan menambahkan kewajiban pencatatan nikah,
dalam pasal 5-7.

2) Cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama, dalam pasal 115.

3) Poligami harus mendapatkan izin (putusan) dari Pengadilan
Agama sebagaimana dalam pasal 56.

4) Peminangan menjadi salah satu permasalahan baru yang
diatur dalam KHI yaitu dalam bab III pasal 11-13 setelah sebelumnya
tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

5) Nikah hamil yang diatur dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3.
Ditegaskan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak, tidak perlu
nikah ulang setelah kelahiran.

6) Penegasan larangan kawin beda agama dalam pasal 44.

7) Melengkapi dan merinci aturan harta bersama dalam pasal 85-
97.

8) Wali adal dan penunjukkan wali hakim yang termaktub dalam
pasal 23 dan 24.

350Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam:
pertimbangan poin 2.
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9) Warisan bagi anak atau orang tua angkat dengan wasiat
wajibah yaitu dalam pasal 209.

10) Ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang meninggal lebih
dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan anaknya yang
diatur dalam pasal 183 yang dikecualikan dengan pasal 173.

11) Musyarawarah dalam pembagian warisan yang diatur dalam
pasal 183.

12) Ahli waris beda agama, yang dapat diatur dengan hibah atau
wasiat wajibah.

13) Aturan tentang perwakafan sebelum disahkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,™'

2. Kedudukan ‘urf dalam KHI

Penyusunan KHI yang ditempuh dengan kajian kitab-kitab
figih, kajian yurisprudensi, wawancara ahli, dan studi banding
menjadikannya kaya akan data dan berbagai pertimbangan dalam
membantu penyusunannya. Salah satu  kekayaan data yaitu
dimuatnya aturan-aturan adat kebiasaan dalam materinya. Mengenai
hal yang terakhir, secara khusus ketentuan penutup KHI mewajibkan
hakim untuk memerhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam

332 Ketentuan ini

masyarakat, sehingga putusannya berkeadilan.
pulalah yang menyebabkan KHI mengambil beberapa materi hukum
adat sebagai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan
harapan keadilan dapat terwujud. Untuk mengetahui kedudukan ‘urf
dalam KHI perlu memerhatikan beberapa aspek.

a. Kebutuhan atas hukum yang sesuai kultur masyarakat

**'Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia,
2008). Hamzah Kamma, Istihsan dan Prospeknya Menemukan Hukum dalam
Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan, h. 222-228. Eko Setiawan,
“Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia’, De Jure: Jurnal
Syariah dan Hukum, vol. 6 nomor 2, 2014, h. 42-43. Edi Gunawan, “Pembaruan
Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol.
12 nomor 1, 2015, h. 289-303.

352

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 229.
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Penyusunan KHI memiliki latar belakang yang kompleks.
Selain untuk mengisi kekosongan materi hukum dalam bidang
peradilan agama yang diakui undang-undang juga terdapat kondisi
pendorong lainnya. Hamzah Kamma mengungkapkan latar belakang
secara umum dan khusus penyusunan KHI. Salah satu yang terkait
dengan topik ini adalah hukum Islam hendaknya diterapkan sesuai
dengan budaya dan kultur Indonesia. Pelaksanaan hukum dapat
berjalan dengan baik apabila sesuai dengan kesadaran hukum
masyarakat. Oleh sebab itu hakim dalam menyelesaikan perkara yang
dihadapi harus memerhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.”> Tentang hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Hakim
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*>* Berdasarkan hal ini, bila
seorang hakim yang akan memutus suatu perkara saja ditekankan
untuk memerhatikan hukum yang hidup salah satunya adalah hukum
adat™’

maka dalam membuat peraturan sebagai norma 'yang mengatur

atau kebiasaan yang dikenal dengan ‘urf dalam usul figih

kehidupan masyarakat Indonesia tentunya lebih dituntut.

Pandangan ini sudah muncul jauh sebelum disusun KHI. Pada
tahun 1961 Hasbi ash-Shiddiqi telah menyampaikan pendapatnya
tentang perlunya disusun figih Indonesia, sebagaimana fiqih misri
yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan orang Mesir,

**Hamzah Kamma, Istihsan dan Prospeknya, h. 195.

**Republik Indonesai, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang
Kekuasaan Kehakiman, pasal 28.

3 Terdapat perbedaan antara hukum adat dan adat. Adat berkaitan dengan
tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya dalam bentuk
tidak tertulis dan belum atau tidak memiliki konsekuensi hukum. Sebaliknya,
istilah hukum adat merupakan terjemahan Indonesia dari adatrecht, yang baru
pertama kali digunakan pada tahun 1900-an, dinisbatkan oleh Hurgronje untuk
menunjukkan kepada bentuk-bentuk hukum adat yang mempunyai konsekuensi
hukum. Akan tetapi dewasa ini, para sarjana tidak lagi membedakan antara
pengertian adat dan hukum adat, sebab pada kenyataannya dalam masyarakat
Indonesia dua kata ini digunakan dalam arti yang sama. Ratno Lukito, 7radisi
Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 2.
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figih Aijazi terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘urf'yang berlaku di
Hijaz.**® Sebelumnya, Hazairin telah menyampaikan bahwa hukum
adat yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam dapat diterima
sebagai hukum Islam di Indonesia.”>’ Kedua pakar hukum di atas
berpendapat bahwa adat dapat menjadi sumber pembentukan hukum,
sehingga hukum dapat berlaku lebih efektif.
b. Keberlakuan hukum adat dalam perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan
1) Kedudukan hukum adat dalam perkawinan

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan
manusia.. Di mana seorang pria dan seorang wanita menjalankan
kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga
masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan
bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat
hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Setelah
melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah
hukum. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan
bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti
hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan
hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-
hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan
serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.’”®
Perkawinan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat
yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara
pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di
Indonesia.” Muatan yang terkandung dalam perkawinan adat

3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), h. 20-21.

3"Nourrouzzaman ash-Shiddieqy, Figh Indonesia, h. 230.

3*¥Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 8.

**Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 182.
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tentunya memiliki kesamaan dengan figih perkawinan dan Undang-
Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menempatkan hukum agama (dan kepercayaan) pada posisi yang
menentukan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu”. Pasal ini menggambarkan segi material
perkawinan berpangkal hukum agama.360 Hal ini karena hukum
perkawinan sebagian besar materi-materinya digali dari hukum Islam
yang dapat diterima oleh hampir semua kalangan termasuk agama.

Menurut Gde Pudja yang dikutip Abdurrahman, perlu untuk
diketahui bahwa tidak selamanya antara hukum agama dan adat itu
terletak pada dua tempat yang terpisah, tetapi tidak sedikit pula yang
keduanya berbaur sehingga sulit untuk membedakan mana hukum
adat mana hukum agama. Seperti halnya hukum Hindu yang telah
menjadi hukum adat di daerah Bali dan sekitarnya.*®' Pada kondisi
hukum adat telah bersatu dengan hukum agama, hukum adat dapat
diakui karena bersandar pada hukum agama. Bilamana yang terjadi
sebaliknya, tidak ada keserasian antara hukum adat dan hukum
agama dalam bidang perkawinan tentunya yang diberlakukan adalah
hukum agama.

Keberlakuan hukum adat dalam Undang-Undang Perkawinan
yang kemudian hari diperkuat dan dilengkapi oleh KHI dapat
disandarkan pada ketentuan pasal 66 undang-undang tersebut:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini,

maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

30 Abdurrahman, “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat
dalam Undang-Undang Perkawinan”, [t.p.], 1983, h. 396.

%! Abdurrahman, Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat
dalam Undang-Undang Perkawinan, h. 397 yang dikutip dari Gde Pudja, Pengantar
tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Jakarta: Mayasari, Yogyakarta: 1975),
h. 10.
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Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia  Kristen  (Huwelijks = Ordonnantie  Christen
Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran
(Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan
peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan
tidak berlaku.

Menururt Hazairin, perkawinan menurut adat berdasarkan
pasal ini dan pasal 2 yang dituliskan sebelumnya telah terhapus
sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan
Nasional yang tercakup dalam “kategori peraturan lain”. Hal ini juga
sesuai dengan alinea pertama penjelasan pasal 2 bahwa tidak ada
perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.%% Hampir sama
dengan Hazairin, T. O. Ichromi berpendapat bahwa yang tidak diatur
dalam undang-undang ini, dan sebelumnya telah ada aturannya masih
tetap berlaku, dalam artian masih ada hal-hal yang dikuasai hukum
adat.’®

Dari uraian ahli di atas, hukum adat dalam hal ini mengenai
perkawinan masih berlaku selama belum diatur dalam perundang-
undangan yang ada. Lahirnya KHI menambahkan banyak aturan
tentang perkawinan yang tidak tertuang dalam undang-undang.
Beberapa aturan yang ditambahkan ternyata digali dari nilai-nilai
hukum adat. Penggalian beberapa materi KHI khususnya dalam
bidang perkawinan semakin menguatkan posisi adat dalam aturan
perkawinan nasional.

*°Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-
Undang No 1 Tahun 1975 (Jakarta: Tinta Mas, 1975), h. 7.

ST, 0. Ichromi, Adat Perkawinan Toradja Sa'dan dan Tempatnya dalam
Hukum Positif Masa Kini (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), h. 5.
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2) Kedudukan hukum adat dalam kewarisan

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih berancka
ragam, belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan
untuk seluruh warga Indonesia seperti hukum perkawinan.
Keanekaragaman tersebut terlihat dari pembagian hukum kewarisan
kepada:

a) Hukum kewarisan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata), buku I bab XII-XVIII dari pasal 830-
1130.

b) Hukum kewarisan yang terdapat dalam hukum adat yaitu dalam
bagian hukum kewarisan adat.

c¢) Hukum kewarisan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam,
yaitu ketentuan hukum kewarisan figih yang disebut dengan mawaris
atau fara‘id>**

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi
ketiga sistem hukum kewarisan berlaku secara bersama-sama meski
titik mula munculnya tidak bersamaan namun telah lama menjadi
bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, dapat
ditemui bahwa sistem kewarisan adat lebih dahulu ada dibandingkan
dengan sistem hukum kawarisan yang lain. Hal ini dikarenakan
hukum adat, termasuk hukum kewarisannya merupakan hukum asli
bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyang dan telah melembaga
serta terinternalisasi secara turun-menurun’® dari satu generasi ke
generasi berikutnya.

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, maka terjadi “kontak
yang akrab” antara ajaran maupun hukum Islam (yang bersumber
pada al-Qur’an dan sunah) dengan hukum adat. Hal itu tercermin
dalam berbagai pepatah di beberapa daerah. Di Aceh terdapat

3¢4Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1418 H/1997 M), h. 189.

3R. Van Dijk, “Samenleving en Adatrechtsvorming”, diterjemahkan oleh
A. Soehardi dengan judul: Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar
Maju, 2006), h. 78
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pepatah: hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut (hukum
Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai-pisahkan karena erat
sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu benda).
Di Minangkabau ada pepatah: adat dan syara® sanda menyanda,
syara‘ mengati adat memakai artinya adat dan hukum Islam (syara®)
saling topang-menopang, adat yang benar-benar adat adalah syara’
itu sendiri. Di Sulawesi ada ungkapan yang berbunyi: mappattuppu ri
ade-e (bertumpu pada adat), mappitangnga ri rapange (dengan
memerhatikan pengamalan diri sendiri atau orang lain), mappasanre ri
sara-e (menyandarkan perbuatan pada syariat Islam).*®

Titik pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat
dalam kewarisan terletak pada pandangan adanya “keistimewaan”
antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan
sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara
hukum kewarisan Islam cenderung bersifat patrilineal’®’ Salah satu
perbedaan yang lain dalam tata cara pembagian warisan, hukum
Islam menganut asas individual dengan arti bahwa harta warisan
dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain pembagian
individual, sebagian masyarakat adat juga mengenal pembagian
kolektif atau bahkan mayorat (hanya anak sebagai yang mewarisi).

Dalam perjalanannya hukum kewarisan Islam dan hukum
kewarisan adat terus mengalami perkembangan, sedangkan hukum
kewarisan Barat hampir tidak mengalami perubahan. Hukum waris
adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi. Yang
agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum kewarisan Islam.
Pelembagaan dan. pengembangan hukum waris Islam ditempuh
melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak dengan disahkannya

3% Ahmad Ubbe, dkk., Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang
Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan, (Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2005), h. 43. Muhammad Yasir Fauzi, Legislasi
Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,
Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung IAIN Raden Intan Lampung, vol. 9
nomor 2, 2016, h. 66.

3"Muhammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, h.
67.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan
KHI.**® Salah satu sumber materi KHI selain kitab-kitab figih ialah
yurisprudensi berupa putusan-putusan hakim yang menjadi dasar
untuk memutus kasus-kasus yang sama. Tidak dapat dipungkiri KHI
sedikit banyak telah memasukkan yurisprudensi yang berisi hukum
adat dalam materi hukumnya seperti: penggantian ahli waris,
kewarisan harta gono-gini, anak angkat, dan harta bawaan. Dengan
demikian terseraplah beberapa materi hukum adat dalam KHI
utamanya dalam bagian kewarisan.*®’
3) Kedudukan hukum adat dalam perwakafan

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang

eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam di

Indonesia.’”®

Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia
setelah perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid,
dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia.
Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren, madrasah, atau
wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam, dan
wakaf-wakaf lainnya.’”"

Pada mulanya lembaga wakaf di Indonesia sudah dikenal oleh
umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan

Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu

*Muhammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia.

*¥Contoh Yurisprudensi berisi hukum adat misalnya yang dikumpulkan R.
Subekti dalam buku Hukum ‘Adat Indonesia dalam. Yurisprudensi Mahkamah
Agung. Dalam penyusunan KHI, penelitian-yurisprudensi dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan-putusan kasus dalam
lingkup peradilan agama yang dihimpun dalam 16 buku. 1) Himpunan Putusan
PA/PTA 4 buku yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan
1980/1981. 2) Himpunan Fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980,
dan 1980/1981. 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978,
1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984. 4) Law Report 4 buku, yaitu
buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

*"Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf (Jakarta ,2006), h. 15.

*"'Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai
(Jakarta, 2006), h. 70.
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pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di
antara para ahli hukum bahwa perwakafan merupakan masalah dalam
hukum adat Indonesia, sebab diterimanya suatu lembaga berasal dari
suatu kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak saat itu persoalan wakaf

diatur dalam hukum adat®’?

yang sifatnya tidak tertulis dengan
mengambil sumber dari hukum Islam.*”

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum
agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari
pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama RI.
Sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri/ gubernur,
dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan
masalah wakaf.’”™*

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,”’” yang pada intinya
menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh
hukum adat di Indonesia, di samping kenyataan bahwa hukum
adat (a/- ‘urf) adalah salah satu sumber hukum Islam. Sehingga dalam

pasal 49 ayat (1) undang-undang yang sama dinyatakan secara jelas

*”Data mengenai hukum wakaf yang pernah dimasukkan dalam hukum
adat dapat dilihat pada yurisprudensi wakaf sebelum tahun 1960, salah satunya
putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Sip 1958 yang diputus pada tanggal 7
Ferbruari 1956. Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Perdata-Islam di Indonesia
(Bandung: Alma’arif, 1979), 177.

*PFarid Wadjdy, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2007), h. 37

*“Farid Wadjdy, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, h. 41.

*PRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 5.

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam
Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama.
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tentang hak-hak tanah untuk keperluan keagamaan dan sosial. Lebih
lanjut, wakaf (tanah) dilindungi dan diatur dengan peraturan
pemerintah berdasarkan pasal 49 ayat (3)°’® dalam undang-undang
ini.

Berdasarkan keterangan ini, diketahui bahwa wakaf yang
dikenal di Indonesia hingga sekarang murni berasal dari hukum Islam.
Wakaf sejak pertama kali dikenal telah diterima dengan baik
sehingga sangat mengakar dan menjadi salah satu kebiasaan. Akan
tetapi pada masa penjajahan sebagai bagian dari politik hukum,
penjajah memasukkan ketentuan wakaf dalam hukum adat.
Pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria menjadi awal
kembalinya hukum wakaf dalam pangakuan hukum Islam secara
legal. Perwakafan selanjutnya diatur secara lebih rinci dengan KHI
dan mencapai kedudukan kuat dalam hukum nasional setelah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Akomodasi ‘Urf dalam KHI

Berdasarkan pemaparan mengenai materi-materi hukum yang
dilandasi, ataupun terdapat unsur ‘urf di dalamnya, keberlakuan
dalam KHI dapat dibagi dua: sebagai sumber landasan hukum dan
sumber penjelasan hukum. Pertama, ‘urf sebagai sumber landasan
hukum. Pada posisi ini ‘wrf bertindak sebagai dasar perumusan
hukum. Adanya kemanfaatan dan kemaslahatan yang di dalamnya
serta tidak bertentang dengan prinsip Islam menyebabkan ‘urf
dijadikan aturan yang mengikat secara luas ataupun hanya pada
daerah tertentu. Posisi ini ditemukan bila tidak ada ayat al-Qur’an
dan sunah yang mengatur, sehingga kedudukannya menggantikan nas.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya: <.
ol cWs” oW (hukum yang ditetapkan dengan ‘urf sama dangan

yang ditetapkan dengan nas). Dalam posisi ini sebagai landasan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 49 ayat (1) dan (3).
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pembentukan hukum sebagimana ulama Hanafi dan Maliki
menjadikannya sebagai wsu/  (dasar) mazbab keduanya dalam
menyimpulkan suatu hukum.

Kedua, sumber hukum penjelas. Pada bagian ini ‘urf mengisi
kekosongan pada hukum yang telah ditentukan oleh nas namun dalam
pelaksanaannya tidak diatur secara rinci. Bentuk keberlakuannya
dalam bentuk penjelasan terkait: batasan, kadar, bentuk, dan tata cara
pelaksanaannya. ‘Urf dalam pembagian ini hanya menjadi sumber
pelengkap. Walaupun demikian, keberadaannya tetap wajib untuk
dipertimbangkan karena suatu hukum dapat dilaksanakan jika
memiliki aturan pelaksana yang jelas. Posisi ini sesuai dengan kaidah

yang berkembang di kalangan mazhab Syafi‘i dan Hanbali: 14~ 4 .J L
Sl Al s g2l @ (apa yang tidak dibatasi dalam syariat dikembalikan

pada ‘urf). Bentuk penerapan keduanya dalam KHI secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut:

No Dasar Perumusan No Dasar penjelasan dan pelaksanaan
Materi ‘ Pasal Materi | Pasal
PERKAWINAN
Batasan umur 15 1 Peminangan 13 (2)
2 | Harta perkawinan | 1 (f), 85, | 2 | Bentuk persetujuan | 16
dan pembagiannya | 86, 87.& mempelai
96
3 | Pengertian Pasal 50 | 3 Jumlah dan tata | 30, 31,33, &
perwalian UuP cara pemberian | 35 (2)
(terbatas  kepada | (tidak ada mahar
anak yang | kedua | di KHI
orang tuanya
meninggal)
4 | Masa  berkabung | 170 (2) 4 | Kawin hamil 53
suami
5 | Sekufu 61
Pergaulan dan | 77 (2)
interaksi suami-istri
7 | Hak dan kewajiban | 80 (4), 81 (4)
(nafkah, kiswah,
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kediaman
kelengkapannya)
8 | Lebih berhak jadi | 107 (4)
wali
9 | Hak wali dari harta | 112
perwalian
10 | Jumlah mut‘ah, | 149
nafkah iddah, biaya
hadanah
KEWARISAN
1 | Tambahan 173 1 Pelaksanaan wasiat | 195 (1), 196,
halangan 197 (2) dan
kewarisan dan 199
wasiat
2 | Pembagian dengan | 183
musyawarah
3 | Ahli waris | 185
pengganti
4 | Waktu pembagian | 188
warisan
5 | Kewarisan 189
bersama atas tanah
pertanian
6 | Kewarisan  anak | 209
angkat dan orang
tua angkat
7 | Hibah dapat | 211
dihitung warisan
PERWAKAFAN
- 1 Tata « cara  akad | -
wakaf
2 Hak nazir 222

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama,
bentuk implementasi ‘urf dalam bentuk sumber perumusan materi
hukum dalam KHI sebagian besar terdapat pada bagian hukum
kewarisan dan sedikit pada bagian hukum perkawinan yaitu
permasalahan harta perkawinan dan beberapa masalah lainnya.
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Adapun bentuk implementasi ‘urf dalam bentuk sumber penjelasan
terdapat pada hukum perwakafan dan sebagian besar materi hukum
perkawinan.

Kedua, secara rinci dalam bidang perkawinan terdapat 14
permasalahan (4 sumber perumusan & 10 sumber penjelasan) yang
terkait atau mengandung unsur ‘urf, di dalam bidang kewarisan
terdapat 7 permasalahan yang bersumber dari ‘urf dalam
perumusannya dan 1 sumber penjelasan; serta 2 permasalahan dalam
bidang perwakafan sebagai sumber penjelasan. Total 24
permasalahan yang terkait dengan ‘urf'terdiri dari 34 pasal (24 pasal
penuh dan 10 pasal berupa salah satu ayat di dalamnya). Jika rata-rata
pasal yang memiliki beberapa ayat terdiri dari 3-4 butir ayat maka
ketujuh ayat tersebut dapat disamakan dengan 3 pasal. Dengan
demikian sekitar 27 pasal yang mengandung unsur ‘urfdari 229 pasal
KHI, bila dipersentasekan maka diperoleh angka 12%.
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BAB VI
IMPLEMENTASI ‘URF DALAM BIDANG
PERKAWINAN

Mengetahui implementasi ‘urf pada pembaruan hukum yang
mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan KHI dapat
dilihat pada pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Membahas
tentang materi KHI khususnya pada bagian perkawinan dan
kewarisan yang dikaitkan dengan beberapa materi yang bersumber
dari kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia secara umum tidak
dapat dipisahkan dengan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam
masyarakat.

Menurut Bushar Muhammad, masyarakat Indonesia dapat
dibagi dalam tiga sistem kekeluargaan (keturunan) yang besar yaitu
matrilinear, patrilinear, dan bilateral (parental). Masyarakat
matrilinear (ke-ibu-an) adalah masyarakat yang anggota-anggotanya
menarik = keturunan melalui__garis keturunan = ibu misalnya
Minangkabau. Sebaliknya, masyarakat patrilinear (ke-bapa-an) yang
menarik garis keturunan dari jalan bapak misalnya Batak. Kedua jenis
kekeluargaan yang mengambil dari satu sisi keturunan tercakup
dalam pengertian unilateral. Terakhir, masyarakat bilateral atau
parental yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu. Jenis
kekeluargaan ini mendiami sebagai besar wilayah Indonesia seperti di
Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.’”’

Lebih | lanjut ' menurut ' Bushar  Muhammad, sistem
kekeluargaan ‘'masyarakat Indonesia “semakin lepas dari sistem
unilateral dan semakin mengarah pada sistem bilateral yang hampir
sama dengan hukum Islam dalam mengatur sistem keturunan.
Perubahan ini semakin dipercepat dengan faktor-faktor sosial seperti:
pendidikan, perantauan, perkotaan, dan lainnya. Beliau juga mengutip

""Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Cet. XII; Jakarta: Balai
Pustaka, 2013), h. 13.
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pendapat Hazairin yang menyatakan kesesuaian hukum keluarga
Islam dengan sistem kekeluargaan bilateral dengan mengindahkan
hak-hak kodrati antara laki-laki dan perempuan.’’® Kesesuaian ini
semakin menguatkan integrasi antara hukum Islam melalui konsep
‘urfnya dengan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat
khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan.

Hukum perkawinan menjadi materi terbanyak dalam KHI.
Sebagaimana  fungsinya  sebagai pelengkap undang-undang
perkawinan, KHI menyadur semua materi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dengan sedikit perubahan redaksi dan susunan kemudian
menambahkan beberapa materi pembaruan. Terkait sumber ‘urf,
sebagian kecil telah terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan
seperti harta gono-gini.

Banyak permasalahan perkawinan yang berkaitan dengan ‘urf’
dalam bentuk penjelasan-penjelasan hukum atau tata cara
pelaksanaan hukum. Jenis ini terdiri dari: tata cara peminangan,
jumlah dan tata cara pemberian mahar, nafkah, dan mut‘ah, bentuk
persetujuan mempelai, dan pergaulan dan interaksi suami istri, dan
nikah hamil. Juga terdapat beberapa materi hukum yang dirumuskan
berdasarkan ‘urf seperti: harta perkawinan, batasan umur, dan masa
berkabung bagi suami. Berikut beberapa di antara dua bentuk
permasalahan tersebut yang termuat dalam pasal-pasal bagian hukum
perkawinan.

A. Izin Nikah dan Batasan Usia

Aturan mengenai  izin nikah diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan pasal 6 ayat (2) sampai (5) dan KHI pasal 15 ayat (2).
Inti kedua aturan ini mewajibkan bagi calon mempelai baik laki-laki
atau perempuan yang belum berumur 21 tahun meminta izin pada
kedua orang tuanya atau orang yang menjadi wali ataupun orang yang

3"Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, h. 123.-131.
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memelihara sebagai ganti orang tua.’”’ Yang perlu untuk memakai
izin orang tua adalah laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun
dan perempuan yang mencapai umur 16 tahun.** Jadi bagi laki-laki
dan perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada
izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Aturan KHI hanya
mempertegas aturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ada
penambahan dan perbedaan antara keduanya.

Figih tidak mengenal izin menikah untuk batasan umur
tertentu sebelum dikatakan dewasa. Mengenai perkawinan di bawah
umur (sagir) dikenal aturan mengenai wali mujbir. Wali mujbir yaitu
ayah dan kakek yang dapat menikahkan anak-anak atau orang gila
tanpa syarat kerelaan dari keduanya.>®'

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa
tidak bebas menyatakan kehendak untuk melakukan perkawinan
tanpa persetujuan orang tua dan kerabatnya. Lebih-lebih pada
masyarakat yang sistem klannya masih kuat. Di lingkungan
masyarakat adat seperti di Lampung, Aceh, Sunda, Melayu, dan Jawa
perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan
orang tua/keluarga kedua mempelai.’®® Inilah yang berlaku umum
dalam masyarakat Indonesia, bahkan pada masyarakat yang tidak
terikat aturan adat pun mengenal izin orang tua dan keluarga saat
akan melaksanakan perkawinan. Adapun yang diatur undang-undang
lebih pada izin tertulis bagi calon pengantin yang belum berumur 21

*PRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 6 ayat (2) sampai«(5). Republik Indonesia, Kompilasi Hukum
Islam, pasal 15 ayat'(2).

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 7. Adapun laki-laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di
bawah umur 16 tahun tidak dapat melakukan perkawinan kecuali mendapatkan izin
lewat keputusan pengadilan yang disebut dispensasi.

#1Abd al-Rahman al-Jazifi, al-Figh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz TV
(Mesir: Dar al-Hadis, 1423 H/2004 M), h. 28.

*¥2Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut

Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Cet. 1II; Bandung: Mandar Maju,
2007), h. 43.
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tahun. Aturan izin atau persetujuan orang tua/keluarga (secara tidak
tertulis) berlaku pada siapa pun dan umur berapa pun apabila ingin
melangsungkan perkawinan yang diperoleh berdasarkan pemahaman
bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan calon suami istri tetapi
penyatuan dua keluarga.

Hukum adat mengatur tentang izin perkawinan tetapi tidak
mengenal batasan umur minimal dalam perkawinan. Terlebih karena
catatan tentang tanggal kelahiran tidak terlalu dianggap penting.
Bahkan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, masyarakat
adat membolehkan perkawinan semua umur seperti kawin gantung.>*
Setelah terjadi unfikasi peraturan perkawinan, aturan adat ikut
menyesuaikan dengan ketentuan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan
16 tahun bagi perempuan sebagai batas umur yang dianggap layak
untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum adat tidak ditemukan kriteria yang pasti dalam
menentukan seseorang telah disebut dewasa, karena setiap daerah
umumnya mempunyai Kriteria yang berbeda-beda. Hanya umumnya
seseorang dianggap telah dewasa jika telah menikah atau telah
mampu mengurusi diri sendiri dengan berpisah dari lingkungan
keluarga asal.’® Menurut = Soepomo yang dikutip Soerojo
Wignjodipoero, kriteria dewasa dalam hukum adat bukan berdasarkan
umurnya tetapi kenyataan-kenyataan yang lain seperi kuwat dewe
(mampu bekerja sendiri) artinya cakap melakukan pergaulan dalam
masyarakat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kriteria yang lain yaitu mampu mengurus sendiri harta benda dan
keperluan lainnya.’®’ 'Walaupun tidak ada batasan umur yang pasti,
Mahkamah Agung pernah mengeluarkan yurisprudensi tetap
mengenai batas umur dewasa. Dalam putusan Nomor 53 K/Sip/1952

*¥Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 49.

%C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia (Cet. IV; Bandung: 2016), h.
33.

*¥Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta:
Haji Masagung, 1983), h. 104.
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tanggal 1 Juni 1955 disebutkan 15 tahun adalah suatu umur yang
umum di Indonesia menurut hukum adat dianggap sudah dewasa.®
Di dalam figih tidak terdapat batasan umur perkawinan yang
jelas bahkan banyak perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Jumhur
ulama —termasuk imam-imam mazhab yang 4— menyatakan bahwa
tidak ada syarat harus balig dalam perkawinan sehingga boleh saja
menikahkan anak-anak. Ibnu Syabramah, Abu Bakr al-Asam, dan
Usman al-Batta mensyaratkan balig sebagai kelayakan untuk

menikah.*®’

Menurut sebagian ulama khalaf, batas usia perkawinan
adalah saat usia dewasa. Pekawinan itu menimbulkan hak dan
kewajiban, hal ini mengandung arti orang yang memegang tanggung
jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Di sisi lain, persetujuan
kedua mempelai menjadi syarat perkawinan. Syarat berupa
persetujuan dan kerelaan tidak akan diperoleh dari orang yang masih
anak-anak.’® Pendapat yang terakhir ini berdasarkan isyarat dalil

Q.S. al-Nisa’(4): 6:
V,M\H:J\\jmum’gdw 56 FSL 15 B A 105
Terjemahnya:
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah

kepada mereka hartanya...389

Rusyd dalam ayat ini menjadi kriteria kedewasaan yaitu
mampu mandiri. mengurus diri ' sendiri dan _hartanya schingga

*¥Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 53 K/Sip/1952 Tanggal 1 Juni
19557 dalam R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung (Cet. V; Bandung: P.T. Alumni, 2006), h. 44.

*¥"Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII (Damsyik:
Dar al-Fikr, 2008), h. 183.

388 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. III;
Jakarta: Kencana, 2009), h. 67-68.

*Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan
Muslim Asia, 2012), h. 77.
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dianggap mampu untuk menikah. Jadi batasan umur perkawinan tidak
hanya dilihat pada aspek fisik yaitu balig saja tetapi lebih pada
kemampuan untuk mengemban amanah perkawinan yaitu dewasa.
Penekanan pada kemampuan mengurus harta berdasarkan pada
konteks ayat yang berbicara tentang pengurusan harta anak yatim.
Dalil-dalil yang bersifat umum tentang kriteria dewasa memberikan
ruang bagi ‘urf yang berlaku dalam masyarakat mengenai kriteria
dewasa. Karena perbedaan ‘urf inilah terdapat perbedaan-perbedaan
penentuan batasan umur di setiap negara-negara Islam. Kriteria
dewasa dalam hukum adat secara umum sebagaimana telah
disebutkan, sangat sesuai dengan ketentuan Ilahi dalam ayat ini.

Batasan meminta izin sebelum umur 21 dalam Undang-
Undang Perkawinan dan KHI pasal 15 sama dengan aturan lama
dalam KUH Perdata pasal 35. KHI dalam pasal 98 menegaskan
bahwa usia dewasa adalah 21 tahun, selain itu juga memberikan
batasan usia minimal untuk perkawinan seperti dalam Undang-
Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Mengenai batasan umur
minimal terjadi perbedaan di mana dalam KUH Perdata pasal 29
menetapkan umur 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk
perempuan sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan berubah
menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
Kedua aturan ini sama-sama bertujuan mencegah perkawinan anak-
anak hingga ada persiapan yang cukup untuk berumah tangga.’”
Kemungkinan batasan umur minimal dalam undang-undang yang
dikutip oleh KHI mengacu pada KUH Perdata yang ditambahkan
masing-masing 1 tahun.

B. Tata Cara Peminangan
KHI mendefinisikan peminangan sebagai kegiatan-kegiatan
dalam upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang

3(’(’Komariah, Hukum Perdata (Cet. III; Malang: UMM Press, 2008), h. 46.
Republik Indonesia, KUH Perdata, pasal 35, dan 29. Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal. 7.
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laki-laki dengan seorang perempuan.’’’ Peminangan dalam figih
dikenal dengan istilah k#hitbah yaitu pernyataan keinginan menikah
seorang laki-laki terhadap seorang perempuan tertentu atau
memberitahukan keinginan menikah kepada walinya.’”* Kedua
pengertian ini menunjukkan posisi peminangan sebagai bagian dari
muqgadimah al-zawaj (pendahuluan perkawinan).

Figih mengatur secara luas mengenai peminangan sampai
pada syarat dan bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat laki-laki
yang meminang. Adapun undang-undang tidak mengatur tentang
peminangan, sedangkan KHI memberikan bab tersendiri tentang
masalah ' ini. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum
sebagaimana dijelaskan dalam KHI dan fiqih, schingga para pihak
bebas untuk memutuskan hubungan peminangan. Alasan ini pulalah
yang mungkin melatarbelakangi peminangan tidak termuat dalam
undang-undang.

Menurut Ali Ahmad Abd al-‘Al, peminangan dilakukan
dengan upaya dan cara yang ma‘7uf’” yaitu dengan memerhatikan
kebiasaan baik yang berlaku di lingkungan setempat termasuk dalam
hal pemutusan peminangan. Berkenaan dengan memutuskan
peminangan, KHI memberikan aturan sejalan pendapat ini:

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan

dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan

kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan

saling menghargai.””*

Soerjono 'Soekanto menguraikan bahwa peminangan atau
pelamaran merupakan pola umum yang dapat ditemui pada tiap
masyarakat adat yang ada di Indonesia. Terdapat kesamaan cara yang

*"Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 bagian a.
392Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, h. 10.
% Ali Ahmad Abd al-*Al al-Tahtawi, Syarh Kitab al-Nikah (Cet. T; Bairut:

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 32.

3Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 13.
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digunakan, sedangkan perbedaan-perbedaan hanyalah terdapat pada
alat atau sarana pendukung proses lamaran itu. Pada umumnya, pihak
yang mengajukan pinangan adalah pihak (keluarga) laki-laki yang
dijalankan oleh seorang atau beberapa utusan. Utusan tersebut adalah
kerabat pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan
peminangan adalah orang tuanya sendiri.’”> Kebiasaan peminangan
dengan utusan ini juga disebutkan KHI dalam pasal 11.°*° Bila
peminangan diterima baik, maka perkawinan dapat dilakukan
beberapa waktu kemudian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
tidak sekaligus dilanjutkan pada tahap perkawinan tetapi dilakukan
pertunangan® ’ terlebih dahulu.

C. Persetujuan Kedua Mempelai

Kerelaan adalah syarat utama suatu akad terlebih dalam
perkawinan. Kerelaan sebagai syarat bagi kedua mempelai
berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 232

5ol 18) Bas st 28 O £ Aulaas o6 2 dlst A8 2l Wfa@ 1503
Sl i

Terjemahnya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang

ma’ruf.??®

3%Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Cet. XV; Jakarta: Raja
Grafindo, 2016), h. 223.

3%Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 11:

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang
berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula
dilakukan perantara yang dapat dipercaya.

*7Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 224.

%K ementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 37.
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Salah satu kandungannya, ayat melarang wali untuk
menghalangi perkawinan kedua mempelai yang telah ada kerelaan
dari keduanya secara ma’ruf. Ibnu Taimiyah memahami rida yang a/-
marufyaitu kerelaan untuk melangsungkan perkawinan serta adanya
kesetaraan (sekufu) antar keduanya.’” Selain larangan menghalangi
perkawinan mempelai yang telah rida untuk membangun rumah
tangga, ayat ini juga memberikan isyarat tentang pentingnya wali
dalam perkawinan sekali pun dalam perkawinan janda.

Menurut al-Kaya al-Harasi"’ ayat ini juga menjadikan
kebiasaan baik yang dianjurkan dalam agama, yaitu menguasakan
pelaksanaan akad perkawinan kepada wali setelah ada kerelaan dan
sesuai pilihan mempelai. Pengantin perempuan tidak secara langsung
mengadakan akad tanpa diwakili oleh walinya, karena hal itu dapat
menghilangkan muru‘ah (wibawa), merobek tirai malu, membuka
peluang fitnah, dan suatu keburukan dalam pandangan ‘urf

Pasal tentang persetujuan kedua calon pengantin disebutkan
dalam KHI pasal 16, yang menyatakan:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau
isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada
penolakan yang tegas.*"

KHI merinci tanda atau bentuk persetujuan perempuan untuk
melangsungkan perkawinan yaitu pernyataan tegas dalam bentuk
tertulis, lisan, dan isyarat, ataupun diam tanpa ada penolakan. Isyarat
dan diam dimaknai sebagai persetujuan hanya jika diketahui secara

**Taqy al-Din Abu al-‘Abbas Ibn Taimiyyah al-Harani (728 H), Majmu*
al-Fatawa, Juz 34 (Madinah: al-Malik Fahd 1i Tiba‘ah al-Mushaf al-Syarif, 1416 H/
1995 M), h. 84.

“0Af bin Muhammad bin Al al-Kiya al-Harasi, Ahkam al-Qur’an, Juz 1
(Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1405 H), h. YAe.

“'Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 16.
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jelas bagaimana bentuk isyarat dan diam yang dianggap sebagai
persetujuan. Tentang diam sebagai tanda kerelaan pernah dijelaskan
Rasulullah saw. dalam hadisnya:

¢ ot sty Wl g ou &I aIE g A L it i

o
Z

G J6 eeSs e e S 50 20 Gk 106 sl

f

°
”

“rEY)
Artinya:

Dari Aisyah ra. ia berkata: saya pernah bertanya, “Ya
Rasulullah, apakah perempuan-perempuan (harus) diminta
izinnya dalam urusan perkawinan mereka”? Beliau menjawab,
“Ya”. Saya bertanya (lagi), “Sesungguhnya seorang gadis
apabila diminta izinnya ia malu dan diam”. Rasulullah
menjawab, “Diam itulah izinnya”.

Hadis ini mengungkapkan kebiasaan yang terjadi di kalangan
gadis pada masa Rasulullah yang hanya diam saat diminta izinnya
untuk dikawinkan. Kebiasaan diam tersebut terjadi karena adanya
perasaan malu untuk mengungkapkan keinginan walaupun telah
menyetujuinya. Hal ini merupakan kebiasaan dan tabiat yang melekat
pada perempuan yang gadis pada masa tersebut, sehingga ditetapkan
sebagai bentuk persetujuan. Diam adalah ‘urf ‘amali (perbuatan) yang
menjadi “7//at hukum dalam hadis ini. Dengan demikan jika ‘//at-nya
berubah maka hukumnya pun ikut berubah. Apabila seiring
perkembangan’ zaman terjadi perubahan kebiasaan di mana para
perempuan tidak malu lagi untuk menyatakan kehendak untuk kawin
dengan seseorang kepada orang tuanya maka diam seorang anak gadis
tidak dapat dijadikan tanda persetujuan. Menurut Ahmad al-Zarqa,”
‘urf anak gadis zaman sekarang telah berubah. Sehingga ketika akan

2 A1-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz IX, h. 21 nomor 19£%,

*®Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am, Juz 11 (Cet. 9;
Damsyik: Mutabi’ Alif Ba, 1384 H/ 1975 M), h. 900.
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mengawinkannya persetujuan darinya tidak cukup dengan diam tetapi
menunggu pernyataan persetujuan darinya. Hal ini karena ‘urfyang
melandasi hukum telah berubah sehingga hukum juga berubah.

D. Sekufu (Kafaah)

Katfaah berasal dari bahasa arab kuf’un yang berarti sama atau
setara. Kata ini digunakan dalam bahasa Arab dan al-Qur’an seperti
dalam Q.S. al-Ikhlas (112): 4** dengan arti sama atau setara. Kata
kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus
sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengadung arti sifat
yang dimiliki perempuan diperhitungkan harus ada pada laki-laki
yang akan mengawininya. Penentuan kafaah merupakan hak
perempuan yang akan kawin sehingga bila ia akan dikawinkan oleh
walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, ia dapat
menolak. Dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan
mengawinkan sehingga dapat menuntut pencegahan perkawinan anak
perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu.*®

Ulama berbeda pendapat hal-hal yang menjadi kriteria kafaah.
Mazhab = Maliki membatasinya pada agama atau kualitas
keberagamaan dan bebas dari cacat. Menurut mayoritas ulama,
kriteria kafaah terdiri dari: agama, nasab atau kebangsaan,
kemerdekaan, dan usaha (profesi). Ulama Hanafi dan Hanbali
menambahkan kriteria kesamaan dalam kekayaan. Kesetaraan dalam
beberapa hal ini adalah kesetaraan dalam lingkup kehidupan sosial.
Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan ikatan perkawinan,
mewujudkan kebahagian bagi suami dan istri, sehingga seorang istri

atau keluarganya tidak menghina suami berdasarkan ‘urfyang ada.**

*4Q.S. al-Ikhlas (112): 4:
Mtk 0 15
Terjemahnya:
Dan tidak satu pun yang sama dengan-Nya.

*% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 140-141.
“Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, h. 227.
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Ulama juga berbeda pendapat dalam melihat kedudukan
kafaah. Kelompok pertama, sebagian ulama seperti al-Sauri, Hasan
al-Basri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah tidak termasuk
syarat dalam perkawinan. Dalil yang digunakan adalah ayat
menunjukkan kesamaan manusia di sisi Allah, dan yang membedakan
hanya derajat ketakwaan. Selain itu terdapat beberapa perkawinan
yang terjadi di zaman Rasulullah seperti perkawinan Usamah bin
Zaid mantan budak Nabi saw. dengan Fatimah binti Qais.*"’

Kelompok kedua, mayoritas ulama termasuk mazhab arba‘ah
berpendapat bahwa kafaah adalah syarat wajib perkawinan bukan
syarat sah. Oleh karena itu jika seorang perempuan kawin dengan
laki-laki yang tidak sekufu maka perkawinan tersebut tetap sah.
Adapun bagi para wali perempuan punya hak untuk menolak dan
mengajukan fasakh (pembatalan) perkawinan. Dalil yang digunakan
adalah hadis-hadis yang memberikan penunjukkan langsung tentang
ketentuan kafaah, seperti hadis:

\

B35) (SN G V] Ol NI wlsd #55 BaiaN U i 285 AL

Z'A(&L’S;\fd\
Artinya:
Dari Aisyah dan Umar bin Khattab, Rasulullah saw. bersabda:

sungguh saya akan melarang perkawinan seseorang yang
memiliki nasab (terhormat) kecuali dengan yang tidak sekufu.

Jumhur juga menggunakan dalil ag/i-yang disandarkan pada
‘urf. Menurut kebiasaan, kemaslahatan antara suamivdan istri dalam
ikatan perkawinan tidak tercapai kecuali keduanya sekufu. Sebagai
contoh, seorang wanita bangsawan enggan untuk hidup dengan laki-
laki rendahan. Dengan demikian, kafaah harus dipenuhi dari pihak

“"\Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 228. Amir
Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 143.

*®Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, Nai/ al-
Autar, Juz VI (Cet. I; Masir: Dar al-Hadis, 1413 H/1993 M), h. 152.
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laki-laki bukan pihak perempuan, karena biasanya tidak ada pengaruh
yang besar bagi suami jika istrinya lebih “rendah” darinya. Apabila
setara dalam kebangsaan dan nasab yang telah menjadi ‘urf akan
memberi pengaruh yang lebih besar. Sehingga bila suaminya tidak
sekufu dapat menyebabkan tidak berlanjutnya hubungan perkawinan,
rasa cinta di antara keduanya hancur, dan suami tidak memiliki
gawamah (kuasa) dan harga diri. Demikian pula keluarga istri akan
memandang rendah bahkan mencela laki-laki (suami) yang masuk
dalam lingkaran kekeluargaannya lewat perkawinan jika tidak setara
dalam hal agama, kedudukan, dan nasab. Akibatnya hubungan
kekeluargaan merenggang, selain itu tidak tercapai sasaran
perkawinan untuk kepentingan masyarakat secara luas, tidak pula
tujuan dari perkawinan itu sendiri.*"’

Perbedaan pendapat di atas terjadi karena perbedaan dalam
memahami dalil-dalil kafaah. Kelompok pertama memandang semua
hadis-hadis tentang kafaah adalah hadis da‘f, di samping itu banyak
perkawinan di masa Rasulullah yang tidak sekufu tetapi tidak
dipermasalahkan Rasulullah saw. Kelompok Jumhur seperti yang
dikatakan oleh Ibn al-Hammam®*'® berpendapat, hadis-hadis kafaah
dalam jumlah yang banyak dari berbagai riwayat saling melengkapi
dan menguatkan sehingga terangkat menjadi hadis hasan. Adapun
dalil naqli jumhur yang disandarkan pada ‘wrfmerupakan dalil yang
kuat karena ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan serta perbedaan
pendapat keduanya, dapat disimpulkan pendapat yang paling rajih
(kuat) dan mengambil jalan tengah antara keduanya adalah pendapat
mazhab Maliki yang menetapkan atau mewajibkan kafaah hanya pada
dua kriteria, yaitu agama dan bebas dari cacat. KHI menyinggung
sekilas tentang kafaah yang sejalan dengan pendapat ini, yaitu

*Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, h. 231.

“°Ibn al-Hamam Muhammad bin Abd al-Wahid, Fath al-Qadir, Juz 11,
(Bairut: Dar al-Fikr, [t.t]), h. 417.
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terbatas pada kafaah dalam agama, sebagaimana disebutkan dalam
pasal 61:
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah
perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama
atau 7ikhtilatu al-dien

Meskipun dibahas secara panjang dalam fiqih Undang-Undang
Perkawinan tidak mengaturnya. Adapun kafaah yang disebutkan
dalam KHI hanya terbatas kafaah yang dapat dijadikan sebagai alasan
pencegahan perkawinan. Sehingga belum ada aturan perundangan
yang menyebutkan bagaimana kafaah yang ideal demi kemaslahatan
perkawinan di Indonesia.

Adapun kriteria yang lain hendaknya dipandang sebagai sunah
atau keutamaan yang tidak mutlak harus dipenuhi. Kriteria
keutamaan berupa nasab dan kebangsaan, kekayaan, serta profesi
dapat dipertimbangkan jika ditakutkan dapat mengganggu
keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Pertimbangan ini
semakin penting jika berkaitan dengan ‘wrf yang berlaku dalam
masyarakat. Salah satu contoh bubarnya perkawinan karena tidak

411

sekufu yang juga disebutkan dalam al-Qur’an™ adalah perkawinan

*1Q.S. al-Ahzab (33): 37
ot A G LB o s g Sag Sidle Sl ol cnally ol T il Ok 35
35 b e 050 Y (S0 g by G Ty b G sl 3 G g o e
ke 52 0185 g 84 s 15 2 el g
Terjemahnya:
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat
kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”,
sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak

angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan
adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
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dua orang yang tidak diragukan kesalihannya yaitu Zaid bin Harisah
dan Zainab binti Jashy meskipun keduanya dikawinkan oleh

12 menyebutkan

Rasulullah. Beberapa ahli tafsir seperti al-Qurtubi
bahwa Zaid merasa tidak nyaman dengan Zainab karena ada rasa
sombong atau merasa lebih dari Zaid sehingga kadang melontarkan
kata-kata yang menyakiti perasaan Zaid. Sebagaimana diketahui
bahwa Zaid adalah mantan budak Rasulullah sedangkan Zainab
berasal dari kalangan suku Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi
di tanah Arab saat itu. Keadaan ini menyebabkan Zaid tidak memiliki
gawamah (kepemimpinan) dan wibawa sebagai kepala rumah tangga
bahkan Zainab dan keluarganya memandang rendah kepada Zaid,
hingga akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Kisah ini menjadi
pelajaran tentang pentingnya kafaah tidak hanya kesalihan (agama)
semata tetapi tetap perlu untuk memerhatikan kriteria yang lain.

E. Hak dan Kewajiban Suami-istri

Pergaulan yang baik adalah bagian dari hak dan kewajiban
yang dipikul bersama-sama oleh suami dan istri. Pergaulan
menentukan keharmonisan dan keberlanjutan ikatan perkawinan.
Demikan penting hal ini sehingga Allah memerintahkannya dalam
Q.S. al-Baqarah (2): 228

Dl el ol e s

Terjemahnya:
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf,*"?

Juga disebutkan dalam Q.S. al-Nisa (4): 19:
FS s ad A oy Bd AT O oad BARIA SO0 Cgiaall BAghales

#?Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Ansari Syams al-Din
al-Qurtubi, al-Jami‘u Ii Ahkam al-Qur’an, Juz XIV (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-
Misriyyah, YYA4 H/ 1968 M), h. 189-194.

*Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 36.
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Terjemahnya:
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*'*

Kedua ayat ini menunjukkan tentang hak dan kewajiban suami
dan istri khususnya yang tidak berkenaan dengan harta benda.
Menurut Ibnu ‘Atiyyah, terdapat dua hal yang terkandung dalam ayat
tersebut. Pertama, bahwa suami dan istri pada dasarnya memiliki hak
dan kewajiban yang sama dalam keluarga, termasuk pergaulan dan
interaksi yang baik dan timbal balik antara keduanya.

Kedua, hak dan kewajiban antara suami istri ditentukan
berdasarkan keberlakuan ‘urf; yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu
negara. Hak dan kewajiban tersebut dapat berbeda disebabkan
perbedaan aspek-aspek yang memengaruhinya. Hal ini menjadi bukti
bahwa nafkah, pakaian, tempat tinggal, pergaulan, sampai pada
hubungan badan semuanya dikembalikan pada ‘ur£*"

Terkait dengan pergaulan dalam keluarga, KHI memberikan
penjelasan dalam pasal 77 ayat (2):

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat

menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang

satu kepada yang lainnya.*'°

Aturan tentang hubungan dan interaksi dalam.keluarga diatur
dalam KHI hanya digambarkan secara.umum. Penjabaran tentang
saling mencintai, menghormati, dan setia sangat bergantung pada
keadaan, pemahaman, dan kebiasaan suatu masyarakat, bahkan
sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara orang perorang.

*%Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 70.

*SIbnu ‘Atiyyah al-Andalusi (542 H), al-Muharrar wa al-Wajiz i Tafsir al-
Kitab al-‘Aziz, Juz 11, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H), h. 275.

*°Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (2).
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Menurut al-Jassas ayat di atas memerintahkan kepada suami
untuk bergaul dengan istrinya secara ma‘ruf. Di antara makna kata a/-
ma‘ruf adalah memenuhi hak istri berupa mahar, nafkah, dan
pembagian giliran (dalam poligami), tidak menyakiti dengan
perkataan kasar, memerdulikan, setia, berusaha membuatnya gembira
serta tidak membuatnya bermuka masam.*'’ Perlakuan yang baik
tersebut tidak hanya menjadi tuntutan bagi suami tetapi juga bagi
istri. Perlakuan yang baik terhadap pasangan selain berupa ketentuan
yang diatur secara jelas dalam nas berupa hak dan kewajiban serta
akhlak terpuji; juga termasuk tata cara bertutur kata dan bertindak
serta norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan sosial
masyarakat.

F. Kawin Hamil

Kawin hamil dimaksudkan adalah kawin dengan wanita yang
sedang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang
menghamilinya ataupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.
Pembahasan hukum kawin hamil dalam figih dapat dibagi berdasar
pada siapa yang mengawininya.

Keadaan pertama perempuan hamil yang dinikahi oleh laki-
laki lain. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini dalam dua
pendapat. Pertama, Abu Yusuf dan beberapa ulama dari mazhab
Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak boleh melakukan akad
atas perempuan hamil sampai melahirkan. Pendapat yang sama
dikemukan oleh ulama mazhab Hanbali dan menambahkan syarat
taubat setelah melahirkan.''® Dalil yang digunakan adalah Q.S. al-
Nur (24): 3:

*"Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, Juz III
(Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1405 H), h. 47.

¥ Ahmad Syalibik al-Suwail, “Hukm al-Aqd ala al-Hamil min al-Zina
biman Zana biha’, Majallah Kulliyah al-Syari‘ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, vol.
31, Jam‘iah Qatar, 1434 H/2013 M, h. 151-158.
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Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina
perempuan, atau perempuan musyrik; dan pezina perempuan
tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan
laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi
orang-orang mukmin.**

Ayat ini didukung banyak hadis-hadis yang melarang untuk
mencampuri perempuan yang hamil, pengertian mencampuri ini
dipahami sebagai menikabhi.

Pendapat kedua, Abu Hanifah, mazhab Syafi‘i, dan mazhab
Zahiri membolehkan perkawinan dengan perempuan hamil sebelum
melahirkan dan tidak mensyaratkan bertaubat. Mazhab Syafi‘i
membolehkan mencampuri sebelum melahirkan sedangkan mazhab
Hanafi dan Zahiri mengharamkan mencampuri sampai melahirkan.**
Kelompok ini berpendapat bahwa perzinahan tidak termasuk
halangan perkawinan, bahkan tidak akan memengaruhi nasab janin
yang dikandung. Jika anak tersebut lahir maka tidak menjadi
keturunan bagi laki-laki yang menikahi ibunya.

Kemungkinan yang kedua, perempuan hamil dinikahi oleh
laki-laki yang menghamilinya. Dalam hal ini ulama juga berbeda
pendapat menjadi- dua- pandangan. Perfama, mazhab Maliki dan
Hanbali memandang haram perkawinan antara perempuan hamil
dengan laki-laki yang menghamilnya kecuali terpenuhi dua syarat
yaitu bertaubat dan habis masa iddah (telah melahirkan).**' Kedua,

*Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 350.

*9Ahmad Syalibik al-Suwaii, Hukm al-Aqd ala al-Hamil min al-Zina
biman Zana biha, h. 158-160.

*'Tbnu Jazi al-Kalabi al-Garnati, a/-Qawanin al-Fighiyyah (Bairut: Dar al-
Firk, [t.th.]), h. 280. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al-
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mazhab Hanafi dan mazhab Syafii memandang boleh seorang
perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya
termasuk mencampurinya.**?

KHI merumuskan aturan baru yang tidak ada sebelumnya
dalam undang-undang perkawinan yaitu kawin hamil dengan
mengambil pendapat ulama yang membolehkan kawin antara
perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam
rumusan tersebut disebutkan:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan

dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat

(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu
kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak

yang dikandung lahir.**’

Menurut KHI sebagaimana yang disebutkan di atas, kebolehan
kawin hamil terbatas pada laki-laki yang menghamilinya tanpa harus
menunggu anak lahir dan tanpa perlu mengulang akad. Ini dikuatkan
dengan dalam Q.S. al-Nur (24): 3 yang telah disebutkan bahwa laki-
laki yang berzina tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan

424

perempuan yang berzina juga.”” Berdasar ayat ini, laki-laki yang

menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. Juga disebutkan

Muqaddasi, a/-Mugni, Juz VIII, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M), h.
515.

*2Abu Bakr bin Mas‘ud bin Ahmad al-Kasani, Badai* al-Sanai‘ fi Tartib
al-Syarai*, Juz 11 ([t.t.]: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 269. Abu
Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu* Syarh al-Muhazzab
(Ma‘a Takmilat al-Subki wa al-Muti‘7), Juz XVII (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h.
386.

*Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 53.

“*Hamzah Kamma, Istihsan dan Prospeknya Menemukan Hukum dalam

Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Makassar: Yapma, 2013), h.
256.
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dalam penutup ayat tersebut wa hurrima zalika ‘ala al-mu’minin yang
menunjukkan keharaman laki-laki baik-baik menikah dengan wanita
hamil dari hubungan di luar nikah. Dalil ini ditambah lagi dengan
Q.S. al-Nur (24): 26** yang menyatakan bahwa perempuan yang baik
untuk laki-laki yang baik dan perempuan yang buruk untuk laki-laki
yang buruk. Kebolehan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang
menghamili oleh KHI mengikuti pendapat mazhab Hanafi dan
Syafi‘i. Kemudian pengharaman bagi yang bukan menghamilinya —
dengan tidak mencantumkannya— mengikuti pendapat Abu Yusuf
(mazhab Hanafi), mazhab Maliki, serta mazhab Hanbali sebagaimana
dijelaskan di atas.

Kehamilan di luar nikah semakin banyak seiring dengan
kemunduran akhlak dan pengamalan agama juga mendapat respon
dari masyarakat schingga terbentuklah hukum mengenai hal ini.
Kehamilan adalah sebuah aib dalam masyarakat schingga beberapa
daerah seperti Sumatera Selatan laki-laki yang menghamili dipaksa
untuk mengawini perempuan yang hamil tersebut. Usaha lain untuk
menutup aib tersebut adalah mengawinkan perempuan yang hamil di
luar nikah dengan laki-laki lain. Cara ini dikenal di Jawa dengan
istilah rambelan dan di Bugis disebut pattongkog sirik*® Meskipun
telah dilakukan upaya-upaya adat di atas pandangan masyarakat
terhadap perkawinan hamil tetaplah sebagai sesuatu perbuatan buruk.
Begitu pula dalam hukum Islam di mana sebagian ulama
mengharamkannya secara mutlak.

#3Q.S. al-Nur (24): 26:

Terjemahnya:
Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji
untuk perempuan yang keji. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang
baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik.

#2C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h. 40.
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G. Jumlah dan Tata Cara Pemberian Mahar

Wahhab Khallaf mendefinisikan mahar sebagai pemberian
(hadiah) —ada yang mengatakan sebagai ganti— wajib suami berupa
harta kepada istri sebagai hak baginya disebabkan adanya akad dan
dukhul terhadapnya. Mahar disebut juga sadaq, faridah, ajr, ‘ugr, dan
nihlah. Mahar menjadi kewajiban suami dan hak istri dalam
perkawinan. Salah satu hikmah mahar adalah pemberian harta
pendahuluan sebagai tanda cinta dan bukti keikhlasan karena
umumnya laki-laki dalam keluarga mencari rezeki dan menafkahi
sedangkan istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak.*?’ Al-
Qur’an menerangkan dengan jelas tentang kewajiban dan ketentuan
mengenai mahar di antaranya dalam Q.S al-Baqarah (2): 236, al-Nisa’
(4): 20, 21, 24, al-Maidah (5): 5, dan al-Mumtahanah (60): 10 dan 11.

Berkenaan dengan jumlah mahar, meskipun mazhab Hanafi
memberikan batas nilai minimal yaitu 10 dirham atau senilai dengan
itu, namun pendapat ini tidak dikenal oleh mazhab lainnya.**® Sayyid
Sabiq menjelaskan secara komprehensip mengenai hal ini dalam
tulisannya:

O ¢ A Al 3 0phlEe 3L ST Y, caldl o Sl el |
dly 17 e Lt S5 (BT el 1 IS0y (gl 221
Al w25 Oelr pgadl S5 cipie Olaley adl oy Bl 15 e

TSl A e el ey ded W s 0SS OF Y 4 by ¥l O
Artinya:

Syariat tidak memberikan batasan minimal dan maksimal
mahar. Hikmah tidak ditentukannya jumlah mahar adalah agar

7 Abd al-Wahhab Khallaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiah fi al-Syari ‘ah al-
Islamiyyah (Cet. 1I; Kuwait: Dar al-Qalam, 1410 H/1990 M), h. 74-75.

% Abd al-Wahhab Khallaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiah, h. 78.

**Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 11 (Kairo: Maktabah Dar al-Turas,
2005), h. 100.
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setiap orang memberikannya sesuai dengan kemampuan
masing-masing, sesuai dengan keadaan dan kebiasaan
keluarganya. Hal itu karena setiap orang memiliki perbedaan
dalam jumlah harta, lapang dan sempit, serta kebiasaan dan
tradisi. Semua nas-nas yang ada tidak memberikan syarat
tentang batasan kecuali harus bernilai tanpa melihat sedikit
atau banyaknya.

Hal ini sejalan dengan pendapat ‘Ali Ahmad Abd al-‘Al yang
memberikan alasan mengapa jumlah mahar tidak ditentukan oleh
syariat. Menurutnya, tidak ada batasan minimal dan maksimal jumlah
mahar. Nusus (teks-teks) tidak memberikan batasan apa pun kecuali
mahar harus bernilai. Hal itu karena setiap orang tidak sama kondisi
ekonomi dan kemampuannya. Dengan demikian, hikmah tidak
diaturnya jumlah mahar agar setiap orang memberikan mahar sesuai
kemampuan dan kebiasaan berlaku dalam keluarganya.”® Di sinilah
jumlah dan jenis mahar sangat tergantung dengan kondisi sosial dan
budaya yang berlaku di suatu tempat.

Masyarakat hukum adat Indonesia mengenal pembayaran
dalam perkawinan yang sama dengan mahar atau dapat dianggap
mahar. Masyarakat patrilinear mengenal pembayaran jujur. Pada
masyarakat parental dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda
seperti uang nataran (Melayu), tukon (Jawa), sompa (Sulawesi
Selatan). Demikian juga pada masyarakat matrilinear terdapat
pembayaran dan hadiah-hadiah namun kedudukannya dalam
perkawinan tidak seperti uang jly'ur.431

Berdasarkan jenisnya mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu
mahar musamma dan mahar mis/. Mahar musamma berupa mahar
yang disebutkan bentuk, wujud, atau nilainya secara jelas dalam akad.
Mahar ini wajib dibayarkan oleh suami sesuai dengan apa yang

B9ATi Ahmad Abd al‘Al al-Tahtawi, Syarh Kitab al-Nikah, h. 49.
#BlS0erjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 240-244.
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disebutkan dalam akad perkawinan.*’? Biasanya jumlah dan
penyerahannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
Kedua, mahar mis/ berupa mahar yang diberikan saat akad tanpa
menyebutkan jenis dan jumlahnya. Kewajiban mahar ini dibayar
sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam
keluarganya.*>® Dengan demikian jenis dan jumlah mahar mis/ sangat
tergantung pada kebiasaan yang berlaku meskipun dalam lingkup
yang lebih kecil yaitu keluarga.

Berdasarkan tradisi yang ada, dalam perkawinan di Indonesia
mahar diserahkan secara tunai ketika berlangsungnya akad, hal ini
juga disebutkan dalam KHI pasal 33 ayat (1). Dalam tradisi Arab
sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab figih mahar meskipun wajib,
namun tidak mesti diserahkan saat akad nikah berlangsung. Boleh
diserahkan ketika akad nikah dan boleh pula setelah akad nikah
sebagai konsekuensi akad.”* Selain tunai, terdapat ‘urfdi beberapa
negara Islam yang memberikan mahar secara cicil atau ditangguhkan
dan menjadi hutang bagi suami seperti yang berlaku di negara Iraq.**’
Juga terdapat ‘wrf yang mewajibkan membayar sebagian mahar
sebelum malam pertama.”® Di dalam KHI juga terdapat peluang

37 Demikianlah

penangguhan mahar dengan syarat kerelaan istri.*
kebiasaan di suatu tempat menjadi acuan dalam jumlah dan tata cara

penyerahan mahar.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 89.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 89.
Muhammad Abu Zahrah, al:Ahwal al-Syakhsiyyah(Cet. 111; Mesir: Dar al-Firk al-
‘Arabi, 1377 H/1957 M), h. 183. Mahar muisl diwajibkan dalam.tiga kemungkinan:
1) Suami sama sekali tidak menyebutkan mahar dan jumlahnya. 2) Suami
menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat atau
cacat seperti mahar barang haram. 3) Suami menyebutkan mahar musamma, namun
terjadi perselisihan dalam jumlah atau sifat mahar tersebut.

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 85.

 Republik Iraq, Undang-Undang Nomor 118 Tahun 1959 tentang al-
Ahwal al-Syakhsiah, pasal 19-21.

“Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, h. 170.
“TRepublik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 33 ayat 2.
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H. Kadar Nafkah dan Upah Penyusuan
Dasar hukum nafkah dan penyusuan diterangkan dalam Q.S.
al-Bagarah (2): 233:
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak
ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengandung beberapa hal yang saling terkait yaitu:
rada‘ah (penyusuan), kawajiban nafkah bagi suami, musyawarah
antara suami dan istri, penyusuan oleh orang lain serta upah
peyusuan. Dari kandungan ayat ini, ukuran (besaran) nafkah dan upah
penyusuan menjadi hal yang bertalian erat dengan ‘urt

1) Ukuran nafkah
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Secara bahasa nafkah (4a%) artinya sesuatu yang dibelanjakan
sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah artinya
mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa
makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.”® Kawajiban
nafkah untuk menegakkan tujuan perkawinan. Dalam kitab-kitab
figih terdapat bebarapa jenis nafkah, yaitu nafkah akibat perkawinan
yaitu nafkah istri termasuk di dalamnya nafkah iddah, nafkah karena
kekerabatan yaitu kepada anak-anak serta orang tua dan kerabat
lainnya. Adapun yang dibahas lebih panjang dalam tulisan ini adalah
nafkah akibat perkawinan.

Nafkah yang disepakati ulama terdiri dari belanja untuk
keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian, dan
tempat tinggal; yang dalam bahasa sehari-hari disebut sandang,
pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut masih menjadi
perbincangan dikalangan ulama.*”

Ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah (2): 233, al-Syaukani
menerangkan bagaimana batasan nafkah penyusuan yang wajib bagi
suami dan menjadi hak istri.

SIS B 1his G Y1 e ol 5805 455 as el O pacly
“}/}7‘:‘3 A.:.l./cd LAY(MLE}(WjJJ}-H\;LAY\L@_.A

Artinya:
Dengan cara al-ma‘ruf yaitu kewajiban nafkah dan kiswah
atas suami sesuai dengan kebiasaan yang manusia, ia tidak
dibebani kecuali apa yang ada dalam kesanggupan. Bukan
yang memberatkan dan tidak mampuia penuhi:

Menurut al-Jassas kata a/-ma ‘ruf dalam ayat tentang nafkah
menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dan kiswah sesuai dengan

83ayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 11, h. 108,
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 166.

0 Al-Syaukani, Fath al-Qadir, h. 34.
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kemampuan suami. Bukanlah termasuk dari al-maruf jika
mewajibakan baginya apa di luar kemampuan dan kemungkinan yang
dapat ia kerjakan. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kewajiban
nafkah itu sesuai dengan ukurun kecukupan kebutuhan dengan
memerhatikan keadaan suami. Allah telah menjelaskan hal itu dengan
redaksi "leaws ¥ Ladi Al Gl Y Allah tidak membebani seseorang
kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian jika istri
berlebihan menuntut nafkah dan meminta nafkah melebihi ukuran
kebiasaan yang berlaku maka hal itu tidak perlu dipenuhi. Bagitu pula
sebaliknya bila suami mengurangi natkah dari ukuran nafkah yang
biasa diberikan menurut kebiasaan yang berlaku maka itu pun tidak
dihalalkan.**' Lebih lanjut menurutnya, ijtihad memiliki peran
penting dalam menentukan suatu hukum, salah satunya dalam hal
nafkah yang diambil dari pendapat mayoritas karena didasarkan pada
kebiasaan. Dan semua yang dibangun di atas kebiasaan diperoleh
melalui proses ijtihad, karena kebiasaan memiliki ukuran yang
berbeda-beda.**® Hal itu tentu disesuaikan dengan keadaan
kemampuan, kecukupan, dan tempat.

Ketentuan figih di atas sejalan dengan ketentuan KHI pasal 80
ayat (4) dan yang menyebutkan:

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak.**’

Begitu pula berkenaan dengan kewajiban tempat tinggal KHI
dalam pasal 81 ayat (2) dan (4) menjelaskan lebih rinci dengan
redaksi:

*! Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, Juz 11, h.
105.

*2Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, h. 106.
*SRepublik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (4).
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(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk
istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah
talak atau iddah wafat.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan
lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang
lainnya.

Pasal-pasal tentang kewajiban suami berupa sandang, pangan,
papan serta biaya pendidikan dan kesehatan, ukuran atau besarannya
berdasarkan kemampaun dan kebiasaan setempat yang tergambar
dalam frasa “sesuai dengan penghasilannya” dan “sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat
tinggalnya’. Pasal-pasal mengenai nafkah dan kewajiban suami hanya
membahas tentang nafkah kepada istri dan anak saja, dan tidak
mencantumkan nafkah kepada kerabat. Hal ini penting untuk
dicantumkan karena telah banyak dibahas di dalam kitab-kitab figih
dengan dalil-dalil nagli yang menguatkannya. Selain itu nafkah
kepada kerabat yang miskin khususnya kepada orang tua telah
banyak termuat dalam perundang-undangan negara-negara Islam
khususnya di Timur Tengah.

2) Upah penyusuan
Ayat v33 dari Q.S. al-Baqarah (2) mengisyaratkan bahwa

penyusuan lebih utama.dilakukan oleh ibu.kandung. sendiri. Akan
tetapi tidak menutup kemungkinan penyusuan yang.dilakukan oleh
orang lain dengan syarat diberikan imbalan upah dan ada
kemaslahatan yang melandasinya. Bahkan penyusuan oleh orang lain
adalah kebiasaan yang ada sebelum Islam datang, yang tetap
dipertahankan dan diatur dengan jelas termasuk akibat dari
penyusuan berupa hubungan mahram.
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Ketika mengisahkan tentang penyusuan Rasulullah saw, al-
Mubarakfuri*** menuliskan bahwa kebiasaan yang telah berjalan di
kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari
perempuan-perempuan yang bisa menyusui anak-anaknya. Hal itu
dilakukan sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak dari
penyakit yang menular di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi
menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan keluarga yang menyusui bisa
melatih bahasa Arab yang fasih.

Dalam potongan firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 233
disebutkan:

S ally 25T L g 15) STl pLs 36 SSNT AR 5
Terjemahnya:
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut.

Penjelasan al-Maragi dalam tafsirnya tentang maksud ayat ini
telah cukup memberikan penegasan tentang pertimbangan ‘urf'dalam
menjelaskan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh nas tetapi
sengaja tidak dibatasi besarannya, beliau mengat akan:

(,_::.BT 13) sl 3 e CJL,M>-§§I\ C,,p\J.U V_(:YJT Jom fnd of (E.sj Ol Lﬁ;T
Wl Bodang wopoll Bobian o SIS 3 U (bl Byladd 1 4

o Al

Artinya:
Maksudnya, jika kalian ingin orang lain menyusui anak-anak
kalian, maka tidak ada larangan terhadap hal itu jika kalian

Qafiyyur  Rahman  al-Mubarakfuri, “al-Rahiqg  al-Makhtum’,
diterjemahkan Kathur Suhardi dengan judul: Sirah Nabawiyah (Cet XXV; Jakarta:
al-Kautsar, 2009), h. 46.

*> Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Juz 11 (Cet. I; Mesir: al-
Babi al-Halabi, 1365 H/ 1946 M), h. 188.
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memberikan upah kepada perempuan-perempuan sesuai
dengan besaran upah yang biasanya berlaku dalam penyusuan.
Dengan hal itu maka terpenuhilah kemaslahatan bagi orang
yang menyusui, anak-anak, dan bagi orang tua...

Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak menyebutkan
tentang besaran upah dan biaya penyusuan yang disesuaikan dengan
kebiasaan atau kepatutan. KHI hanya menyebutkan kewajiban biaya
penyusuan bagi suami atau wali yang menanggung anak tersebut
dalam pasal 104 ayat (1). Kedua aturan ini juga tidak menyebutkan
bagaimana penyusuan yang dilakukan orang lain. Olehnya itu,
penting menambahkan ketentuan penyusuan oleh orang lain serta
biaya apa saja yang termasuk dalam biaya penyusuan secara umum
yang sesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.

I Jumlah Mut‘ah

Mut‘ah berasal dari kata mata‘yang berarti harta benda yang
memberikan manfaat atau menyenangkan. Mut‘ah dikenal dalam
ibadah haji, perkawinan yang memiliki batasan waktu (kawin
mut‘ah), mut‘ah berupa pemberian istri dari hartanya kepada
suaminya berdasarkan adat yang berlaku, dan mut‘ah akibat dari
talak. Mut'ah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah mut‘ah
yang terakhir yaitu harta yang diserahkan laki-laki kepada perempuan
yang ditalaknya sebagai tambahan mahar atau sebagai ganti mahar
dengan tujuan untuk menentramkan dan mengurangi rasa sakit yang
diderita karena perpisahan.**®

Terdapat beberapa ayat yang mendasari pemberian mut‘ah
yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 236 dan 241 serta al-Ahzab (33): 28. Allah
swt. berfiman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241:

Z
2
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Terjemahnya:

#6Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, h. 306.
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Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf

Di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 236 Allah berfirman:
et B s gl B 538 A g 535 0l B BAES
Terjemahnya
Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian)
kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu

pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mut‘ah. Pengikut
mazhab Syafi‘i mewajibkan mut‘ah untuk semua jenis talak baik
ba‘da dukhul (setelah terjadi hubungan badan) atau gabla (sebelum)
dukhul. Adapun mazhab Maliki berpendapat sebaliknya yaitu mut‘ah
sunah secara mutlak. Adapun mazhab Hanafi dan Hanbali
menganggapnya sunah kecuali mut‘ah bagi istri yang dicerai gabla

dukhil dan belum ditentukan besaran maharnya.*'’

Pendapat yang
lebih kuat ialah pendapat mazhab Syafi‘i yang mengambil keumuman
ayat di atas. Pendapat ini pula yang diikuti KHI dalam merumuskan
ketentuan mut‘ah, sebagaimana tertera dalam pasal 149 poin (a):
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib:
a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla

al dukhul**®

Tidak ada ketentuan nas yang menjelaskan tentang kadar dan
jenis mut‘ah sehingga ulama berijtihad dalam menentukannya. Ayat

*'Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, h. 309.
*¥Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 149.
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mengenai mut ‘ah hanya menjelaskan bahwa mut‘ah itu dalam ukuran
ma‘ruf. Menurut al-SyaukEm_i,449 mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi‘i
(dalam gqaul jadid) berpendapat bahwa tidak ada batasan mut‘ah
tetapi apa saja yang dapat termasuk dalam nama mut‘ah yaitu
pemberian yang dapat dimanfaatkan atau menimbulkan rasa senang.
Besarannya disesuikan dengan kemampuan suami. Menurut mazhab
Hanafi maksimal mut‘ah adalah setengah dari mahar dan paling
sedikit lima dirham.

Surat al-Bagarah (2): 236 di atas menunjukan bahwa batasan
mut‘ah sengaja tidak dibatasi. Sehingga menurut al-Sa‘adi*’ setiap
suami yang mentalak istrinya memberikan mut‘ah sesuai dengan
keadaannya dan keadaan istri yang ditalak tersebut. Dalam hal ini
besaran dan jenisnya merujuk pada ‘urf, sehingga akan berbeda sesuai
dengan perbedaan keadaan. Pendapat ini seperti terumuskan dalam
KHI pasal 160 “Besarnya mut‘ah disesuaikan dengan kepatutan dan
kemampuan suami.”

J.  Harta dalam Perkawinan

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan salah satu hak yang
paling mendasar dan bagian dari hak asasi manusia. Terkait dengan
itu, kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu
perkawinan. Masalah harta perkawinan termasuk masalah yang
sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, terlebih
apabila mereka bercerai. Hukum perkawinan dalam hal ini memiliki
peran penting dalam mengaturnya®>' bahkan sewaktu perkawinan
akan dilaksanakan melalui perjanjian perkawinan.

*"Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, Fath al-
Qadir, Juz 1 (Cet. 1; Bairut: Dar al-Kalim al-Tayyib, 1414 H), h. Y4+,

#0Abd al-Rahmad bin Nasir bin Abdullah al-Sa‘adi, 7aisir al-Karim al-
Rahman fi TafSir Kalam al-Manan, ([t.t.]: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M),
h. 192.

“"Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1994), 111.
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Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan
ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat
dalam ikatan perkawinan terdiri dari harta perseorangan yang berasal
dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta
pencarian dari hasil usaha bersama suami-istri, dan barang-barang
hadiah.*? Menurut Hilman Hadikusuma, istilah-istilah dalam harta
perkawinan seperti harta bersama, harta bawaan, harta pencarian,
harta peninggalan, dan harta pemberian (hadiah) adalah istilah-istilah
yang diterjemahkan dari hukum adat.*?

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai harta
perkawinan dalam bab khusus dengan redaksi:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.***

Keterangan pasal ini membagi harta perkawinan menjadi harta milik
pribadi suami atau istri yang dikenal dengan istilah harta bawaan dan
harta yang menjadi hak milik bersama suami dan istri selama dalam
perkawinan.
1) Harta bawaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
terdapat harta bawaan yang terdiri dari: pertama, harta yang
diperoleh dari warisan atau hibah baik sebelum mereka menjadi
suami istri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan.
Biasanya sebelum melangsungkan perkawinan para kerabat ataupun

*2Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam
Perkawinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 85.
**Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 114.

**Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal. 35 ayat 1-2.
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orang tua menghibahkan sebagian harta kekayaan kepada anak-anak
mereka sebagai modal dalam membina keluarga. Keadaan demikian
juga dapat terjadi setelah perkawinan berlangsung. Telah menjadi
asas umum yang berlaku dalam hukum adat bahwa harta suami atau
istri yang berasal dari warisan dan hibah akan tetap menjadi milik
suami atau istri tersebut. Harta tersebut disebut pimbit di Dayak,
sisila di Makassar, asal, pusaka, gana, gawaan di Jawa, tuha di Aceh,
dan barang wusaha di Betawi.™ Dengan demikian harta kekayaan
yang diterima oleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah, tetap
terpisah satu-sama lain sampai saatnya harta itu akan menjadi
warisan kepada anak-anaknya.

Kedua, harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum
terjadi perkawinan. Harta ini tetap menjadi hak milik pribadi
sebagaimana juga pinjaman sebelum perkawinan tetap menjadi
pinjaman perseorangan. Harta ini disebut harta pembujangan (laki-
laki) dan harta penantian (perempuan) di Sumatera Selatan, guna
kaya di Bali.*® Kedua harta inilah yang menjadi harta bawaan
sebagaimana yang diatur hukum adat yang berlaku secara nasional
lewat Undang-Undang Perkawinan. Termasuklah hasil-hasil dari
harta bawaan itu sendiri kecuali ada perjanjian perkawinan yang
menentukan lain.

Aturan adat tentang pengaturan dan hak atas harta bawaan di
atas dikuatkan dengan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan
jo. pasal 87 ayat (2) KHI bahwa suami dan istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta
pribadi masing-masing. Ada kebebasan untukbertindak terhadap
harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk dijual,
dihibahkan, atau digadaikan. Ketentuan pasal 86 KHI menegaskan
bahwa tidak ada pencampuran harta pribadi suami dan istri karena

350erjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 245-246.

8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.
V; Jakarta: Kencana, 2017), h. 107. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h.
247.
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perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai
penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak
dan dikuasai penuh olehnya.*”” Dengan demikian perundangan tidak
membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta
pribadi masing-masing suami-istri.

Menurut Abdul Manan, peraturan harta perkawinan yang ada
sebagaimana dituliskan sejalan dengan ketentuan hukum adat —
disarikan dari aturan harta perkawinan hukum adat— yang berlaku di
Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta perkawinan
yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-
masing suami istri menguasai harta bendanya sendiri sebagaimana

. . . . .4
berlaku sebelum merecka menjadi suami istri®"

dengan tidak
mengesampingkan kerja sama, saling menghormati antara keduanya.
2) Harta bersama
Para pakar hukum Islam berbeda pedapat tentang dasar hukum
harta bersama. Sebagian mengatakan bahwa hukum Islam tidak
mengatur tentang harta bersama dalam al-Qur’an. Pendapat ini
dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Androerraoef serta
diikuti oleh murid-murid mereka. Pakar hukum Islam lainnya
mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika hukum Islam
tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang
lebih kecil saja diatur. Pendapat yang kedua ini berpegangan pada
prinsip bahwa tidak ada hal yang penting tertinggal dalam agama
Islam.**
Sudut pandang Islam terhadap harta bersama sejalan dengan
apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencarian bersama
suami istri mestinya masuk dalam rubu‘ al-mu‘amiah (bagian

muamalah), tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini

#TRepublik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 86.

438 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.
106.

9T, Jafizham, Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum
Perkawinan Islam (Medan: Percetakan Mustika, 1977), h. 119.
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mungkin disebabkan karena umumnya pengarang kitab-kitab figih
klasik adalah orang arab yang tidak mengenal pencarian bersama
suami istri. Yang dikenal hanyalah istilah syirkah (perkongsian)
dalam muamalah secara umum.*®

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri
sepanjang tidak diadakan perjanjian perkawinan termasuk perjanjian
syarikah dalam harta keduanya. Masing-masing pasangan berhak
memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu
masing-masing pihak. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta
yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami,
sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami
kepadanya. Sebaliknya jika istri memeroleh harta maka itu menjadi

hak istri dan tidak ada bagian suami di dalamnya.*®!

Walaupun
demikian keduanya dituntut untuk saling bekerjasama, dan saling
menghormati.

Harta bersama dalam perkawinan dapat dimasukkan dalam
bentuk syirkah al-abdan. Syirkah al-abdan yaitu dua orang
bersyarikat masing-masing mengerjakan sesuatu dengan tenaga dan
hasilnya (upah) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang
mereka buat. Walaupun dapat dikategorikan syirkah al-abdan, hukum
figih tidak membahas secara rinci tentang masalah harta bersama
dalam perkawinan. Fiqih hanya memaparkan secara garis besar saja
sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Namun
demikian ulama Indonesia ketika merumuskan KHI setuju untuk
mengambil syirkah al-abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-
kaidah harta bersama. Perumusan harta bersama dalam KHI
dilakukan dengan pendekatan jalur syirkah al-abdan dengan hukum
adat.*®

dalam kajian usul figih.

Hal ini sesuai dengan kebolehan ‘urf” menjadi sumber hukum

*Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, h. 96.
*'Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, h. 96-97.

*2Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.
111.
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Menurut Djojodigoeno yang dikutip Dewi Wulansari lahirnya
aturan harta bersama dalam hukum adat berasal dari pemahaman
bahwa hubungan suami istri setelah perkawinan bukan saja hubungan
perikatan tetapi juga merupakan kehidupan dalam somah (keluarga).
Di dalam somah terjadi ikatan antara suami istri yang sedemikian
rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka disebut
suatu ketunggalan. Termasuklah ketunggalan harta benda dalam
perkawinan yang dikenal dengan harga gini atau gono-gini.*®

Terdapat empat syarat terbentuknya harta bersama menurut
hukum adat sebelum ada pengaruh yurisprudensi Mahkamah Agung,
yaitu (1) Hidup bersama atau hidup berkeluarga. (2) Adanya
kesamaan derajat antara suami dan istri. (3) Tidak ada pengaruh
hukum Islam (perjanjian perkawinan). (4) Hubungan yang baik antara
suami istri yang terlihat adanya kerja sama yang nyata antara
keduanya. Jika dipandang dari kriteria-kriteria tersebut, maka prinsip
garis keturunan tidak menentukan ada atau tidak adanya harta
bersama. %

Menurut Yahya Harahap, jika ditinjau sejarah terbentuknya
harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta
bersama yang sebelumnya didasarkan pada syarat istri secara aktif
dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara aktif
membantu suami mencari harta, maka menurut hukum adat lama
tidak terbentuk harta bersama. Dalam perjalanannya, syarat tersebut
mendapat kritikan keras dari berbagai ahli hukum sejalan dengan
pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi. Menanggapi
kritikan tersebut terjadilah pergeseran-pergeseran nilai-nilai hukum,
puncaknya terjadi saat keluarnya yurisprudensi tetap pengadilan yang
mengesampingkan syarat istri harus aktif mewujudkan harta

493, Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h. 48.

*‘Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, h. 15, Soerjono
Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 250.
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bersama.””® Salah satunya putusan Mahkamah Agung tanggal 7
November 1956 Nomor 51 K/Sip/1956*®® yang menyatakan harta
bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan meskipun
hanya hasil kegiatan suami.

Nilai-nilai hukum yang baru dalam hukum adat tesebut
dimuat pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan dipertegas
dalam KHI pasal 1% yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah
harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan
perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.
Dengan demikian, tidak menjadi persoalan siapa yang mencarinya
dan terdaftar atas nama siapa.

Harta bersama menurut perundangan dapat dibagi dalam tiga
jenis sumber, yaitu: pertama, harta kekayaan hasil usaha bersama
antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta ini
disebut harta seuhareukat di Aceh, druwe gebru di Bali, barang gono-
gini di Jawa, ghuna-ghuna di Madura, harta saruang di Minangkabau,
barang akkaresong atau cakkarak di Sulawesi Selatan. Kedua, harta
yang diperoleh suami atau istri (secara sendiri-sendiri) dalam
perkawinan. Ketiga, harta yang berasal dari hadiah pada waktu
pernikahan  dilaksanakan.*®® Jenis ketiga ada karena telah menjadi
kelaziman pada masyarakat Indonesia apabila dilangsungkan
perkawinan, masyarakat memberikan barang-barang atau uang
sebagai hadiah bagi kedua mempelai.

Mengenai pembagian harta bersama, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 mengatur: “Bila perkawinan putus karena perceraian,

*M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta
Putusan Pengadilan Artbitrase dan Standar Hukum Eksekusi (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1993), h. 194. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 50.

*Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 51 K/Sip/1956 tanggal 7 November
19567 dalam R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung, h. 58. Amar putusannya menyebutkan: “Menurut hukum adat semua harta
yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono-gini,
meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri.”

*"Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 butir a.

985 0erjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 248.
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harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”*® Di
dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud
hukumnya masing-masing adalah hukum adat, hukum agama, dan
hukum lainnya. Di sini hukum adat disebut sebagai hukum yang
nantinya akan mengatur persoalan harta bersama jika perkawinan
bubar karena perceraian*’® atau salah satu pihak meninggal.

Harta bersama adalah bentuk kerja sama atau syarrkah
sehingga akan dibagi apabila salah satu dari suami istri meninggal
atau terjadi perceraian. Terdapat perbedaan pembagian harta bersama
berkenaan dengan besaran bagian suami-istri. Pembagian tersebut
bisa dibagi dua sama rata atau dibagi dua tetapi salah satu pihak
mendapat bagian yang lebih besar. Contohnya beberapa daerah di
Jawa Tengah mengenal asas sakgendong sakpukul yang melahirkan
kebiasaan bagian suami mendapat 2/3 dan istri mendapat 1/3.*"

Untuk mengetahui tentang bagian besaran pembagian harta
bersama dapat ditempuh dengan merujuk yurisprudensi mengenai
pembagian harta bersama di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat
beberapa yurisprudensi yang membagi harta bersama baik sama rata
(masing 1/2) untuk suami-istri ataupun tidak. Di antara daerah
tersebut:

a) Di Aceh berdasarkan putusan Nomor 1476 K/Sip/1982 tanggal
19 Juli 1983 yang menyatakan istri mendapat separuh harta bersama.
b) Di Minangkabau berdasarkan putusan Nomor 120 K/Sip/1960
tanggal 9 April 1960 yang menyatakan harta pencarian harus dibagi
sama rata antara suami istri.

*9Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, pasal 37.

0 Abdurraman, “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat
dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum dan Pembangunan”, [t.p.], 1983, h.
397.

“"'Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dalam Perspektif Islam,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat’, Perspektif, vol. 21
nomor 3, 2014, h. 210.
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c) Di Jawa Barat berdasarkan putusan Nomor 261 K/Sip/1972
tanggal 12 Agustus 1972 yang salah satu amarnya menyebutkan
bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat janda berhak 1/2 dari harta
campur kaya.

d) Di Jawa Tengah berdasarkan putusan Nomor 263 K/Sip/1959
tanggal 9 September 1959 yang memberikan kekuasaan pada janda
untuk memegang harta perkawinan yang nantinya akan dibagikan
kepada anak-anaknya.

e) Di Jawa Timur berdasarkan putusan Nomor 561 K/Sip/1968
tanggal 29 April 1970 dan Nomor 444 K/Sip/1075 tanggal 9
September 1976 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak
mendapatkan 1/2 dari harta gono-gini*"”

Dari beberapa keputusan pengadilan terkait pembagian harta
perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa umumnya masyarakat
Indonesia membagi harta bersama sama rata antara bagian suami dan
istri. Berbagai keputusan yang sama tentang bagian harta bersama
menunjukkan telah terbentuk hukum dalam hal ini yang terus-
menerus menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa harta bersama
yang disebut dengan yurisprudensi tetap. Ketetapan ini sudah berlaku
sejak tahun 1959 sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan
Mahkamah Agung tanggal 7 bulan Maret 1959 Nomor 393/Sip/1958
yang menyebutkan: “Telah menjadi jurisprudensi tetap dari
Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separoh dari harta
gono-gini.”*”?

Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam KHI yang
menyatakan bahwa bila terjadi cerai mati (salah satu dari suami-istri
meninggal), maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang
masih hidup. Demikian pula dalam peristiwa cerai hidup masing-
masing janda dan duda memeroleh 1/2 dari harta bersama selama

*2C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h. 136-153.

*“Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 393 K/Sip/1958 tanggal 7 Maret
19597 dalam R Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung, h. 61.
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tidak ada ketentuan lain berupa perjanjian yang pernah disepakati
keduanya terkait harta perkawinan sebelum terjadi perkawinan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya diketahui bahwa aturan
harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI
lebih sesuai dan lebih terang sumbernya berasal dari konsep harta
bersama dalam hukum adat Indonesia dari pada konsep harta syarikah
dalam fiqih. Alasan utama yang dapat dikemukakan yaitu harta
bersama dalam perundangan terjadi dengan sendirinya sebagai akibat
hukum dari perkawinan sebagaimana berlaku dalam hukum adat,
sedangkan harta syarikah tidak dapat terwujud kecuali ada
kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu lembaga harta
bersama adalah lembaga khusus yang dikenal dalam hukum adat
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan sedangkan
harta syarikah dikenal dalam muamalah secara umum yang ditarik ke
dalam bab perkawinan. Lebih lanjut, penerapan konsep harta syarikah
dalam perkawinan berarti memandang perkawinan sebagai muamalah
harta biasa yang disamakan dengan jual beli, sewa menyewa, dan
sebagainya.

K. Hak Perwalian

Perwalian adalah penanganan orang dewasa terhadap urusan
al-qasir (orang yang tidak cakap hukum) baik berkenaan dengan jiwa
maupun harta.*’* Abu Zahrah yang bermazhab Hanafi membagi
perwalian dalam arti pengurusan anak menjadi tiga. Pertama,
perwalian pendidikan awal yang disebut hadanah. Kedua, perwalian
terhadap jiwa berupa pemeliharaan dan perlindungannya. Perwalian
ini berlaku bagi anak-anak yang telah melewati usia hadanah sampai
umur balig bagitu pula orang gila, idiot, gadis, dan janda yang merasa
tidak aman atas dirinya. Ketiga, perwalian atas harta yang berlaku
bagi anak-anak, orang gila dan idiot, orang yang boros dan sering

475

lalai, dan orang-orang lemah sesuai kadar kelemahannya.”” Dalam

*"*Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI, h. 705.
*Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, h. 458.
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kajian ini yang dibahas adalah perwalian dalam arti khusus
sebagaimana di atas yaitu pembagian yang kedua dan ketiga
khususnya perwalian terhadap anak.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan ketentuan
tentang perwalian. Keduanya juga membagi perwalian menjadi
perwalian diri dan harta. Perbedaannya, KHI menjelaskan secara rinci
khususnya pada kewajiban dan ketentuan bagi wali. Perbedaan yang
paling terlihat pada batasan umur, undang-undang menyatakan
perwalian berlaku bagi anak di bawah 18 tahun sedangkan KHI

® Perbedaan umur di sini

menyatakan di bawah 21 tahun.*’
menandakan perbedaan umur dewasa menurut kedua aturan ini.

Figih menjelaskan secara detail tentang siapa saja yang berhak
menjadi wali. Akan tetapi setiap mazhab berbeda dalam menentukan
siapa dan bagaimana urutan wali. Keempat mazhab hanya sepakat
pada ayah dan wali dari pihak sekandung dan dari garis ayah, kecuali
dari mazhab Hanafi yang memberikan perwalian bagi ibu jika tidak
ada lagi asabah.*"’

Undang-undang dan KHI tidak mengatur secara rinci siapa
saja yang berhak menjadi wali dan urutannya. Berbeda dengan fiqgih,
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perwalian
dilakukan bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

tua.478

Dalam artian, aturan perkawinan memberikan pengertian lebih
sempit dengan tidak memasukkan orang tua sebagai wali. Undang-
undang dan KHI mengatur secara umum yang menjadi wali dengan

redaksi yang sama:

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 51 & 52. Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal
107-112.

*"Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI, h. 706-710.

*®Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 50 ayat (1).
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Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut
atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil,
jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*”

Berbeda dengan figih ketentuan KHI juga tidak memberikan aturan
jelas mengenai wurutan wali. Salah satu sebabnya adalah
keanekaragaman pendapat dalam hal ini dan perbedaan ruang lingkup
perwalian dalam pandangan undang-undang Indonesia dan figih.
Dengan demikian, penentuan tentang yang lebih berhak menjadi wali
tergantung pada kedekatan pada seseorang yang ada di bawah
perwalian. Di sinilah persinggungan yang nyata dengan hukum yang
hidup di tengah masyarakat yang mengatur hal ini, yaitu hukum adat.

Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah
satu dari kedua orang tua, tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini
disebabkan di dalam perceraian dan meninggalnya salah satu orang
tua, anak-anak masih bersama salah satu dari kedua orang tuanya dan
orang tua yang masih hiduplah yang memeliharanya. Dengan
demikian, yang paling memungkinkan terjadi perwalian adalah bila
kedua orang tua dari anak yang belum dewasa meninggal dunia.
Dengan meninggalnya kedua orang tua, anak-anak menjadi yatim
piatu sehingga mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang

tua.480

Rumusan ini sangat sejalan dengan aturan undang-undang,
atau bisa saja undang-undanglah yang mengambil konsep pengertian
perwalian dari praktik masyarakat.

Pemeliharaan anak yatim piatu dalam masyarakat Indonesia
berbeda-beda tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Pada
sistem kekeluargaan bilateral, pemeliharaaan anak tersebut dilakukan
oleh salah satu dari keluarga pihak bapak atau pihak ibu yang

terdekat seperti paman atau bibi dan nenek atau kakek. Lazimnya di

“PRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 51 ayat (2). Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal
107 ayat (4).

480Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 25, Bushar Muhammad,
Pokok-Pokok Hukum Adat, h. 11.
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Indonesia pemeliharaan anak itu dilakukan oleh kakek dan neneknya
jika keduanya masih mampu. Pada masyarakat unilateral matrilinear,
anak jika kedua orang tuanya meninggal dunia akan dipelihara oleh
pihak kerabat ibu. Pada masyarakat unilateral patrilinear
pemiliharaan anak tersebut dilakukan oleh kerabat pihak bapak.*®'
Berdasarkan konsep ini, yang menjadi wali adalah mereka yang
melakukan pemeliharaan.

Pada poin-poin mengenai pengelolaan harta perwalian KHI
mencantumkan khusus pada pasal 112 tentang penggunaan harta
tersebut bagi wali yang fakir, dengan redaksi:

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah

perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya

menurut kepatutan atau bil ma‘ruf kalau wali itu fakir.

Aturan ini berdasarkan Q.S al-Nisa’ (4): 6 sebagai acuan perwalian
harta:

Bl TS b G5 2 a5 Casnindl B2 O 055 .

Terjemahnya:

Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka

hendaknyalah ia menahan diri (dari memakan harata anak

yatim) dan barang siapa yang fakir maka bolehlah ia makan
dari harta itu dengan cara yang patut (ma‘ruf).**

Al-Qurtubi memaparkan perbedaan pendapat mufassirin
dalam memahami potongan ayat ini, 'yang dibagi dalam dua
kelompok. Pertama, kelompok yang melihat zahirnya ayat ini
berpendapat bahwa bagi orang yang mampu diharamkan untuk
memakan dan menggunakan apa pun dari harta anak yatim sedangkan

bagi orang yang miskin diperbolehkan untuk menggunakannya

®1gt. Laksanto Utomo, Hukum Adat (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016), h. 86-87. Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat (Cet 1; Bandung:
Pustaka Setia, 2015), h. 128. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 258.

*2Kementerian Agama R, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 77.
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secukupnya saja sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian lagi
membolehkan hanya jika harta anak tersebut banyak dan
membutuhkan pengaturan yang menyita waktu dan tenaga maka bagi
wali yang miskin boleh mengambil upah sedikit dari harta itu untuk
minum dan makan secukupnya sesuai dengan kadar kebiasaan
diperbolehkan. Pendapat pertama ini diikuti oleh al-Auza‘i beberapa
ulama lainnya.

Kedua, kelompok yang memahami ayat ini berkenaan dengan
harta pribadi yang dikaitkan dengan harta anak yatim sebagai
kesatuan topik larangan mencampurkan harta wali dengan harta
orang yang ada dalam perwaliannya di ayat ke-2*® dari surat ini.
Selain itu juga terdapat ayat*®* yang melarang secara tegas untuk
memakan harta anak yatim dan ayat yang melarang untuk makan
harta orang lain kecuali ada transaksi atau izin.”® Pendapat kedua ini

*3Q.S. al-Nisa’ (4): 2:
0 s 05 1) S0t ) Bl LT N iy &3 e N st el i,
Terjemahnya:
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta
mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan
jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya itu
adalah dosa yang besar.

*Q.S. al-Nisa’ (4): 10:
i Osliacns 6 £k 3 O, W Wb L 01l 6,8 2,0 &y
Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim ,
sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya dan mereka akan
dimasukkan dalam api yang menyala-nyala (neraka).
#5Q.S. al-Nisa (4): 29:
i i e B 5,55 BT bl 188 S0l LG Y T sl
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar kerelaan di antara kamu.
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diikuti oleh al-Tabari dan beberapa ulama lainnya.**® Al-Qurtubi
memilih pendapat yang kedua ini sebagai bentuk kehati-hatian.

Dengan demikian, aturan KHI lebih mengarah pada pendapat
pertama. Hal ini dipandang lebih sesuai dengan kondisi saat ini yang
membutuhkan banyak pengeluaran baik perhatian, waktu, dan biaya
dalam mengurus harta perwalian yang tidak dapat dilakukan oleh
wali yang miskin jika tidak mengambil dari harta tersebut. Kebolehan
di sini dapat didasarkan pada adanya keadaan darurah atau adanya
hajah (kebutuhan yang mendesak). Ukuran atau jumlah a/-ma‘ruf
yang boleh dipergunakan kembali lagi pada kebiasaan yang berlaku
pada suatu tempat dan pada suatu masa.

L. Masa Berkabung Suami

Masa berkabung (7/hAdad) umumnya hanya bagi istri yang
suaminya meninggal. Di samping menjalani masa iddah sclama 4
bulan 10 hari dalam masa itu tidak boleh kawin, ia juga harus melalui
masa berkabung salam waktu iddah tersebut. /hdad menurut beberapa
kitab figih adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat menggoda laki-
laki kepadanya selama menjalani masa 7ddah. Tujuan berkabung
adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang
meninggal. Dasar 7hdad bagi istri dijelaskan Rasulullah saw. dalam
beberapa hadisnya di antaranya:
dedn o dn 0 J S Bas 0B &l 8 Eagg o 206

-
et

PN K g/; °lG. < Q,, ol ~ M Q/ @ A o 1w ,) >
S5 A3 B96 f o Yy idly AN Sl 0T Jles Slelssa

*Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Ansari Syams al-Din
al-Qurtubi, al-Jami‘u li Ahkam al-Qur’an, Juz 5 (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-
Misriyyah, YYA4 H/ 1968 M), h. 41-44.
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Artinya:

Seseorang wanita datang menemui Rasulullah saw., kemudian
berkata: Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati
suaminya,sedangkan ia:mengeluh karena kedua matanya sakit,
bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah
saw. menjawab; “tidak boleh”. Beliau mengatakan itu dua
atau tiga kali. Setiap setelah berkata “tidak boleh” beliau
bersabda: Sesungguhnya ‘%ddah wanita itu empat bulan
sepuluh hari. Sesungguhnya dulu ada wanita di antaramu yang
ber-7ihdad selama satu tahun penuh.

Perempuan yang ber-iidad membatasi diri dalam memakai
wangi-wangian  kecuali untuk menghilangkan bau badan,
menggunakan perhiasan, menghias diri, dan bermalam di luar tempat
tinggalnya."® Ketentuan figih tentang berkabung hanya ditujukan
pada istri yang suaminya meninggal dan tidak didapatkan ihdad
suami karena istrinya meninggal.

Walaupun 7hdad bagi suami tidak dibahas dalam fiqih, KHI
memberikan aturan umum tentang masa berkabung bagi istri dan juga
suami sebagaimana disebutkan dalam bab ke-21 pasal 170:

(1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib
melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai
tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya
fitnah.

(2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa
berkabung menurut kepatutan.*®

*"Muhammad bin Isma‘il Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h.
59, nomor 5336.

*8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 320-321.
*Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 170.
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Ketiadaan 7hdad bagi suami selain karena tidak ada dalilnya juga
karena pengertian 7/Adad yang dikemukakan figih dikhususkan bagi
istri yaitu menahan diri hal-hal yang menarik perhatian seperti
berdandan. Walaupun sebenarnya figih mengenal masa tunggu bagi
suami yang menyerupai iddah bagi istri. Dalam hal ini, suami juga
menunggu habisnya masa iddah istri kemudian baru dapat menikah
lagi khususnya dalam dalam kasus talak raj 7.

Walaupun figih tidak mengenal masa berkabung untuk suami,
adanya masa berkabung bagi suami karena kematian istri dalam KHI
sangat beralasan karena yang perlu untuk dihormati dan dikenang
tidak hanya suami yang meninggal tetapi juga bagi istri yang
meninggal. Dalam masyarakat Indonesia memandang buruk seorang
yang baru saja ditinggal mati istrinya segera melangsungkan
perkawinan. Maka menunggu beberapa waktu sebagai bentuk
penghargaan dan cinta bagi istri yang meninggal dan juga menjaga
perasaan  keluarga istri adalah budaya baik yang sudah dipegang
masyarakat.

Lama masa berkabung suami tidak ditentukan dalam KHI.
Selain karena tidak ada dalam figih juga tidak adanya keseragaman
masalah =~ kepatutan dalam  masyarakat, schingga sangat
memungkinkan terjadi perbedaan antara suatu daerah dengan daerah
yang lain. Di Jawa dan beberapa daerah lainnya mengenal hari-hari
selametan (sedekah) kematian seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan
1000 hari. Contoh di desa Ngimbang Kabupaten Tuban, penelitian
Erfina Nur Inayah®® menyimpulkan bahwa sebagian besar
masyarakat di daerah tersebut menetapkan kepatutan masa
berkabung adalah sama seperti 7hdad istri yaitu 4 bulan 10 hari.
Kemudian kepatutan suami untuk menikah. lagi setelah istri
meninggal adalah 1000 hari. Suvami dalam masa berkabung
selayaknya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan
tidak berhubungan dengan wanita lain kecuali untuk keperluan
penting. Demikianlah masa berkabung yang patut bagi suami sangat
tergantung pada pandangan dan kebiasaan masyarakat setempat.

*Erfiana Nur Inayah, “Masa Berkabung bagi Suami di Desa Ngimbang
Perspektif Hukum Islam dan KHI’, al-Hukuma, vol. 7 nomor 1, 2017, h. 120.
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BAB VII
IMPLEMENTASI ‘URF DALAM BIDANG
KEWARISAN DAN WAKAF

A. Penerapan ‘Urfdalam Bidang Kewarisan

Bentuk penerapan ‘urf dalam kewarisan hampir semuanya
dalam bentuk dasar hukum yang melandasi perumusan beberapa
materi kawarisan. ‘Urf dalam buku kewarisan hampir semuanya
berasal dari hukum kewarisan adat yang berlaku, sebagai usaha
unifikasi hukum kewarisan di Indonesia.

1. Perluasan halangan kewarisan

Sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan
kekerabatan atau hubungan perkawinan. Akan tetapi adanya sebab
tersebut tidak menjamin pasti hak kewarisan karena masih
bergantung pada hal lain yaitu bebas dari penghalang kewarisan.
Dengan adanya penghalang maka hukum tidak terjadi atau tidak ada.
Hukum Islam menetapkan dua keadaan yang menjadi penghalang
kewarisan yaitu pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada
pewaris dan perbedaan agama antara keduanya.

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak
warisan dari yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis
Rasulullah saw. di antaranya:

s B o 106 A O3 B 06 ek e
Artinya:
Dari Umar  bin * Khattab,” bahwasanya Rasulullah saw.
bersabda: “Tidak ada bagian warisan bagi pembunuh.”

Terdapat beberapa jenis pembunuhan yaitu pembunuhan yang
dibolehkan (haq) seperti dalam medan perang, dalam pelaksanaan

“'Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Asbahi al-Madani, Muwatta al-
Imam Malik Riwayah Abu Mus‘ab al-Zuhri, Juz 11 ([t.t]: Muassasah al-Risalah,
1412 H), h. 246.
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hukuman mati, dan karena membela jiwa, harta, atau kehormatan.
Selanjutnya pembunuhan yang melawan hukum (gair haqg) yaitu yang
dilarang agama seperti pembunuhan disengaja, pembunuhan tersalah,
pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan diperlakukan seperti
bersalah.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis
pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan. Mazhab Hanafi
berpendapat bahwa yang menghalangi kawarisan hanyalah
pembunuhan yang dikenai sanksi gisas yaitu pembunuhan yang
terbukti secara nyata sengaja dilakukan. Mazhab Maliki menyatakan
bahwa pembunuhan yang menghalangi adalah yang disengaja.
Mazhab Syafi‘i berpendapat semua jenis pembunuhan menghalangi
kewarisan. Adapun mazhab Hanbali berpendapat yang terhalang
kewarisannya adalah pembunuhan yang gair hag.**

Penghalang kedua ialah perbedaan agama yang menyebabkan
seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang kafir, begitu pula yang
kafir tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.*”> Halangan ini
berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. yang menerangkannya
secara jelas, salah satunya:

Y5 & ead &g ¥ 16 g e Jo 2 Sl s Gl
iﬂt.//o ;E\ j—é@‘ é)j.
Artinya:
Dari Usamah bin Ziad, bahwasanya Nabi saw. bersabda:

“Seorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir, dan
seorang yang kafir tidak mewarisi seorang yang muslim.”

492 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. 111, Jakarta: Kencana,
2008), h. 194-195.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 196.

*“Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Quraisyi al-Naisaburi, Sahih
Muslim, Juz 111 (Bairut: Dar Thya al-Turas al-‘ Arabi, [t.t]), h. 1233 nomor 1614.
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Dapat diketahui dari hadis ini bahwa seorang yang berbeda agama
tidak punya wewenang®’> antara keduanya untuk mewarisi. Adapun
bagi yang membunuh terhalang mendapatkan warisan karena
membunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau
perkawinan.

Halangan perkawinan yang diatur KHI memiliki perbedaan

dengan ketentuan figih, sebagaimana disebutkan:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

dihukum karena :

a.. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya berat pada pewaris.

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang
diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman
yang lebih berat.**

Halangan kewarisan yang disebutkan secara jelas dalam KHI
jelas hanya pada hal yang dapat memutus hubungan kekerabatan
yaitu pembunuhan.*”’ Pembunuhan di sini diperluas dengan
percobaan dan penganiayaan berat. KHI menambahkan halangan lain
berupa perbuatan memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang
diancam minimal 5 tahun penjara. Percobaan pembunuhan,

93 Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 141:
Skt GBS 2 ez o5
Terjemahnya:

...Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir terhadap orang
mukmin.

*SRepublik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 173.

#7Adapun halangan sebab tidak ada wewenang karena perbedaan agama
dapat dipahami secara tersirat dalam KHI pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu

identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi

yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya

atau lingkungannya.

Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia | 191



menganiaya, dan memfitnah pewaris menjadi penghalang kewarisan
merupakan hal baru yang tidak pernah ditemukan dalam figih mazhab
mana pun.”® Kedua hal ini berlaku setelah mendapatkan keputusan
inkracht dari pengadilan. Meskipun perluasan ini merupakan hal yang
baru, akan tetapi masih dalam ruang lingkup perbuatan yang merusak
hubungan kekerabatan.

Halangan kewarisan dalam hukum adat lebih luas dari pada
yang diatur dalam fiqih dan hampir sama dengan aturan KHI. Hilman

** menjelaskan bahwa adakalanya sescorang kehilangan

Hadikusuma
hak mewarisi karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum
adat. Terdapat beberapa hal yang menghilangkan hak mewarisi antara
lain: pertama, membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa
pewaris atau anggota keluarga pewaris. Kedua, melakukan
penganiayaan atau perbuatan yang merugikan kehidupan pewaris.
Ketiga, melakukan perbuatan tidak baik, durhaka, atau menjatuhkan
nama baik pawaris atau nama baik kerabat pewaris dengan menuduh
melakukan perbuatan tercela. Di dalam hukum adat ditemukan bahwa
menfitnah dapat menjadi halangan mewarisi tetapi tidak ada
ketentuan fitnah atas kejahatan yang diancam 5 tahun. Keterangan 5
tahun ini terdapat atau diambil dari KUH Perdata pasal 838 mengenai
orang yang tidak pantas menjadi ahli waris dengan redaksi yang
hampir sama dengan redaksi KHI.>"’

Demikianlah KHI memperluas cakupan perbuatan yang dapat
merusak kekerabatan dengan menambahkan materi hukum dari
hukum adat dan KUH Perdata. Dengan kata lain aturan mengenai
halangan mewarisi adalah hasil perpaduan antara figih, hukum adat,

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 328.

*SHilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Cet. VIII; Citra Aditya Bakti,
2015), h. 108. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 263.

*Republik Indonesia, Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, pasal 383
ayat (2):

“Dia yang dengan keputusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan

fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima

tahun atau hukuman yang lebih berat.”

192 | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dkk.



dan KUH Perdata. Alasan yang dapat diterima dari perluasan ini
adalah untuk mencegah pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan
lainnya terhadap pewaris. Akan tetapi KHI mengalpakan untuk
menyebutkan (secara jelas) perbedaan agama sebagai halangan
kewarisan padahal sudah tercantum dalam figih dengan dalil-dalil nas
yang kuat.

2. Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan (musyawarah)

Masyarakat Indonesia banyak melakukan pembagian warisan
dengan cara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh para ahli waris
yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap mampu menjadi
penengah dan berlaku adil, ataupun kerabat yang dituakan. ™'
Bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris adalah hasil
kesepakatan musyawarah ahli waris. Dalam pembagian ini, bagian
masing-masing ahli waris tidak ditentukan berdasarkan hitungan
matematika. Pembagian warisan selalu didasarkan atas pertimbangan
mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan
di samping asas kesamaan hak bagi semua ahli waris.’*

Masyarakat Banjar dapat menjadi salah satu contoh
pembagian kekeluargaan ini yang dikenal dengan budaya badamai.
Pembagian adat badamai ini diwujudkan dengan pola pembagian
waris secara faraid-islah dan is/ah. Pola faraid-islah dilakukan dengan
cara faraid atau hukum waris Islam terlebih dahulu. Setelah diketahui
siapa ahli waris atau penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah
wasiat dan setiap orang mengetahui besarannya, kemudian mereka
bermusyawarah untuk mengatur bagian masing-masing. Adapun pola
islah dilakukan 'hanya dengan cara musyawarah .mufakat tanpa
melalui proses perhitungan faraid terlebih dahulu. Bagian yang
diterima masing-masing ahli waris dapat bervariasi karena tidak

1. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h 79.
%2Hjilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 105.
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memakai persentase tertentu.’” Praktik faraid-islah di Banjar juga
banyak digunakan di Medan. Pembagian sama rata antara laki-laki
dan perempuan menjadi salah satu bentuk kesepakatan yang biasa
terjadi. Banyak kasus kewarisan yang diselesaikan dengan cara ini
baik melalui putusan keluarga maupun putusan majelis hakim.”**
Adanya sistem kesepakatan pembagian warisan yang
dipraktikkan masyarakat menyebabkan ahli waris dapat merelakan
atau menggugurkan haknya dan menyerahkan bagiannya pada ahli
waris yang lain. Cara pembagian warisan ini diakui oleh KHI yang
menyatakan: ~“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan
perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing

menyadari bagiannya.”"

Ketentuan ini memberikan ruang yang luas
bagi sistem pembagian warisan di masyarakat yang membagi
warisannya berdasarkan kesepakatan dalam keluarga yang berdasar
pada adat kebiasaan setempat.

Satria Effendi’*® menjelaskan alasan pembagian dengan cara
kekeluargaan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan
memahami kedudukan kewarisan dalam falkif. Hukum Islam terbagi
pada dua kategori, 1) hak Allah atau hak umum dan 2) hak hamba
atau hak perorangan. Kategori ini bukanlah pemisahan karena semua
hukum Allah itu wajib ditaati. Maksud pembagian tersebut antara
lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam

507

penyelesaiannya terdapat alternatif lain (hak hamba™™') dan mana

*%Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum
Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press,
2010), h. 82-84.

*%Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum
Waris, h. 185.

*%Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 183.

*Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet.
III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 340.

*’Hak hamba adalah hak-hak yang bila dilanggar, akan merugikan diri
seseorang yang bersangkutan dan tidak merugikan orang lain. Misalnya hak
berhubungan dengan harta benda perorangan. Untuk memelihara hak-hak ini di
dalam Islam dirumuskan aturan-aturan hukum muamalat.
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yang tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali
seperti ketentuan yang tertulis (hak Allah>").

Abd Wahhab Khallaf"”® menerangkan bahwa tidak ada
alternatif kecuali melaksanakan hukum yang telah ditentukan dalam
masalah yang berhubungan dengan hak umum dan tak seorang pun
berwenang untuk menggugurkan dan memaafkannya. Oleh karena itu
pelanggaran terhadap hak umum tidak bisa diselesaikan dengan
kekeluargaan atau berdamai. Adaput takiif yang berkaitan dengan
hak perorangan, dalam figih ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan bidang ini bila dilanggar, sepenuhnya terserah kepada pemilik
hak yang dilanggar apakah menuntut atau memaafkan. Begitu pula
tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan secara
damai atau secara kekeluargaan.

Abu Zahrah membagi hukum yang ada berdasarkan pendapat-
pendapat ulama menjadi empat: hukum yang termasuk hak Allah
saja, hukum yang termasuk hak hamba saja, hukum yang berkumpul
di dalamnya kedua hak tersebut tetapi lebih dominan hak Allah, dan
terakhir hukum yang lebih dominan hak hamba. Beliau menegaskan
bahwa hak seseorang mewarisi harta peninggalan termasuk dalam hak

. 51
hamba atau hak perorangan secara murni.’"*

Penegasan ini

mensejajarkan hak mewarisi dengan hak menagih atau menerima

piutang dan masalah lainnya yang termasuk pemilikan harta.
Sebenarnya dalam figih juga mengenal pembagian dengan

perdamaian yang mengarah kepada musyawarah yaitu takharuj.

*%Hak Allah adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum
yang bila dilanggar akan merusak hubungan seseorang dengan Allah atau
hubungannya dengan orang lain, serta bisa menggoncang stabilitas ketentraman
orang banyak. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain: manjaga kehormatan
dan keturunan, oleh karena itu dilarang berzina; menjaga harta untuk itu
diharamkan mencuri; menjaga agama untuk itu dilarang murtad, dan menjaga akal
pikiran untuk itu dilarang mengonsumsi benda yang dapat merusak akal.

39 Abd al-Wahhab Khallaf, Z/m Usal al-Figh (Cet. 1I; Jeddah: al-Haramain,
1425 H/2004 M), 210-215.

YAbu Zahrah, Usul al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1388 H/1958
M), h. 324-
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Motede takharuj yang dipelopori olah mazhab Hanafi ini biasa
diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris

dengan penggantian haknya. Cara takharujini dapat ditempuh dengan
pola faraid-islah dan islah sebagaimana contoh di atas. Yang berbeda
dari takharuj ialah kelaziman adanya penggantian dari hak ahli waris
yang diserahkan pada ahli waris lain. Penggantian dapat diambil dari
ahli waris yang diberikan hak kewarisan dari ahli waris lain, atau dari
harta semua ahli waris di luar hak yang mereka terima dari harta
warisan, dapat pula diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri.’"!

Tidak-ada dalil nas yang menunjukkan pengecualian dalam
bentuk takharyj dari hukum kewarisan Islam, tetapi adanya kerelaan
dan rasa keadilan bagi para ahli waris dapat menjadi acuan.’?
Takharuj, islah (perdamaian), atau pembagian dengan musyarawah
dapat dibenarkan karena kewarisan adalah hak perorangan juga
karena mendatangkan kemaslahatan yang nyata. Dasar kemaslahatan
itu semakin kuat dengan telah menjadi kebiasaan dan hukum yang
hidup di masyarakat.

3. Ahli waris pengganti

Salah satu yang menjadi perbincangan dari materi hukum KHI
adalah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris
yang menggantikan posisi orang tuanya yang terlebih dahulu
meninggal dari pada pewaris.”"> KHI mengatur ahli waris pengganti
dalam pasal 185:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si

pewaris maka  kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka-yang tersebut dalam pasal 173.

*"Tonu Humam, Syarh Fath al-Qadir, Juz 111 (Mesir: Mustafa al-Babi al-
Halabi, 1070), h. 439. Yusuf Musa, al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam (Kairo: Dar al-
Ma‘arif, 1960), h. 373. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 297-302.

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 299.

Y an Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h.
320.
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(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi
dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan pasal tersebut, cucu (laki-laki dan perempuan)
berhak memeroleh bagian warisan yang ditinggalkan kakek/neneknya
apabila orang tua cucu tersebut lebih dahulu atau bersamaan
meninggal dengan kakek/nenek dengan perolehan sebesar bagian
yang didapatkan orang tuanya jika masih hidup.

Aturan waris pengganti berasal dari hukum adat yang telah
menjadi hukum tertulis melalui yurisprudensi. Sebagaimana telah
dijelaskan, salah satu jalur perumusan KHI melalui yurisprudensi
kasus-kasus yang telah diputus di pengadilan. Selain itu adanya
keterlibatan beberapa ahli hukum seperti Hazairin yang berusaha
menyeralaskan antara hukum adat dengan hukum Islam sedikit
banyak telah memengaruhi muatan KHI.>'*

Menurut Hazairin landasan ahli waris pengganti adalah Q.S.
al-Nisa’ (4): 33:

e SASD SSOGT BAGE (Mg ONIs O A G lies las XISy

Vggd g 2% 25 o 87l Of

Bagi Hazairin terjemahan yang tepat dari ayat ini adalah:

Bagi setiap orang Allah mengadakan mawali (pengganti) bagi
harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, dan (jika ada)
orang-orang yang kamu telah bersumpah . setia dengan
mereka, © maka “berilah® ‘kepada® 'mereka  bagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.’"

Terjemahan dan pengertian yang diberikan Hazairin tersebut

berbeda dengan terjemahan baku para ulama. Secara dominan para

*“Hajar M, “Asal-Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif
Hukum Islam, Asy-Syari‘ah’, vol. 50 nomor 1, 2016, h. 55 dan 59.

*“Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan hadits
(Cet. VI; Jakarta: Tintamas, 1982), h. 29-31.
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ulama menerjemahkan mawali lebih kepada ahli waris bukan
pengganti.

Mengenai yurisprudensi, banyak putusan hakim yang
menetapkan dan menguatkan ahli waris pengganti yang berlaku
dalam masyarakat salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung
tanggal 18 Maret 1959 Nomor 391 K/Sip/1598 dalam amar
putusannya disebutkan:

Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang

ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang

yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dan garis
menurun.

Subekti memberikan catatan bahwa putusan di atas
menunjukkan Mahkamah Agung menegaskan hak cucu untuk
menggantikan kedudukan ayah sebagai ahli waris. Boleh dikatakan
bahwa adat Indonesia pada umumnya mengenal penggantian ahli
waris. Menurut beliau hukum Islam tidak mengenal penggantian ahli
waris karena berdasarkan syarat kewarisan Islam, kewarisan terjadi
jika ada yang meninggal (pewaris) dan ada yang masih hidup (ahli
waris).’'® Dengan demikian ahli waris adalah orang ada (hidup)
sewaktu pewaris meninggal dunia.

Penggantian warisan (pl/aatsver vulling) sebagai akibat dari
pemikiran bahwa harta benda keluarga dari semula disediakan
17 Latar

belakang lain adalah hukum waris adat mengenal dua garis pokok

sebagai dasar material kehidupan keluarga dan keturunannya.

untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris yaitu garis pokok
keutamaan dan garis pokok pengganti,”'® sehingga ahli waris terdiri
dari ahli waris utama dan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti

*Mahkamah Agung, Putusan Nomor 391 K/Sip/1958 tanggal 18 Maret
1959 dalam R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung h. 98-99.

SR, Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Cet XII; Jakarta: 1989), h.
85.

S8Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 261.
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akan mendapat tempat ahli waris utama bila ahli waris utama tidak
ada.

Sebenarnya figih mengenal pewarisan kepada cucu jika orang
tuanya meninggal terlebih dahulu yang mirip seperti ahli waris
pengganti. Tetapi kedudukan cucu di sini tidak sebagai pengganti
tetapi memang termasuk ahli waris. Al-Ramli menerangkan
ketentuan cucu sebagai ahli waris yang dapat ditarik perbedaannya
dengan cucu sebagai ahli waris pengganti yang diatur KHI sebagai
berikut:

1) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menempati kedudukan
ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak.

2) Cucu tersebut baru mendapat warisan apabila si pewaris tidak
meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup.

3) Hak yang diperoleh belum tentu sama dengan hak orang
tuanya yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris.”"

Di beberapa negara Islam seperti di Mesir, cucu yang orang
tuanya meninggal juga mendapatkan warisan dari nenek dan
kakeknya melalui wasiat wajibah walaupun telah terhijab oleh anak
pewaris. Wasiat wajibah merupakan solusi dari faraid figih klasik
yang tidak memberikan warisan kepada cucu yang orang tuanya telah
meninggal lebih dahulu. Solusi ini berasal dari pendapat Ibnu Hazm
yang menyatakan bahwa untuk kerabat dekat yang tidak
mendapatkan warisan, seorang wajib memberi wasiat.’*

Berdasarkan hal ini, terdapat beberapa perbedaan ahli waris
pengganti dalam KHI dan hukum adat dengan wasiat wajibah fiqih
walaupun sama-sama solusi pemberian warisan.” Pertama perbedaan
substansi, ahli waris pengganti menggantikan kedudukan yang
digantikan sehingga haknya dapat sama persis seperti hak yang

*“Syams al-Din Muhammad bin Abu Abbas Ahmad bin Hamzah Syihab
al-Din ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz V1 (Mesir: Dar al-Bab
al-Halabi, [t.th.]), h. 17-18.

2'Republik Arab Mesir, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang
Wasiat, pasal 76. Muhammad Taha Abu al-‘Ula Khalifah, Ahkam al-Mawaris
(Kairo: Dar al-Salam, 1430 H/2009 M), h. 630.
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digantikan sedangkan wasiat wajibah memberikan bagian warisan
kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena terhijab.
Kedua, konsekuensi terhadap batas maksimal harta yang dapat
diperoleh. Bila menggunakan wasiat wajibah maka yang didapatkan
tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan. Sedangkan melalui
sistem penggantian ahli waris pengganti bisa mendapatkan lebih dari
1/3 harta. Hanya saja KHI membatasi bahwa bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang
diganti.

Meskipun ahi waris pengganti sudah mendapat legalisasi
hukum dan dipraktikkan di Pengadilan Agama tetapi tetap
menyisakan permasalahan, yaitu: pertama, sebagian ahli berpendapat
ahli waris pengganti menyalahi rukun kewarisan Islam karena
menganggap ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari
pewaris tetap sebagai ahli waris yang kedudukannya digantikan
anaknya.”' Sebagaimana diketahui syarat menjadi ahli waris adalah
masih hidup saat pewaris meninggal. Kedua, dianggap menyalahi
asas fjbari dalam kewarisan yaitu mengenai adanya keutamaan dan
hijab di dalam kewarisan. Menurut pendapat ini, menjadikan cucu —
yang sebenarnya terhijab— sebagai ahli waris pengganti telah
memberikan warisan kepada orang yang tidak berhak berdasarkan
asas jjbari. > Ketiga, penafsiran mawali (ahli waris pengganti) oleh
Hazairin bertentangan dengan pendapat sebagian besar muffasirin
yang menafsirkan mawali dengan ahli waris> bukan ahli waris
pengganti.

4. Kewarisan anak dan orangtua angkat

Ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan wasiat

wajibah. Jumhur ulama termasuk mazhab yang empat berpendapat

32'Moh. Dja‘far, Polemik Hukum Waris (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h.
216.

S2Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 193.
*Hajar M, Asal-Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti, h. 75.
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bahwa sunah berwasiat kepada kerabat, dan tidak ada wasiat yang
wajib kecuali jika berkenaan dengan hak Allah dan hak hamba seperti
hutang, titipan, zakat, haji, kaffarah, dan fidya puasa. Sebagian kecil
ulama seperti Ibnu Hazm, al-Tabari, Abu Bakar bin Abd al-‘Aziz
berpendapat bahwa wasiat wajib pula diberikan kepada orang tua dan
kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena terhijab atau adanya
penghalang kawarisan seperti perbedaan agama. Jika pewaris tidak
mewasiatkan kepada mereka maka wajib bagi ahli waris untuk
mengeluarkan dari harta peninggalan bagian tertentu jumlahnya
kepada orang tua dan kerabat yang terhijab atau mendapatkan
warisan.”?* Pendapat kelompok kedua inilah yang dimaksud wasiat
wajibah. Wasiat ini diberikan oleh hakim atau perundangan kepada
orang-orang yang dianggap berhak namun tidak mendapatkan bagian
dari harta peninggalan.

Sebab perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan dalam
memahami ayat tentang wasiat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 180:

Gt Al g pe A5 G L 18hsT e i) AU o
sl B Gs Sy
Terjemahnya:
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput
seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta,
berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan
cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa. >

Jumhur ulama memandang ayat ini telah dihapus dengan
aturan (ayat-ayat) waris melalui keterangan yang diperoleh hadis-
hadis nabi. Ibnu Hazm dan lainnya berpendapat bahwa ayat ini
dihapus berupa kewajiban wasiat bagi orang-orang yang telah

2*Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIII, h. 120.

**Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 27.
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mendapatkan warisan, adapun yang orang tua dan kerabat yang tidak
mendapatkan warisan karena terhalang tetap mendapatkan bagian.
Dalam kolompok kedua juga ada yang mengatakan ayat di atas
berlaku umum-khusus. Ayat ini bermakna umum kemudian
dikhususkan oleh ayat-ayat kewarisan. Sehingga sifat umum ayat
yang tersisa hanya untuk yang tidak mendapat warisan.’*® Pendapat
bahwa ayat ini mansukh secara terbatas dan pendapat yang
menyatakan bersifat umum-khusus sama saja karena memiliki akibat
hukum yang sama.

Kemudian pendapat kedua menjadi dasar bagi perumusan
pasal 76-78 dari Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang
Wasiat di Masir dan pasal 256-257 dari Undang-Undang Nomor 59
Tahun 1953 tentang al-Ahwal al-Syakhsiah di Suriah. Kedua
undang-undang ini memberikan wasiat yang wajib (wasiyyah
wajibah) bagi sebagian zawil arham yang tidak mendapatkan warisan
yaitu cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum kakek atau
neneknya meninggal atau ayahnya meninggal bersama dengan kakek
atau neneknya. Dalam hukum waris Islam, cucu tidak mendapatkan
warisan dari kakek-neneknya karena terhijab oleh paman dan bibi
yang masih hidup. Kadang cucu tersebut dalam keadaan miskin dan
membutuhkan sedangkan paman dan bibinya kaya dan
berkecukupan.’”’ Adapun bagian cucu dalam undang-undang Suriah
sesuai bagian ayahnya seandainya ia masih hidup yang jumlahnya
tidak melebihi 1/3 harta peninggalan, sedangkan undang-undang
Mesir memberikan 1/3 bagian harta peninggalan.’*® Demikianlah
wasiat wajibah 'dalam figih yang sudah lama diamalkan dalam
Undang-Undang Keluarga Mesir dan Suriah. Wasiat wajibah yang

32Muhammad Taha Abu al-*Ula Khalifah, Ahkam al-Mawaris, h. 631.
2\Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIII, h. 120.

2Republik Arab Syiria, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1953 tentang
al-Ahwal al-Syakhsiah, pasal 256-257 dan Republik Arab Mesir, Undang-Undang
Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat, pasal 76-78.
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dijelaskan dalam figih lebih mirip dengan ahli waris pengganti dalam
KHI sebagaimana yang telah dijelaskan.

Wasiat wajibah yang diberlakukan dalam KHI memiliki
format tersendiri, disebutkan di dalamnya:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-
pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan
terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari
warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
warisan orang tua angkatnya.’>

Berdasarkan keterangan pasal ini, KHI memberikan wasiat
wajibah kepada orang yang sudah di luar lingkup ahli waris menurut
kewarisan Islam dan bukan kerabat dari hubungan darah dan
perkawinan yaitu anak angkat dan orang tua angkat.

Dari pasal 209 di atas dapat dituliskan beberapa catatan:
pertama, KHI memberikan wasiat wajibah kepada kerabat yang
asalnya bukan ahli waris. Hal ini berbeda dengan figih yang
memberikan wasiat wajibah kepada kerabat yang dekat yang
memiliki halangan kewarisan seperti berbeda agama atau terhijab
oleh pewaris yang lebih dekat kekerabatannya. Kedua, pemberian
wasiat anak atau orang tua tidak berdasarkan kekerabatan karena
hubungan darah atau perkawinan tetapi kekerabatan dalam lingkup
sosial yang diperoleh dengan adanya pengangkatan anak. Dengan
demikian wasiat wajibah yang dikenal dalam fiqih dan wasiat
wajibah dalam KHI memiliki perbedaan yang cukup jauh. Oleh sebab
itu dapat dikatakan bahwa KHI dalam hal wasiat wajibah kepada
anak angkat atau orang tua angkat tidak berdasarkan kepada fiqih.

Menurut Subekti,” dari berbagai sistem hukum yang dikenal
di dunia, ternyata lebih banyak yang mengenal lembaga

2Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 209 ayat 1 dan 2.
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pengangkatan anak (adopsi) dari yang tidak mengenalnya. Adapun
hukum Islam tidak mengenal begitu pula Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie (BW)/KUH Perdata pada mulanya. Tujuan adopsi yang asli
adalah untuk mendapatkan keturunan (karena tidak punya anak).’®!
Menurut hukum adat pengangkatan anak itu harus dilakukan pada
usia di mana anak yang diangkat tidak akan ingat bahwa orang tua
angkatnya itu bukan orang tuanya sendiri.

Di berbagai daerah seperti Jawa dan Sulawesi Selatan
mengangkat anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak
yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk
dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, akan
tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dalam fungsi
untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya. Anak yang diambil
biasanya adalah keponakan sendiri baik laki-laki maupun
perempuan.”>”

Bagaimanapun juga dengan mengambil anak angkat dan
memelihara hingga dewasa akan menimbulkan interaksi dan
kedekatan sehingga menghasilkan hubungan rumah tangga.
Hubungan rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban antara
anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hak dan kewajiban itu
melahirkan konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga.
Yurisprudensi sebelum perang dunia II telah menetapkan bahwa anak
angkat mendapatkan bagian dari harta gono-gini orang tua angkat
jika tidak ada keturunan dari orang tua angkatnya. Isi yurisprudensi
tersebut tetap dipertahankan hingga setelah masa kemerdekaan

30R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung (Cet. V; Bandung: Alumni, 2006), h. 24.

>!Tujuan lain pengangkatan anak adalah: 1) memperkuat pertalian dengan

orang tua anak yang diangkat; 2) Sebab belas kasihan sehingga mengangkat anak
untuk menolongnya; 3) Ada kepercayaan jika mengangkat anak di kemudian hari
anak mendapatkan anak sendiri; 4) Untuk mendapatkan orang yang dapat
membantu pekerjaan orang tua sehari-hari. R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum
Adat, h. 99.

> R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 99. Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum Waris, h. 106.
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seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/Sip/1959
tanggal 15 Juli 1959.* Norma yang terkandung dalam suatu
yurisprudensi yang terus dipertahankan dalam waktu yang lama
tesebut dikatakan sebagai yurisprudensi tetap.

Keputusan untuk memberikan bagian dari harta gono-gini
orang tua angkat menunjukkan anak angkat berhak mendapatkan
bagian dari harta peninggalan karena kedudukannya sebagai bagian
dari anggota rumah tangga. Dapat pula diketahui bahwa anak angkat
tidaklah termasuk ahli waris karena hanya mendapatkan bagian dari
harta gono-gini (harta bersama) yang diperoleh dalam masa
perkawinan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak mempunyai
bagian dari harta bawaan yang merupakan bagian utama dari harta
warisan. Banyak yurisprudensi yang membahas masalah tersebut
salah satunya adalah putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
511/1969/Perd/PTB tanggal 14 Mei 1970°** menyatakan bahwa anak
angkat berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya,
yang bukan barang asal atau barang warisan.

Menurut Islam dan sebagian besar hukum adat di Indonesia,
anak angkat bukan termasuk ahli waris. Hal ini diperkuat dengan
yurisprudensi-yurisprudensi adat yang tidak menetapkannya sebagai
ahli waris akan tetapi memberikan bagian dari harta gono-gini
sebagai nafkah baginya. Di dalam kewarisan KHI, jalan yang paling
memungkinkan anak angkat mendapatkan bagian dari harta orang tua
angkatnya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah ditempuh jika
tidak ada wasiat yang ditinggalkan orang tua angkat ataupun
sebaliknya ditanggalkan anak angkat untuk orang tua angkat. Wasiat
wajib ini diberikan oleh undang-undang atau hakim melalui suatu
putusan karena adanya hubungan kekerabatan yang telah terjalin. Hal
ini tidak bertentangan dengan kewarisan Islam karena dapat tercakup

3R, Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 99-100, Mahkamah
Agung, Putusan Nomor 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 dalam R. Subekti,
Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, h. 26.

>*Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat,
dan BW (Cet. IV; Badung: Refika Aditama, 2014), h. 69.
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dalam Q.S. al-Baqarah (2): 180 pada kata a/-agrabun (karib kerabat),
yang pula diperkuat dengan Q.S. al-Nisa’ (4): 8:

i

Vi o i 4 ah6 stedis sy g T el sas i

Gyjas

Terjemahnya:
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat
(tidak termasuk ahli waris), anak-anak yatim, dan orang-orang
miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*

Demikianlah, wasiat wajibah yang diatur di dalam KHI sudah
sesuai realitas dan sesuai dengan nilai keadilan yang berkembang di
masyarakat. Anak angkat biasanya sehari-hari hidup dengan orang
tua angkatnya dan kedekatan emosi mereka sudah seperti anak
sendiri. Pada umumnya anak angkat menjadi tumpuan harapan orang
tua angkat pada saat mereka memasuki usia senja. Dengan demikian,
sangat wajar jika anak angkat mendapatkan bagian dari harta
peninggalan orang tuanya’° meskipun menurut hukum Islam tidak
termasuk sebagai ahli waris.

Bila anak angkat sudah sewajarnya mendapatkan porsi dari
harta peninggalan, maka hal serupa juga dapat diterima oleh orang
tua angkat. Hal ini berdasarkan alasan kemanusiaan. Selain kedekatan
yang telah terjalin erat, fakta yang terjadi sering kali orang tua
angkat hidup sebatangkara dan memerlukan jaminan sosial di hari
tuanya.”>’ Orang tua angkat juga memiliki jasa yang besar telah
membesarkan dan mendidik anak angkatnya hingga dewasa. Wasiat

3K ementerian Agama R, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 78.

*%Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum
Waris, h. 105.

>’Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Pelaksanaan Hukum
Waris, h. 106.
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wajibah diberikan secara timbal balik bagi kedua pihak disebabkan
adanya hubungan hak dan kewajiban yang timbal balik pula.
5. Warisan (tanah) Kolektif
Ada satu materi KHI yang unik, khusus, dan tidak diatur
dalam kewarisan Islam yaitu warisan berupa tanah pertanian. Hal ini
dijelaskan dalam pasal 189:

(1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan
pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya
dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris
yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak
dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang
bersangkutan ada yang memerlukan uvang, maka lahan
tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris
dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang
berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal ini berusaha mempertahankan keutuhan tanah pertanian
yang kurang dari 2 hektar. KHI memandang dengan tidak membagi
habis tanah pertanian kepada ahli waris akan mendatangkan manfaat
yang lebih terhadap semua ahli waris. Warisan yang tidak dibagi
disebut dengan warisan kolektif (warisan bersama).

Pada dasarnya warisan kolektif tidak dikenal dalam kewarisan
Islam karena dalam pembagiannya mengenal asas individual. Asas
individual yaitu harta peninggalan dibagi secara individual atau
secara pribadi langsung kepada masing-masing individu. Asas ini juga
mengandung pengertian bahwa harta warisan dibagi-bagi untuk
dimiliki masing-masing ahli waris secara perorangan menurut
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ketentuan bagiannya masing-masing karena dalam hukum waris
Islam telah ditetapakan bagian-bagian ahli waris.”®

Meskipun tidak dikenal dalam waris Islam, kewarisan kolektif
dikenal luas di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal itu dapat
ditelusuri dari berbagai referensi tentang kewarisan adat, serta dalam
pengelolaan dan transaksi tanah dalam lingkungan masyarakat adat.
Menurut Soepomo™’ dalam masyarakat adat tidak ada peraturan
yang menentukan bahwa pembagian harta peninggalan itu harus
mengenai seluruh harta benda. Sebagian dari harta peninggalan
sekedarnya dapat dibagi-bagikan, boleh dioperkan kepada ahli waris
yang telah meninggalkan rumah atau kampung halaman. Bagian yang
lain dapat, bahkan tetap harus dipertahankan (tidak dibagi-bagi)
untuk kehidupan keluarga yang masih tinggal di rumah tersebut.
Harta yang tidak dibagi-bagi disediakan sebagai sumber nafkah
keturunan pewaris.

Masyarakat Indonesia mengenal tiga sistem kewarisan
sekaligus yaitu sistem kolektif, sistem mayorat, dan individual.’*’
Sistem mayorat —yang terkait dengan pembahasan ini— adalah ahli
waris menerima harta peninggalan secara bersama yang tidak
dibagikan secara perorangan. Menurut sistem ini, para ahli waris

tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi melainkan

>Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan
dalam Hukum Islam- dan Implementasinya pada Pengadilan 'Agama (Cet. 1I;
Jakarta: Kencana, 2016), h. 46.

R, Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, h. 92-93.

*Sistem individual ialah harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki
secara perorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai,
mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya. Kemudian,
sistem mayorat terjadi bila harta warisan yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai
oleh anak tertua. Artinya hak pakai, hak mengolah, hak memungut hasilnya
dikuasai oleh anak tertua dengan kewajiban mengurus dan memelihara adik-
adiknya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. C.
Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h. 75.
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diperbolehkan untuk menggunakannya, mengusahakan, atau
menikmati hasilnya.’*!

Harta yang tidak dibagi disebut dengan harta pusaka. Di
Minangkabau disebut harta pusaka tinggi termasuk tanah leluhur. Di
Minahasa harta pusaka dapat dibagi-bagi tetapi masih juga
menyisakan sebidang tanah sebagai lambang persatuan atau tanda
perikatan. Di Ambon tanah dan tanaman-tanamannya tidak boleh
dibagi-bagi, harta peninggalan yang dapat dibagi hanya beberapa
barang seperti perkakas rumah tangga dan uang.>**

Berkenaan dengan tanah, Tolib Setiady menjelaskan penyebab
tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan
hukum adat. Perfama, karena merupakan satu-satunya benda
kekayaan yang meski mengalami keadaan bagaimana pun akan tetap
dalam keadaan semula, malah kadang-kadang lebih menguntungkan
setelahnya. Kedwva, tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan
masyarakat, menghasilkan penghidupan, dan tempat dikuburkan jika
telah meninggal dunia.”* Sebab yang pertama dilihat dari sifat tanah
dan sebab yang kedua dilihat dari faktanya.

Mengenai luas 2 hektar tanah yang menjadi acuan KHI tentu
tidak ditemukan dalam hukum adat apalagi dalam figih. Jumlah 2
hektar merupakan penyesuaian dengan undang-undang mengenai
pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-
Dasar Pokok Agraria menetapkan bahwa semua hak (hak milik, hak
guna, hak lainnya.) atas tanah harus diatur jumlah maksimum dan
atau jumlah minimumnya.”** Penjabaran tentang batas luas tanah ini
dirinci dalam Undang-Undang Nomor 56 PRT Tahun 1960 tentang

> Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, h. 41-45, Soerjono
Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 260. C. Dewi Wulansari, Hukum Adat
Indonesia, h. 74-75, Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 26.

>2Byshar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, h. 43.

*BTolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Pustaka
(Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 311.

*“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Dasar-Dasar Pokok Agraria, pasal 16 ayat (1) dan pasal 17.
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Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam salah satu rinciannya
disebutkan pasal 8: “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar
supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2
hektar.” Lebih lanjut undang-undang ini memberikan larangan
pemecahan tanah pertanian yang kurang dari 2 hektar yang tertulis
dalam pasal 9:
Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian
warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan
timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya
kurang.dari dua hektar. Larangan termaksud- tidak berlaku
kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya
kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.>*®

Berdasarkan pasal ini ditambah dengan penjelasannya diketahui
bahwa undang-undang melarang pemecahan tanah pertanian yang
kurang dari 2 hektar. Akan tetapi dikecualikan dari pasal ini
ketentuan mengenai pewarisan tanah. Artinya menurut undang-
undang larangan pemecahan tanah yang kurang 2 hektar tidak berlaku
pada peristiwa perwarisan.

Berdasarkan keterangan yang dipahami dari undang-undang
tentang pertanahan dapat disimpulkan bahwa angka 2 hektar dalam
pasal 189 KHI berasal dari aturan pertanahan nasional. Adapun
mengenai aturan untuk tidak membagi warisan tanah yang kurang
dari 2 hektar —walaupun ada kaitannya— tidaklah berasal dari undang-
undang karena undang-undang tidak mengaturnya tetapi lebih pada
pertimbangan kemaslahatan yang ada.

Dari penjelasan-penjelasan di atas diketahui bahwa materi
pasal 189 KHI disadur dari hukum adat dan pemahaman yang
berkembang dalam masyarakat terkait pewarisan tanah serta
disesuaikan dengan undang-undang pertanahan. Pernyataan ini dapat
dikuatkan dengan beberapa alasan: perfama, hukum Islam tidak

*“Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 56 PRT Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pasal 8, 9, dan penjelasannya.
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mengenal asas kolektif tetapi lebih menganut asas individual yang
membagi habis harta warisan, terlebih dengan sudah adanya bagian-
bagian yang sudah ditentukan. Kedua, hukum kebiasaan masyarakat
mengatur secara khusus tentang pewarisan tanah karena
kedudukannya yang penting walaupun terdapat perbedaan antara
daerah yang satu dengan yang lain. Ketiga, aturan adat yang tidak
membagi-bagi tanah bagi ahli waris mengandung kemaslahatan yang
dapat mendatangkan kemanfaatan yang lebih bagi para ahli waris
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Keempat, batas
kurang dari 2 hektar sama dengan aturan dalam Undang-Undang
Penetapan Luas Tanah Pertanian.
6. Pelakasanaan wasiat

Wasiat menurut ahli figih adalah pemberian hak milik secara
sukarela baik berupa barang atau manfaat yang dilaksanakan setelah
pemberi meninggal.>*® Hukum asal dari wasiat adalah mubah(boleh)
meskipun bagi orang yang sehat. Wasiat disyariatkan berdasarkan al-
Qur’an, sunah, dan ijma’.>*’ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-
Baqarah (2): 180:

oA Ul Eal s 358 & 1S0sl pas i) S o F

sl Je Gs Ol
Terjemahnya:
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya
secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa.>**

6Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIII, h. 17.

47 Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Figh ala al-Mazahib al-Arba‘ah, Juz 111, h.
238. Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuh, h. 18.

*¥Kementerian Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, h. 27.
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Ayat ini diperkuat dengan Q.S. al-Nisa (4): 11 dan 12. Adapun
sunah berasal dari beberapa hadis salah satunya yang diriwayatkan
oleh muttataq alaih (al-Bukhari dan Muslim):

Uy 106 slog ale i Lo o Jo25 & ug;wsgp,f;JM\uf

/° 235 ¢ o7 p . 4 21 4.
4 5K Moy V) T g s o 20 U Lt 1o B2

Artinya:
Dari Abdullah bin Umar ra., sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda: “Seseorang tidak layak memiliki sesuatu yang ia
harus wasiatkan, kemudian ia tidur dua malam kecuali jika
wasiat itu tertulis di sampingnya.

Hadis ini juga diperkuat dengan hadis dari Sa‘ad bin Abi
Wagqas yang ingin mewasiatkan seluruh hartanya, kemudian dibatasi
oleh Rasulullah maksimal 1/3 dari hartanya. Ulama di berbagai masa
dan tempat juga telah berijma’ bahwa wasiat itu boleh.>*’

Terdapat tiga hal yang menjadi permasalahan ‘urf” dalam
wasiat. Pertama, keadaan harta yang diwasiatkan serta ukuran dan
batasannya. Dari ayat wasiat di atas disebutkan kata khair, al-Buhuti

berkata:
&3l vf“" s 13 (.Lu 3y JBE gdl s A5 2a) Eod dids

Gop 20 Il 2oy el gAg . 13,20 (logd b 25 )

Artinya:
Wasiat hukumnya sunah-bagi orang yang-meninggalkan khair
berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Bagarah (2): 180,

¥ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz TV, h. 2 nomor 2738. Muslim, Sahih
Muslim, Juz 111, h. 1249, nomor 1627.

>%Ibnu Quddamah, a/-Mugri, Juz VI, h. VYV,

*"Mansur bin Yunus al-Buhuti, Syarh Muntaha al-Iradat, Juz 11 ([t.t.]:
Alim al-Kutub, 1414 H/1993 M), h. 455.
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makna kata al-khair adalah harta yang banyak berdasarkan
ukuran ‘urf’

Wasiat disunahkan dari sebagian harta bagi yang memiliki
harta yang banyak (khair), karena itu sebagai bagian dari kebaikan.
Disunah untuk memberikan wasiat dari sebagian harta —misalnya
1/5— untuk diberikan kepada kerabat yang miskin bukan ahli waris.
Dapat pula diberikan kepada orang yang membutuhkan yang bukan
dari kerabat.>> Akan tetapi perbuatan yang mustahab (sunah) ini
hanya bagi orang yang punya harta banyak sebagimana di dalam ayat
ini.

Ibnu Hajar menerangkan tentang arti khair di dalam ayat di
atas:
NS

6’; &E

5 e Jud o sl 8 e ouby) das e 85 8 455 Js
Jeb8 06 20 ) 525 56 50 i Ay 3l g Judl gl 4 £525
y £ Judl &“‘“’U‘M‘V"ﬂﬁé 2 O et 2 a0 J6
i 4 Lad

Artinya:

Kesepakatan mengenai makna khair dari firman Allah “in
taraka khairan” adalah harta. Hal menunjukkan bahwa bagi
seseorang yang tidak meninggalkan harta tidak disyariatkan
untuk berwasiat dengan harta. Menurut pendapat lain, maksud
dari khair adalah harta’ yang banyak, sehingga tidak
disyariatkan wasiat bagi yang memiliki harta sedikit. Ibnu
Abd al-Barr berkata: “ulama berijma’ bahwa siapa yang hanya
memiliki harta sedikit (tidak bernilai) maka tidak disunahkan
berwasiat.”

>*Ibnu Quddamah, a/-Mugni, Juz VI, h. 140.

>Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-
Bukhari, Juz V (Bairut: Dar al-Ma‘rifah 1379 H), h. 356.
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Sama dengan pendapat di atas, menurut al-Sa‘adi, al-
Zamkhasyiri, Kamilah al-Kuwari, al-Nasafi, dan yang lainya bahwa
arti kata khair dalam ayat wasiat (Q.S. al-Bagarah [2]: 180) adalah
harta yang banyak.”* Dengan demikian wasiat hanya dianjurkan bagi
yang memiliki harta yang banyak. Terdapat hadis Rasulullah swt.
yang menguatkan hal ini:

b e 08 G Bik 22006 dag e o D G2 B Epp o o

OGOQ;%
Artinya:
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-
baik sedekah adalah yang dikeluarkan setelah terpenuhi
kebutuhan.”

Hadis ini mengajarkan bahwa sedekah —dalam hal ini adalah
wasiat— terbaik itu adalah yang dikeluarkan manusia dari hartanya
setelah menyisihkan jumlah yang cukup untuk memenuhi perkara
tertentu yang ditinggalkannya seperti warisan, hutang, serta
dilakukan setelah memenuhi hal pribadi dan hak-hak keluarga. Secara
detail mengenai berapa harta yang banyak, tidak ada ukuran yang
ditentukan oleh nas sehingga ukuran banyak di sini merujuk pada
‘urf

Ibnu Hajar menyatakan bahwa batasan harta baik sedikit
maupun banyak juga merujuk pada ukuran ‘urf. Dalam hal ini jika
seseorang menurut pandangan  ‘ur/ atau kebiasaan masyarakat
termasuk orang yang memiliki harta sedikit maka dikatakan hartanya

34 Al-Sa‘adi, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan, h. 85.
Muhmud bin Amr bin Ahmad al-Zamkhasyari, al-Kasysyat ‘an Haqaiq Gawabid al-
Tanzil, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H), h. 223. Kamilah binti
Muhammad bin Jasim bin Ali al-Kuwari, Tafsir Garib al-Qur’an (Cet. I, [t.t.]: Dar
ibn Haz, 2008), h. 180. Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, Tagsir al-
Nasafi (Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil), Juz 1 (Cet. I; Bairut: Dar al-Kalim
al-Tayyib, 1419 H/ 1998 M), h. 64.

5% Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 11, h. 112 nomor 1426.
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sedikit demikian pula sebaliknya.”®® Berdasarkan keterangan-
keterangan ini, rujukan mengenai bagaimana keadaan orang yang
disunahkan untuk berwasiat adalah orang yang meninggalkan harta
dalam jumlah yang banyak menurut ukuran ‘urf. Ini merupakan hal
yang relatif serta berbeda karena perbedaan keadaan, tempat, zaman,
masyarakat. Penggunaan ‘urf di sini pada penerapan hukum yang
bersifat mutlak (umum) dalam suatu permasalahan. Selain itu, untuk
mengetahui sebab hukum yang disandarkan pada sifat yang relatif.

Aspek keduadalam hal terjadinya wasiat yaitu ada akad yang
mendahuluinya. Akad dibagi menjadi dua yakni 7jab dari pemberi
wasiat dan gabul dari penerima wasiat. /jab dapat dilakukan secara
lisan (pernyataan yang jelas), tulisan, dan isyarat. Semua perkataan
yang menunjukkan kepada wasiat termasuk wasiat secara lisan,
seperti: saya wasiatkan, saya berikan setelah meninggal, saya
wakilkan kepada fi/an setelah saya meninggal, dan redaksi lainnya.
Lafaz-lafaz tersebut adalah ‘urf gauli yang menjadi ijab wasiat.
Adapun secara tertulis dapat menggunakan tulisan —yang dikenal
dengan surat wasiat— telah masyhur dan menjadi kebiasaan, bahkan
telah disebutkan dalam hadis di atas “...kecuali jika wasiat itu tertulis
di sampingnya”. Pewasiat akan menuliskan wasiat harta dan wasiat
lainnya dalam surat yang ditulis sendiri atau orang yang mewakili
(notaris). Keberadaan ‘urf terletak pada bagian surat yang
menandakan benar telah terjadi wasiat yaitu stempel dan tanda
tangan. Stempel telah dikenal sejak dahulu, sedangkan membubuhkan
tanda tangan berserta nama di bawahnya adalah ‘wrf yang
berkembang saat ini. Sering pula stempel dan tanda tangan dipakai
secara bersamaan dalam banyak jenis dokumen dan persuratan,
termasuk dalam wasiat. Terakhir, sah wasiat orang yang bisu dengan
isyarat yang dipahami sebagai wasiat berdasarkan ‘urf karena hal itu
sama seperti lafaz bagi orang yang bisa berbicara.”’

>6Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-
Bukhari, Juz IV, h. 308.

537¢ Adil bin Abd al-Qadir, al- ‘Urf Hujjiyyatuh wa Asaruh, h. 805-806.
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Adapun gabul adalah semua yang menunjukkan penerimaan
dan kerelaan orang yang menerima wasiat. Menurut Ibnu Quddamah,
tidak mesti gabul/ itu dengan lafaz tetapi dapat berupa perkataan dan
perbuatan secara luas yang menunjukkan kerelaan dan penerimaan
terhadap wasiat.”® Contohnya, seseorang mengambil alih sebagian
urusan atau harta dari urusan-urusan anak-anak pemberi wasiat
setelah meninggal. Dengan demikian, adanya tindakan orang yang
diberikan wasiat terhadap apa yang diwasiatkan menjadi bentuk
penerimaan terhadap wasiat tersebut. Di sini terlihat peran luas ‘urf
dalam memahami tindakan-tindakan yang menjadi tanda penerimaan
wasiat.

Aspek ketiga dalam hal-hal yang membatalkan wasiat.
Terdapat beberapa yang membatalkan wasiat yaitu pada pemberi
wasiat berupa: menarik kembali wasiatnya dan hilangnya kecakapan
karena gila atau sebab lainnya. Dari penerima wasiat yaitu: lebih
dahulu meninggal dari pemberi wasiat, membunuh pemberi wasiat,
mengembalikan atau menolak wasiat. Terakhir, apa yang diwasiatkan
rusak, hancur, atau hilang.’> Dari beberapa hal yang membatalkan
wasiat, paran ‘urf dapat ditemukan pada penarikan kembali wasiat
dan penolakan wasiat.

Ulama sepakat bahwa pemberi wasiat dapat menarik kembali
wasiatnya baik seluruhnya atau sebagian. Hal ini dapat dipahami
karena wasiat itu mubah dan tidak wajib. Juga terdapat hadis
Rasulullah saw. yang melandasinya:

Y

Eodl o als G 222N 550 J6 &

._.Y.\
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Artinya:

**Tbnu Quddamah, al-Mugni, Juz VI, h. 1 56.

>Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIIIL, h. 111-105.
Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111, h. 306.

> Ahmad bin al-Husain bin Al bin Musa al-Baihaqi, a/-Sunan al-Kubra,
Juz VI (Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 460.
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Dari Umar bin al-Khattab ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Seseorang dapat mengubah wasiatnya sesuai dengan
keinginannya.”

Wasiat ditarik kembali jika ada perkataan yang jelas, seperti:
saya tarik kembali wasiat, saya batalkan dan lain-lain. Dapat pula
dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan penarikan seperti
menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau menjadikan harta wasiat
sebagai mahar.’®' Semua perkataan dan perbuatan dipahami sebagai
penarikan berdasarkan ‘urfyang berlaku.

Wasiat juga batal jika ada penolakan atau pengembalian dari
penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal. Penolakan
dengan mengatakan: saya menolak, saya kembalikan, saya batalkan,
dan redaksi yang lainnya. Semua ini kembali merujuk pada ‘urf gauli.

Dari ketiga hal yang berkaitan pertimbangan ‘urf , hal
pertama dan kedua yaitu tentang terjadinya wasiat dan batalnya
wasiat secara jelas KHI telah mengaturnya. Wasiat menurut KHI
dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di
hadapan notaris.”®® Demikian pula dalam pembatalan wasiat, pasal
199 KHI manyatakan bahwa pembatalan wasiat dilakukan dengan
cara lisan dengan disaksikan dua orang saksi, jika wasiat dibuat
tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis serta
disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris, dan jika
dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya dapat dicabut

berdasarkan akta Notaris.>®

Terkait penolakan oleh orang yang
ditunjuk menerima wasiat, telah diatur dalam pasal 197 ayat (2) yang
terkait dengan ‘urf qgauli untuk mengetahui bentuk penolakan

tersebut. Di sebutkan dalam pasal itu:

*'\Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, h. 112-113.

562Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 195 ayat (1).

563

dan (4).

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 199 ayat (2), (3),
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2)  Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk
menerima
wasiat itu:
a. tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai ia
meninggal duia sebelum meninggalnya pewasiat.
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak
untuk menerimanya.
c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah
menyatakan menerima atau menolak sampai ia

meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.”®*

Adapun hal pertama yaitu tentang aturan mengenai harta yang
dibolehkan atau disunahkan untuk diwasiatkan berupa harta yang
banyak belum diatur dalam KHI. Ketentuan tentang harta wasiat
yang telah diatur hanya pada batasan maksimal 1/3 dalam pasal 195
ayat (2) dan merupakan hal milik pewasiat dalam pasal 194 ayat (2).
Aturan tentang harta yang banyak sebagai harta yang layak untuk
wasiatkan perlu diatur berbarengan dengan kewajiban-kewajiban
yang tidak boleh dilalaikan oleh pewasiat. Kewajiban-kewajiban
tersebut seperti: pembayaran hutang, harta untuk pengurusan jenazah,
dan adanya harta yang cukup untuk diwarisi olah para ahli waris.
Dengan demikian wasiat baru dapat dilaksanakan jika ada kelebihan
harta setelah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam bantuk harta
yang harus didahulukan.

7. Hibah dihitung warisan

Hibah dalam syariat Islam berarti akad yang pokoknya adalah

pemberian harta milik seseorang pada orang lain saat ia masih hidup

tanpa adanya imbalan apa pun.’®

Dalam pasal 171 huruf g KHI juga
juga disebutkan: “Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris

meninggal dunia.” Pengertian yang disebutkan KHI sama dengan

564Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 197 ayat (2).

% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111, h. 281.
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pengertian yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab figih. Adanya
kerelaan tanpa imbalan dan dilakukan pada saat pemberi masih hidup
adalah unsur yang harus ada dalam hibah. Dalam hukum adat hibah
dimaknai lebih sempit yaitu harta kekayaan seseorang yang dibagi-
bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.
Penghibahan dilakukan saat anak-anak mulai dewasa atau menikah.
Penghibahan dilakukan karena adanya kekhawatiran terjadinya
percekcokan anak-anak di kemudian hari, atau karena hadirnya
ibu/bapak tiri atau anak angkat dalam keluarga.>*®

Pasal 211 KHI menyebutkan keterkaitan erat antara hibah
orang tua dengan warisan sebagaimana disebutkan: “Hibah dari orang
tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Menurut
Soerojo Wignjodipuro,”®” bila pasal 211 dianalisis maka pasal ini
memuat aspek ‘urf yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat
karena setelah melihat nas, baik al-Qur’an maupun hadis, tidak
dijumpai adanya hal yang menunjukkan tentang diperhitungkannya
hibah orang tua kepada anak sebagai warisan.

Berbeda dengan hukum Islam yang membedakan dengan tegas
antara hibah sebagai pemberian saat masih hidup dan warisan sebagai
pengalihan harta setelah meninggal, hukum adat telah memulai
proses kewarisan saat masih hidup. Menurut Soerjono Soekanto,
proses pewarisan telah dimulai sewaktu orang tua masih hidup.
Proses tersebut tidak menjadi tiba-tiba oleh sebab orang tua
meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu
peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya
tidak memengaruhi secara =mendasar ' proses '‘penerusan harta
tersebut.’® Dari sini perbedaan mendasar antara hibah yang dikenal
dalam hukum Islam dan dalam hukum adat.

6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.
132.

>7Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta:
Gunung Agung, 1982), h. 85.

8Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. h. 259.
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Menurut Soepomo, dalam hukum adat apabila seorang yang
meninggal memberikan suatu bagian dari hartanya semasa hidupnya
kepada seorang atau beberapa dari anak-anaknya, maka pemberian itu
diperhatikan pada waktu harta peninggalan dibagi-bagi setelah orang
tersebut meninggal. Apabila seorang anak telah mendapatkan
pemberian dari pewaris (bapak atau ibu) semasa hidup demikian
banyaknya, sehingga boleh dianggap telah mendapatkan bagian
penuh dari harta warisan, maka anak itu tidak berhak lagi atas
warisan yang dibagi-bagi setelah pewaris meninggal. Jikalau ternyata
harta peninggalan banyak dan harta yang pernah diterimanya semasa
pewaris hidup masih belum cukup, maka ia berhak mendapatkan
tambahan ketika harta peninggalan dibagi-bagi sehingga bagiannya
menjadi sama dengan bagian = saudara-saudaranya.’® Dari dua
kemungkinan yaitu bagian hibah yang telah diterima anak semasa
pewaris hidup sudah sama dengan bagiannya dari harta warisan atau
masih kurang sehingga KHI mengunakan kata “dapat’.

Dapat diperhitungkan sebagai warisan mengacu pada asas
persamaan hak dan keadilan dalam kewarisan yang berlaku dalam
masyarakat. Bila ada dua anak, salah satu telah banyak mendapatkan
harta orang tuanya semasa pewaris hidup misalnya sawah atau
perhiasan yang dijual untuk membiayai pendidikannya hingga
perguruan tinggi. Di sisi lain anak yang kedua tidak melanjutkan
sekolah karena tidak ada biaya dan mendahulukan saudaranya serta
merawat orang tuanya. Saat orang tua meninggal dan meninggalkan
warisan, tidaklah adil jika kedua anak ini mendapatkan warisan
bagian yang sama banyak.

Persamaan hak dan keadilan inilah yang ditangkap KHI dalam
menetapkan aturan hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.
Inilah salah satu bentuk keadilan yang diambil dari hukum yang
hidup dalam masyarakat sebagaimana dipaparkan dalam pasal 229.
Aturan ini juga mengisyaratkan adanya kesatuan hukum antara

%R, Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, h. 84-85.
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kewarisan dan hibah seperti halnya perkawinan dan kewarisan yang
tidak boleh dipandang berdiri sendiri.

B. Penerapan ‘Urfdalam Bidang Wakaf

Wakaf adalah ibadah sunah dan pranata hukum Islam yang
telah dikenal sejak lama serta telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan
wakaf yang kuat menyebabkan perwakafan pernah dikategorikan
sebagai bagian dari hukum adat pada masa kolonial sebagaimana
dijelaskan sebelumnya. Ruang lingkup ‘wrfdalam fiqgih waqaf dengan
berbagai pendapat berkisar pada bagaimana wakaf terbentuk seperti
wakaf dengan lafaz atau perbuatan yang dipahami sebagai wakaf
berdasarkan kebiasaan. Maksud dari lafaz-lafaz seputar wakaf berupa
kajian bahasa menjadi pembahasan panjang dalam figih yang
muaranya pada ‘urf’’° Berbeda dengan masalah perkawinan dan
kewarisan, ‘wrf yang berlaku dalam wakaf sebagian besar hanya
berupa kebiasaan yang lebih umum dan tidak termasuk bagian (yang
diambil) dari hukum yang dikenal dalam Masyarakat Hukum Adat.

Lebih jauh lagi, kebiasaan dan pemahaman yang berkembang
dalam masyarakat Indonesia berkenaan dengan wakaf malah tidak
mendukung adanya pembaruan dan pemanfaatan potensi wakaf yang
luar biasa. Menurut penelitian Badan Wakaf Indonesia, terdapat
beberapa kebiasaan yang berasal dari pemahaman yang kurang
mengenai pengelolaan wakaf. Pertama, pengelolaan wakaf masih
dilakukan secara tradisional di mana wakaf dipahami sebagai
penyerahan untuk dimanfaatkan selamanya atau pada waktu tertentu
untuk kepentingan ibadah saja, dan tidak boleh dibisniskan. Kedua,
kebiasaan sebagian besar wakif mawakafkan hartanya untuk
pembangunan tempat ibadah saja misalnya melalui wasiat yang mau
tidak mau harus dilaksanakan. Ketiga, masih berkembang
pemahaman bahwa wakaf adalah ibadah yang sangat sakral sehingga

0<Adil bin Abd al-Qadir bin Muhammad Walli Qutah, al-‘Urf:
Hujjiyyatuh wa ASaruh fi Figh al-Mu ‘amalat al-Maliyah ‘inda al-Hanabilah (Cet. 1;
al-Maktabah al-Makiyyah, 1418 H/ 1997 M), h. 746, 747-754, dan 757.
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menganggap penyaluran harta lewat wakaf untuk pemberdayaan
ekonomi berpotensi besar menyulut konflik.””' Termasuklah dalam
poin ketiga, benda wakaf yang dipahami hanya pada harta yang tak
bergerak utamanya tanah. Dengan demikian pemahaman serta praktik
yang berkembang tentang wakaf bertentangan dengan kemaslahatan
dan tujuan wakaf itu sendiri, sehingga termasuk dalam ‘urf yang
fasid.

Selanjutnya, dengan adanya KHI kemudian disahkannya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
permasalahan-permasalahan teknis dalam figih berkenaan dengan
pelaksanaan wakaf yang terkait dengan ‘urfdapat terselesaikan dan
lebih mendatangkan kepastian hukum. Dengan sendirinya wewenang
‘urf tidak terlalu dibutuhkan lagi memahami permasalahan wakaf.
Namun pengaruh dari ‘wrf tetap ada dalam perwakafan, seperti
mengenai hak nazir.

Dalam kitab-kitab figih diterangkan tentang kebolehan bagi
nazir untuk makan atau mengambil upah dari harta wakaf. Sayyid
Sabiq”’* menerangkan bahwa bolehbagi orang yang mengurus harta
wakaf untuk makan dari harta itu berdasarkan potongan hadis dari
Ibnu ‘Umar yang berisi pertanyaan ayahnya kepada Rasulullah
tentang pengelolaan tanah yang ada di Khaibar:

2ol gt Bl iy s e s L

Artinya:
Tidak mengapa bagi orang yang mengurus harta wakaf untuk
makan dari harta itu secara ma Tuf.

" Amelia Fauzia dkk., Fenomena Wakaf di Indonesia (Jakarta: Badan
Wakaf Indonesia, 216), h. 1-3, A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia
(Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

°"Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111, h. 278.

B Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111, h. 198. nomor 2737. Muslim bin
al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz 111, h. 1255 nomor 1632.
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Maksud dari a/-ma‘ruf adalah sesuai dengan kadar/ukuran yang
berlaku dalam kebiasaan. Sayyid Sabiq juga mengutip al-Qurtubi
yang menyatakan:

Vel OF Zasth Bkt o s> a3l 54 e 2T ) L Sl &

Viae 23 /C“L‘“g :}f L
Artinya:
Berlaku ‘adah (kebiasaan) bahwa amil (wakaf) boleh makan
dari hasil wakaf, seandainya wakif mensyaratkan bagi amil
untuk tidak makan dari harta wakaf maka itu akan dianggap
pensyaratan yang tercela.

Ulama 4 mazhab sepakat bahwa boleh bagi nazir mendapatkan
upah dari pengelolaan wakaf yang ia lakukan. Upah yang diberikan
dalam jumlah ajr mis/ yaitu upah yang jumlahnya diambil
berdasarkan kebiasaan setempat yang berlaku. Mazhab Hanbali
menambahkan bahwa nazir boleh makan dari harta wakaf dengan
ma‘ruf berdasarkan nas walaupun tidak menjadi kebutuhan
baginya.””” Kedudukan ‘uf dalam hal ini sebagai penjelasan dan
batasan dari hukum kebolehan mengambil upah dari harta wakaf.

Hak nazir berupa penghasilan dan fasilitas disebutkan dalam
KHI yang mana penentuan jenis dan jumlahnya kelayakan ditentukan
berdasarkan usulan Kementerian Agama dan MUI. Kelayakan di sini
sama halnya dengan kata al-ma‘ruf dalam kajian figih di atas.’’
Setelah adanya Undang-Undang Wakaf barulah ada kejelasan
mengenai presentase imbalan yang didapatkan nazir dari hasil bersih
pengelolaan dan pengembangan. harta. wakaf yaitu.10% dari hasil
bersih.’”” Dengan- demikian kelayakan. dalam ukuran ‘urf telah
diperjelas oleh Undang-Undang Wakaf.

*MSayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111, h. 278.
S Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIII, h. 232-235.
*7Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 222.

*""Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, pasal 12.
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BAB VIII
PENUTUP

‘Urf merupakan salah satu dalil hukum dalam kajian hukum
Islam yang disepakati penggunaannya berdasarkan al-Qur’an, sunah,
ijtihad, dan kesesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keempat
mazhab menggunakannya dengan perbedaan intensitas masing-
masing. Semua kebiasaan yang berlaku secara luas dalam suatu kaum
atau tempat berupa perkataan dan perbuatan termasuk dalam
pengertian ‘urf. Definisi yang bersifat luas ini dapat memuat
kebiasaan-kebiasaan umum masyarakat Indonesia ataupun kebiasaan
khusus yang berlaku di berbagai daerah di Tanah Air yang dikenal
hukum adat. ‘Urf yang diterima adalah yang sesuai dengan syariat
sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan dari
suatu hukum yang disandarkan kepadanya. Ulama menyepakati satu
kaidah pokok untuk merangkum sumber hukum ini yaitu a/-‘adah al-
muhakkamah.

Peranan ‘urf dalam pembaruan hukum dapat terwujud dari
usaha untuk membangun hukum yang sesuai untuk masa sekarang
dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan
hukum dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus menciptakan rasa
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. ‘Urf atau kebiasaan
memiliki kedudukan strategis karena mendapatkan tempat dalam
sistem hukum Islam sekaligus juga merupakan sumber hukum formil
kedua dalam sistem jhukum nasional..Dalam KHI. khususnya pada
buku perkawinan dan kewarisan, hukum' adat “memiliki peran
tersendiri sebagai /iving law (hukum yang hidup) yang juga mengatur
kedua bidang tersebut sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Implementasi ‘urf dalam KHI dapat dibagi dalam dua
kategori. Pertama, ‘urf yang menjadi sumber penjelasan dalam
pelakasanaan hukum, dapat dilihat dalam permasalahan tata cara
peminangan, batasan jumlah mahar, natkah, dan mut‘ah, bentuk
persetujuan mempelai, kawin hamil, upah bagi nazir, dan lain-lain.
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Kedua, ‘urt sebagai sumber perumusan materi hukum seperti
permasalahan batasan usia dewasa, harta perkawinan, ahli waris
pengganti, pembagian secara musyawarah, kewarisan bersama, wasiat
wajibah, dan hibah yang dihitung sebagai warisan. Kajian ‘urf’
khususnya di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan
berbagai macam adat menjanjikan kontribusi yang besar dalam
pengembangan hukum Islam- dan hukum nasional. Prospek
pengembangan materi KHI melalui ‘urf dapat diaplikasikan dalam
permasalahan: pertunangan, waktu pembagian warisan, kewarisan
anak tiri, dan kewarisan anak zina. Pembangunan hukum lewat ‘urf
juga dapat ditempuh dalam kajian tentang muamalah dan ekonomi
syariah, pengelolaan tanah dan sumber daya alam, perlindungan
lingkungan hidup, dan alternatif penyelesaian perkara.

Integrasi ‘urf” dalam materi-materi KHI merupakan usaha
menggali ‘wrf sahih dalam masyarakat sebagai salah satu bahan
pengembangan hukum Islam melalui perundang-undangan sekaligus
menggagas pembangunan hukum nasional.

Perumus dan pelaksana hukum (khususnya hakim) dituntut
untuk berusaha menggali nilai-nilai positif dari masyarakat yang
berasal dari ‘wrf guna menciptakan rasa keadilan yang diharapkan.
Hal ini merupakan kebutuhan untuk pengembangan hukum
sebagaimana diperintahkan Islam, beberapa perundang-undangan, dan
KHI sendiri. Solusi hukum lewat ‘urf'yang tertuang dalam KHI tetap
dapat menjadi acuan hukum dan dapat pula ditingkatkan menjadi
undang-undang dengan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu.

Masyarakat harus berusaha untuk menjaga nilai-nilai positif
yang telah lama hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat
dibutuhkan dalam membantu menciptakan ketentraman masyarakat,
sebagai ciri khas bangsa Indonesia, dan bagian dari sumber hukum.

Kajian mengenai ‘urf'dan adat perlu terus dikembangkan oleh
penuntut ilmu khususnya di bidang hukum baik hukum Islam maupun
hukum umum. Hal ini penting karena penggiat hukum adat semakin
berkurang dan studi tentang hukum adat juga semakin tidak
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diminati. Di sisi hukum Islam, kajian hukum mengenai ‘urf sudah
mulai banyak dilakukan di kalangan akademisi tetapi masih lebih
dominan pada pembahasan tentang sesuai atau tidak sesuainya adat
kebiasaan dengan Ajaran Islam, belum banyak menyentuh keberadaan
‘urf sebagai sebuah metodologi dalam berijtihad.

IAIN PALOPO
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